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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat, taufig dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jombang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban
kepada Kepala Daerah dan kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan
kegiatan selama satu tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memuat informasi tentang
pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
anggaran 2025. Sesuai dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik dan bidang persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang mendukung Tujuan Renstra Kabupaten Jombang
Tahun 2025-2029 yaitu tujuan ke- (5) yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital”, sedangkan Tujuan Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2025 yaitu : “Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan
informasi publik”.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja dari Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan
program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
Laporan ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja
pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian semoga kebutuhan tersebut
dapat terpenuhi dengan adanya laporan ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Jombang, 15 Januari 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

P. 198005281999121001
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Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
serta sebagai upaya untuk mewujudkan good governance perlu membentuk suatu
siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara terus
menerus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka seluruh instansi pemerintah
baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan
akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Tujuan dari dilaksanakan
sistem pertanggung jawaban (akuntabilitas) kinerja adalah dalam rangka
mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga tercipta
pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis,
memberdayakan masyarakat partisipatif, bersin dan bebas korupsi serta
berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar.

Terselenggaranya good governance (pemerintahan yang baik) merupakan
prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan
dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka implementasinya diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang
jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dari
keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas menyusun perencanaan strategis yang
memuat visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta
strategis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

LKJiP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan
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salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD

selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. Penyusunan LKJiP juga menjadi alat kendali untuk mendorong

peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan LKJiP yaitu :

1.

10.

11.

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instandi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
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12.

13.

14.

15.

16.

Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 20014 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Bupati 37 Tahun 2025 Tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati
Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 76 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan
salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi
Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang mempunyai kewenangan
dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan fungsi-fungsi
pelaksana urusan pemerintahan daerah, pembinaan penyelenggaraan
fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan
fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
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Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1.

Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan
informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan
informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat
komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah
dibidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang
statistik dan bidang persandian;

Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan
pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan

informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya

1.4 STRUKTUR ORGANISASI
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Dalam menjalankan peran stategis di atas, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Jabatan Fungsional

- Perencana Ahli Muda
3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
a. Jabatan fungsional
- Pranata Hubungan Masyarakat
4. Bidang Aplikasi Informatika
a. Jabatan Fungsional
- Pranata Komputer
5. Bidang Statistik dan Persandian
a. Jabatan Fungsional
- Statististisi
- Sandiman
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki komposisi pegawai
sebagai berikut :

- Pejabat eselon I : 1 orang
- Pejabat eselon 11 : 5 orang
- Pejabat eselon IV : 2 orang
- Fungsional . 7 orang
- Pelaksana (ASN dan Non ASN) : 20 orang
- PPPK Paruh Waktu : 9 orang
- Tenaga Ahli Programmer + Statisti  : 6 orang
- Tenaga Call Center 112 : 8 orang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan
organisasi yang terdiri :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
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Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

a

b

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. Pengelolaan urusan rumah tangga;

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-

undangan;

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

h. Pengelolaan kearsipan;

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang

pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik dan bidang
hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang
hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi,
pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi
kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;

b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan
konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media
komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik,
penyediaan akses informasi, pengelolan opini dan aspirasi publik,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah,
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serta pelayanan informasi publik;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten
lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media
komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik,
penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah,
serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi
Publik;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan
opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan daerah, serta pelayaanan informasi publik;

e. Penyiapan infromasi dan komunikasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan
terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat;

f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penyampaian
informasi melalui penerbitan (media cetak) radio, televisi dan film;

g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program
dan kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi dengan media
informasi baik pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah
lembaran pers daerah, maupun unsur masyarakat umum;

h. Penyiapan data dan pelaksanaan kegiatan liputan, pemberitaan,
pengumpulan informasi dan pendokumentasian serta komunikasi;

i. Penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah Daerah;

J. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi serta pelaporan segala bentuk
media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerabh;

I. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur, teknologi
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a.

informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola

e-Government mempunyai fungsi :

a.

Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur,teknologi informasi dan
komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-

Government;

Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan
komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-

Government;

Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur,
teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan

tata kelola e-Government;

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, teknologi

informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola
e-Government;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, teknologi
informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola
e-Government;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi

dan Informatika.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik dan

persandian untuk keamanan informasi mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk
pengamanan informasi;

Pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk
pengamanan informasi;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di
bidang statistik dan persandiaan untuk pengamanan informasi;
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang statistik dan
persandian untuk pengamanan informasi;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan
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f.

persandian untuk pengamanan informasi;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika

1.5 I1SU STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu strategis dalam Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan

informasi publik yang akan dihadapi pada rentang waktu 2025 - 2029 antara lain :

. Isu Strategis dibidang Humas dan Komunikasi Publik

a. Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang;

Masih adanya berita yang tendensius sehingga berita yang disampaikan
oleh media masih dengan kecenderungan atau keberpihakan tertentu,
sehingga tidak netral dan tidak sepenuhnya objektif oleh karena itu perlu
dilaksanakan Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang.
Kegiatan yang dilaksanakan vyaitu Mempererat hubungan dan
membangun komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten

Jombang dengan media melalui kegiatan audiensi dengan media;

. Agenda setting humas berfokus kepada publikasi program prioritas

Pemerintah Kabupaten Jombang;

Agenda setting adalah upaya mengatur atau menentukan isu apa yang
dianggap penting oleh publik melalui media dan komunikasi. Humas
secara strategis menentukan isu atau topik yang akan lebih sering dan
lebih kuat disampaikan ke publik, dengan tujuan agar masyarakat
memberikan perhatian utama pada program-program prioritas Pemkab
Jombang. Informasi tersebut dipublikasikan secara konsisten melalui
media massa, media sosial, siaran pers, dan kanal komunikasi lainnya
seperti website dan radio. Tujuannya agar masyarakat memahami,
mendukung, dan memberi perhatian pada program Pemerintah Kabupaten
Jombang.

Dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi dengan Media Elektronik
dalam bentuk dialog interaktif dan sosialisasi melalui radio, website, media

social dan iklan layanan masyarakat. Sementara media luar ruang dalam
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bentuk Videotron, Baliho, Spanduk, Backdrop dan Umbul-Umbul. Serta
kegiatan pemberitaan/penyebarluasan informasi dikelola oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang melalui website
jombangkab.go.id.

c. Peningkatan kapasitas SDM Kehumasan di Perangkat Daerah agar lebih
optimal dalam menyesuaikan perkembangan digital;
Kondisi saat ini belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan media
sosial dalam mempublikasikan kegiatan. Oleh karena itu perlu adanya
peningkatan kapasitas SDM Kehumasan di Perangkat Daerah agar lebih
optimal dalam menyesuaikan perkembangan digital. Kegiatan yang
dilaksanakan dalam bentuk Penguatan Kapasita Tim Pengelola Website
dan Media Sosial Resmi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab
Jombang dengan harapan mendukung keterbukaan informasi publik,
meningkatkan efektivitas penyampaian informasi yang konstruktif terkait
pelaksanaan program kerja dan kinerja OPD melalui optimalisasi platform
digital yang tersedia.

d. Penguatan peran PPID pembantu yang ada disetiap OPD;

Permasalahan saat ini Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di masing-masing
Perangkat Daerah belum berjalan secara maksimal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
Belum optimalnya kinerja PPID Pembantu di setiap Perangkat Daerah
berdampak pada belum maksimalnya implementasi keterbukaan informasi
publik di lingkungan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan fungsi PPID
Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah masih perlu
ditingkatkan, terutama dalam aspek pengelolaan dokumentasi, pelayanan
informasi publik, serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara
berkala. Untuk itu perlu adanya pelaksanaan Workshop PPID untuk
pemahaman pentingnya peran PPID dalam mewujudkan Keterbukaan
Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Badan publik wajib membuka
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informasi terkait institusi, kebijakan, kegiatan, hingga penggunaan
anggaran sebagai dasar pemahaman regulasi, klasifikasi informasi publik
yang bersifat informasi berkala, setiap saat maupun serta merta dan uji
konsekuensi informasi yang dikecualikan kepada PPID pembantu.

e. Sosialisasi SP4N LAPOR
Belum semua masyarakat memanfaatkan SPAN LAPOR untuk pengaduan
pelayanan publik. Untuk itu perlu adanya sosialisasi aplikasi SP4N-LAPOR!
sebagai pusat pengelolaan pengaduan pelayanan publik terintegrasi.
Sosialisasi dilaksanakan berbagai elemen masyarakat, termasuk pesantren
dan kampus, untuk meningkatkan kualitas layanan, kecepatan respons,
dan transparansi aduan, baik terkait Pemkab Jombang maupun pusat.

2. Isu Strategis dibidang Aplikasi dan Informatika

a. Masih rendahnya infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan
komunikasi;
Kondisi saat ini cakupan jaringan internet Pemkab Jombang pada seluruh
perangkat daerah telah terkoneksi namun terdapat beberapa perangkat
daerah mengalami koneksi lambat atau tidak stabil pada beberapa titik dan
Wifi Publik Desa telah terkoneksi, namun beberapa titik masih tidak stabil.
Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor Keterbatasan anggaran untuk
perluasan jaringan fiber optik dan Topografi/geografi wilayah yang
menyulitkan pemasangan infrastruktur.
Oleh karena itu perlu adanya penguatan konektivitas jaringan broadband
dengan monitoring dan evaluasi koneksi lambat dan stabil serta
Kerjasama pengadaan vendor internet berkecepatan tinggi yang bisa
menjangkau seluruh Kabupaten Jombang.

b. Masih rendahnya infrastruktur pusat data teknologi informasi dan
komunikasi;
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki
pusat data, namun masih dalam kapasitas terbatas (kapasitas
penyimpanan, redundansi, dan backup belum optimal), selain itu

Belum semua OPD memigrasikan data atau sistem ke pusat data
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yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jombang dikarenakan faktor belum adanya kepercayaan pada perangkat
daerah terhadap sistem keamanan pada ruang server.

Untuk meningkatkan infrastruktur pusat data teknologi informasi dan
komunikasi perlu adanya penambahan infrastruktur server, berlangganan
cloud yang menyesuaikan kebutuhan pusat data pada setiap perangkat
daerah yang ditempatkan secara terpusat. Selain itu perlu adanya
penguatan regulasi terkait pusat data di Pemerintah Kabupaten Jombang
dan perlu adanya monitoring pusat data secara realtime..

c. Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah;
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
Kondisi saat ini tidak semua aplikasi terintegrasi, menyebabkan duplikasi
data dan proses kerja yang tidak efisien. Oleh karena itu perlu adanya
sistem pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi dan
Pengembangan aplikasi belum sesuai arsitektur SPBE. Untuk memastikan
pelaksanaannya menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka
Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

d. Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi;

Layanan darurat 112 yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Jombang
membutuhkan peningkatan kualitas agar dapat merespons keluhan,
laporan, dan situasi darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan
berbagai instansi terkait (kepolisian, pemadam kebakaran, rumah sakit,
BPBD, dll.). Integrasi antar sistem dan antar perangkat daerah masih perlu
diperkuat. Selain itu layanan kedaruratan 112 belum dimanfaatkan secara
optimal oleh masyarakat.

Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 dengan Strategi yang
mencakup pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM
operator, standarisasi SOP, integrasi lintas instansi, monitoring

berkelanjutan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan
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respons, koordinasi, dan kualitas layanan darurat di Kabupaten Jombang,
selain itu perlu adanya edukasi kepada penggunaan layanan 112
dilaksanakan melalui media sosial, website Pemkab, radio, dan
kecamatan di seluruh Kabupaten Jombang

3. Isu Strategis dibidang Statistik dan Persandian

a. Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data;

Ancaman serangan siber terhadap sistem pemerintahan semakin
meningkat, seperti peretasan, ransomware, dan kebocoran data. Hal
tersebut dikarenakan minimnya tingkat kematangan keamanan informasi
di sebagian besar Perangkat Daerah. Padahal dengan meningkatnya
digitalisasi layanan publik melalui SPBE, ketahanan siber menjadi elemen
kunci dalam melindungi data pemerintah dan masyarakat. Dalam hal
infratruktur digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang memiliki
pengamanan berupa lisensi, firewall dan server backup data with self
encription protection. Dalam hal persandian dan keamanan informasi juga
diperkuat dengan peralatan dan pengamanan informasi mobile yang bisa
digunakan lebih mudah

Terbatasnya kesadaran SDM mengenai ancaman siber dan pentingnya
keamanan informasi, serta minimnya tenaga ahli dibidang keamanan siber
di Pemerintaj Kabupaten Jombang. Untuk itu perlu dilakukan penguatan
literasi keamanan siber bagi pegawai pemerintahan sangat penting untuk
mencegah serangan siber akibat kelalaian manusia.

. Keterbatasan Kapasitas SDM dalam Analisis Data dan Kualitas Data yang
Tidak Memadai;

Kurangnya tenaga ahli statistik dan analisis data dilingkungan
pemerintahan daerah serta terbatasnya pemahaman perangkat daerah
tentang pentingnya tata kelola data yang baik. Padahal dalam rangka
mendukung Satu Data Jombang sangat dibutuhkan SDM yang memiliki
keterampilan dibidang pengelolaan dan analisis data.

Oleh karena itu Diskominfo Kabupaten Jombang berupaya untuk

melaksanakan Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan
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data statistik sehingga dapat meningkatkan kualitas data statistik sektoral
di Kabupaten Jombang.

c. Belum terintegrasinya sistem aplikasi yang menghasilkan data sehingga
tidak bisa menyajikan data secara realtime.
Belum optimalnya integrasi data antar perangkat daerah Data yang
terpublikasi sudah tervalidasi dan memiliki metadata
standar sehingga masih ditemukan data yang tidak konsisten, tidak
sinkron antar-OPD, dan tidak memiliki metadata.
Satu Data Jombang bertujuan untuk menyelaraskan data sektoral guna
mendukung efisiensi kebijakan dan pembangunan berbasis data. Langkah
yang diambil yaitu penguatan regulasi dan kebijakan daerah terkait
standarisasi dan interoperabilitas data antar perangkat daerah,
meningkatkan koordinasi lintas sector melalui forum data daerah dan
pemanfaatan aplikasi sambang.jombangkab.go.id dengan fitur-fitur yang

user friendly.

1. 6 CASCADING KINERJA
Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 ditindaklanjuti kedalam
tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dalam waktu lima tahun
kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan
perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Jombang. Pada

Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang Dinas Kominfo mendukung :

1. Misi 5 RPJMD : Menghadirkan Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan
yang Terbuka dan Kolaboratif

2. Tujuan 5 RPJMD : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi PD yang bersih
dan efektif

3. Sasaran 11 RPJMD : Terwujudnya Transformasi Birokrasi Berbasis
Digital
Cascading adalah proses manajemen kinerja organisasi dan bagaimana cara

melakukannya. Diskominfo Kabupaten Jombang memiliki skema sebagai berikut :
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Keterkaitan RPIJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas
Kominfo Tahun 2025-2029

Misi 3 :

Menghadirkan Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan

Kolaboratif

Tujuan RPJMD :
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi PD

yang bersih dan efektif

Tujuan PD:
Meningkatkan transformasi digital dan

keterbukaan informasi publik

Sasaran RPJMD :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis PD:

Optimalisasi Layanan Digital

Birokrasi Pemerintah
Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi
dan Informasi Publik
Optimalnya data statistik sektoral
Optimalnya penyelenggaraan
persandian untuk keamanan informasi
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi
yang Bersih dan Efektif

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025 — 2029

Tujuan : Indikator Tujuan :

Meningkatkan transformasi Indeks SPBE/Indeks

digital dan keterbukaan Pemerintah Digital

informasi publik

Sasaran Indikator Sasaran Strategis

Optimalisasi Layanan Digital Indeks Layanan Digital

Pemerintah

Optimalisasi Pengelolaan 1. Tingkat tindak lanjut
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Komunikasi dan Informasi
Publik

pengaduan
(LAPOR) vyang sudah
diselesaikan

Masyarakat

2. Tingkat Penyebarluasan

Informasi ke Masyarakat

Optimalnya  data  statistik

sektoral

Indeks Pembangunan Statistik

Optimalnya penyelenggaraan
persandian untuk keamanan

informasi

Indeks KAMI

Terwujudnya Tata Kelola
Birokrasi yang Bersih dan
Efektif

Indeks Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman
RPJPD dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jombang 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah terpilih yang dilantik pada 20 Februari 2025,

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan,
sasaran dan strategi yang terdiri dari kebijakan dan program serta ukuran
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan
Informatika merupakan Satuan Kerja yang landasan pelaksanaan kegiatannya
berlandaskan pada RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menetapkan Rencana Strategis yang

sesuai dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi tahun 2025-2029.

RENCANA KERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan
agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja
ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang
ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi
dan Informatika tahun 2025.

Indikator Tujuan pada PK awal dengan PK Perubahan Dinas Komunikasi dan
Informatika terdapat perubahan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026 dan RPIJMD
2025-2029 sehingga  terdapat penyesuaian, pada perjanjian kinerja awal

berdasarkan sasaran dari RPD 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan
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Kinerja Birokrasi” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten menjadi
mendukung tujuan RPJIJMD 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Transformasi Birokrasi
Berbasis Digital” dengan indikator Indeks SPBE.

Dalam hal target, definisi, formulasi perhitungan, dan sumber data maka tujuan dan

sasaran indikator tersebut terdapat penyesuaian sebagai beikut :

PK AWAL (RPD) TAHUN 2025

Tujuan/Sasaran A Indikator Target
TUJUAN
Meningkatnya Akuntabilitas | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi 72
dan Kinerja Birokrasi Kabupaten
SASARAN :
Meningkatnya Akuntabilitas | 1. | Indeks Pengelolaan | 67 (sedang)
dan Kinerja Birokrasi Informasi
Melalui Kualitas Pelayanan dan Komunikasi Publik (I-
Informasi dan Komunikasi PIKP)
Publik 2 | Indeks Kematangan Level 3
Teknologi
Informasi dan Komunikasi
(IKTIK)
3 | Indeks SPBE terkait 2.88
layanan komunikasi dan | (terkelola)
Informatika
4 | Indeks Pembangunan 2.5
Statistik (terkelola)
(IPS)
5 | Indeks Keamanan | 620 (tinggi)
Informasi 620  (tinggi)
(KAMI
6 | Nilai Evaluasi AKIP PD 80.10
PK PERUBAHAN (RPJMD) TAHUN 2025
Tujuan/Sasaran \ Indikator | Target
No | TUJUAN :
1 | Meningkatkan 1. |Indeks SPBE/Pemerintah 4.10
Transformasi  Digital Digital
dan Keterbukaan
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Tujuan/Sasaran Indikator Target
Informasi Publik

No | SASARAN :

1 | Optimalisasi Layanan Indeks Layanan Digital 9.4%
Digital Pemerintah

2 | Optimalisasi Tingkat tindak lanjut 100%
Pengelolaan pengaduan masyarakat
Komunikasi dan (LAPOR) yang sudah
Informasi Publik diselesaikan

Tingkat Penyebarluasan 100%
Informasi ke Masyarakat

4 | Optimalnya data Indeks Pembangunan 2,5
statistik sektoral Statistik

5 | Optimalnya Indeks KAMI 640
penyelenggaraan
persandian untuk
keamanan informasi

6 | Terwujudnya Tata Indeks Reformasi Birokrasi 80,10
Kelola Birokrasi yang Perangkat Daerah
Bersih dan Efektif

RENCANA KERJA

Kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten

Jombang dilengkapi dengan indikasi pendanaan yang semuanya bersumber

pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun

2025 sebagai berikut : Anggaran setelah perubahan :

Rp. 24,340,787,745

(Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan
Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

tahun 2025 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama

Daerah

Kabupaten/Kota

No Program Anggaran Keterangan
Program Penunjang Rp 11.170.531.957,00 APBD
1 Urusan Pemerintah
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Program Pengelolaan | Rp 3.465.713.750,00

2 Informasi dan Komunikasi APBD, DBHCHT
Publik
Program Pengelolaan | Rp 7.636.502.065,00

3 APBD

Aplikasi Informatika

Program Penyelenggaraan | Rp 1.345.374.148,00
4 APBD
Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan | Rp 722.665.825,00
5 Persandian Untuk APBD

Pengamanan Informasi

1 | Terwujud | PROGRAM Persentase % 100 | 11.170.531.957
nya Tata PENUNJANG rata-rata
Kelola URUSAN capaian
Birokrasi | PEMERINTAHAN | kinerja
yang DAERAH aparatur
Bersih KABUPATEN/KO
dan TA
Efektif Perencanaan, Persentase % 100 38.851.000
Penganggaran, dokumen
dan Evaluasi perencanaa
Kinerja Perangkat | n,
Daerah penganggar
an dan
evaluasi
kinerja PD
yang
tersusun
sesuai
aturan
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Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah
Dokumen

Perencanaa
n Perangkat
Daerah

Dokumen

17.727.000

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD

Laporan

21.124.000

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase
pencairan
gaji dan
tunjangan
ASN yang
tepat waktu

orang/bulan

32

5.899.622.044

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Jumlah
Orang yang
Menerima
Gaji dan
Tunjangan
ASN

Orang/bulan

32

5.715.508.044
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Pelaksanaan Jumlah Dokumen 4 181.754.000
Penatausahaan Dokumen
dan Penatausah
Pengujian/Verifika | aan dan
si Keuangan Pengujian/V
SKPD erifikasi
Keuangan
SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 2.360.000
Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan | Keuangan
Akhir Tahun SKPD | Akhir Tahun
SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
Pengadaan Jumlah Paket 0 0
Pakaian Dinas Paket
beserta Atribut Pakaian
Kelengkapannya Dinas
beserta
Atribut
Kelengkapa
n
Administrasi Persentase % 100 455.471.818
Umum Perangkat | pemenuhan
Daerah pelayanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan Jumlah Paket 12 13.819.800
Komponen Paket
Instalasi Komponen
Listrik/Penerangan | Instalasi
Bangunan Kantor | Listrik/Pener
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angan
Bangunan
Kantor yang
Disediakan

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah
Paket
Peralatan
dan
Perlengkap
an Kantor
yang
Disediakan

Paket

12

62.088.578

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah
Paket
Bahan
Logistik
Kantor yang
Disediakan

Paket

132.778.400

Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah
Paket
Barang
Cetakan
dan
Pengganda
an yang
Disediakan

Paket

46.080.440

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah
Dokumen
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
yang
Disediakan

Dokumen

12.612.000
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Penyelenggaraan | Jumlah Laporan 5 188.092.600
Rapat Koordinasi | Laporan
dan Konsultasi Penyelengg
SKPD araan Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa | Persentase % 100 821.390.900
Penunjang Urusan | Pemenuhan
Pemerintahan Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 12 404.920.000
Komunikasi, Laporan
Sumber Daya Air Penyediaan
dan Listrik Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
yang
Disediakan
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 12 416.470.900
Pelayanan Umum | Laporan
Kantor Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Persentase % 100 3.955.196.195
Barang Milik barang milik
Daerah Penunjang | daerah
Urusan dalam
Pemerintahan kondisi baik
Daerah
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Penyediaan Jasa | Jumlah Unit 1 47.540.000
Pemeliharaan, Kendaraan
Biaya Perorangan
Pemeliharaan, dan | Dinas atau
Pajak Kendaraan Kendaraan
Perorangan Dinas | Dinas
atau Kendaraan Jabatan
Dinas Jabatan yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajaknya
Penyediaan Jasa | Jumlah Unit 17 220.100.000
Pemeliharaan, Kendaraan
Biaya Dinas
Pemeliharaan, Operasional
Pajak dan atau
Perizinan Lapangan
Kendaraan Dinas | yang
Operasional atau Dipelihara
Lapangan dan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinanny
a
Pemeliharaan/Reh | Jumlah Unit 2 187.837.000
abilitasi Gedung Gedung
Kantor dan Kantor dan
Bangunan Lainnya | Bangunan
Lainnya
yang
Dipelihara/D
irehabilitasi
Pemeliharaan/Reh | Jumlah Unit 63 3.499.719.195
abilitasi Sarana Sarana dan
dan Prasarana Prasarana
Gedung Kantor Gedung
atau Bangunan Kantor atau
Lainnya Bangunan
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Lainnya
yang
Dipelihara/D
irehabilitasi

Optimalis
asi
Pengelola
an
Komunika
si dan
Informasi
Publik

PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK

Persentase
Perangkat
Daerah
yang telah
memiliki
layanan
informasi

%

10

3.465.713.750

Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase
masyarakat
dan PD
yang
menjadi
sasaran
penyebaran
informasi
publik

%

3.4

3.465.713.750

Relasi Media

Jumlah
aktivitas
relasi media
kepada
media yang
memenuhi
kriteria
sebagai
berikut: 1.
terverifikasi
dewan pers,
dan 2.
terdaftar di
Dinas
Kominfo,
dan 3. aktif
dalam

Laporan

2.600.165.780
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kegiatan
relasi media

Sosialisasi

Peraturan Bidang

Informasi dan

Komunikasi Publik

Persentase
khalayak
sasaran
yang
terpapar
informasi
terkait
peraturan
bidang
informasi
dan
komunikasi
publik

Persentase

100

146.174.190

Diseminasi
Informasi

Persentase
khalayak
yang
terpapar
informasi
publik

Persentase

100

719.373.780

Optimalis
asi
Layanan
Digital
Pemerinta
h

PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKASI
INFORMATIKA

Persentase
penyelengg
araan
layanan
pemerintah
an dan
layanan
publik
berbasis
elektronik

%

100

7.636.502.065
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Pengelolaan Nama | Jumlah PD Perangkat 53 76.771.920
Domain yang yang
Telah Ditetapkan terkoneksi
oleh Pemerintah jaringan
Pusat dan Sub intra
Domain di Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Nama | Jumlah Dokumen 1 76.771.920
Domain dan Sub Dokumen
Domain Pengelolaan
Penyelenggaraan | Nama
Pemerintah Domain dan
Daerah dan Sub Domain
Pengelolaan Nama | Pemerintah
Domain Daerah
Pemerintah Desa | serta
Domain
Pemerintah
Desa
Pengelolaan E- Jumlah Aplikasi 2 7.559.730.145
government di aplikasi
Lingkup layanan
Pemerintah pemerintaha
Daerah n dan
Kabupaten/Kota layanan
publik yang
terintegrasi
Koordinasi Jumlah Aplikasi 10 602.556.000
Pemanfaatan Aplikasi
Pusat Data SPBE
Nasional Pemerintah
Daerah
yang sudah
ditempatkan
di Pusat
Data
Nasional
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Fasilitasi Jumlah Laporan 1 294.199.145
penyelenggaraan | laporan
SPBE di hasil
lingkungan Pemda | fasilitasi
penyelengg
araan SPBE
di
lingkungan
Pemda
Pembangunan Jumlah Aplikasi 10 706.997.500
dan/atau aplikasi
Pengembangan khusus
Aplikasi Khusus yang
yang sesuai dibangun
dengan arsitektur | dan/atau
dan peta rencana | dikembangk
SPBE pemerintah | an sesuai
daerah arsitektur
dan peta
rencana
SPBE
pemerintah
daerah
Penyelenggaraan | Jumlah Aplikasi 2 84.650.000
Sistem Aplikasi
Penghubung SPBE yang
Layanan terhubung
Pemerintah dengan
Daerah Sistem
Penghubun
g Layanan
Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan | Jumlah Perangkat | 53 837.870.000
Jaringan Intra perangkat
Pemerintah daerah di
Daerah Kab/Kota | pemerintah
Kab/Kota
yang
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terhubung

dengan
Jaringan
Intra
Pemerintah
Daerah
Kab/Kota
Implementasi Jumlah Program 1 2.663.670.000
Inovasi Program implementa
Kota Cerdas si Inovasi
sesuai dengan Program
Masterplan Kota Cerdas
Kabupaten atau sesuai
Kota Cerdas dengan
Masterplan
Kabupaten/
Kota Cerdas
Koordinasi Jumlah Aplikasi 4 69.787.500
pemanfaatan Aplikasi
Aplikasi Umum Umum yang
SPBE telah
dimanfaatka
n
Penyediaan Akses | Jumlah Perangkat | 53 2.300.000.000
Internet untuk Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah
dalam rangka yang
penyelenggaraan | memanfaatk
SPBE an akses
internet
yang
disediakan
oleh Dinas
Optimalny | PROGRAM Persentase % 100 1.345.374.148
a Data PENYELENGGAR | data
Statistik AAN STATISTIK Sektoral
Sektoral SEKTORAL yang
dipublikasi
kan
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Penyelenggaraan | Jumlah data data 28 1.345.374.148
Statistik Sektoral di | statistik
Lingkup Daerah sektoral
Kabupaten/Kota yang
digunakan
dalam portal
satu data
Peningkatan Peran | Persentase Persentase | 70 141.350.500
Statistik Sektoral Perangkat
terhadap Sistem Daerah
Statistik Nasional | yang
menggunak
an data
Statistik
untuk
Perencanaa
n,
Monitoring,
dan
Evaluasi
Pembangun
an dan/atau
Penyusunan
Kebijakan
Peningkatan Persentase | Persentase | 100 1.123.473.748
Kualitas Data kegiatan
Statistik Sektoral statistik
sektoral
yang rilis
tepat waktu
Penyelenggaraan | Jumlah Dokumen 1 55.108.300
Statistik Sektoral kegiatan
yang sesuai statistik
dengan Prinsip sektoral
Satu Data yang telah
Indonesia dilengkapi
metadata
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Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 25.441.600
Proses Bisnis Statistik
Statistik Sektoral Sektoral
Sesuai Standar yang sudah
meminta
rekomendas
i dari
Pembina
Data
Statistik
Optimalny | PROGRAM Persentase Persen 55 722.665.825
a PENYELENGGAR | Sistem
Penyeleng | AAN aplikasi
garaan PERSANDIAN strategis
Persandia | UNTUK yang
n Untuk PENGAMANAN berfungsi
Keamana | INFORMASI dengan
n baik
Informasi | Penyelenggaraan | Jumlah PD 53 722.665.825
Persandian untuk | Perangkat
Pengamanan Daerah
Informasi yang
Pemerintah mendapatka
Daerah n layanan
Kabupaten/Kota keamanan
kominfo
Penetapan Jumlah Dokumen 1 16.339.975
Kebijakan Tata Kebijakan
Kelola Keamanan | Tata Kelola
Informasi dan Keamanan
Jaring Komunikasi | Informasi
Sandi Pemerintah | dan Jaring
Daerah Komunikasi
Kabupaten/Kota Sandi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota yang
Ditetapkan
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Pelaksanaan Jumlah Laporan 1 84.896.150
Keamanan Laporan
Informasi Pelaksanaa
Pemerintahan n
Daerah Keamanan
Kabupaten/Kota Informasi
Berbasis Pemerintah
Elektronik dan Non | an Daerah
Elektronik Kabupaten/
Kota
Berbasis
Elektronik
dan Non
Elektronik
Penyediaan Jumlah Perangkat | 53 621.429.700
Layanan Perangkat
Keamanan Daerah
Informasi yang Telah
Pemerintah Menggunak
Daerah an Layanan
Kabupaten/Kota Keamanan
Informasi

Pada Anggaran Tahun 2025 terdapat perubahan anggaran Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, dimana pada anggaran
murni APBD sebesar Rp 19.377.038.071 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus
Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah)
berubah menjadi Rp. 24,340,787,745 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus
Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat
Puluh Lima Rupiah) pada anggaran perubahan Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang




BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA
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1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
pada tahun anggara berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam RENSTRA, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target
pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dengan

realisasi.

Pada Bab Il Akuntabilitas Kinerja ini akan dijelaskan Perbandingan target dan
realisasi yang mengacu pada RPD 2024-2026 dengan tujuan, sasaran strategis yang
mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan berdasarkan Renstra 2025-2029

mengacu Perubahan Kinerja Tahun 2025.

1.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
berdasarkan PK Awal (Renstra 2024-2026)

A Tung;lrna/tsezsigran No. Indikator Target Realisasi Cna?(%a
1 | Tujuan: 1. |Indeks Reformasi 72 85.85 119.23
Meningkatnya Birokrasi Kabupaten
Akuntabilitas dan
Kinerja Birokrasi
2 | Sasaran 1. | Indeks Pengelolaan 67 68.55 102.31
Strategis: Informasi (sedang) | (sedang)
Meningkatnya dan Komunikasi
Akuntabilitas dan Publik (I-PIKP)
Kinerja Birokrasi 2 |Indeks Kematangan | Level3 Level 3 100
Melalui Kualitas Teknologi
Pelayanan Informasi dan
Informasi dan Komunikasi (IKTIK)
Komunikasi 3 | Indeks SPBE terkait 2.88 Belum Belum
Publik layanan komunikasi | (terkelola Rilis Rilis
dan Informatika )
4 | Indeks 2.5 3.06 122.40
Pembangunan (terkelola
Statistik (IPS) )
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NO Tuué?rna/tsezsi,:ran No. Indikator Target Realisasi Cna?(zl)a
5 |Indeks Keamanan 620 651 105
Informasi 620 | (tinggi)
(tinggi)
(KAMI
6 | Nilai Evaluasi AKIP 80.10 76.05 94.94
PD
Rata-Rata Capaian 106%

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama pada RPD 2024-2026 pada tahun 2025 yaitu
106%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 1 tujuan dan 6 sasaran strategis dengan capaian
strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Indikator Indeks
Reformasi Birokrasi Kabupaten Target 72 dengan realisasi 85.85

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tanggal 8 Desember 2025 Nomor :
000.8.6/9977/415.10/2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah Tahun 2025, kesimpulan hasil evaluasi adalah Indeks Reformasi
Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah 85.85
dengan kategori A- predikat Memuaskan dengan Catatan. Rincian hasil evaluasi tersebut

adalah sebagai berikut :

NILAI
No Komponen Bobot

2024 2025

1 CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 10% 7.16 8.19
PERANGKAT DAERAH

Pengelolaan Reformasi Birokrasi 2% 2.00 1.75

Rencana Aksi 4% 2.33 3.17

Monitoring dan Evaluasi 4% 2.83 3.28

2 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI 90% 72.91 77.66
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan 50% 41.01 43.29
akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten 40% 31.90 34.36
Jombang yang profesional

TOTAL 80.07 85.85
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Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 perindikator dijelaskan

sebagai berikut :

1 Tingkat Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah

2 Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru
3 Indeks Penerapan SPBE

4 |ndeks Perencanaan Pembangunan
5 Nilai SAKIP

6 Tingkat Digitalisasi Layanan

7 Tingkat Pembangunan Z|

90.18

4.00 5.00
99.85 87.67

96.91 89.57
79.19 76.05

100.00 5.00

200 375

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan

proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif.

Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai
mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk

mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan

sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika
perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat
pada uraian ¢ Laporan Hasil Evaluasi AKIP
Perangkat Daerah Tahun 2025

Tingkat 5 — Optimum dan Berarientasi Nilai

Catatan:

Kepuasan yang sangat tinggi mencerminkan
layanan yang proaktif, adil, responsif, dan stabil
pada beban kerja yang meningkat, disertai
pengambilan keputusan berbasis data.

Telah menunjukkan keterpenuhan kriteria untuk
diusulkan menjadi unit WBK/WBBM sesuai
dengan ketentuan.

) ., Nilai .
No Indikator Kegiatan Utama 2024 2025 Catatan Rekomendasi
A CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN 7.16 8.19 - Seluruh rekomendasi telah dicantumkan dalam - Melanjutkan kontribusi Agen Perubahan
REFORMASI BIROKRAS| PERANGKAT rencana aksi, namun belum terlihat kecukupan terhadap upaya perubahan pada unit kerja.
DAERAH secara substansi dimana indikator atas tindak - Terus meningkatkan kualitas rencana aksi
lanjut belum menggambarkan output perubahan  melalui perumusan rencana aksi yang efektif,
yang jelas efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan
- Rencana Aksi yang disusun sudah optimal dan  riil yang dihadapi serta dengan
terdapat peningkatan kualitas dari tahun mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan
sebelumnya, namun sebagian besar indikator bahwa indikator rencana aksi telah
rencana aksi hanya berbasis dokumen, belum menggambarkan hasil/perubahan agar cukup
seluruh indikator output mencakup aspek untuk mengungkit ketercapaian target Indikator
kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target pembagunan RB PD.
yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau - Menyempurnakan proses Monev Internal
capaian dari rencana aksi yang selaras dengan  dimana evaluasi dilakukan dengan maksud
sasaran dan target indikator RB PD yang menghasilkan catatan dan rekomendasi
ditetapkan perbaikan pembangunan RB secara
berkelanjutan, serta ditindaklanjuti bahkan
dapat dilakukan perbaikan rencana aksi
- Terus meningkatkan dan penguatan komitmen
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh
pegawai khususnya Tim RB PD sehingga
Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan
administratif namun menjadi bagian dari
perubahan tata kelola secara substantif untuk
memaksimalkan kinerja organisasi dan
memberikan dampak/outcome yang dapat
dirasakan oleh Masyarakat
N Indikator Kegiatan Utam Nilai Catatan Rek ndasi
o ikator Kegia a 2024 2025 al ekomendasi

| Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator
yang tercantum pada uraian huruf d Laporan
Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun
2025

Rekomendasi:

1. Menerapkan pemantauan prediktif
(peringatan dini lonjakan permohanan),
penjadwalan petugas adaptif, dan pengingat
masa berlaku dokumen.

2. Melaksanakan riset pengalaman pengguna
berkelanjutan (wawancara periodik, uji
kegunaan, A/B testing) serta co-design bersama
perwakilan pengguna.

3. Memperkuat ketahanan layanan melalui
tinjauan pascainsiden, target penurunan MTTR,
dan uji ketangguhan (chaos testing) terbatas.

4. Mengoptimalkan efisiensi operasional melalui
FinOps/Green IT dengan pengukuran biaya per
transaksi tanpa menurunkan CSAT.

Terus melakukan penguataan dan perbaikan
program pembangunan Zona Integritas secara
berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau
permasalahan-permasalahan yang dihadapi
sesuai dengan PERMENPANRB Nomar 90
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No 2024 2025

Indikator Kegiatan Utama Catatan

8 Maturitas SPIP 3.24 0  Tidak dilakukan evaluasi implementasi Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat

Perangkat Daerah

5.00 HASIL KERJA KONSISTEN DAN SANGAT
MEMUASKAN

Sangat jarang terjadi praktik korupsi

9 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat

10 Indeks Persepsi Anti Korupsi 353 379

11 Indeks Pengawasan Kearsipan 71.13 85.24 Catatan atas pengelolaan arsip Perangkat
Daerah dapat dilihat pada Risalah Hasil Audit

Sementara Tahun 2025

12 Indeks Tata Kelola Pengadaan 9250 95.00

83.78
7272

95.66
87.92

Memuaskan

Komponen A (Prosesntase Ketepatan
Perencanaan dengan Realisasi Pengadaan)
Terdapat ketidaksesuaian antara rencana
pengadaan pada RKBMD dengan realisasi
belanja BMD

13 Indeks Pengelolaan Keuangan
14 Indeks Pengelolaan Aset

Komponen B (Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Bulanan)

Terdapat beberapa laporan bulanan yang
penyampaiannya terlambat

Komponen C (Kesesuaian Data Belanja Modal
Pada Aplikasi Penatausahaan Aset Dengan
Penatausahaan Keuangan)

Rekomendasi

Tahun 2021 dan berkoordinasi dengan Tim
Penilai Internal ZI untuk penilaian awal unit
kerja yang diusulkan mendapat predikat Z|
WBK/WBBM Tahun 2026

Melakukan upaya peningkatan implementasi Ir
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di
tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP
Kabupaten

PERTAHANKAN KINERJA YANG SUDAH D
BAIK d

Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti B
korupsi, pengawasan, dan pengendalian,
menerapkan prinsip integritas, transparan, dan
akuntabel, serta berinovasi dalam upaya
pencegahan korupsi.

Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator
yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara
Tahun 2025

OK

KOMPONEN A

Pastikan RKBMD selaras dengan RKA dan aset
riil yang akan dibeli oleh perangkat daerah.
Karena masih dijumpai antara RKBMD dan
RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak
sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian.
Dibutuhkan komunikasi yang baik antara
seluruh elemen di dalam perangkat daerah
sehingga tercipta keselarasan informasi yang
dituangkan dalam dokumen secara benar. Perlu
diperhatikan juga terkait Pemeliharaan BMD,
yang boleh dipelihara adalah barang dalam
kondisi baik atau rusak ringan. Barang yang
sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak

Nilai
2024 2025
Sudah sesuai

No Indikator Kegiatan Utama Catatan

Il Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi 88.33 100.00

A Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional

1 Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai 100.00 86.67 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai
Perencanaan SKP hanya mencapai 6,67 dari 10,
Pelaksanaan Kinerja memperoleh nilai 5 dari 10,

serta Ketepatan Waktu Penilaian SKP juga

Rekomendasi

berat tidak diperkenankan untuk dipelihara.
Selain itu yang boleh dianggarkan
pemeliharaannya adalah barang yang tercatat
dalam Kartu Inventaris Barang perangkat
daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum
tercatat di dalam KIB maka tidak bisa
dianggarkan belanja pemeliharaannya.

KOMPONEN B

Laporan pengadaan bulanan waijib dilaporkan
kepada BPKAD dengan batas waktu maksimal
tanggal 10 bulan berikutnya. Jika pelaporan
melebihi tanggal 10 berikutnya, maka akan
dianggap terlambat dan mengurangi nilai IPA
SKPD. Yang harus diperhatikan bagi perangkat
daerah adalah batas waktu ini merupkan batas
waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola
Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan
salah satu poin indikator MCP KPK dimana
pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap
dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD
dari perangkat daerah untuk diupload dalam
aplikasi sijaga milik MCP KPK.

Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi
tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola
Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik
maupun fisik

KOMPONEN C
Hasil entri pada aplikasi penatausahaan aset
telah sesuai dengan data belanja modal.

Perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan B
pelaksanaan SKP, melengkapi bukti dukung,

serta memperbaiki ketepatan waktu penilaian
melalui disiplin dan monitoring berkala.
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No Indikator Kegiatan Utama

2 Indeks Profesionalitas ASN

3 Tingkat Internalisasi Core Value ASN

Nilai
2024 2025

berada pada nilai 5 dari 10. Kondisi ini
menggambarkan bahwa proses perencanaan,
pelaksanaan, dan ketepatan waktu penilaian
kinerja masih belum optimal dan memerlukan
peningkatan konsistensi serta ketelitian dalam
penyusunan maupun pelaksanaannya.

87.98 87.36 Kecuali dimensi disiplin, pencapaian maksimal
dari nilai semua dimensi masih belum optimal.

Catatan

2.00 65.80 Upaya internalisasi yang telah dilakukan belum
efektif dalam menanamkan budaya kerja yang
telah ditentukan. Pemahaman nilai hanya menjadi
slogan atau administratif saja, tetapi konsistensi

. Pengampu
Rekomendasi Indikator
Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk BKPSDM

meningkatkan predikat kinerja organisasi yang
mempengaruhi predikat kinerja setiap pegawai,
dan yang berpengaruh pada perolehan nilai
dimensi kompetensi dan kinerja, dan untuk
dioptimalkan lagi penilaian tahun berikutnya
pada peningkatan kompetensi/diklat bagi ASN,
dan Kualifikasi pendidikan masih ada yang
belum optimal sesuai tingkat jabatan.
Tegaskan kembali komitmen pimpinan dan
implementasinya dalam aktivitas kerja. Kuatkan
dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja
untuk dievauasi secara berkelanjutan dan

Bagian Organisasi

pelaksanaan belum terlihat merata di organisasi. diberikan feedback perilaku kerja agar nilai
berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan
hanya slogan dan tertera dalam dokumen

administratif.

4 Indeks Pelayanan Publik 420 4.68 sesuai LHE sesuai LHE Bagian Organisasi
5 Indeks Kepuasan Masyarakat 85.11 94.42 untuk menyusun RTL dari 3 unsur terendah segera melakukan Tindaklanjut dari RTL yg Bagian Organisasi
ditetapkan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik dan
mencapai kategori A- (Memuaskan dengan Catatan) dengan nilai 85,85. Dalam penilaian
Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jombang, nilai tersebut menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jombang pada peringkat ke-4 dari seluruh perangkat daerah yang dilakukan evaluasi.
Urutan pertama yaitu Kecamatan Ngoro dengan nilai 86,47, urutan kedua yaitu Dinas
Lingkungan Hidup dengan nilai 86,45, Urutan Ketiga Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan nilai 86,17, Urutan ke empat Dinas Komunikasi dan Informatika

dengan nilai 85,85 dan Urutan kelima yaitu Inspektorat dengan nilai 84,45.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat
daerah tersebut telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar
indikator penilaian pada area perubahan Reformasi Birokrasi dengan hasil melampaui
target 72 dengan realisasi 85.85 dengan capaian 119,23%. Reformasi birokrasi Dinas
Komunikasi dan Informatika menggambarkan bahwa kinerja tata kelola organisasi,
akuntabilitas, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan
secara konsisten dan menunjukkan hasil yang positif dibandingkan sebagian besar

perangkat daerah lainnya.
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Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang harus ditindaklanjuti sesuai
dengan hasil rekomendasi yang akan diimplementasi dan ditindaklanjuti pada Tahun
2026.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator 1 : Indeks
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP), Target 67 dengan realisasi
68,55 dengan capaian 102,31

IP-IKP adalah alat ukur komposit (gabungan) yang dikembangkan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelum berganti menjadi Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi). IP-IKP bertujuan untuk menilai dan memotret kinerja
pengelolaan informasi dan komunikasi publik (IKP) secara menyeluruh pada badan
publik, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Dinas
Kominfo Provinsi/Kabupaten).

Hasil I-PIKP Tahun 2025

Tabel 7.1. Hasil Pengukuran I-PIKP Tahun 2025
Dimensi Input
Mo Variabel Indikator Bobot | Skor Total
1. Ketersediaan total amggaran
kegiatan IKP di tahun berjalan 4.00 e .32
2. Ketersediaan anggaran untuk
perencanaan programykegiatan 3.50 0,33 1.16
terkait kebijakan teknis IKP
3. Ketersediaan anggaran untuk
pelaksanaan programdkeqiatan
perumusan kebijakan teknis
bidang IKFP
4. Ketersediaan anggaran untuk
pelaksanaan programdkegiatan 3.50 0.33 1.16
monitoring 1IKP
5. Ketersediaan anggaran wrtuk
pelaksanaan programdkegiatan
perencanaan dan pengelolaan
media IKP
6. Ketersediaan anggaran untuk
pelaksanaan programdfkegiatan
kemitraan dengan pemangku
kepentngan
7. Ketersediaan anggaran unbuk
pelaksanaan programykagiatan
penguatan kapasitas
sumberdaya manusia IKP
1. Ketersediaan bahan informasi
sebelum melaksanakan 5.00 0.67 3.35
Bahan .
2 Informasi kegiatan IKP
2. Ketersediaan bahan informasi
hasil monitoring cetak

3.50 0,33 1.16

1 Anggaran

3.50 0,33 1.16

3.50 0,33 1.16

3.50 0,33 1.16

4 ey 0.67 2.68

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang




konvensional (surat kabar dan
majalah berita)

Ketersediaan bahan informasi
hasil monitoring media
eletronik konvensional (radio
dan TW)

4,

0.67

2.68

Ketersediaan bahan informasi
hasil monitoring media baru
{(daring)

4,0

067

2.68

Ketersediaan bahan informasi
narasi tunggal dari Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang

4,

067

2,68

Ketersediaan bahan informasi
yang berasal dari instansi lain

4, O

1.00

4,00

Ketersediaan bahan informasi
sebagai hasil periukaran bahan
informasi dengan organisasi
eksternal baik pemerintah
maupun non pemernntah

5,00

1.00

5.00

Sarana dan
Prasarana

Ketersediaan mfrastrukiur
komunikasi dan informasi

7,00

0.67

4,69

Ketersediaan infrastruktur
telekomunikasi

700

1.00

T.00

Ketersediaan pedoman internal
atau mekanisme terkait
keamanan data pribadi dalamm
pengelolaan IKP

G, O

0,33

1.98

Media dan
Saluran
Komunikasi

Variabel

Ketersediaan madia dan
saluran komunikasi yang
dikelola sendin uniuk tujuan
pelayanan informasi dan
kehumasan

T.00

1.00

7.00

Ketersediaan kelompok
informasi masyarakat

067

3.0:2

Ketersediaan madia partnar

1.00

4,50

Fitur Khusus untuk penyandamng
disabilitas

0.67

3,02

EKS DIMEMNSI INPU

Ketersediaan media partner
T

Indikator

1,00

4,50

Pengumpulan
Drata dan
Informasi

Frekuensi pengumpulan data
dan informasi dalam rangka

perencanaan program dan/atau 2,00 0.33 2.97
kegiatan IKP
Frekuensi pengumpulan data 8.00 0.67 5.36
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dan informasi dalam rangka
penyerapan aspirasi publik

Frekuensi penggunaan hasil
riset dari organisasi atau
instansi lain

8,00

0.67

5.36

Perencanaan

Jumlah rapat koordinasi
internal untuk tjuan
perencanaan program/kegiatan
rutin/non-rutin
situasionaltahunan

6.25

0.67

Jumilah rapat koordinasi
eksternal untuk tujuan
perencanaan program/kegiatan
rutin/ non-rutin
situasionalftahun

6.25

0.67

Ketersediaan dokumen
“Perencanaan
Program/Kegiatan”™, proposal,
TOR, RAB, program kerja
tahunan

6.25

1.00

6.25

Keterlibatan publik dalam
penyusunan perencanaan
pengelolaan IKP

6.25

0,67

4,19

Pelaksanaan

Frekuensi kegiatan diseminasi
program prioritas daerah

5,00

1.00

5.00

Frekuensi kegiatan diseminasi
informasi dari sumber instansi
pemerintah daerah Kabupaten
Jombang

5.00

1.00

5,00

Frekuensi kegiatan diseminasi
informasi kepada masyarakat
melalui media baik online
maupun offline termasuk tatap
muka

5.00

1.00

5.00

Frekuensi kegiatan dan
kerjasama bidang IKP dengan
pihak internal instansi

5,00

1.00

5.00

Frekuensi kegiatan dan
kerjasama bidang IKP dengan
pihak eksternal instansi

5.00

1.00

5,00

Frekuensi kegiatan terkait
dengan keterbukaan informasi
publik

5.00

1.00

5.00

Monitonnag
dan Evaluasi

Jumilah kegiatan monitoring
dan evaluasi terhadap proses
pelaksanaan program/kegiatan
IKP

7.00

0.67

4,69
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WVariabel

Jumlah kegiatan monitoring
dan evaluasi terhadap media
baik konvensional maupur

EKS DIMEMNSI PRO:

media baru terkait proses Tl Ll e
pelaksanaan programfkegiatan

IKF

Ketersediaan dokumen

“Laporan Hasil Monitoring dan 6,00 0.67 1.98

Evaluasi™

Indikator

100,00

Bobot

Skor

Total

Agenda
Publik

Penerimaan informasi tentang
program prioritas daerah

61.23

Akses media yang digunakan
untuk meanerima informasi
tentang program prioritas
daerah

60,92

Pemahaman masyarakat
terkait istilah PPID (Pelayanan
Informasi)

53.85

Pengalaman masyarakat
mengakses atau meaminta
informasi publik ke Badan
Publik

BE.31

10

Penilaian
Pubilik
Terhadap
Teknis
Pelayanan
Informasi
Publik

Kepuasan terhadap ablur
permohonan informasi di
instansi pemearintah

B8, 0D

Kepuasan terhadap wakiu
yang dibutuhkan umtuk
mempearaleh informasi di
instansi pemearintah

BT.69

Kepuasan terhadap biaya yang
dikeluarkan wntuk mempersleh
informasi dari instansi
pemerintah

g4.31

Kepuasan terhadap
kelengkapan dan akualitas
informasi yang disediakan di
instansi pemerintah

59.38

Kepuasan terhadap
kemudahan dan ketersediaan
pilihan aksas umtuk
mempersleh informasi yang
disediakan instansi pemerintah

58.46

Kepuasan terhadap
kemudahan memperoleh

BE.31
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informasi secara cepat, dan
tidak berbayar

7. HKepuasan terhadap adanya
penjelasan yang kengkap 67 60
apabila permohonan Informasi :
Publik ditolak

8. HKepuasan terhadap publikasi
informasi secara proakif oleh - - 61.54
instansi pemerintah

1. Ketersediaan madia
komunikasi pemernintah (co.
website / buletin milik
pemerintahn) sebagai sumbear
informasi publik sangat
memadai

2. Media komunikasi pemernintah
dapat meningkatkan aspirasi
dan partisipasi masyarakat - - 64,00
dalam proses pembuatan
kebijakan publik

= - 58.77

Penilaian

'?:El:d&p 3. Kecepatan _pE:m_erint,aJ'l l:l_alﬂrn
menyampaikan informasi - - 59.08
L ‘:t‘;‘ﬁfﬂ:an kepada masyarakat
Informasi 4. Ketepatan informasi publik
Publik pemerintah dengan kebuwtuhan - - G0, 0D
masyarakat
5. Obyektifitas informasi publik B i 78.77
(kesesuaian dengan realitas) :
6. HKelengkapan informasi publik _ ) £4.00

pemerintah

T. Cakupan informasi publik
pemerintah yang berwawasan - - 7415
nasional dan daerah

8. Kemudahan informasi publik
pemerintah untuk dipahami
LS DIMEMNSI OUTPUT

- - 74.77

Mo Variabel Indikator Bobot | Skor Total

1. Pemahaman publik tentang
hak untuk tahu

2. Pemahaman tentang hak

Pemenuhan mendapatkan penjelasan yang

12 | Hak untuk lengkap jika permohonan

Mengetahui informasi publik ditolak

3. Pemahaman terhadap
informasi yang boleh diminta - - 66,15
masyarakat kepada nstansi

- - 65.23

- - G&. 00
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permerintah daerah

1. Persepsi distribusi imformasi
publik apakah telah merata - - 65.85
atau belbum

2. Persepsi apakah konten
informasi publik telah mewalkili
kebutuhan saluruh lapisan

Pemerataan masyarakat

Informasi 3. Persopsi apakah layanan
mformasi telah mermenube
prinsip inklusif, ermasuk bagi
penyandang disabilitas

4. Persepsi terhadap keamanan
data pribadi dalam pengaloclaan - - B8.92
1K

1. Persepsi publik terhadap
permenuhan hak uniuk - - 67T.94

Keadilan mengetakhui

Infoarmasi 2. Pamisipasi publik dalam

proses-proses kebijakan - - BE.35

permvarintah daerah

KS DIMEMNSI OUTCOME

= - 64,31

13

= - 87¥.85

14

Surmber: Hasil snalisis, 2025

Penilaian I-PIKP tahun 2025 didasarkan pada perhitungan rata-rata dari total nilai I-PIKP
masing-masing dimensi, yaitu dimensi input, proses, output, dan outcome. Berdasarkan
penilaian I-PIKP pada keempat jenis dimensi tersebut, maka perhitungan I-PIKP secara

keseluruhan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. I-PIKP Dimensi Input : 67,02 (sedang)
2. I-PIKP Dimensi Proses : 75,90 (baik)

3. I-PIKP Dimensi Output : 65,66 (sedang)
4. I-PIKP Dimensi Outcome : 65,62 (sedang)
5. I-PIKP Tahun 2024 : 68,55 (sedang)

Berdasarkan hasil nilai rata-rata, maka I-PIKP tahun 2025 sebesar 68,55 atau dalam
kategori ‘Sedang’. Jenis dimensi dengan nilai I-PIKP tertinggi hingga terendah secara
berurutan adalah: (i) pertama adalah dimensi proses; (ii) kedua adalah dimensi input; (iii)
ketiga adalah dimensi output; dan (iv) keempat adalah dimensi outcome. Berdasarkan
hasil tersebut, maka secara umum jenis dimensi yang perlu diprioritaskan
penanganannya secara berurutan dalam meningkatkan kinerja PIKP adalah jenis

dimensi outcome, dan kemudian dimensi output, input, dan kemudian proses.

Prioritas kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik
pada Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP didasarkan pada masing-

masing dimensi, variabel, dan indikator, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
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a. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Dimensi

e Berdasarkan analisis nilai disparitas melalui Diagram Radar, maka dimensi
pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang perlu diprioritaskan atau
yang harus mendapat perhatian paling tinggi terletak pada dimensi output dan
kemudian disusul dimensi outcome. Sementara perbaikan dimensi input dan
dimensi proses lebih ditekankan pada dimensi input karena ragam variabel
dalam dimensi input mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kinerja
dimensi lainnya.

e Perbaikan dimensi output banyak berkaitan dengan kegiatan agenda
komunikasi publik yang dilakukan melalui beragam media komunikasi, baik
cetak, elektronik, maupun online. Selain itu, dimensi output juga berkaitan
dengan mekanisme dan tata kelola pelayanan informasi publik yang diberikan
oleh Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara untuk dimensi outcome,
juga banyak bersinggungan dengan kualitas pelayanan dan pelaksanaan
edukasi terhadap masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai
informasi publik. Dimensi outcome juga berkaitan dengan dampak partisipasi
publik terhadap pelibatan proses kegiatan pembangunan yang didasarkan
pada saran serta masukan yang harus segera ditindaklanjuti, khususnya
dalam aplikasi Lapor SP4N. Penekanan lain yaitu pemerataan informasi yang
mengharuskan kegiatan IKP mampu menyasar seluruh kecamatan/desa,
mampu disesuaikan dengan kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas,
dan peningkatan jaminan keamanan data pribadi.

b. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Variabel

e Pada total variabel pembentuk dimensi input dan dimensi proses, variabel
yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi secara
berurutan adalah: (i) variabel pengumpulan data dan informasi; (ii) variabel
monitoring dan evaluasi; (iii) variabel anggaran; dan (iv) variabel sarana
prasarana. Dari 4 variabel prioritas tersebut, yang paling diprioritaskan
sebaiknya tertuju pada variabel pengumpulan data dan informasi karena nilai

disparitasnya yang paling tinggi.
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e Pada total variabel pembentuk dimensi output dan dimensi outcome, variabel
yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi secara
berurutan dalah: (i) variabel agenda publik; (i) variabel penilaian publik
terhadap akses dan kualitas informasi publik; dan (iii) variabel pemerataan
informasi. Kegiatan yang sangat perlu ditingkatkan adalah penguatan dan
inovasi pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan dengan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima.
Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada ranah peningkatan kuantitas
maupun kualitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi publik.

c. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Indikator

e Indikator yang perlu diprioritaskan pada dimensi input dan dimensi proses
secara berurutan adalah: (i) frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam
rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP; (i) ketersediaan
pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam
pengelolaan IKP; dan (iii) ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi”.

¢ Indikator yang perlu diprioritaskan pada dimensi output dan dimensi outcome
secara berurutan adalah: (i) pemahaman masyarakat terkait istilah PPID
(Pelayanan Informasi); (ii) kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan
pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi
pemerintabh; (iii) ketersediaan media komunikasi pemerintah (contoh : website
/  buletin milik pemerintah); dan (iv) kecepatan pemerintah dalam
menyampaikan informasi kepada masyarakat.

3. Strategi pengembangan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada Diskominfo
Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP dibedakan menjadi 4 (empat) jenis
strategi, yaitu sebagai berikut:

a. Strategi yang Berorientasi untuk Mengoptimalkan Kekuatan Internal dalam Rangka
Menangkap Peluang Eksternal

e Penguatan pengembangan TIK berbasis SDLC (System Development Life

Cycle) untuk mendukung kegiatan IKP

e Meningkatkan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

52



menarik, baik offline maupun online

Memperkuat fitur media bagi penyandang disabilitas

Meningkatkan jumlah program dan jenis komunikasi publik dengan media
partner yang dimiliki oleh Diskominfo

Meningkatkan kuantitas dan kualitas konten informasi dan komunikasi publik

pada media dan saluran komunikasi yang sudah dikelola secara mandiri.

b. Strategi yang Berorientasi untuk Mengoptimalkan Kekuatan Internal dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Eksternal

Membuat dokumen metadata (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi yang
beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik

Penguatan inovasi program komunikasi publik yang disalurkan pada media
mainstrem maupun non mainstream

Penguatan inovasi pelayanan informasi dan komunikasi publik pada
masyarakat maupun pemangku kepentingan

Pembangunan aplikasi yang terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik
melalui SLAs (Service Level Agreements)

Membuat program pemantauan opini dan aspirasi publik.

c. Strategi yang Berorientasi untuk Memperbaiki Kelemahan Internal dalam Rangka

Menangkap Peluang Eksternal

Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online
maupun offline

Penyusunan kegiatan evaluasi dan memilih isu publik dalam merancang
informasi berbasis program prioritas daerah

Pembuatan program pemantauan aduan masyarakat dengan cara
pengumpulan data dan analisa aduan

Pembuatan program pengumpulan pendapat umum berbasis polling

Perlu adanya Contact Person khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja
khususnya Eselon Il guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan
pada Lapor SP4N.

d. Strategi yang Berorientasi untuk Memperbaiki Kelemahan Internal dalam Rangka
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Menghadapi Ancaman Eksternal

e Penguatan koordinasi dengan pihak eksternal dalam lingkup kegiatan IKP

e Penguatan politik anggaran pada Diskominfo

e Penyusunan dokumen Monev dalam bentuk Policy Brief, setidaknya 3 bulanan

e Implementasi penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima melalui SOP
pelayanan IKP

e Peningkatan kapasitas bandwith pada website Pemda Jombang

e Pengumpulan data dan informasi kebijakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian yang diperoleh adalah 68,55, sehingga
tingkat capaian kinerja mencapai 102,31% dari target yang telah ditetapkan.Capaian
tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik telah
melampaui target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan
informasi publik, penyebarluasan informasi pembangunan, serta penguatan komunikasi

pemerintah kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, antara lain melalui
peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi publik, optimalisasi pemanfaatan
media komunikasi pemerintah, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, serta
peningkatan kapasitas pengelola informasi dan dokumentasi.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan, upaya peningkatan
kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik tetap perlu dilakukan secara
berkelanjutan, khususnya dalam memperluas jangkauan diseminasi informasi kepada
masyarakat, meningkatkan kualitas konten informasi publik, serta memperkuat
transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah daerah, serta menindaklanjuti hasil
rekomendasi I-PIKP pada tahun 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

54



Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 2 : Indeks
Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKTIK), target Level 3 dan
realisasi pada tahun 2025 Level 3 dengan capaian yaitu 100%

Tujuan dari Pengukuran IKTIK dimaksudkan untuk menghasilkan strategi peningkatan
kinerja tata kelola TIK yang efisien dan efektif untuk mewujudkan ekosistem e-
government yang ideal melalui penyelenggaraan SPBE. Strategi ini sangat dibutuhkan
sebagaimana Amanah Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2021 tentang

penyelenggaraan SPBE.

Pendekatan pengukuran IK-TIK di tahun 2025 sama dengan pengukuran di tahun-tahun
sebelumnya, yaitu dengan metode Control Objectives for Information and Related
Technology (COBIT) 2019. Pendekatan ini berfokus pada penilaian kapabilitas proses
tata kelola dan manajemen TIK dalam organisasi Pemerintah Daerah. COBIT 2019

menyediakan kerangka kerja yang komprehensif terkait tata kelola dan manajemen.

Tabel 4.3. Aspek dan Variabel Pembentuk Kuesioner COBIT 2019

Variabel yang
Ditanyakan

Sub-Variabel yang Ditanyakan

Aspek Input
Skala prioritas pengembangan TIK
Peraturan pemerintah sebagai pedoman kebijakan TIK
Proses evaluasi pengembangan egovernment
Strategi kebijakan TIK
Keselarasan kebijakan TIK dengan visi misi instansi
Ketersediaan dan kesesuaian SDM dengan kebutuhan TIK
Program pelatihan TIK
Strategi pemeliharaan infrastruktur TIK

1 | Kebijakan

2 | Kelembagaan

I R E ol R E o

3 | Infrastruktur
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Variabel yang
Ditanyakan

Sub-Variabel yang Ditanyakan

2. Proses penanggulangan bencana TIK
3. Pengelolaan keamanan informasi
4. Infrastruktur TIK terkait sarana pengamanan informasi
5. Infrastruktur terkait sarana pendukung/catu daya
6. Infrastruktur jaringan antar OPD
7. Infrastruktur terkait akses intemet terpusat
B. Inventarsasi infrastruktur TIK
) ) 1. Inventarisasi aplikasi TIK
4 | Aplikasi 2. Situs resmi instansi /OPD
1. Unit kerja yang menyusun perencanaan TIK
2. Mekanisme penyusunan perencanaan TIK
S | Perencanaan 3. Rencana induk TIK
4. Anggaran pensrapan TIK
Aspek Proses
6 | EDMO1 1. Dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan TI
¥ | EDMOZ2 1. Cara mempertahankan kualitas layanan TIK
a | EDMO3 1. Perencanaan kerjasama dengan pihak eksternal dalam
pengelolaan TI
g9 | EDMOS 1. Hepemilikan peraturan tentang pengadaan perangkat T
10 | EDMOS 1. Pihak eksternal yang mengatur dan mengukur kegiatan
11 | APOOA 1. Illuﬁenginjcegrasikan proses pelaksanaan Tl dengan orientasi
instansi
12 | aAPOO2 1. Cara !nstansi mengidenljfiha?i potensi teknologi dan
menciptakan pelayanan publik
13 | APOO3 1. Cara instansi memfasilitasi penciptaan T| yang optimal
14 | APDOD4 1. Ketersediaan divisi Tl pada strukiur instansi
1. Memprioritaskan program yang didanai dan memutuskan
penawaran investasi
15 | APODS 2. Pengawasan atas manfaat penyediaan dan pemeliharaan
layanan dan kapabilitas TI
16 | APOOE 1. HKepemilikan skala prioritas anggaran TI
1. Kesesuaian proses rekruitmen personil Tl dengan
17| APOOT kebijakan dan prosedur instansi °
18 | APOOS 1. ll(n.c:rdinasi dalam pi_anerlapaln inltEl-grasi pengfalnlaan_
jaringan dengan unit-unit lain di lingkungan instansi
19 | APO09 1. Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang TI
20 | APO11 1. Cara instansi meningkatkan layanan kualitas T
21 | APO12 1. HKegiatan manajemen risiko dan evaluasi TIK
22 | APO13 1. Hepemilikan keamanan Tl yang memadai
1. Hesesuaian pelaksanaan pemanfaatan Tl dengan strategi
23 | BAIO1 instansi
2. Sistern pelaporan kinerja TIK
1. Pengelolaan infrastruktur, software, dan hardware
24 | BAIO3 2. Identifikasi dan pengawasan infrastruktur, software, dan
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Variabel yang
Ditanyakan

Sub-Variabel yang Ditanyakan

hardware

25 | BAIO4 1. Pengawasan terhadap kapasitas dari sumberdaya TI

-6 | BAIOS 1. Penetaplan renl.?ana uji perubahan Tl sudah sesuai dengan
standar instansi

27 | BAIOE 1. Penanganan perubahan TIK yang dilakukan secara
mendadak dan pendokumentasiannya

-a | BAIO7 1. Penetapan rencana uji perubahan/transisi TIK sesuai
standar yang ada

-9 | BAIOS 1. Perenclanaan pengembangan SDM untuk solusi
operasional

30 | BAIO9 1. Pengawasan terhadap aset pengelolaan TI

21 | BAI1O 1. !Il._:|lenljﬁ kasi dan pemeliharaan pengadaan barang-barang

a2 | pSSO01 1. IrlanE:lm:Entasi ;lj-msed ur operasi Tl untuk mendukung
kinerfa instansi

1. Kegiatan identifikasi, perekaman, dan pengklasifikasian

permintaan layanan dan insiden, dan penetapan prioritas

a3 | pssoz sesual dengan kekritisan bisnis dan perjanjian layanan

2. Identifikasi dan mencatat gejala insiden terkait TI,

penentuan kemungkinan penyebab, dan pengalokasian
resolusi

34 | DSS03 1. Pengelolaan permasalahan Tl sesuai dengan standar

a5 | pssoa 1. Peningkatan pemeliharaan dan layanan software dan

hardware pada instansi

36 | DSS05 1. Dukungan layanan Tl pada instansi

a7 | pssos 1. :msedur un.tu}? back-up data sejalan dengan layanan dan

ukungan bisnis

1. Evaluasi dan penyelarasan kerangka tata kelola Tl dengan
tata kelola instansi secara keseluruhan

1. Penilaian terhadap ketercapaian tujuan yang telah

39 | MEADZ2 direncanakan, mencakup dana yang digunakan dan
kinerja yang telah ditargetkan

1. ldentifikasi peraturan yang harus dipenuhi untuk

40 | MEAD3 dimasukkan dalam kebijakan instansi, standar, prosedur
dan metodologi T

Aspek Output

1. Kompleksitas layanan dilihat darn informasi, interaksi,

transaksi dan integrasi

38 | MEADA

41 | Output 2. Keberadaan layanan online yang diperuntukkan untuk
warga dan pelaku usaha
1. Keberadaan pengguna layanan online yang mengunjungi
42 | usage website pemerintah

2. Keberadaan pelaku usaha yang telah melakukan layanan

publik secara online
Sumber: Pedoman Baku Kuesionar COBIT 2018
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Vanabel yang

Ditanyakan

Sub-\Variabel yang Ditanyakan

2. Proses penanggulangan bencana TIK
3. Pengelolaan keamanan informasi
4. Infrastruktur TIK terkait sarana pengamanan informasi
5. Infrastruktur terkait sarana pendukung/catu daya
6. Infrastruktur jaringan antar OPD
7. Infrastruktur terkait akses intemet terpusat
8. Inventarisasi infrastruktur TIK
) . 1. Inventansasi aplikasi TIK
4 | Aplikasi 2. Situs resmi instansi /OPD
1. Unit kerja yang menyusun perencanaan TIK
2. Mekanisme penyusunan perencanaan TIK
S | Perencanaan 3. Rencana induk TIK
4. Anggaran pensrapan TIK
Aspek Proses
6 | EDMO1 1. Dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan TI
7 | EDMOD2 1. Cara mempertahankan kualitas layanan TIK
a | EDMO3 1. Perencanaan kerjasama dengan pihak eksternal dalam
pengelolaan TI
9 | EDMO4 1. Kepemilikan peraturan tentang pengadaan perangkat Tl
10 | EDMOS 1. Pihak eksternal yang mengatur dan mengukur kegiatan
11 | aPoO1 1. .I'u'-engin_tegrasikan proses pelaksanaan Tl dengan orientasi
instansi
12 | APODZ 1. Cara instansi mengidenliﬁk,a?i potensi teknologi dan
menciptakan pelayanan publik
13 | APOO3 1. Cara instansi memfasilitasi penciptaan Tl yang optimal
14 | APDD4 1. Ketersediaan divisi Tl pada struktur instansi
1. Memprioritaskan program yang didanai dan memutuskan
penawaran investasi
15 | APODS 2. Pengawasan atas manfaat penyediaan dan pemeliharaan
layanan dan kapabilitas T
16 | APODOE 1. Kepemilikan skala prioritas anggaran TI
1. Kesesuaian proses rekruitmen personil Tl dengan
17| APOD7 kebijakan dan prosedur instansi °
18 | aPoOS 1. ll(nlnrdinasi dalam pgnerlapaln inltEI.-g rasi pengf_.lnlaan_
jaringan dengan unit-unit lain di lingkungan instansi
19 | APOOD 1. Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang Tl
20 | APO11 1. Cara instansi meningkatkan layanan kualitas Tl
21 | APO12 1. Kegiatan manajemen risiko dan evaluasi TIK
22 | APO13 1. Kepemilikan keamanan Tl yang memadai
1. Kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan Tl dengan strategi
23 | BAIO1 instansi
2. Sistem pelaporan kinerja TIK
1. Pengelolaan infrastruktur, software, dan hardware
24 | BAIO3 2. Identifikasi dan pengawasan infrastruktur, software, dan
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Variabel yang
Ditanyakan

Sub-Variabel yang Ditanyakan

hardware

25 | BAID4 1. Pengawasan terhadap kapasitas dari sumberdaya TI

26 | BAIDS 1. Penetaplan rencana uji perubahan Tl sudah sesuai dengan
standar instansi

57 | BAIDE 1. Penanganan perubahan TIK yang dilakukan secara
mendadak dan pendokumentasiannya

28 | BAIDT 1. Penetapan rencana uji perubahan/transisi TIK sesuai
standar yang ada

29 | BAIOS 1. Peren::..anaan pengembangan SDM untuk solusi
operasional

30 | BAIOS9 1. Pengawasan terhadap aset pengelolaan Tl

11 | BAIMO 1. !Il._::enliﬁkasi dan pemeliharaan pengadaan barang-barang

12 | psso1 1. IrTIpIE:lmlentasi ;IJ-rc:usedur operasi Tl untuk mendukung
kinerja instansi

1. Kegiatan identifikasi, perekaman, dan pengklasifikasian

permintaan layanan dan insiden, dan penetapan prioritas

a3 | pssoz sesual dengan kekritisan bisnis dan perjanjian layanan

2. Identifikasi dan mencatat gejala insiden terkait TI,

penentuan kemungkinan penyebab, dan pengalokasian
resolusi

34 | DSS03 1. Pengelolaan permasalahan Tl sesuai dengan standar

as | pssoa 1. Peningkatan pemeliharaan dan layanan software dan

hardware pada instansi

36 | DSS05 1. Dukungan layanan Tl pada instansi

a7 | pssos 1. Prosedur un_tulF back-up data sejalan dengan layanan dan
dukungan bisnis

1. Ewvaluasi dan penyelarasan kerangka tata kelola Tl dengan
tata kelola instansi secara keseluruhan

1. Penilaian terhadap ketercapaian tujuan yang telah

39 | MEADZ direncanakan, mencakup dana yang digunakan dan
kinerja yang telah ditargetkan

1. Identifikasi peraturan yang harus dipenuhi untuk

40 | MEAD3 dimasukkan dalam kebijakan instansi, standar, prosedur
dan metodologi Tl

Aspek Output

1. Kompleksitas layanan dilihat dan informasi, interaksi,

transaksi dan integrasi

38 | MEADO

41 | Output 2. Keberadaan layanan online yang diperuntukkan untuk
warga dan pelaku usaha
1. Keberadaan pengguna layanan online yang mengunjungi
42 | Usage website pemerintah

2. Keberadaan pelaku usaha yang telah melakukan layanan

publik secara online
Sumber: Pedoman Baku Kuesionar COBIT 2018
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Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan dari kegiatan penyusunan IK-TIK tahun

2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran IK-TIK berbasis kuesioner COBIT 2019 yang divalidasi oleh

kegiatan SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 adalah

sebesar 3,30 atau dalam kategori “Baik”. Dalam Maturity Level, nilai tersebut

dimasukkan dalam Level 3. Nilai ini mengalami hanya sedikit peningkatan namun

tidak cukup berarti dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,29 (Kategori Baik).

Nilai tersebut dapat dikatakan relatif stagnan. Margin peningkatan tahun 2025 dari

tahun 2024 hanya sebesar 0,01 poin.

2. Nilai IK-TIK di tahun 2025 disumbang oleh setiap aspek, baik input, proses dan

output. Aspek input dan proses terefleksikan dalam domain EDM, APO, BAI, DSS,
dan MEA.
a. EDM (Evaluate, Direct and Monitor)

1.

EDMO1

SOP sudah ada namun belum terdokumentasi secara formal. Kondisi ini
menyulitkan dalam melakukan audit internal, pertanggungjawaban, dan
pembelajaran lintas periode. Dokumentasi penting untuk menjamin
keberlanjutan proses meskipun terjadi pergantian personel atau pimpinan.
EDMO02

Saat ini belum ada dokumentasi. Tidak terdokumentasinya keputusan
strategis dan arah kebijakan dapat menimbulkan inkonsistensi arah
pengembangan TIK. Padahal, dokumentasi dalam proses pengawasan dan

pengendalian menjadi alat bukti penting dalam evaluasi kinerja TIK.

b. APO (Align, Plan and Organize)

1.

2.

APOO01

Proses berjalan sebagian, dan proses perencanaan belum sepenuhnya
matang serta masih belum selaras dengan strategi organisasi. Tanpa
perencanaan TIK yang strategis dan terdokumentasi, sulit menjamin
integrasi antara kebutuhan organisasi dan pengembangan teknologi.
APOOQ7

Kebutuhan SDM kurang, pegawai dituntut multi-talent. SDM yang terbatas
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membuat peran ganda tidak terhindarkan. Hal ini berisiko menurunkan
fokus, kualitas, dan pengawasan pada implementasi teknologi. Maka dari
itu, penataan struktur organisasi TIK perlu diperhatikan.

3. APOO08
Koordinasi ada namun tidak dilakukan secara rutin, hanya via chat/manual.
Koordinasi informal tidak cukup untuk menjamin kelangsungan dan
akuntabilitas kerja. Komunikasi harus terdokumentasi agar memudahkan
tracing, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

4. APO12
Koordinasi dilakukan hanya saat ada masalah. Pendekatan reaktif tanpa
dokumentasi prosedural akan menyulitkan penyempurnaan sistem secara
berkelanjutan. Idealnya, pengelolaan risiko dilakukan proaktif berdasarkan
SOP dan dokumentasi yang sistematis.

c. BAI (Build, Acquire and Implement)

1. BAIO3
Prosedur sering berubah mengikuti arahan pimpinan. Ketergantungan pada
pimpinan tanpa SOP mengindikasikan lemahnya institusionalisasi proses.
Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan hasil dan rentan terhadap risiko
personalisasi kebijakan.

2. BAIOS
Ada perubahan saat masalah, tetapi tidak terdokumentasi. Dokumentasi
penting agar perbaikan yang dilakukan dapat menjadi referensi ke depan
dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Tanpa dokumentasi, proses
pembelajaran organisasi menjadi terganggu.

d. DSS (Deliver, Service and Support)
1. DSS01
SOP ada tapi belum semua dijalankan. Ketersediaan SOP tanpa
implementasi menunjukkan adanya gap antara teori dan praktik, sehingga
menghambat efektivitas layanan TIK kepada OPD atau publik.
2. DSS02

Lebih memilih komunikasi manual/chat, yang menyulitkan pengarsipan dan
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pertanggungjawaban dalam pelayanan. Padahal komunikasi berbasis
sistem akan meningkatkan transparansi dan efisiensi.

3. DSS04
SOP digunakan hanya saat ada permasalahan. Padahal, SOP seharusnya
menjadi panduan kerja utama, bukan alat reaktif. Pendekatan ini
menunjukkan belum terbentuknya budaya kerja berbasis tata kelola.

e. MEA (Monitor, Evaluate and Assess)

1. MEAO1
Sudah ada laporan dasar, namun pemeriksaan masih manual.
Pengawasan manual tidak efisien dan berpotensi terlewat. Monitoring
seharusnya berbasis indikator kinerja dan sistem pelaporan yang
terstruktur.

2. MEAO3
Evaluasi ada tapi tidak rutin. Evaluasi berkala sangat penting untuk
memastikan efektivitas kebijakan dan kegiatan TIK. Evaluasi yang tidak
konsisten menyulitkan deteksi dini dari permasalahan.

3. Evaluasi kinerja tata kelola TIK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang juga

didasarkan pada hasil penilaian terhadap kualitas pelayanan publik berbasis output
TIK, yang dievaluasi melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Pengukuran SKM juga mendukung pengukuran IK-TIK khususnya pada aspek output
dengan menilai tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik berbasis output
TIK. Berdasarkan hasil pengukuran, didapatkan indeks rata-rata sebesar 3,11 dan
indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik berbasis ouput TIK sebesar 77,73.
Indeks kepuasan tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang
sebesar 78,19. Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh tuntutan terhadap kualitas
website dan aplikasi yang semakin meningkat, terutama dari sisi muatan/konten yang
seharusnya mencakup informasi, interaksi, transaksi, dan integrasi.

. Akar masalah dalam meningkatkan kematangan tata kelola TIK didasarkan pada 5
(lima) kategori penyebab utama, yaitu: (i) SDM, yaitu persoalan kapabilitas dan
ketersediaan personel yang terlibat dalam pengembangan dan website/aplikasi; (ii)

metode/prosedur, berkaitan dengan persoalan proses, alur kerja, dan standar
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operasional yang digunakan dalam pengembangan dan pengelolaan website/aplikasi;
(iii) teknologi, mencakup persoalan infrastruktur,perangkat lunak, dan hardware yang
mendukung operasional website/aplikasi; (iv) informasi/konten, yang berfokus pada
persoalan kualitas, relevansi, dan penyajian data atau informasi yang ada di dalam
website/aplikasi; dan (v) kebijakan/manajemen, yang berkaitan dengan persoalan
kerangka kerja aturan, keputusan, dan arahan dari pimpinan atau pengambil kebijakan
yang memengaruhi pengembangan dan pengelolaan website/aplikasi.

. Terdapat 9 (sembilan) strategi prioritas yang perlu difokuskan pada peningkatan

kematangan TIK di tahun mendatang, yaitu:

a. Strategi memperbaiki BAIO3, dengan mentransformasi proses identifikasi dan
pembangunan solusi TIK dari yang ad hoc dan reaktif menjadi sistematis,
terstandar, dan terintegrasi dengan tata kelola TIK.

b. Strategi memperbaiki APO07, dengan mentransformasi pengelolaan SDM TIK
menjadi sistematis, berbasis kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan strategis
TIK Pemerintah Daerah. Strategi memperbaiki KEL2, yang sama dengan APOOQ7,
yaitu mentransformasi pengelolaan SDM TIK menjadi sistematis, berbasis
kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan strategis TIK Pemerintah Daerah.

c. Strategi memperbaiki DSS02.01, dengan memastikan bahwa SOP yang sudah
ada benar-benar dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait, sekaligus
mengoptimalkan proses untuk efisiensi dan efektivitas.

d. Strategi memperbaiki MEAO1, dengan mentransformasi proses pengukuran dan
evaluasi kinerja TIK dari manual menjadi otomatis, terpusat, dan analitis, sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan yang didorong oleh data dan mendorong
perbaikan berkelanjutan.

e. Strategi memperbaiki MEAO3, dengan mengubah kegiatan evaluasi yang bersifat
event-driven menjadi proses yang terstruktur, terjadwal, dan terintegrasi dengan
siklus manajemen TIK secara keseluruhan, dengan dukungan otomatisasi yang
relevan.

f. Strategi memperbaiki OUTO01, dengan bergeser dari penyediaan informasi dan
interaksi dasar ke penciptaan layanan digital yang memungkinkan transaksi end-

to-end dan didukung oleh integrasi sistem, dengan focus pada pengalaman
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pengguna dan keamanan.

g. Strategi memperbaiki KEL1, dengan mengembangkan, merekrut, dan mengelola
SDM TIK secara holistik di seluruh Perangkat Daerah, focus pada pemenuhan
kuantitas dan peningkatan kualifikasi untuk mendukung transformasi digital yang
berkelanjutan.

h. Strategi memperbaiki USA02, dengan menciptakan kerangka kerja yang kuat
untuk tata kelola konten digital, memastikan semua layanan public online
menyajikan informasi yang lengkap, akurat, mudah dipahami, dan selalu up-to-

date.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 4 : Indeks
SPBE terkait layanan komunikasi dan Informatika, target 2.88 (terkelola) dengan

realisasi tahun 2025 yaitu Belum Rilis.

Pada Tahun 2025 hasil SPBE pada Pemerintah Kabupaten Jombang tidak dilakukan
penilaian oleh Kemenpan RB, sehingga hasil pada tahun 2025 yaitu Belum Rilis.
Namun apabila mengacu pada nilai SPBE tahun 2024 maka Indikator penilaian SPBE di
bidang layanan komunikasi dan informatika mengacu pada Keputusan Bupati Jombang
Nomor : 188.4.45/213/415.10.1.3/2022 tentang Tim Asesor Internal dan Kelompok Kerja
Penerapan Sistem Pemerntahan Berbasis Elektronik adalah rata-rata nilai tingkat
kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 8 indikator yang
diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian
PAN-RB, yaitu:
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1 Pembangunan | Aplikasi SPBE digunakan oleh 2
Aplikasi SPBE Perangkat Daerah untuk
memberikan Layanan SPBE.
Aplikasi ini terdiri dari: (i) aplikasi
umum; dan (i) aplikasi khusus.
Pembangunan dan pengembangan
aplikasi SPBE dilaksanakan
berdasarkan siklus Pembangunan
aplikasi yang terdiri dari tahapan: (i)
perencanaan Pembangunan dan
pengembangan aplikasi; (ii) proses
perumusan analisiskebutuhan
aplikasi; (iii) proses perancangan
teknis; (iv) proses pembuatan kode
program (coding) (v); proses
pengujian aplikasi; dan (vi) proses
implementasi aplikasi.

e Aplikasi umum  merupakan
aplikasi SPBE yang sama,
standar, dan digunakan secara
bagi pakai oleh instansi pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.
Dalam hal Perangkat Daerah
tidak menggunakan aplikasi
umum, maka dapat
menggunakan aplikasi sejenis
dengan aplikasi umum. Dalam
menggunakan aplikasi sejenis,
Pemerintah Daerah harus:
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(i) telah mengoperasikan
aplikasi sejenis sebagaimana
dimaksud sebelum aplikasi
umum ditetapkan; (i)
melakukan kajian biaya dan
manfaat; (iii)
melakukanpengembangan

aplikasi sejenis yang
disesuaikan dengan aplikasi
umum; dan (iv) mendapatkan
pertimbangan dari Perangkat
Daerah yang membidangi
komunikasi dan informatika.

e Aplikasi Khusus  Perangkat
Daerah dapat melakukan
pembangunan dan
pengembangan aplikasi khusus,
yang didasarkan pada Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah dan
Peta Rencana SPBE Pemerintah
Daerah. Memenuhi ketentuan

peraturan perundang- undangan.

2 Layanan Pusat | Layanan Pusat Data dalam SPBE 5
Data (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik)  adalah komponen
infrastruktur yang menyediakan
sarana penyimpanan data dan
aplikasi secara aman  dan

terintegrasi untuk Instansi
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Pusat/Pemerintah Daerah.
Tujuannya adalah menjamin
ketersediaan data, efisiensi
penyimpanan, dan interoperabilitas
layanan  melalui Pusat Data

Nasional.

3 Layanan

Jaringan Intra

Penggunaan jaringan intra
Pemerintah Daerah bertujuan untuk
menjaga keamanan dalam
melakukan pengiriman data dan
informasi antar simpul jaringan
dalam Pemerintah Daerah. Untuk
mengoptimalkan pengelolaan
jaringan intra, Pemerintah Daerah
menetapkan: (i) SOP
penyelenggaraan jaringan intra
Pemerintah Daerah yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati; dan (ii)
petunjuk teknis penyelenggaraan
jaringan intra Pemerintah Daerah
yang ditetapkan oleh Sekretaris

Daerah.

4 Penggunaan
Sistem
Penghubung

Pemerintah Daerah menggunakan
sistem penghubung layanan yang
bertujuan  untuk  memudahkan
dalam melakukan integrasi antar
Layanan SPBE. Dalam hal ini,
Pemerintah  Daerah  wajib: (i)

membuat keterhubungan dan akses
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jaringan intra instansi pusat dan
Pemerintah Daerah dengan jaringan
intra pemerintah; (i) memenuhi
standar interoperabilitas  antar
layanan SPBE; dan (iii)
mendapatkan pertimbangan
kelaikan operasi dan kelayakan
keamanan dari Perangkat Daerah
yang membidangi komunikasi dan

informatika.

5 Manajemen
Keamanan

Informasi

Manajemen Keamanan Informasi
adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan Keamanan
SPBE vyang efektif, efisien, dan
berkesinambungan, serta
mendukung layanan SPBE yang
berkualitas.

Manajemen Keamanan Informasi
bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan meminimalkan

dampak risiko keamanan informasi.

Manajemen Keamanan Informasi
tersebut dilaksanakan berdasarkan
pedoman manajemen keamanan

informasi SPBE, yakni Peraturan
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Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 4 tahun 2021 tentang
Pedoman Manajemen Keamanan
Informasi  Sistem  Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Standar
Teknis dan Prosedur Keamanan
Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik.

6 Manajemen

Data

Manajemen data bertujuan untuk
menjamin terwujudnya data yang
akurat, mutakhir, terintegrasi, dan

dapat diakses sebagai dasar

perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian
pembangunan. Data yang

dihasilkan produsen data harus: (i)
memenuhi standar data, yang terdiri
dari konsep, definisi, klasifikasi,
ukuran, dan satuan; (i) memiliki
metadata yang mengikuti struktur
dan format baku; dan (iii) memenuhi
kaidah interoperabilitas data, yaitu
data harus konsisten dalam bentuk,
struktur/skema/komposisi
penyajian, dan semantik/artikulasi
keterbacaan, serta data harus
disimpan dalam format terbuka yang
dapat dibaca sistem elektronik.
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7 Layanan Layanan Pengaduan yang dimaksud 4
adalah layanan pada LAPOR SP4N

Pengaduan

8 Layanan Data dan informasi mencakup 2
Data semua jenis data dan informasi
Terbuka yang dimiliki oleh  Perangkat

Daerah  dan/atau yang
diperoleh dari masyarakat, pelaku
usaha dan/atau pihak lain. Hal ini
dilakukan dengan mengutamakan
bagi pakai data dan informasi antar
Perangkat Daerah dengan
berdasarkan tujuan dan cakupan,
penyediaan akses data dan
informasi, dan pemenuhan standar

interoperabilitas data dan informasi.

Tidak dilaksanakannya penilaian pada Indeks SPBE dikarenakan terdapat
peralihan dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital pada Tahun
2026. Berikut penjelasan sederhana mengenai tidak digunakannya lagi Indeks
SPBE pada tahun 2026 dan digantikan dengan Indeks Pemerintah Digital.
1. Perubahan Paradigma Digital Pemerintahan
Pada tahun-tahun sebelumnya, pengukuran transformasi digital pemerintah
menggunakan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Indeks
ini menilai penerapan sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan
seperti aplikasi, layanan digital, tata kelola TI, dan infrastruktur.
Namun mulai tahun 2026, pemerintah melakukan penyempurnaan konsep
tersebut menjadi Indeks Pemerintah Digital. Perubahan ini bertujuan agar
pengukuran tidak hanya menilai keberadaan sistem elektronik, tetapi juga
menilai kematangan transformasi digital pemerintahan secara menyeluruh.

2. Perbedaan Fokus Penilaian
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Perubahan dari SPBE ke Indeks Pemerintah Digital terjadi karena pendekatan
lama dianggap masih berfokus pada implementasi aplikasi atau sistem, sedangkan
konsep baru menilai aspek yang lebih luas, yaitu:

a. Integrasi layanan digital pemerintah

b. Pemanfaatan dan tata kelola data pemerintah

c. Interoperabilitas sistem antar instansi

d. Transformasi proses bisnis pemerintahan

e. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital
Dengan demikian, penilaian tidak hanya melihat jumlah aplikasi, tetapi juga
seberapa terintegrasi dan bermanfaatnya sistem digital bagi masyarakat dan
pemerintah.

. Dampak bagi Pemerintah Daerah
Bagi pemerintah daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jombang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, perubahan ini berarti:

a. Fokus pengembangan tidak hanya pada pembuatan aplikasi baru.

b. Harus memperkuat integrasi sistem informasi antar perangkat daerah.

c. Mengembangkan layanan digital yang terintegrasi dan mudah diakses

masyarakat.

d. Memperkuat pengelolaan data dan keamanan informasi pemerintah.
Dengan tidak digunakannya lagi Indeks SPBE pada tahun 2026, pemerintah
beralih pada pengukuran yang lebih komprehensif melalui Indeks Pemerintah
Digital, yang menilai kematangan transformasi digital pemerintahan secara lebih
luas dan terintegrasi. Hal ini juga berpengaruh terhadap indeks dan target yang
ditetapkan pada RPD 2024-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 5 : Indeks

Pembangunan Statistik (IPS), target 2.5 (terkelola) dengan realisasi tahun 2025

yaitu 3.06 dan capaian realisasi yaitu 122.40%
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Hasil Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh
Badan Pembangunan Statistik Pusat, namun tahun 2025 dilakukan penilaian oleh BPS
Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan Kegiatan Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik
Sektoral 2025 adalah:

1. Kegiatan EPSS yang tidak dilaksanakan tahun 2025 maka perlu dilakukan persiapan
sebagai strategi dan mitigasi risiko pelaksanaan EPSS kedepan.

2. Untuk meningkatkan pemahaman tim penilai baik di provinsi dan kabupaten/kota
terkait dokumen-dokumen bukti dukung pada indikator-indikator di Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral mendatang di masing-masing wilayah
kabupaten/kota se Jawa Timur.

3. Sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan/maturitas indikator-indikator pada
seluruh domain dengan mengadopsi metodologi penilaian EPSS.

Oleh karena itu hasil realisasi tahun 2025 mengacu pada hasil BPS Provinsi Jawa Timur
yaitu 3,06 dengan capaian realisasi yaitu 122.40. Sedangkan pada tahun 2024 dan tahun
2026 akan mengacu pada BPS Pusat.

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

~= DOMAIN ASPEK & INDIKATOR

Prinsip Satu ___ _

Data Indonesia

Standar Data Stabstk Metadata Statistik Kode Referensi

Relevansi Igantifikasi Akurasi Akluaiitas  Ketepatan Kelersediaan Akses Media FormatD

Kualitas Data

Data Kebutuban Datax Data Diseminasi Oata Penyebaruasan oata
T reeecansanom — | PemeriksaanData _
Statistik Perdefinisian Desain Pcnyhmn
Kebutuhan  Statistik Doians | enh

Kelembagaan Natralitas
dan e - )bnqorncn Kogahn Fornam SN Pombna ¥ 3

Data litas Data Statistic Dala Statistik Statisti Watdata

Transparansi
Informasi

Statistik

Nasional Penggunaan  Penggunaan  Sosialisasi Perencanaan
Statstic Statstk  dan Literast Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik Pembangunan Oets Big Data
Dasar Sektoral Data Statistk g
Catatan:
- Domain - Aspek Indikator
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Domain

Hasil Penilaian EPPS pedomain

Self Assessment

Domain Prinsip SDI 28% 2.75
Domain Kualitas Data 24% 3.10
Domain Proses Bisnis Statistik 19% 3.1
Domain Kelembagaan 17% 321
Domain Statistik Nasional 12% 3.44
Domain/Aspek Bobot' Nilai Indeks
Domain Prinsip SDI
Standar Data Statistik 25% 2.00
Metadata Statistik 25% 3.00
Interoperabilitas Data 25% 3.00
Kode Referensi dan/atau Data Induk 25% 3.00
Domain Kualitas Data
Relevansi 21% 3.00
Akurasi 16% 3.00
Aktualitas & Ketepatan Waktu 21% 3.50
Aksesibilitas 21% 3.00
Keterbandingan & Konsistensi 21% 3.00
Domain Proses Bisnis Statistik
Perencanaan Data 32% 3.33
Pengumpulan Data 26% 3.00
Pemeriksaan Data 21% 3.00
Penyebarluasan Data 21% 3.00
Domain Kelembagaan
Profesionalitas 35% 275
SDM yang Memadai dan Kapabel 30% 4.00
Pengorganisasian Statistik 35% 3.00
Domain Statistik Nasional
Pemanfaatan Data Statistik 34% 3.33
Pengelolaan Kegiatan Statistik 33% 4.00
Penguatan SSN Berkelanjutan 33% 3.00

Catatan: ' Bobot aspek pembentuk indeks domain
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Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain Indikator Bobot Tingkat
1 Kematanga
]
Prinsip Standar Data Tingkat Kematangan 100% 2.00
Satu Data  Statistik Penerapan Standar Data
Indonesia Statistik (SDS)
Metadata Tingkat Kematangan 100% 3.00
Statistik Penerapan Metadata
Statistik
Interoperabilitas ~ Tingkat Kematangan 100% 3.00
Data Penerapan
Interoperabilitas Data
Kode Referensi ~ Tingkat Kematangan 100% 3.00
dan/atau Data Penerapan Kode Referensi
Induk
-]
Kualitas Relevansi Tingkat Kematangan 60% 3.00
Data Relevansi Data terhadap
Pengguna
Tingkat Kematangan 40% 3.00
Proses Identifikasi
Kebutuhan Data
Akurasi Tingkat Kematangan Penilaian 100% 3.00
Akurasi Data
Aktualitas & Tingkat Kematangan 50% 4.00
Ketepatan Waktu Penjaminan Aktualitas
Data
Tingkat Kematangan 50% 3.00
Pemantauan Ketepatan
Waktu Diseminasi
Aksesibilitas Tingkat Kematangan 34% 3.00
Ketersediaan Data untuk
Pengguna Data
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Tingkat

Domain Indikator
Kematanga
n
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Akses Media
Penyebarluasan Data
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penyediaan Format Data
Keterbandingan  Tingkat Kematangan 50% 3.00
& Konsistensi Keterbandingan Data
Tingkat Kematangan 50% 3.00

Konsistensi Statistik
Proses Perencanaan Tingkat Kematangan 33% 4.00
Bisnis Data Pendefinisian Kebutuhan
Statistik Statistik
Tingkat Kematangan Desain 33% 3.00
Statistik
Tingkat Kematangan 34% 3.00
Penyiapan Instrumen
Pengumpulan Tingkat Kematangan 100% 3.00
Data Proses Pengumpulan
Data/Akuisisi Data

Pemeriksaan Tingkat Kematangan 50% 3.00
Data Pengolahan Data

Tingkat Kematangan Analisis 50% 3.00
Data

Penyebarluasan  Tingkat Kematangan Diseminasi 100% 3.00
Data Data

Kelem- Profesionalitas Tingkat Kematangan 25% 2.00
bagaan Penjaminan Transparansi
Informasi Statistik
Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan Netralitas dan
Objektivitas terhadap
Penggunaan Sumber Data
Metodologi
Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan Kualitas Data
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Tingkat
Kematanga
n

Indikator

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan
Konfidensialitas Data

SDM yang Tingkat Kematangan 50% 4.00
Memadai dan Penerapan Kompetensi
Kapabel Sumber Daya Manusia

Bidang Statistik

Tingkat Kematangan 50% 4.00

Penerapan Kompetensi
Sumber Daya Manusia
Bidang Manajemen Data

Pengorganisasia  Tingkat Kematangan 25% 3.00
n Statistik Kolaborasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Statistik

Tingkat Kematangan 25% 3.00

Penyelenggaraan Forum
Satu Data Indonesia

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Kolaborasi dengan
Pembina Data Statistik

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penyelenggaraan

Pelaksanaan Tugas Sebagai

Walidata

Statistik Pemanfaatan Tingkat Kematangan B0, 3.00
MNasional Data Statistik Penggunaan Data Statistik
Dasar untuk Perencanaan,
Monitoring, dan Ewvaluasi,
dan/atau Penyusunan
Kebijakan
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penggunaan Data Statistik
Sektoral untuk Perencanaan,
Monitoring, dan Evaluasi,
dan/atau Penyusunan Kebijakan

Tingkat Kematangan Sosialisasi 33% 4.00
dan Literasi Data Statistik
Pengelolaan Tingkat Kematangan 100% 4.00

Kegiatan Statistik Pelaksanaan Rekomendasi
Kegiatan Statistik
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Tingkat
Kematanga
n

Domain Indikator

Penguatan SSN  Tingkat Kematangan 33%
Berkelanjutan Perencanaan Pembangunan
Statistik
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penyebarluasan Data
Tingkat Kematangan 34% 3.00

Pemanfaatan Big Data

Catatan: ' Bobot indikator pembentuk indeks aspek

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan

1. Kelengkapan Dokumen KebijakanKedua kegiatan telah memiliki dokumen
kebijakan yang memuat penjelasan rinci mengenai penerapan berbagai aspek
penting pengelolaan statistik, antara lain: Standar Data Statistik (SDS), metadata
statistik, interoperabilitas data, dan kode referensi. Hal ini menunjukkan komitmen
awal yang baik dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang tertib dan
terdokumentasi.

2. Ketersediaan Reviu Dokumen untuk Penilaian EPSS Kedua produsen data sudah
melampirkan bukti reviu lokus yang mendukung proses penilaian EPSS. Ini
menunjukkan upaya untuk melakukan penilaian internal terhadap proses
penyelenggaraan kegiatan statistik.

3. Perhatian pada Standarisasi dan InteroperabilitasAdanya kebijakan rinci tentang
interoperabilitas data dan kode referensi menjadi dasar yang kuat untuk
mendukung integrasi data antar sektor serta peningkatan kualitas data secara
berkesinambungan.

Kekurangan

1. Penerapan Standar Data Statistik (SDS) Belum OptimalMeskipun dokumen
kebijakan sudah tersedia, dalam praktiknya setiap indikator, variabel, dan konsep
yang digunakan belum dilengkapi standar data statistik yang sesuai. Hal ini
menjadi catatan penting karena ketiadaan standar dapat mempengaruhi

konsistensi, validitas, dan keterbandingan data antar periode maupun antar
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wilayah.

2. Belum Ada Reviu Metadata yang Berkala dan Berkelanjutan Proses evaluasi
penerapan metadata statistik oleh produsen data belum dilakukan secara rutin
oleh pembuat kebijakan. Bukti reviu yang tersedia hanya bersifat lokus dan
spesifik untuk penilaian EPSS, bukan hasil reviu periodik yang mencerminkan
pemantauan implementasi metadata dalam kegiatan sehari-hari.

3. Reviu Interoperabilitas Data Belum Diterapkan Secara Menyeluruh Sama halnya
dengan metadata, proses reviu berkala terhadap penerapan interoperabilitas data
belum dilaksanakan. Selain itu, belum disertakan bukti pendukung seperti URL
API atau screenshot kode API yang dapat menunjukkan kesiapan teknis integrasi
data secara real time atau machinereadable.

4. Reviu Penerapan Kode Referensi Belum BerkelanjutanEvaluasi penerapan kode
referensi juga hanya dilakukan pada lingkup penilaian EPSS, belum ada
mekanisme pemantauan rutin yang memastikan konsistensi dan keseragaman
kode referensi dalam seluruh proses statistik.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan

1. Kelengkapan Dasar Hukum dan Dokumen PedomanSeluruh tahapan dalam
kedua kegiatan telah mengacu pada Surat Keputusan Bupati Jombang
N0.188.4.45/168/415.10.1.3/2024 tentang Daftar Data Statistik dan Geospasial
Kabupaten Jombang 2024, serta dilengkapi dengan KAK, SOP kegiatan, dan
Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang disusun oleh Walidata.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan DataHampir seluruh aspek pada Domain
2 telah diakomodasi, meliputi: relevansi data, identifikasi kebutuhan data, akurasi,
aktualitas, ketepatan waktu diseminasi, ketersediaan data, akses media
penyebarluasan, ragam format data, keterbandingan, dan konsistensi statistik.

3. Pelaksanaan Rapat Evaluasi pada Beberapa AspekUntuk indikator aktualitas
data, akses media penyebarluasan data, format data, keterbandingan data, dan
konsistensi statistik, telah dilakukan rapat reviu dan evaluasi serta pembahasan
tindak lanjut, yang menunjukkan adanya mekanisme pengendalian mutu pada

sebagian komponen.
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4. Keterbukaan Akses DataData yang dihasilkan telah disebarluaskan melalui

berbagai kanal, seperti website OPD, portal Sambang, media sosial, publikasi, dan
open data yang dapat diakses publik.

. Konsistensi dan Keterbandingan Datalnformasi yang dihasilkan memiliki
keterbandingan antarwaktu dan antarwilayah, serta konsistensi angka pada

berbagai publikasi, yang meningkatkan kepercayaan pengguna data.

Kekurangan Pelaksanaan Kegiatan
1. Minimnya Reviu dan Evaluasi BerkalaHampir seluruh indikator pada Domain 2

belum memiliki rapat reviu dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dan
berkelanjutan. Sebagian evaluasi hanya dilakukan untuk kebutuhan penilaian
EPSS, bukan sebagai mekanisme rutin.

. Reviu Tindak Lanjut Belum MerataWalaupun beberapa indikator telah dilakukan
reviu dan tindak lanjut, penerapannya belum menyeluruh pada semua aspek,
khususnya relevansi data, identifikasi kebutuhan data, akurasi data, ketepatan
waktu diseminasi, dan ketersediaan data.

. Monitoring Implementasi SOP Belum OptimalMeskipun SOP telah disusun dan
terdokumentasi, belum terdapat bukti monitoring terstruktur yang menilai sejauh
mana SOP tersebut diikuti secara konsisten oleh produsen data.

. Evaluasi Aspek Kritis Masih TerbatasBeberapa aspek yang krusial seperti
relevansi data terhadap pengguna dan identifikasi kebutuhan data belum memiliki
forum khusus untuk menampung umpan balik pengguna secara rutin, sehingga

potensi penyempurnaan data belum tergali optimal.

3. Proses Bisnis Statistik
Kelebihan

1. Dokumen kebijakan dan pedoman sudah lengkapTersedia Buku Pedoman PSS,

SOP, KAK, serta Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang
menjadi standar acuan bagi seluruh tahapan proses bisnis. Ini menunjukkan
adanya komitmen formal dalam pengelolaan statistik.

. Seluruh tahapan proses bisnis sudah berjalanMulai dari identifikasi kebutuhan,
desain, penyiapan instrumen, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga

diseminasi data telah dilaksanakan, dan ada bukti dukung berupa laporan,
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dokumentasi, serta aplikasi pengolahan data.
Evaluasi dan reviu dilakukan secara berkalaWalaupun masih bersifat umum,
namun adanya kegiatan evaluasi berkala menunjukkan proses perbaikan terus

diupayakan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Kekurangan

1.

Evaluasi belum detail per aspek/indikatorReviu yang dilakukan masih bersifat
umum, sehingga belum mampu mengidentifikasi kelemahan secara spesifik di
setiap tahapan proses bisnis.

Bukti mutu belum lengkapUiji validitas instrumen, reliabilitas, dokumentasi data
cleaning, serta standar kualitas data belum terdokumentasi secara memadai
sehingga sulit memastikan kualitas data.

Tindak lanjut hasil evaluasi belum terstruktur Mekanisme untuk menindaklanjuti
temuan evaluasi belum jelas dan monitoring kepatuhan OPD/produsen data

terhadap pedoman belum terukur dengan indikator kinerja.

4. Proses Kelembagaan

Kelebihan:

1. Proses Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan Sumber

Data dan Metodologi telah dilakukan oleh seluruh produsen data dan berdasarkan
prosedur baku yaitu mengacu pada Peraturan dari Kementerian Induk

Proses Penjaminan Kualitas Data telah dilaksanakan di seluruh produsen data
dan diidentifikasi pada OPD lokus. serta sudah ada prosedur baku yang telah
ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data.

Proses Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilaksanakan di seluruh produsen
data, dimana pada Laporan Akhir kegiatan statistik sektoral data yang dimuat tidak
mencantumkan informasi individu. Serta sudah ada prosedur baku yang telah
ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data.

Proses Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia baik di Bidang Statistik
maupun Bidang Manajemen Data telah dilakukan dengan baik dengan
dilaksanakan diklat di bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Pusdiklat BPS dan
BKPSDM Kabupaten Jombang. Selain itu telah dilaksanakan rapat reviu dan

evaluasi secara berkala.
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. Proses Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik telah diwujudkan dalam
dokumen resmi dan ditindaklanjuti melalui kegiatan rapat dan sosialisasi.

. Penyelenggaraan Forum Satu Data selain tersedia Rencana Aksi SDI juga telah
tersedia dokumen monitoring dan evaluasi dari seluruh Rencana Aksi SDI yang
tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan SDI.

. Proses Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara formal
dibuktikan dengan adanya MOU kerjasama antara Pemkab Jombang dengan BPS
Kabupaten Jombang.

. Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata telah dilaksanakan
dengan baik dimana tersedia peraturan/dokumen resmi penetapan walidata,
tersedia rincian tugas walidata, seluruh tugas/program kerja walidata sudah
dilaksanakan.

Kekurangan
Dokumen kebijakan yang memuat Proses Penjaminan Transparansi Informasi Statistik
belum memuat seluruh poin yang terdapat pada Draft Penjelasan Indikator EPSS
2024_Revl beserta implementasinya.

5. Proses Statistik Nasional
Kelebihan:

1. Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi,
dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data BPS
baik dari data sensus maupun survei di beberapa kegiatan dan telah melibatkan
walidata dalam pelaksanaannya.

. Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi,
dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data
statistik sektoral di beberapa kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam
pelaksanaannya.

. Proses Sosialisasi dan Literasi Data Statistik telah dilaksanakan oleh produsen
data dengan kegiatan secara online pada website dan media sosial maupun offline
yang mengundang pihak eksternal baik OPD maupun Masyarakat luas.

. Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan oleh seluruh

produsen data pada awal tahun dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat
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Rekomendasi Statistik oleh BPS dan telah dilakukan reviu serta evaluasi secara
berkala
5. Proses Perencanaan Pembangunan Statistik telah dituangkan dalam Rencana
Aksi SDI telah dilaksanakan dengan baik. Bukti monitoring dan evaluasi termuat
dalam Laporan pelaksanaan SDI tahun 2025
6. Proses Pemanfaatan Big Data telah dilaksanakan di beberapa OPD dengan
memanfaatkan citra satelit dan data dari beberapa website untuk menghasilkan
data statistik pendukung, yaitu penyusunan peta kerawanan bencana dan peta
Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sektoral
Kekurangan:
Walidata telah melakukan penyebarluasan data melalui portal Satu Data Kabupaten
Jombang https://sambang.jombangkab.go.id/, namun belum terhubung dengan portal
SDI.

Dapat disimpulkan hasil EPPS tahun 2025 yaitu pada level Penjelasan Level 3 —
Terdefinisi yaitu Pada level ini, proses penyelenggaraan statistik sektoral dalam
organisasi sudah diselaraskan (diharmonisasi) sehingga tidak ada lagi perbedaan cara
kerja antar unit. Setelah proses tersebut diselaraskan, unit yang memiliki fungsi
manajemen menetapkan standar, pedoman, atau SOP resmi yang mengatur bagaimana
kegiatan statistik sektoral harus dilaksanakan. Standar atau pedoman tersebut kemudian
berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi, sehingga setiap unit wajib mengikuti
aturan yang sama dalam mengelola, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data
statistik sektoral. Pada Pemerintah Kabupaten Jombang artinya :

1. Proses kerja sudah jelas dan terdokumentasi.

2. Sudah ada pedoman atau SOP resmi.

3. Semua unit kerja menggunakan standar yang sama.

4. Tidak ada lagi proses yang dilakukan secara berbeda-beda oleh masing-masing

unit.

Level 3 menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah

memiliki standar proses yang baku dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.
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Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 6 : Indeks
Keamanan Informasi, target 620 (tinggi) dengan realisasi tahun 2025 yaitu 651 dan
capaian realisasi yaitu 105%.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan
informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis
kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat
untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka
kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Proses evaluasi dilakukan melalui
sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan

. Tata Kelola Keamanan Informasi

. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi

. Kerangka Kerja Keamanan Informasi

. Pengelolaan Aset Informasi

. Teknologi dan Keamanan Informasi

. Pelindungan Data Pribadi

0o N o 0o A WDN P

. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan keterlibatan
Pihak Ketiga Penyedia Layanan)

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan diproses pada Indeks KAMI versi 5.0
dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang data pengukuran didapatkan
hasil pengukuran sebagai berikut :
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Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Versi 5.0
Responden: Skor Kategori SE - 20 Kategori SE
Dinas Komunikasi dan Infarmatika Pemerintah
Kabupaten Jombang Hasil Evaluasi Akhir: -
vt Cukup Baik
Tingkat Kelengkapan Penerapan E .651
JI. Wachid Hasyim 137 Jombang - 61411 Standar 13027001 sesuai
Tata Kelola : 113 T. Kematangan: i+
Pengelolaan Risiko : 57 T. Kematangan: Wl Il
Kerangka Kerja Keamanan Informasi  : 142 T. Kematangan: I+ sid
0321-861292 Pengelolaan Aset : 160 T. Kematangan: [l 1+
diskominfo@jombangkab.go.id Teknologi dan Keamanan Informasi : 131 T. Kematangan: [l
44507 Pelindungan Data Pribadi : 48 T. Kematangan: [l
Pengamanan Keterlibatan P.Ketiga 91 %

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki ketergantungan yang
tinggi terhadap sistem elektronik. Ketergantungan tersebut ditunjukkan pada hasil
perhitungan Indeks KAMI dengan skor kategori sistem elektronik sebesar 20 yang
termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi akhir yang diperoleh, tingkat
penerapan keamanan informasi berada pada kategori cukup baik dengan skor 651. Hasil
ini menggambarkan bahwa kondisi keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang sudah memenuhi sebagian besar elemen penting
keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001, meskipun masih terdapat
beberapa area yang perlu ditingkatkan. Apabila dilihat pada grafik hasil penilaian, kondisi
keamanan informasi Diskominfo Kabupaten Jombang berada pada level warna kuning
menuju hijau, yang menandakan posisi keamanan informasi berada pada tingkat cukup
baik namun masih memerlukan penguatan di aspek tertentu.

Persentase Tingkat Keamanan Informasi

Keterangan Responden Skor Maksimal Persentase
Tata Kelola 113 126 B89%
Pengelolaan 57 T2 T9%
Risiko

Kerangka Kerja 142 192 T3%
Pengelolaan 160 258 62%
Aset

Teknologi 131 186 T0%
PDP 48 84 57%
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Berdasarkan hasil analisis Indeks KAMI yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa,;
1. Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi
dan Informatika dalam kategori Cukup Baik.
2. Terdapat peningkatan Skor Indeks KAMI Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang pada tahun 2024 dari 612, pada tahun 2025 menjadi 650.
3. Perlu adanya peningkatan terutama di area penilaian perlindungan data pribadi,
pengelolaan risiko dan pengelolaan aset keamanan informasi Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Jombang.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 7 : Nilai
Evaluasi AKIP PD target 80.10 dengan realisasi 76.05 dan capaian realisasi
94.94%

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tanggal 1 Agustus 2025, Nomor

000.8.6.3/5682/415.10/2025, Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025 Pada
tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
menunjukkan nilai sebesar 76.05 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa
implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu Terdapat gambaran bahwa AKIP
sangat baik pada sebagian besar unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai
dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja,
memiliki sistem manajemen kinerja yang andal serta pengelolaan kinerja secara

berkelanjutan telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
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Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:
WET
2024 2025

Komponen Yang Dinilai Bobot

Perencanaan Kinerja
2 Pengukuran Kinerja 30.00 24.00 23.10
3 | Pelaporan Kinerja 15.00 11.19 11.10
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25.00 18.56 18.75
Nilai Hasil Evaluasi 79.19 76.05
Predikat Akuntabilitas Kinerja BB BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi
dan Informatika tahun 2025 sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun rencana strategis (Renstra)

Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah Tahun

2025. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga sudah menyusun cascading

dan pohon kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang

perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

a) Dalam dokumen pokin belum didapati informasi terkait hubungan kinerja atau
crosscutting kinerja lintas Perangkat Daerah yang sudah disusun dengan berfokus
pada identifikasi setiap keterlibatan Perangkat Daerah yang ada untuk mengawal
kinerja lintas sektoral, baik yang bersifat makro maupun yang menjadi isu
strategis;

b) Telah dilakukan analisis sebagai dasar penetapan target kinerja namun tindak
lanjut hasil kinerja tahun sebelumnya belum tergambar dalam analisis/dasar
penetapan target dalam KKPT;

c) Telah dilakukan dialog kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala namun tidak
semua pegawai mampu memahami dan peduli karena dalam hasil survey
lapangan sebagian pegawai tidak mampu menjelaskan hasil dari pembahasan

forum perencanaan kinerja maupun pembahasan evaluasi kinerja.
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Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dokumen Penetapan IKU/IKI dan

rencana aksi yang digunakan sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi progres

kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam
pengukuran kinerja, di antaranya sebagai berikut:

1) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi dalam penyesuaian strategi/aksi hal ini
terlihat dari hasil monev renaksi renaksi tribulan 1V seluruh aksi pada dokumen
monev renaksi Kepala Perangkat Daerah maupun bawahan telah tercapai 100 %,
namun pada dokumen pengukuran kinerja Tribulan IV terdapat indikator yang tidak
tercapai yaitu nilai AKIP, hal ini menunjukan bahwa terdapat aksi dari bawahan
yang tidak mendukung aksi atasan atau aksi bawahan tidak menjadi penyebab
tercapainya kinerja atasan;

2) Pada dokumen Kurja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika belum disajikan
terkait dengan anggaran untuk indikator Nilai Evaluasi AKIP, sehingga tidak
diketahui efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;

3) Dari hasil survei lapangan didapati bahwa sebagian pegawai menganggap bahwa
hasil pengukuran kinerja tidak berpengaruh dalam melakukan penyesuaian
rencana aksi

3. Pelaporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja
mulai dari level perangkat daerah hingga individu pegawai. Namun demikian, masih
terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, di antaranya sebagai
berikut:
1) Belum mengupload LKJIP pada website resmi kominfo.jombangkab.go.id;

2) Penulisan sub bab pada LKJIP belum sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang
Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47
Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun belum dijelaskan dengan

analisis mendalam sehingga tidak diketahui apa factor yang mempengaruhi
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kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya;

4) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber
daya dalam mencapai kinerja, hanya menarasikan isi dari table efisiensi;

5) Dari hasil survey lapangan didapati bahwa pegawai telah membaca LKJIP namun
belum terlihat adanya keterlibatan aktif dalam memberikan masukan terhadap
kualitas LKJiP

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan evaluasi internal atas

implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati

Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang

Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun

demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal, yaitu Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2024 belum sepenuhnya

efektif meningkatkan Implementasi SAKIP tahun 2025dengan adanya penurunan

pada 3 komponen, dan juga kinerja Perangkat Daerah dimana 1 indikator sasaran

mengalami penurunan.

Dari hasil evaluasi AKIP yang telah diuraikan diatas, seluruh rekomendasi telah
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Maka untuk meningkatkan nilai
evaluasi AKIP sesuai target maka Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja
Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, Perjanjian
Kinerja, dan Rencana Kerja agar lebih selaras dengan tujuan strategis organisasi serta
memastikan indikator kinerja yang digunakan bersifat terukur, relevan, dan
berorientasi pada hasil.

2. Penguatan Cascading Kinerja
Melakukan penyelarasan (cascading) sasaran strategis dari tingkat perangkat daerah

hingga ke unit kerja dan individu agar seluruh pegawai memiliki kontribusi yang jelas
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terhadap pencapaian kinerja organisasi.

. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja
Mengoptimalkan sistem pengukuran kinerja melalui pemanfaatan data yang akurat
dan valid, serta memastikan proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara
berkala.

. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja
Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja agar lebih informatif, analitis, dan
mampu menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program,
penggunaan anggaran, serta hasil kinerja yang dicapai.

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Internal
Melaksanakan evaluasi internal secara berkala terhadap capaian kinerja program dan
kegiatan, sehingga dapat segera dilakukan langkah korektif apabila terdapat deviasi
antara target dan realisasi.

. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola AKIP

Meningkatkan kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan AKIP melalui

pelatihan, bimbingan teknis, maupun pendampingan terkait perencanaan,
pengukuran, dan pelaporan kinerja.
Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP diuraikan sebagai berikut :
Mo Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut ‘Waktu Pelaksanaan Penanggung Jawab
TWHL | TWIV | TWI | TWI TWIIL | TWIV
2025 2025 2026 | 2026 2026 2026
1 Agar  dokumen Pohon  Kinerja | Menyusun dokumen Pohon Kinerja dengan W W Sekretaris, Kepala Bidang
disusun secara lebih komprehensif | mengidentifikasi hubungan antar perangkat Humas dan Komunikasi
dengan daerah, yang menggambarkan crosscutting Publik, Kepala Bidang
memuat  penjabaran  hubungan | performance terhadap pencapaian sasaran Aplikasi Informatika dan
kinerja lintas Perangkat Daerzh | makro dan isu strategis dzerah plt. Bidang Statistilk dan
(erosscutting Persandian
performance),  terutama  pada
sasaran yang bersifat makro dan
isurisu strategis
daerah
Pemetaan  Lintas  Perangkat  Daerah W Sekretaris, Kepala Bidang
[Crosscutting) dengan mengidentitikasi PD Humas dan Komunikasi
yang terlibat Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistik dan
Persandian
Penjelasan Dokumen Pohon Kinerja yang W W Sekretaris, Kepala Bidang
memuat penjabaran pohon kinerja lintas Humas dan Komunikasi
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Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut ‘Waktu Pelaksanaan Penanggung Jawab
Twi | Twiv | Twl [ Twa | Twin | Twiv
2025 2025 2026 2026 2026 2026
Peranghkat Daerah (erosscutting performance] | Publik, Kepala Bidang
dijabarkan kedalam penyusunan Renstra Aplikasi Informatika dan
2025-2030 dan Renja meliputi (Mengapa plt. Bidang Statistiik dan
sasaran tersebut penting, PD mana saja yang Persandian
terlibat, Bagaimana sinergi antar PD dibangun
dan Tantangan dan peluang dalam hubungan
kinerja lintas PD)
Agar penyusunan target kinerja | Melaksanakan Evaluasi Menyeluruh terhadap W Sekretaris, Kepala Bidang
dalam  KKPT  (Kertas  Kerja | Kinerja Tahun Sebelumnya Humas dan Komunikasi
Perencanaan Tahunan) tidak hanya Publik, Kepala Bidang
berdasarkan analisis kondisi saat ini, Aplikasi Informatika dan
mamun  jugamempertimbangkan plt. Bidang Statistilk dan
tindak lanjut dan pembelajaran dari Persandian
capaian sertaketidaktercapaian
target kinerja tahun sebelumnya
Menyusun Rencana Tindak Lanjut KKPT W Sekretaris, Kepala Bidang
Berdasarkan Evaluasi Tahun Sebelurmnya Humas dan  Komunikasi
dalam LEJP Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
Pemyusunan Target Kinerja dalam  KKPT v | Sekretaris, Kepala Bidang

Rekomendasi

dengan  Kolsborasi  Antar  Bidang  dan
melibatkan seluruh ASH Dinas Kominfo

Humas dan Komunikasi
Publik, Kepala Bidang

Aplikasi Informatika dan

Rencana Aksi Tindak Lanjut

™I TWIV
2025 | 2025

Waktu Pelaksanaan

TWI  TWH TWI | TWIV
2026 | 2026 2026 | 2026

Penanggung Jawab

plt. Bidang Statistiik dan
Persandian

Penguatan Sistem Pernantauan dan Evaluasi W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
Berkala melalui Rapat Evaluasi KKPT setiap Humas dan  Komunikasi
tribulan Fublik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Stabistiik dan
Persandian
Melibatkan seluruh pegawai secara | Penyusunan Mekanisme Partisipasi Pegawai W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
aktif dalam proses perencanaan | melalui zlur kinerja mulai dari Perencanaan Humas dan  Komunikasi
danevaluasi, tidak hanya pada saat | dan Evaluasi Publik, Kepala Bidang
forum, tetapi juga dalam proses Aplikasi Informatika dan
tindak  lanjut  danpenyusunan plt. Bidang Statistiik dan
rencana aksi individu/unit Persandian
Melibatkan selurub ASN dinas keminfo dalam W W v | v Sekretaris, Kepala Bidang
Penyusunan Rencana Aksi dan Dialog Kinerja Humas dan  Komunikasi
Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
Pelatthan  dan  Pengembangan  untuk W Sekretaris, Kepala Bidang
Meningkatkan  Partisipasi  Penyusunan Humas dan Komunikasi
Rencana  Aksi  dengan  menghadirkan Publik, Kepala Bidang
narasumber yang kompeten Aplikasi Informatika dan

plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
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Rekomendasi

Rencana Aksi Tindak Lanjut

‘Waktu Pelaksanaan

Penanggung Jawab

Twn | Twiw | Twr [ Twn| Twm | Twiv
2025 2025 026 | 2026 2026 2026
Kepala Perangkat Daerah perlu | Penyelarasan Rencana Aksi. Kepala Dinas W W Sekretaris, Kepala Bidang
memastikan bahwa rencana aksi | Kominfo mengadakan rapat  koordinasi Humas dan  Komunikasi
unit kerja di | dengan sekretaris, kepala bidang dan seluruh Publik, Kepala Bidang
bawahnya telah di-cascading secara | pegawai untuk memastikan bahwa rencana Aplikasi Informatika dan
tepat dan berkontribusi langsung | aksi telah dicascading secara tepat dan plt. Bidang Statistilk dan
terhadap berkentribusi langsung terhadap pencapaian Persandian
pencapaian indikator kinerja Kepala | indikator kinerja
Perangkat Daerah, melalui
penyelarasan,
pemantauan, dan evaluasi secara
berkala;
Pemantauan Berkala dengan rapat tribulan W W W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
untuk memantau progres pencapaian Humas dan Komunikasi
rencana  aksi dan  hasil kinerja dengan Fublik, Kepala Bidang
melibatkan seluruh pegawai Dinas Kominfo Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
Evaluasi Kinerja dan Tindak Lanjut dengan W W W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
Menyusun  laporan  evaluasi kinerja dan Hurmas dan  Komunikasi
tindak lanjut berdasarkan  hasil evaluasi Publik, Kepala Bidang
tersebut dengan melibatkan seluruh pegawai Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistilk dan
Persandian
Agar menyajikan anggaran dan | Menyusun Kurja Kepala Dinas Kominfo W Vi W W W W Sekretaris, Kepala Bidang
realisasi  anggaram  untuk  Milai | dengan menyajikan anggaran dan realisasi Humas dan  Komunikasi
Evaluasi AKIP FD | anggaran untuk Nilai Evaluasi AKIF PD untuk Fublik, Kepala Bidang
pada Kurja Kepala Perangkat | dapat diketahui ada tidaknya Aplikasi Informatika dan
Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Waktu Pelaksanaan Penanggung Jawab
Twn | Twiv [ Twi [Twn | Twm [ Twiv
2025 2025 2026 2028 2026 2026
Daerah, sehingga dapat diketahui | efisiensi jika dibandingkan dengan capaian plt. Bidang Statistiik dan
ada tidaknya | kinerja Persandian
efisiensi jika dibandingkan dengan
capaian kinerja
Mensosialisasikan  kembali  siklus | Sosialisasi Siklus Manajemen Kinerja meliputi W W Sekretaris, Kepala Bidang
manajemen kinerja secara | perencanaan, pelaksanaan,  pengukuran, Humas dan Komunikasi
menyelurub evaluasi, dan tindak lanjut Publik, Kepala Bidang
khususnya  memastikan  hasil Aplikasi Informatika dan
pengukuran kinerja dibahas secara plt. Bidang Statistiik dan
terbuka dan Persandian
dijadikan  bshan  pertimbangan
dalam  forum  evaluasi  dan
perencanasn
berikutnya, termasuk melibatkan
pegawai dalam proses identifikasi
tindak lanjut
Rapat Evazluasi  Internal Tribulan  yang W Ay W W W W Sekretaris, Kepala Bidang
bertujuan  untuk  memastikan  hasil Humas dan Komunikasi
pengukuran kinerjz dan dijadikan bahan Publik, Kepala Bidang
pertimbangan serta evaluasi  perencanaan Aplikasi Informatika dan
berikutnya dengan  melibatkan  seluruhb plt. Bidang Statistiik dan
pegawai Perzandian
Hasil Evaluasi Internal Tribulan ditindaklanjuti W A W W W v Sekretaris, Kepala Bidang

oleh selurub pegawai. Hasil Tersebut menjadi
bahan pertimbangan perencanaan kinerja
pegawai tribulan berikutnya

Humas dan Komunikasi
Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
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[P REe——— Rencana &k Tindak Lasjr WWakiba Pelakanaan Penanggung lamab
Wil TW I TWI | TWE | TWill | TR
335 Foiriy poard ] bl ] I03E I0BE
Agar mengunggah LKAP gada laman | LKAP Tahum 2024 telah  diepload i W SeRretaris, Kipala Bidang
o gouid jombanghab gaid pods targgal 23 Humaz dan  Homundach
bl 2025, Buktl Duling Polaporan Tindak Publik, Kepala Bidang
Largut skan dilampirkan pada rencama aksi Aphkasi Inforeatika dan
Tirad sl Lanjur of Tribadaa 1 Tahun 2025 @t. Bidang Statiswik dan
Persandian
LESP Taihwin IS il s L) Sehretaris, Kiepala Bidang
dikorninfio jombanghkab go. b pada bribulkan | Humas dan Homonbasi
Tahin I03& Publk, Kepala Eidang
Aphkasi Informeatika dan
@t. Bidang Statiswik dan
Persandian
Agar melabskan perbaikan pada | LKAP  Tahun 2024 telah  dissun  dan W Sohretaris, Kepals Bidang
laporan WP sesuai dengan | difindaklanjull seesal shtommatiia Peraturan Humas dan Homunikasi
Hstematina padaPeraburan Bupati | Bupall Jombang Womor 37 Tabens 2035 Publik, Kepala Eidang
Jombang Momar 37 Taben 2005 | Perubahan Atis PerabsanBupati ombang Aplkasi Informatls dan
Perubahan Atas PeraturanBupati | Homor 47 Taban 23033 Tentang Poedoman pt. Bidang Stathrik dan
Jombang Somor 47 Tahun 2022 | PoveslengiaraanSebem Akbuntabilitas Sneda Parsandian
Tentang Pedoman | Inetans Pemeriniah Doain Evaluasi
Py ben g e ma n Sigle m AluntabiltasKinerfa wesual dengan Tindak
Abuntabiitas Kt ja Iredtangi | Lanjut Evaluad SAKIF 024 pada tangdal 13
P intah Duait Evaluasi | bhani 2025, Bubkm duliing LEIP Tabosy 2004
SAbuntabditadineria dilarmp i pada Rencana Absi Tiedak Lanjui
Tribsadan 111 Tadwisn 2025
Posvpusinan LEAP Tahumn 2035 Gisubu sepsai W Sokretaris, Kepala Bidang
Rk ndi Rencana Aks Tindak Lasjat \Wakba Pelaksanaan Penanigung lamab
™mE TW I TWI | TWH| TWil @ TWKN
3015 0I5 D036 | 2004 I0RE I0RE
ding am Peraturan Bupat kombang Romar 37 Humas dan  Komunibasi
Tahiin 2035 Ponsbahan  &les  Poraturan Publik, Kopala EBidang
Bupati Jombang Momor 47 Tahwm 2032 Aphkasi Informeatie San
Tentang [Padoman Fenpehnggaraan o, Bidang Stathtik dan
Sstein Abuntabiditas  Kiredla  esbansi Perndian
Pomerintah  Dan  Evalk Al nitabilitas
Kimeztja pada Tribadan | Taham 2036
Agar  melenghapd | perbandingan | LKAP Tahun 2024 telah diengkapi W Sehnetaris, Kepals Bidang
mealizasi kinefja dengan realisasi | porbandingan  redEasl Wineda  dengan Humas dan Komunlasi

Rinaria tahunetabos seboumrga |2
taten sebelum rya yaitu tahun 2022
adan 2023) d

realisaci hinerja tabuneiabun sebebamnya |2
ahun sebelumings yetd tabon 2032 dan
2023| deng di

sehingga s

Taktor wang

i dari tabun-tabin schelumoya di
Bokismien Laporam Kimstrja

dietab apa faktor

g
dari

Eahune Gt di
Lagsoran Hinerja sesual dengan Tindak Lanjut
Evaluasi CAKIP 3024 pada tanggal 23 Juni
J035, WP Tabun 2004 dlampitan pada
Laporan dan Buktl Dulung Rencana Sksi
Tirdakt Lanjut Triulan 18 Tahun 2025

Publk, HKopala EBidag
Aplkasi Informatis dan
o, Bidang Stathmik dan
Persandian

LEAP  Tahun 2025  dieson | dengan
porbandingan  redtasi Kneda dengan
realisasl kingtja ahuneiahon sebebamnya |2
Eahiun sebelurmnga pabd tabon 3022 dan
v dengan
analsis mendadam sehingga diketahui apa

Sehnetarss, Kepals Bidang
Humes dan Komunikasi
Publle, Koepala Eidang
Aplkasi Inormatila dan
ot Bidang Statistik dan
Persandian
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o Rekeavendasi Rencana Aksi Tindak Lasju Wakbas Pelaksanaan Penanggung Jawab
TWE | TWIN | TWI | TWHE | TWill | T
o5 | 2005 | D025 | 2o2s | 2026 | 2oz
Fakior wang s ngan hi
kenaikandpenunanan  dari  tahun-tahun
sebelurmmya i Doleunen Lagoran Kinerja
10 | Agar merambahian  penjedasan | LKAP  Tahum 2034 Colab citambahkan | ¥ Solretars, Kepals Bidang
atau arales bagaimana efisiensi | perjolosan abau analia efsknsi sumber Humas dan Homundasi
samber davamampu mendekung | devamamgd  mendubung  capalan Kineda Publk, Hepala EBidang
capaian Kinerja dam dibsangkan | seesi dongan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP ApElasi Inoreatia dan
ada dokumen LKIP 2024 pada tasggal 23 Auni 2025 LKEP Tabun dit. Bidang Statictid dan
2024 ilamgirkan pada Laporan dan Bukgi Persandian
Dudeung Rencana Aksi Tindak Lanjet Tribulan
1l Tabwn 3025
LKAP Tahun 2025 ditambahkan penjelcan v Schretars, Kepala Bidang
aitans anailisa hagaimana etiien sumber daya Humas dan Komunikasi
mampu rmendulung Capaian Kineja Pullib, Hepala  Eidang
Apkkasi Inoreatic dan
plt. Bidang Statisik dan
Persandian
11 | Perls dilakukan peng peran ireernal i penting v Schretars, Kepala Bidang
serta pegewal  dalam  proses | LKAP dalam perencanaan dan cvaluas Kinera Humas dan  Komundkasi
enVUSUNEN LKSP | pemerintah  dacrah  bagi  ASH  Dinas Publk, Kepala Eidang
melalui melansme  peeg | Komesikasi den Inforeatiia o Aplkasi Inforeatiia dan
inndang partisipasi Akt sepertl | narssusmbier yang kompeben dibidan gy lt. Bidang Stathsik dan
foum dishusi Persandian
Mo Rebomendasi Rencana Alksi Tindak Langat Wakbs Pelaksanaan Penanggung lamab
TWE | TWIN | TWI | TWHE| TwWil | TWI
005 | 05 | DOOS | 300 | 30B& | 2036

inbernal, weorkshop evaluasi kirerja,
atau permbaiam ruang umpan balk
wECaAra

Tormal Selain b pertng wnbsk
membangun budava  kera
molaboratil agar

seturuh pegasval merasa memiliai
targpng jawah bersama dalam
eeninghatian

liial itak dobiimis LKAP

T "

Tim P LEIF wang
molibathan semea pegasal dan  seharuh

bidang  pada  Dinas  Homuniesl  dan
Infarmatika. Tim Penyusunan  LENP
mompunyal  Tugas  masing-macing  yang

bertujuan  unbuk MR dan
mengeval uas P secara kolabarati!

Humas dan
Publik, HKepala

Parsandian

Pebzlabsanakan cealuad socara meyehor uh
terhadag sehoruh proses penyusunan, dari
segi parthipad pegewal maupun kualitas
dokurmen yang dihas]an.

Schretars, Kepala Bidang
HKemiunilasi
Eidang
Aplkas Iinformatka dan
pt. Bidang Statiswik dan

Schretarts, Kegala Bidang
Humas dan  Homuniasi
Fubl, Hepala Eidang
Aplkasi Informatia dan
pit. Bidang Statistik dan
Fersandian
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1z

Pcma stiban
meningkatkan  kualitas  rencana
Tinedak Lanjut
ahenigan berbebih dahib foenoe it
alan mmeeniganal s Hasd Evaluasi ini
Shirgga

Tindak Lanjut benar-bemar mampu
rrezningkatkan kuaktas
i oo SAHIP
Perangkat Daerah  dan  kieerja
Peranghat Daerah

podaksanaan  dan |

Rencana Ak Tindak Lasjut Wakihs Pelikianaan
Tmwm | Twiw | Twi [Twa | Twm
2005 2035 005 | D26 | 2026
Analish Hacil Evabuasi dengan Peryuanan | W [
Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil
Evaluii
| Micninghatian Woordinasi dan Kolaborasi| W | W [ [ W
Antar Bidang Pl alui Evaluai Rapat Tribulan
Riencana &bsi Tindak Lasgat \Wakiba Pilakianaan
[Twm [ Twie | Twi [Twa | Twem
2035 2035 2005 | 2026 | 2026
| Monitoring  ribclan dilaksanakan unbsk | W | W W W W

mosastikan babea tedalh lEnjut  seweai
diengan jadeal dam tarpet kinefja dapat
tereagai

i

| Selretars, Kepala Bidang |

Mumes dan Homunikasi
Publk, Kopala Eidang
aplkasi Informatika dan
@t Bidang Statierik dan
Perzandian

| Selnetars, Kepala Bidang |

Humas dan Homunikasi
Publk, Kopala  Eidang
Aplkasi Informatia dan
@it. Bidang Stathtik dan
Persandian

| Sehretars, Kepala Bidang |

Humas dan Komuonidasi
Publk, Hepala Edang
Aphkasi Inforeatks dan
gli. Bidang Statheik dan
Perzandian

Selanjutnya realisasi dan capaian Program berdasarkan RPD

diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tahun 2024-2026

1 | Program 1 | Persentase rata-rata 100% 100% 100%
Penunjang capaian kinerja
Urusan aparatur
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Program 2 | Persentase 10% 10% 100%
Pengelolaan Perangkat Daerah
Informasi dan yang telah memiliki
Komunikasi layanan informasi
Publik
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NO Program No. Indikator Target Realisasi Cna?(zl)a
3 | Program 3 | Persentase 100% 100% 100%
Pengelolaan penyelenggaraan
Aplikasi layanan
Informatika pemerintahan dan
layanan publik
berbasis elektronik
4 | Program 4 | Persentase data 100% 100% 100%
Penyelenggaraa Sektoral yang
n Statistik dipublikasikan
Sektoral
5 | Program 5 | Persentase  Sistem 55% 55% 100%
Penyelenggaraa aplikasi strategis yang
n Persandian berfungsi dengan baik
Untuk
Pengamanan
Informasi
Rata-Rata Capaian 100%

Rata-Rata Capaian Program pada Renstra 2024-2026 pada tahun 2025 yaitu 100%

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Indikator
Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur, Target : 100%, realisasi 100%

capaian 100%

Penetapan Target 100% berdasarkan rata-rata capaian kinerja aparatur meliputi
pemenuhan kinerja pegawai didasarkan pada perencanaan, penganggaran, evaluasi

kinerja, pemeliharaan sarpras aset daerah sesuai dengan target kinerja pegawai

Formulasi Perhitungan :

Total Nilai Capaian Kinerja Seluruh Aparatur x 100%

Jumlah Aparatur
3500 (35 orang x capaian 100%)
X 100% = 100%

35 orang

Capaian Kinerja Pada tahun 2025 seluruh pegawai Dinas Kominfo adalah 100%
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BERITA ACARA VERIFIKASI
DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN KINERJA
TRIBULAN IV TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RATA
RATA STATUS
NO NAMA NIP OPD JABATAN CAPAIAN STATUS FINAL
(%)
Dinas
1 | ZUHRISANOOR | 458704222011012003 | Komunikasi | ge giseisi Ahli Muda 100% Aktif Aktif
LAILIA dan
Informatika
Dinas
2 | suwarno 197502201996021001 | Komunikasi | Kepala Sub Bagian 100% Aktif Aktif
dan Keuangan dan Aset
Informatika
Dinas
DIAN Komunikasi PENGADMINISTRASI o .
3 AMBARHASTUT! 197401251996022001 P PERKANTORAN 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
NANIK Komunikasi Pranata Hubungan " a
4 SETYONINGRUM 196906121989032009 dan Masyarakat Ahli Muda 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
5 | TONY WARTONO | 197705092010011007 | Komunikasi | Penelaah Teknis 100% Aktif Aktif
dan Kebijakan
Informatika
Dinas .
3 . Kepala Dinas
el SPRO 198005281999121001 | Komunikasi | oo nikasi dan 103% Aktif Aktif
WaHUDI dan Informatika
Informatika
Ko:;:::’liasi Sekretaris Dinas
7 IDA KHUMAIDA 197407271993022003 ARG Komunikasi dan 100% Aktif Aktif
= Informatika
Informatika
Dinas
VIKA WARDATUL Komunikasi s . A
8 WAHDAH 198509212009012002 dan Perencana Ahli Muda 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
Komunikasi Penelaah Teknis . %
9 KARYAWATI 197107152008012010 dan Kebijakan 100% Aktif Aktif
Informatika
RADEN KO:;:I":';ES!' Kepala Bidang Aplikasi
10 WITCAKSONO 198009142005011007 f fP ik P 100% Aktif Aktif
SETYO PUTRO AN nformatins
Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elel | = - i oy
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi ng!agfgég k' 04:02:2026,07:59
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RATA
RATA STATUS
NO NAMA NIP OPD JABATAN CAPAIAN STATUS FINAL
(%)
Dinas
NABILA Komunikasi | PENGOLAH DATA DAN ; :
11 ARDHIANA 199706282020122004 dibi INFORMASI 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
DEDI Komunikasi OPERATOR LAYANAN X .
12 ZULKARNAIN 198701122025211006 dan OPERASIONAL 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
13 | MJAZULI 197201182001121001 | Komunikasi | PranataKomputer Ahli | 45 AKtif Aktif
dan Muda
Informatika
Dinas
. .. | Pranata Hubungan
14 | KURNIAPUTRE | 190¢06212024212018 | Komunikasi | 4 o o rakat Ahli 100% Aktif Aktif
UTOMO dan
y Pertama
Informatika
Dinas
NINA Komunikasi PENGOLAH INFORMASI . .
15 MUTHMAINNAH 198205022014072003 dan DAN KOMUNIKASI 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
RAHAYU Komunikasi PENGOLAH DATA DAN ; :
16 RETNOWATI 197703232009012003 dain INFORMASI 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
AAN DWI Komunikasi | Pranata Komputer Ahli . .
17 AGUSTIAWAN 198308042024211006 dan Pertama 110% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
LAVANNA ET .
18 | INDANUS 199601302019031003 | Komunikasi | Pranata Komputer Ahli | 4600 AKtif AKtif
dan Pertama
RAMADHAN 5
Informatika
Dinas
MOCHAMMAD Komunikasi | Pranata Komputer 5 :
19 CHABIBI ROSYID 199008052024211004 & Terampil 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
NURIYAH £ ;
20 | JAUHAR 198305202011012004 | Komunikasi | PranataKomputer Ahli | 4 o0 Aktif Aktif
dan Muda
KAMILAH BASA .
Informatika
Dinas
S| ANUGERAR 198305212006041008 | Komunikasi | Pengolah Data dan 100% AKtif AKtif
ANANG dan Informasi
Informatika
Dinas
Komunikasi PENATA LAYANAN R :
22 | ZAKA DWIDIAN 199007302025211012 A OPERASIONAL 100% Aktif Aktif
Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektfq)rig
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Nega fﬁ

| cetak : 04-02-2026 07:59

SSN).
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RATA
RATA STATUS
NO NAMA NIP OPD JABATAN CAPAIAN STATUS FINAL
(%)
Dinas
ACHMAD NUR Komunikasi | PENATA LAYANAN ; ;
23 FAJAR SUTOPO 198205022025211013 din OPERASIONAL 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
24 | NUR FATIH 198907252015052001 | Komunikasi | Penata Layanan 100% AKtif AKtif
dan Operasional
Informatika
RADEN Dinas
... | Kepala Sub
S84 MUHAMMAD 196905251992031016 | Komunikasi | g an Umum dan 100% Aktif Aktif
RIANTO dan Kebaisiisian
SAPUTRO Informatika peg
Dinas
MOCHAMAD Komunikasi | PELAKSANA/TERAMPIL : :
26 NUR HASAN 199902072022031002 e _ PRANATA KOMPUTER 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
FIRLANA Komunikasi | Pengolah Data dan « y
27 NURDIANSYAH 198302252011011004 dan Informasi 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
DANY Komunikasi : ; ; :
28 HARDYANTO 198111232010011002 da Sandiman Ahli Muda 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
ALIVIA Komunikasi | PENGOLAH DATA DAN . .
29 RAHMAWATI 199807232020122003 dan INFORMASI 100% Aktif Aktif
Informatika
ASTIKA Kog;’;‘;;asi Kepala Bidang
30 | CENDHANA 198404032002122001 d Hubungan Masyarakat 100% Aktif Aktif
lan W :
WANGI : dan Komunikasi Publik
Informatika
Dinas
Komunikasi OPERATOR LAYANAN : .
31 | MISERI 197006062009011004 & OPERASIONAL 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
ANTOK Komunikasi PENGADMINISTRASI X .
32 KARTONO 198104182010011005 dan PERKANTORAN 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
ELOK SRI Komunikasi | Pranata Komputer Ahli : :
33 WAHYUNI 197611242005012009 i Misds 100% Aktif Aktif
Informatika
Dinas
LULUS Komunikasi | Kepala Bidang Statistik R :
34 SETYOWAHYUNI 197309211996022001 A dan Persandian 110% Aktif Aktif
Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektfq)rig [ cetak : 04-02-2026 07:59
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Nega %§SSN).
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RATA

RATA STATUS
NO NAMA NIP OPD JABATAN CAPAIAN STATUS FINAL

%)
Dinas
LUHUR WAHYU Komunikasi OPERATOR LAY ANAN . ;.
35 WIJAYA 198205182014071001 dan OPERASIONAL. 100% Aktif Aktif
Informatika

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 4 Februari 2026

A.n Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Ditandatanoani secara elektronik

IDA KHUMAIDA, S.Sos.
NIP 197407271993022003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elek " tak : 04-02-2026 07:59
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Eloktronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negars (8SSh)

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator : Persentase
Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan informasi, Target : 10%, Realisasi :
10% dengan Capaian 100%.

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari layanan yang disediakan oleh instansi
pemerintah daerah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID
adalah pejabat yang bertanggung jawab di suatu badan publik untuk mengelola,
menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan

informasi kepada masyarakat. PPID dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang




Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam UU ini, setiap badan

publik, termasuk pemerintah daerah, wajib menunjuk PPID.

Tugas dan Fungsi PPID Menyediakan informasi publik secara cepat, tepat, dan

sederhana.

a.

b
c.
d.
e

Mengelola dan mendokumentasikan informasi yang dimiliki badan publik.
Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.
Melayani permohonan informasi dari masyarakat.

Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Melaporkan pelaksanaan layanan informasi kepada atasan badan publik.

Struktur PPID terdiri dari:

PPID Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika

PPID Pembantu : Perangkat Daerah

Jenis Informasi yang Dikelola PPID :

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
Informasi yang diumumkan serta-merta
Informasi yang tersedia setiap saat

Informasi yang dikecualikan (harus melalui proses uji konsekuensi) Pada Indikator
ini target yang diperjanjikan yaitu 10% dari 53 Perangkat Daerah yang memiliki

layanan informasi.

Formula Perhitungan Indikator :
Jumlah OPD yang memiliki layanan informasi
x100%

Jumlah OPD di Kabupaten Jombang

Target 10% vyaitu 5 Perangkat Daerah memiliki PPID Pembantu dari 53 Perangkat

Daerah meliputi :

1. Inspektorat Kabupaten Jombang;
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. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;

. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;

. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang;
. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang;

. Dinas Sosial Kabupaten Jombang;

. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;

© 00 N O O A~ W DN

. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Indikator Persentase
penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik,
Target : 100%, Realisasi : 100% dengan Capaian 100%.

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari Layanan Pemerintahan meliputi Layanan
meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran,
keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang
milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan
kebutuhan internal pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Layanan Publik meliputi
pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi;

pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi.

Formula Perhitungan :
Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik sesuai
dengan Masterplan/Arsitektur SPBE Kabupaten Jombang

x100%

Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik di Kabupaten Jombang
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Data Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik
Tahun 2025 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :

No | PEREANGEAT APLIKAS| SUBDOMAIN KETERANGAN
Sistem Data
BAG . . .
1 ORGANISASI BRAVO bravo.jombangkab.go.id Rgformq&
Birokrasi
Layanan Survey
5 BAG SUKMASANTRI sukmasantri.jombangkab.go. hKAZZ;ZfZEat
ORGANISASI id
Kabupaten
Jombang
Sistem
BAG o _ A.kunFabiIitas
3 ORGANISAS] E-SAKIP e-sakip.jombangkab.go.id Kinerja -
ansi Pemerintah
Layanan
4 BAG PBJ SIBAJA sibaja.jombangkab.go.id Perencanaan
Barang dan Jasa
Sistem
. . Pengad
5 BAG PBJ SPSE Ipse.jombangkab.go.id aan Barang dan
Jasa
BAG . . Layanan .
6 PEMBANGUNAN E-MONEV monev.jombangkab.go.id . Reali
sasi Anggaran
Sistem
Lapo
BAG . . ran
! PEMERINTAHAN LPPD Ippd.jombangkab.go.id Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
Layanan
Elektronik Tata
8 PEMEISﬁ\\IC';I'AHAN LENXEAIZIA\I/;AKS lentera.jombangkab.go.id Pemerintahan

yang terdiri dari
layanan e-LPPD
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NO

PERANGKAT
DAERAH

APLIKASI

SUBDOMAIN

KETERANGAN

dan Sistem
Informasi
Layanan

Kerjasama.

BAKESBANGPOL

KESBANGPOLS
MART

kesbangpolsmart.jombangka
b.go.id

Sistem

Informasi
Politik
dan
Organisasi
Masyarakat

Partai

10

BAPPEDA

E-HIBAH

e-hibah.jombangkab.go.id

Sistem usulan
hibah dan
bantuan sosial

11

BAPPEDA

E-LITBANG

e-litbang.jombangkab.go.id

Sistem
Penelitian  dan
Pengembangan
di BAPPEDA

12

BAPPEDA

SIPERANSINDE
R

monev.jombangkab.go.id/sip
eransinder

Sistem

Informasi
Pengarusutamaan
Gender

13

BAPPEDA

BERKADANG

berkadang2.jombangkab.go.i
d/login?next_url=2023/home

Sistem
Monev Berkadang

14

BAPPEDA

STUNTING

joss.jombangkab.go.id

Jombang Stop
Stunting)
merupakan
aplikasi  stunting
dari P2KB
Jombang yang
mereview capaian
stunting di wilayah
kecamatan

15

BAPPEDA

E-PIPA / Jos dev

pipa.jombangkab.go.id,
jos- dev.jombangkab.go.id

Sistem
Indikatif
Pengguna

Pagu
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PERANGKAT

NO DAERAH

APLIKASI SUBDOMAIN KETERANGAN

Anggaran

Layanan
Kepegawaian
Sistem Informasi
Lelang Aset OPD
Sistem

16 BKPSDM SIAP ASN siapasn.jombangkab.go.id

17 BPKAD SILELA silela.jombangkab.go.id

aplik
asi keuangan
yan
18 BPKAD E-BMD e-bmd.jombangkab.go.id g digunakan -
k
mengelola
barang milik
daerah (BMD)
Layanan Sentra
dipunagem- Industri IKM
dagrin.jombangkab.go.id Kabupaten
Jombang
Sistem Informasi
Mutasi Siswa
yang dibuat
khusus untuk
membantu proses
20 | DINAS DIKBUD DIS\é)\/IEKIBBUD mutasis.jombangkab.go.id | perpindahan
siswa baik masuk
maupun keluar
daerah
Kabupaten
Jombang
Layanan
Arsip ljazah
dikbud
Sistem
DINAS Informasi

22 KESEHATAN SIMPUS simpus.jombangkab.go.id Manajemen
Puskesmas

19 DINAS DAGRIN DIPUN AGEM

WEB eai.disdikbud.jombangkab.g

21 DINAS DIKBUD DISDIKBUD | 0.id
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PERANGKAT

NO DAERAH APLIKASI SUBDOMAIN KETERANGAN
Sistem Informasi
DINAS e _ _ | Standar
23 KESEHATAN E-SPM me.dlnkes.Jombangkab.go.l Pelayanan
Minimal
24 | DINAS KETAPRIK | E-BANTUAN | &-Pantuan- Aplikasi bantuan

dev.jombangkab.go.id

Layanan Satu
Data Jombang
Sistem

Layanan

26 DINAS KOMINFO SATSET satset.jombangkab.go.id Terintegrasi
Sertifikat
Elektronik

Sistem Informasi
Data Covid-19
Kabupaten
Jombang

Help Desk
Pemerintah
Kabupaten
Jombang
Template

naskah
menggunakan

TEMPLATE . . SRIKANDI di
29 DINAS KOMINFO SRIKANDI template.jombangkab.go.id lingkup
Pemerintah

Kabupaten
Jombang
Sistem

25 DINAS KOMINFO SAMBANG sambang.jombangkab.go.id

27 DINAS KOMINFO DATACOVID | datacovid.jombangkab.go.id

28 DINAS KOMINFO HELPDESK helpdesk.jombangkab.go.id

Compu
ter

Security

30 | DINAS KOMINFO CSIRT csirt.jombangkab.go.id t Incide
n

Response
Team (CSIRT)
Indonesia
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NO

PERANGKAT
DAERAH

APLIKASI

SUBDOMAIN

KETERANGAN

31

DINAS KOMINFO

E-OFFICE
(2023)

e-office-
2025.jombangkab.go.id

Sistem Presensi
dan Aktivitas TPP
Pegawai Pemkab
Jombang

32

DINAS KOMINFO

E-CLOUD

cloud.jombangkab.go.id

Sistem

Cloud
Penyimpanan
Dokumen

33

DINAS KOMINFO

LAYANAN SPBE

layanan.jombangkab.go.id

Helpdesk
Layanan Aplikasi

34

DINAS KOMINFO

SIMPAN

simpan.jombangkab.go.id

Sistem
Informasi
Manajemen
Pengetahuan
Pemerintah

35

DINAS KOMINFO

E-SULASH

e-sulash.jombangkab.go.id

Sistem
Informasi Usulan
Standar Harga

36

DINAS KOMINFO

UJICOBA

ujicoba.jombangkab.go.id

Sistem
Informasi Usulan
Standar Harga

37

DINAS KOMINFO

SSO

sso.jombangkab.go.id

Single  Sign-On
(SS0O) adalah
mekanisme
autentikasi

yang
memungkinkan
pengguna
untuk mengakses
berbagai aplikasi
atau layanan
melalui satu Kkali
login

38

DINAS LH

SIALI

siali.dlh.jombangkab.go.id

Sistem

Infor
masi
Pelayanan

Terpadu Resik
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NO

PERANGKAT
DAERAH

APLIKASI

SUBDOMAIN

KETERANGAN

Kali

39

DINAS
PERHUBUNGAN

UJI KIR

ujikir.jombangkab.go.id

Sistem Layanan
Uji KIR

40

DINAS PERKIM

SIWON

siwon.jombangkab.go.id

Sistem Informasi
WC Online
(SIWON)

41

DINAS
PERTANIAN

E-TRAKTOR

traktor-
pertanian.jombangkab.go.id

Sistem  Traking
dan Monitoring
Data Pertanian

42

DINAS
PETERNAKAN

SIPERA-SP

sipera-sp.jombangkab.go.id

Sistem
Pengendalian
Pemeliharaan
Sarana
Prasarana Aset
Dinas
Peternakan

43

DINAS PUPR

SIJAKI

sijaki-dev.jombangkab.go.id

Sistem Informasi
Jasa Konstruksi
Dinas PUPR
Kabupaten
Jombang

44

DINAS PUPR

SIMENARA

simenara.jombangkab.go.id

Sistem
Informasi Menara

45

DINAS SOSIAL

INTUISI

intuisi.jombangkab.go.id

Layanan DATA
PMKS dan PSKS

46

DISPORAPAR

SIKEMBANG

sikembang.jombangkab.go.i
d

Sistem
sara

na

Publikasi

memberikan
informasi dan
gambaran tentang
potensi

dibidang olahraga
di Kabupaten
Jombang

untuk
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47

DPMPTSP

GIS POTENSI

gispotensi.jombangkab.go.id

Sistem

Aplik

asi
Berbasis Data

Geospasial
berbentuk  peta
digital,  sebagai
informasi  untuk
pelaku usaha
maupun
masyarakat,
tentang POTENSI
/ Peluang
INVESTASI di
wilayah
administrasi
Pemerintah
Kabupaten
Jombang.

48

KEC
MOJOWARNO

SIGAP

sigap.jombangkab.go.id

Sistem

Pelayanan
Kecamatan
Mojowarno

49

KEC
PETERONGAN

PECELJAGUNG

pecel-
jagung.jombangkab.go.id

Sistem
Pelayanan
Kecamatan
Peterongan

50

KEC PLANDAAN

SIPADUKA

sipaduka.jombangkab.go.id

Sistem
Pelayanan
Kecamatan
Plandaan
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LAYANAN PUBLIK :

1 DPMPD SAPDOPALON | sabdopalon2.jombangkab.go.id SABDOPALON
v2.0 menyediakan
akses pada setiap
warga Kabupaten
Jombang untuk
mendapatkan
pelayanan  surat
secara online serta
dapat dilakukan
kapan saja dan
dimana saja dan
Terintergrasi
dengan data sosial
masyarakat di

Kabupaten
Jombang (Data
kesejahteraan

masyarakat, Data
Stunting dan Data
social lainnya)
yang berbasis
Data
kependudukan.
Layanan
SABDDOPALON
meliputi 54
layanan.

2 DINAS LH SILAJANG silajang.jombangka b.go.id Sistem Informasi
Laboratorium
Lingkungan
Jombang

3 DPMPTSP SIRINDUNONA perizinan.jombangkab.go.id Sistem Perizinan
Terpadu Non
Berusaha
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PERANGKAT
DAERAH APLIKASI SUBDOMAIN KETERANGAN

BAPENDA APP bapenda.jombangkab.go.id Sistem Layanan
BAPENDA Wajib Pajak

DUKCAPIL YAONAH dukcapil- web.jombangkab.g Sistem Layanan
o.id/yaonah/daftar Online Penduduk
meliputi KTP El,
KIA, Akta
Kelahiran, Akta
Kematian, Surat
Ket Pindah
(Pindah dari
Jombang), Surat
Ket Datang
(Datang ke
Jombang),Online
NIK/KK, dan SKTT
bagi WNA

Total :
Layanan Administrasi Pemerintahan yaitu 50

Layanan Publik yaitu 5

Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yaitu 55

55
x100% =100%
55

Realisasi dan capaian pada Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan

layanan publik berbasis elektronik yaitu 100%

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indikator : Persentase data Sektoral
yang dipublikasikan Target : 100%, Realisasi : 100%, Capaian 100%

Persentase Data Sektoral yang telah dipublikasikan dengan target 100% telah
terealisasi 100% merupakan Seluruh data Sesuai dengan Keputusan Sekretaris
Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 100.3.3.5/61/415.42/2025 tentang Daftar Data
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Kabupaten

Jombang Tahun 2025

telah

sambang.jombangkab.go.id meliputi 1061 data sektoral.

Formulasi Perhitungan :

dipublikasikan

pada portal

Jumlah Data Sektoral yang dipublikasikan di portal sambang x 100% = 100%

Jumlah Data Sektoral

1061 x100% = 100%

1061

JUMLAH DAFTAR DATA YANG DI LAPORKAN KEPADA WALI DATA
BERDASARKAN KESEPAKATAN FORUM SATU DATA DAERAH KABUPATEN
JOMBANG YANG DIPUBLIKASIKAN DALAM PORTAL SAMBANG

TAHUN 2025
Jumlah
Data yang
No | Perangkat Daerah/ Produsen Data | dilaporkan Keterangan
ke Wali
Data

) (2) 3) 4)

Badan Kepegawaian dan Sesuai dengan

Pengembangan Sumber Daya Keputusan Sekretaris
1 Manusia 14 Daerah Kabupaten
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 28 Jombang Nomor:

Badan Penanggulangan Bencana 100.3.3.5/61/415.42/2025
3 Daerah 13 tentang Daftar Data
4 | Badan Pendapatan Daerah 14 Kabupaten Jombang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Tahun 2025
5 Aset Daerah 8

Badan Perencanaan Pembangunan
6 Daerah 28
7 Bagian Hukum 1
8 Bagian Organisasi 10

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
9 Pariwisata 17

Dinas Kependudukan dan
10 | Pencatatan Sipil 78
11 | Dinas Kesehatan 132

Dinas Ketahanan Pangan dan
12 | Perikanan 28
13 | Dinas Komunikasi dan Informatika 20
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Jumlah
Data yang
No | Perangkat Daerah/ Produsen Data | dilaporkan Keterangan
ke Wali
Data
14 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 6
15 | Dinas Lingkungan Hidup 21
Dinas Pekerjaan Umum dan
16 | Penataan Ruang 45
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
17 | dan Desa 19
Dinas Penanaman Modal dan
18 | Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25
19 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 264
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
20 | Perempuan dan Perlindungan Anak 35
Dinas Perdagangan dan
21 | Perindustrian 11
22 | Dinas Perhubungan 30
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11
24 | Dinas Pertanian 81
25 | Dinas Perumahan dan Permukiman 26
26 | Dinas Peternakan 18
27 | Dinas Sosial 36
28 | Dinas Tenaga Kerja 21
29 | Inspektorat 3
30 | RSUD PLOSO 6
31 | Satuan Polisi Pamong Praja 5
32 | Sekretariat Daerah 1
33 | Sekretariat DPRD 6
Jumlah 1061

Realisasi dan Capaian pada indikator ini yaitu 100%. Jumlah Data yang dilaporkan ke
Wali Data sebanyak 1061 data telah terupload dan terpublikasi pada

sambaing.jombangkab.go.id

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Persentase
Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik, Target : 55%, Realisasi
55%, Capaian 100%
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Indikator pada program ini merupakan sistem aplikasi strategis yang berfungsi
dengan baik dengan target 55% dan realisasi 55% dengan capaian 100%.

Keamanan informasi menjadi salah satu isu penting dan menjadi perhatian utama
dalam keamanan informasi instansi Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten
Jombang. Pengertian keamanan informasi adalah praktik melindungi informasi dari
akses, penggunaan, pengungkapan, dan pengubahan yang tidak sah.

Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
Tujuan utama keamanan informasi adalah: (i) melindungi kerahasiaan, yaitu memastikan
bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi; (ii) menjaga
integritas, yaitu memastikan bahwa informasi akurat dan lengkap, dan tidak diubah tanpa
izin; dan (iif) menjamin ketersediaan, yaitu memastikan bahwa informasi tersedia bagi
mereka yang membutuhkannya. Ancaman terhadap keamanan informasi dapat berupa:
(i) malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau
mencuri data; (ii) serangan phishing, yaitu upaya untuk menipu orang agar
mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan mereka; (iii) serangan peretasan, yaitu
upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem informasi; dan (iv) kesalahan
manusia, yaitu kesalahan yang dapat menyebabkan kebocoran data atau pelanggaran
keamanan lainnya.

Sistem aplikasi strategis adalah aplikasi atau sistem informasi yang memiliki peran
krusial (utama dan berdampak besar) dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pencapaian tujuan organisasi. Lima aplikasi yang

telah dilakukan Assestment Keamanan Informasi adalah (1) https://jombangka.go.id, (2)
bapenda.jombangkab.go.id (3) e-audit.jombangkab.go.id (4) siapasn.jombangkab.go.id,
(5) sambaing.jombangkab.go.id pada aplikasi tersebut telah dilakukan penetration test
dengan berfungsi baik.

Namun tetap harus dilakukan pemantauan sebagai berikut :

a. Arsitektur perlu dilakukan perancangan ulang, software dan tools digunakan
sudah terlampau out of date. Langkah-langkah dalam merancang ulang arsitektur
sistem antara lain: (i) melakukan analisis terhadap sistem yang ada; (ii) melakukan
definisi kebutuhan organisasi pemerintahan daerah; (iii) perancangan arsitektur

baru; (iv) pengimplementasian; dan (v) deployment, yaitu deploy sistem baru ke
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lingkungan organisasi. Kegiatan ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,
dengan pedoman: (i) harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk
tim IT, organisasi, dan pengguna akhir; (ii) fokus pada modularitas, yaitu rancang
sistem yang modular sehingga mudah diubah dan ditingkatkan; (iii)
mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat sejak awal; (iv)
memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tren organisasi
pemerintahan daerah; dan (v) merencanakan migrasi data dengan hati-hati dan
perencanaan yang matang.

. Mengimplementasikan Secure Software Development Life Cycle (SDLC) dalam
setiap proses pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Jombang. SDLC adalah pendekatan sistematis yang
mengintegrasikan praktik keamanan informasi ke dalam setiap tahap
pengembangan perangkat lunak. Tujuannya untuk menghasilkan perangkat lunak
yang lebih aman dan mengurangi risiko kerentanan sejak tahap perencanaan
hingga produksi. Tahapan Secure SDLC dan implementasinya antara lain: (i)
perencanaan; (ii) perancangan; (iii) pengembangan; (iv)  pengujian; (V)
deployment; dan (vi) pemeliharaan.

. Membuat dokumentasi yang lengkap, sebagai langkah awal dalam memudahkan
kolaborasi dengan sesama stakeholder atau pemangku kepentingan (internal
Pemerintah Daerah, masyarakat, UMKM, dIl). Dokumentasi yang lengkap dan
terstruktur adalah fondasi yang kuat dalam menjaga keamanan informasi.
Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai
panduan bagi tim IT, pengguna, dan auditor dalam memahami dan mematuhi
kebijakan keamanan. Jenis-jenis dokumentasi keamanan informais antara lain: (i)
kebijakan keamanan; (ii) Standar Operasional Prosedur; (iii) dokumentasi teknis
seperti diagram yang menggambarkan komponen sistem dan hubungan antar
komponen; dan (iv) rancangan kontingensi yang mencakup rencana respons
bencana dan rencana pemulihan bencana.

. Memperbaiki semua temuan kerentanan yang terdapat pada sistem elektronik
dengan kategori tinggi serta memiliki tingkat resiko kerentanan yang tinggi.

Temuan kerentanan dengan kategori tinggi dan tingkat risiko tinggi merupakan
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ancaman serius bagi keamanan sistem.

Mengacu pada Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Nomor : 500.14.2.1/663/415.23/2025
tanggal 26 September 2025, PK Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
berdasarkan PK Perubahan (Renstra 2025-2029)

NE Tuué?rna/tsezsigran NE Indikator Target | Realisasi | Capaia
n (%)
1 | Meningkatkan 1. | Indeks 4.10 n/a Belum
Transformasi SPBE/Pemerintah Rilis
Digital dan Digital
Keterbukaan
Informasi Publik
2 | Optimalisasi 2. | Indeks Layanan Digital 9.4% 9.4% 100
Layanan Digital
Pemerintah
3 | Optimalisasi 3. | Tingkat tindak lanjut| 100% 100% 100
Pengelolaan pengaduan
Komunikasi dan masyarakat (LAPOR)
Informasi Publik yang sudah
diselesaikan
4. | Tingkat 100% 100% 100
Penyebarluasan
Informasi ke
Masyarakat
4 | Optimalnya data 5. | Indeks Pembangunan 2,5 3,06 110
statistik sektoral Statistik
5 | Optimalnya 6. | Indeks KAMI 640 651 101.56
penyelenggaraan
persandian untuk
keamanan
informasi
6 | Terwujudnya Tata | 7. | Indeks Reformasi | 80,10 85.85 107.18
Kelola Birokrasi Birokrasi Perangkat
yang Bersih dan Daerah
Efektif
Rata-Rata Capaian 103.12
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Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama pada Perubahan Renstra 2025-2029 pada
tahun 2025 yaitu 103.12%

Tujuan Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik
Indikator Indeks SPBE/Pemerintah Digital Target 4.10 Realisasi belum rilis dengan

capaian belum rilis.

Tujuan meningkatnya transformasi digital dan keterbukaan informasi publik diarahkan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan pengelolaan informasi publik.
Transformasi digital menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas layanan pemerintahan, efisiensi proses kerja, serta kemudahan

akses informasi bagi masyarakat.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintah Digital. Pada tahun pelaporan, target yang
ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 4,10. Namun demikian, hingga saat
penyusunan laporan kinerja ini dilakukan, nilai realisasi Indeks SPBE/Pemerintah Digital
masih dalam proses penilaian oleh instansi yang berwenang sehingga hasil pengukuran
kinerja belum dirilis. Sebagai bahan reviu tahun 2025 dapat diuraikan hasil Indeks SPBE

sebagai berikut :

Laporan Review Progress
Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPBE Tahun 2025

Indikator SPBE yang Dinas Komunikasi Dan Infomatika

1. Pendahuluan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPBE merupakan instrumen nasional yang
digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,
khususnya dalam aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.

Pelaksanaan Monev SPBE mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB
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Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta kebijakan
pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan pemantauan SPBE dilaksanakan secara selektif oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),
tidak mencakup seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Jombang. Kondisi
tersebut menjadi dasar dalam penetapan pendekatan pelaporan capaian indikator
SPBE Tahun 2025.

. Konsideran dan Dasar Penetapan Capaian

Sebagai dasar pertimbangan (konsideran) dalam penyusunan laporan review
progress ini, digunakan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/38/PD.03/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Pelaksanaan
Pemantauan SPBE Tahun 2025, yang bersifat Sangat Segera dan ditandatangani
secara elektronik oleh Cahyono Tri Birowo, selaku Pelaksana Tugas Deputi Bidang

Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemantauan SPBE Tahun 2025 dilaksanakan
melalui tahapan sosialisasi, penilaian mandiri, dan penilaian dokumen, dengan daftar
instansi yang ditetapkan sebagai peserta pemantauan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | surat dimaksud. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap daftar penerima
surat dan instansi peserta pemantauan, Kabupaten Jombang tidak tercantum sebagai
pemerintah daerah yang mengikuti pemantauan SPBE Tahun 2025, sehingga tidak
dilakukan proses penilaian SPBE terhadap Kabupaten Jombang pada tahun berjalan.

Kondisi tersebut menjadi dasar bahwa tidak terdapat nilai indikator SPBE baru yang

dihasilkan melalui mekanisme evaluasi nasional SPBE Tahun 2025.
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3. Ruang Lingkup Review dan Indikator yang Diampu
Terdapat 47 indikator SPBE sebagai berikut :

KOMPONEN EVALUASI KINERJA SPBE

Terdapat 47 Indikator dalam Komponen Evaluasi Kinerja SPBE

L [2) (3] (4)

KEBUJAKAN INTERNAL

SPBE TATA KELOLA SPBE MANAJEMEN SPBE LAYANAN SPBE

__—KEPATUHAN-—__ ~ LAYANAN -~

~
—————— == ——— - - ‘1&_,_7_“ PROSES OPERASIONAL \\‘ ‘,/ '\\‘
1 “
:(EBk'A:‘::‘ ";LEZNAL \ @ snsmecronsese ) saminGan NTRA imkooroiNAsiseae @) MARAEMEN [0 PElli?l:m" " @ vanan pencapuan
. rsif uroFBE T TR T e - 1 ICANAAN e T I
2 Peta Rencana SPRE 1 KOLABORAS! MANAJEMEN AUDIT LAYANAN I gy LAYANAN DATA
3. ManajemenData | @ renrevcanasss @ rusaroara PENERAPAN SPBE easiasati o ansil) COUNTERRRS PENGANGGARAN | TERBUKA |
) P———
4 Pembangunan Aolikasi | RENCANA & 1 MANAIEMEN AUDIT LAYANAN
5. Pusat Dagh e 1 0 ANGGARAN SPBE 0 APLIKASE 1 ™ DATA & INFORMASI | KEAMANAN SPBE @PENATAUSAHAAN KEU. @ (LI
6. Jaringan Intra 1) prosesaisnis Dsisrempencrueuns | P Tl LAYANAN LAYANAN PUBLIK
7. Sistem Penghubung I | ASETTIK NGADAAN BARANG/IASA PERIZINAN
8. Keamanan Informasi @ e @ LAYANAN PUBLIK
9. AudtTK SDMSPBE KEPEGAWAIAN PAIAK DAERAH
10. Tim Koordinasi SPBE MANAJEMEN LAYANAN PUBLIK
PENGETAHUAN SPBE @ v keassienn @ 2L T
MANAJEMEN YANAN PENGELOLAAN
PERUBAHAN SPBE RANG MILIK DAERAH
MANAJEMEN 0. LAYANAN
LAYANAN SPBE ENGAWASAN INTERNAL
LAYANAN
AKUNTABILITAS

LAYANAN
KINERJA PEGAWAI

Mengacu pada keputusan bupati jombang nomor: 188.4.45/ 213 /415.10.1.3/2022
tentang tim asesor internal dan kelompok kerja penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektronik tanggal 22 Juni 2022 pengampu indikator pada perangkat daerah sebagai
berikut :
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C. PENGAMPU INDIKATOR SPBE PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Indikator OPD P Penanggung Jawab Koordinator
1. Kebijakan Internal | Bagian Hukum Sekretariat ABDUL MADJID N., SH., M.Si. INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH
Arsitektur SPBE Daerah Kepala Bagian Hukum Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan

Informasi Hukum

2. Kebijakan Internal
Peta Rencana
SPBE

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

ABDUL MADJID N., SH .Si.
Kepala Bagian Hukum

INDRA PRASETYA RAHA, SH
Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan
Informasi Hukum

3. Kebijakan Internal
Manajemen Data

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

U ADJID N,, SH., M.Si.
Kepala Bagian Hukum

INDRA PRA UGRAHA, SH
Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan
Informasi Hukum

4. Kebijakan Internal
Pembangunan
Aplikasi

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

ABDUL MADJID N., SH., M.Si.

Kepala Bagian Hukum

INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH
Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan
Informasi Hukum

5. Kebijakan Internal
Layanan Pusat
Data

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

ABDUL MADJID N., SH., M.Si.
Kepala Bagian Hukum

INDRA P) .TYA NUGRAHA, SH
Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan
Informasi Hukum

6. Kebijakan Internal
Layanan Jaringan

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

ABDUL MADJID N., SH., M.Si
Kepala Bagian Hukum

IN P YA NU H
Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan

Penghubung

Intra Informasi Hukum

7. Kebijakan Internal | Bagian Hukum Sekretariat ABDUL MADJID N, .. M.Si. INDRA P! TY, GRAHA, SH
Penggunaan Daerah Kepala Bagian Hukum Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan
Sistem Informasi Hukum

8. Kebijakan Internal

Bagian Hukum Sekretariat

A L MADJID N., SH., M.Si.

INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH

Manajemen Daerah Kepala Bagian Hukum Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan
Keamanan Informasi Hukum
Informasi
9. Kebijakan Internal | Bagian Hukum Sekretariat ABDUL MADJID N., SH., M.Si. INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH
Audit TIK Daerah Kepala Bagian Hukum Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan

Informasi Hukum

10. Kebijakan Internal
Tim Koordinasi
SPBE

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

ABDUL MADJID N., SH., M.Si.
Kepala Bagian Hukum

INDRA P] ETYA NUGRAHA, SH
Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan
Informasi Hukum

11. Arsitektur SPBE

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

M. R. SUNENDAR, ST., MT
Kepala Bidang Prasarana Wilayah

WIKE DIAN TRIYONIDA, SE
Sub Koordinator Sub Substansi Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

Indikator OPD F P Penanggung Jawab Koordinator
12. Peta Rencana Badan Perencanaan RIS MAYA RINELD. . M.KP YUNITA I MIYAH, SE., M.S.A
SPBE Pembangunan Daerah Kepala Bidang Perencanaan, Sub Keordinator Sub Substansi Data dan Informasi

13, Keterpaduan
Rencana dan
n

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pengendalian dan Evaluasi

CHRI. A RINELDA, ST., M.KP
Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi

DADANG NURDYANTO, SE., M.SE

Sub Koordinator Sub Substansi Perencanaan dan
Pendanaan

14. Inovasi Proses
Bisnis

Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah

ADI PRASETYO, S.P., M.Si.
Kepala Bagian Organisasi

YULIANTO HIDAYANA, P, MPSS
Sub Koordinator Sub Substansi Kinerja dan Reformasi
Birokrasi

15. Pembangunan

Dinas Komunikasi dan

R. WIT NO 8.P., S.Si., M.En,

NURIYAH JAUHAR KAMILAH B, S.Kom

Penerapan SPBE

Daerah

Kepala Bagian Organisasi

Aplikasi SPBE Informatika Kepala Bidang Aplikasi Informatika Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Aplikasi
dan Ekosistem E-Government
16. Layanan Pusat Dinas Komunikasi dan TCAKSONO S.P. i, M.Eng. ELOK SRI WAH S )
Data Informatika Kepala Bidang Aplikasi Informatika Sub Koordinator Sub Substansi Infrastrulktur TIK
17. Layanan Jaringan | Dinas Komunikasi dan R, WITCAKSON S.8i., M.Eng. ELOK SRl WAHYUNI, S.Kom.
Intra Informatika Kepala Bidang Aplikasi Informatika Sub Koordinator Sub Substansi Infrastruktur TIK
18, Penggunaan Dinas Komunikasi dan R. WITCA S.P., S.8i, M NURIYAH JAUHAR KAMILAH B, §.Kom
Sistem Informatika Kepala Bidang Aplikasi Informatika Sub Koordinater Sub Substansi Pengembangan Aplikasi
Penghubung dan Ekosistem E-Government
19, Tim Koordinasi Bagian Organisasi Sekretariat | ADI PRASETYO, S.P., M.Si Dra. NITA HERYANI WIDYASTUTI, M.Si
SPBE Daerah Kepala Bagian Organisasi Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana
20. Kolaborasi Bagian Organisasi Sekretariat | ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Dra. NITA HERYANI WIDYASTUTI, M.Si

Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana

21. Manajemen Risiko

Inspektorat

EKQ PRA| 0, 8E.

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi

MOH. GIRI SANTOSO, 8.Pt., MM.
Auditor Muda

22, Manajemen
Keamanan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

ISAWAN NANANG R., S.Hut., M.Si

Kepala Bidang Statistik dan Persandian

DANY HARDYANTO, S. Kom
Sub Koordinator Sub Substansi Persandian

23. Manajemen Data

Dinas Komunikasi dan
Informatika

1 NANANG R., S.Hi M

Kepala Bidang Statistik dan Persandian

RISSA ELERINA MEYTASARI, S E., M.Si
Sub Keordinator Sub Substansi Statistik Sektoral

24. Manajemen Aset
TIK

Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

DWI ARIYANI, S.Si., M.Si
Kepala Bidang Aset

DHENY WIDIYASTITI, SE., M

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Dan Sistem Informasi

25. Kompetensi SDM

Badan Kepegawaian dan

|

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

MOHAMAD ROFIK, S.S0s., M.KP

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

YANUAR PRISTYAWAN W., S.Kom.MKP.
Sub Keordinator Sub Substansi Pengembangan
Kompetensi Teknis Fungsional dan Sosio Kultural
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Layanan
Administrasi Desa

Pembangunan dan Kerja Sama Desa

Indikator OPD Pengampu Penanggung Jawab Koordinator
26. Manajemen Bagian Organisasi Sekretariat | ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Dra. NITA HERYANI WIDYASTUTI, M.Si
Pengetahuan Daerah Kepala Bagian Organisasi Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana
27. Manajemen Bagian Organisasi Sekretariat | ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Dra. NITA HERYANI WIDYASTUTI, M.Si
Perubahan Daerah Kepala Bagian Organisasi Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana
28. Manajemen Bagian Organisasi Sekretariat | ADI PRASETYO, S.P., M.Si HERYANI WID 1, M.Si
Layanan SPBE Daerah Kepala Bagian Organisasi Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana
29. Audit Inspektorat AGUNG HARIADI, ST., MM. TAUFIK AKBAR SOLIKIN, ST.
Infrastruktur Inspektur Pembantu Bidang Auditor Muda
Pembangunan
30. Audit Aplikasi Inspektorat Al HARIADI TAUFIK AKBAR SOLIKIN, ST.
Inspektur Pembantu Bidang Auditor Muda
Pembangunan
31. Audit Keamanan | Inspektorat AGUNG HARIADI, ST., MM. TAUFIK SOLIKIN, ST.
Inspektur Pembantu Bidang Auditor Muda
Pembangunan
32. Layanan Badan Perencanaan CHRIS MAYA RINELDA YUNITA ISLAMIYAH, SE., M.S.A
Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Bidang Perencanaan, Sub Koordinator Sub Substansi Data dan Informasi
Pengendalian dan Evaluasi
33. Layanan Badan P 1ol Ket ENI SULISTIYORINI, SE ENY PUDJI MULJOWATI, SE., M.Si
Penganggaran dan Aset Daerah Kepala Bidang Anggaran Sub Koordi Sub Sub i Pengelol Data dan
Informasi Keuangan
34. Layanan Badan Pengelolaan Keuangan | SUPARYONO, SE., M.M SULUH AGUS HENDRAWAN, SE., M.A.
Keuangan dan Aset Daerah Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah
Perbendaharaan
35. Layanan Bagian Pengadaan Barang dan | JOKO MURCOYO M. ARIF CAHYO SAPUTRO, S.Fil,, MM
Pengadaan Jasa Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Layanan
Jasa Pengadaan Secara Elektronik
36. Layanan Badan Kepegawaian dan Dra. SETYO ELOK WAHYUNI, M.KP NT
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Manusia Pengembangan Sumber Dgxa Manusia Kepegawaian
37. Layanan Dinas Perpustakaan dan UMMI SALAMAH, S.E. MM SUTARJI, S.Sos
Kearsipan Kearsipan Kepala Bidang Kearsipan Sub Koordinator Sub Substansi Manajemen Kearsipan
Dinamis
38. Layanan Badan Pengelolaan Keuangan | DWI ARIYANI, S.Si., M.Si DHENY WIDIYASTITL, SE., M.KP
Pengelolaan BMD | dan Aset Daerah Kepala Bidang Aset Kepala Sub Bidang Penatausahaan Dan Sistem Informasi
Indikator OPD P Penanggung Jawab Koordinator ol
39. Layanan Inspektorat AGUNG HARIADI, ST., MM. TA! AKBAR KIN, ST.
Pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Auditor Muda
Internal Pembangunan
40. Layanan Bagian Organisasi Sekretariat | ADI PRASETYO, S.P., M.Si. YULIANTO HIDAYANA, SSTP, MPSSp
Akuntabilitas Daerah Kepala Bagian Organisasi Sub Koordinator Sub Substansi Kinerja dan Reformasi
Kinerja Birokrasi
41. Layanan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat | ADI PRASETYO, S.P., M.Si. JARIYAH, S.IP.
Pegawai Daerah Kepala Bagian Organisasi Sub Koordinator Sub Substansi Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
42. Layanan Dinas Komunikasi dan S Y ONO, M.Si WA SUDARSONQO, S.S
Pengaduan Informatika I;:Eahl: Bidang Humas dan Komunikasi Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Informasi
Publik
43. Layanan Data Dinas Komunikasi dan I N NA R., S.Hut., M.Si RIS NA ME S.E i
Terbuka Informatika Kepala Bidang Statistik dan Persandian Sub Koordinator Sub Sub i Statistik Sektoral
44, Layanan JDIH Bagian Hukum Sekretariat ABDUL MADJID N., SH., M.Si. IND SETYA N H
Daerah Kepala Bagian Hukum Sub Koordi; Sub Sub i Doku i dan
Informasi Hukum
45. Layanan Publik Dinas Penanaman Modal dan URBAD! TW. MI MU', SIP.
Sektor 1 / Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Koordinator Substansi Pengolahan Data Sub Koordinator Sub Substansi Sistem Informasi
Layanan Perizinan dan Sistem Informasi
46. Layanan Publik Badan Pendapatan Daerah N R NUGRA SE M D MUKHLIS FAUZI, SE.
Sektor 2 / Kepala Bid: P pan dan Pengolat Kepala Sub Bidang Pengolahan Data
Layanan Pajak Data
Daerah
47. Layanan Publik Dinas Pemberdayaan EVY SETYORINI, S.S. ANDRI HERLAMBANG, S.E.
Sektor 3 / Masyarakat dan Desa Kepala Bidang Pembangunan Desa Sub Koordinator Sub Substansi Pembinaan Perencanaan
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Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jombang mengampu 8 (delapan)
indikator SPBE, yaitu :
1. Indikator 15 : Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator 16 : Layanan Pusat Data
Indikator 17 : Layanan Jaringan Intra
Indikator 18 : Penggunaan Sistem Penghubung
Indikator 22 : Manajemen Keamanan
Indikator 23 : Manajemen Data

Indikator 42 : Layanan Pengaduan

© N o O b~ WD

Indikator 43 : Layanan Data Terbuka

Review progress difokuskan pada:
1. Review Progres Kematangan Pembangunan Apliksi SPBE
a. Perencanaan & Tata Kelola Aplikasi
b. Pengembangan Aplikasi
c. Integrasi & Interoperabilitas
d. Pengelolaan Data & Keamanan
e. Operasional & Pemeliharaan
2. Review Progres Kematangan Layanan Pusat Data
a. Fokus pada proses yang terdokumentasi dan diukur
b. Automate where possible untuk mengurangi risiko manusia
c. Integrasikan dengan framework lain
d. Review maturity (kematangan) bukan sekali saja — lakukan secara periodik
3. Review progres Kematangan Jaringan Intra
a. Instalasi perangkat jaringan utama (router, switch, access point) telah selesai
b. Konfigurasi IP addressing dan VLAN dasar sudah diterapkan
c. Konektivitas antar divisi/departemen sudah berfungsi
d. Akses ke server internal dan layanan intranet berjalan normal
e. Optimalisasi bandwidth dan manajemen trafik masih dalam tahap penyempurnaan
4. Review Pogres Kematangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

a. Memperkuat regulasi dan peran data owner serta service owner
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b
c
d
e
5.

. Menetapkan SPLP sebagai satu-satunya kanal integrasi resmi

. Meningkatkan kapasitas SDM (arsitektur, API, keamanan)

. Memperluas integrasi layanan prioritas berdampak tinggi

. Mengukur kematangan berbasis outcome layanan publik, bukan hanya aspek teknis

Review Progres Manajemen Keamanan

a. kebijakan keamanan seperti (1) memiliki tim pelaksana teknis manajemen

keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, (2)

Melakukan sosialisasi internal keamanan informasi (online maupun offline)

b. prosedur operasional seperti menjalankan keamanan informasi berupa perubahan

c

6.

password minimal 3 bulan sekali
. laporan hasil manajemen risiko berupa pengelolaan risiko keamanan informasi,
serta mekanisme pemantauan dan penanganan insiden keamanan informasi.
Review Progres Manajemen Data
Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data,
data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data,
meliputi : pemenuhan data prioritas/data OPD, metadata dan rekomendasi statistik
dalam portal Satu Data Kabupaten Jombang (SAMBANG)

. Review Progress Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan melalui penilaian dari ketersediaan sistem pengaduan berbasis
elektronik, integrasi layanan pengaduan dengan perangkat daerah terkait,
mekanisme pengelolaan dan tindak lanjut laporan masyarakat, serta pemantauan

penyelesaian pengaduan melalui kanal SP4N-LAPOR!

. Review Progress Layanan Data Terbuka

Layanan data terbuka meliputi beberapa aspek yang telah dilaksanakan yaitu
ketersediaan portal data terbuka pada sambang.jombangkab.go.id, jumlah dan
keberagaman data yang dipublikasikan secara terpusat, kelengkapan metadata,

serta frekuensi pemutakhiran data oleh perangkat daerah.

Penegasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE Tahun 2025

1.

Konsistensi pengelolaan indikator;
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2. Keberlanjutan dan upaya peningkatan pencapaian kematangan indikator untuk
mencapai sangat baik;

3. Penetapan capaian indikator Tahun 2025 dengan pendekatan yang akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kondisi Pelaksanaan Monev SPBE Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Kabupaten Jombang tidak mengikuti tahapan pemantauan SPBE

yang meliputi sosialisasi, penilaian mandiri, dan penilaian dokumen oleh asesor

eksternal Kementerian PANRB. Dengan tidak dilaksanakannya tahapan tersebut,

maka tidak tersedia hasil penilaian resmi yang dapat digunakan sebagai dasar

penghitungan peningkatan atau penurunan nilai indikator SPBE Tahun 2025.

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pelaporan kinerja SPBE Tahun
2025 adalah penyetaraan capaian dengan Tahun N-1 (carry forward), yaitu
menggunakan hasil evaluasi SPBE terakhir yang telah dinilai dan divalidasi secara
resmi sebagai dasar capaian tahun berjalan.

Hasil Evaluasi SPBE TAHUN 2023-2024

Nama Eorm SPBE SPBE
2023 2024
Tahun 2023 2024
Deskripsi SPBE | SPBE
2023 2024
Pemerintah Kab. Jombang
K/L/D
Indeks SPBE 3.49 301
Predikat SPBE Baik Sgg?kat
Nilai Indeks
Domain Kebijakan SPBE 4,20 3,90
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE 4,20 3,90
Domain Tata Kelola SPBE 3,30 4,10
Perencanaan Strategis SPBE 3,50 4,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi 2,50 3,50
Penyelenggara SPBE 4,50 5,00
Domain Manajemen SPBE 2,82 3,36
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Penerapan Manajemen SPBE 2,75 3,50
Audit TIK 3,00 3,00
Domain Layanan SPBE 3,63 4,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,50 4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik 3,83 4,00

Rekap Tingkat Kematangan

No Indikator 2023 2024

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal
1 Arsitektur SPBE Instansi 5 5
Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal
2 Peta Rencana SPBE Instansi 5 5
Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal

3 Manajemen Data > °

4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal 5 5
Pembangunan Aplikasi SPBE

5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal 4 3

Layanan Pusat Data

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal
6 Layanan Jaringan Intra Instansi 4 3
Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal
Penggunaan Sistem Penghubung

! Layanan Instansi Pusat/Pemerintah 4 4
Daerah
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal

8 . . 3 3
Manajemen Keamanan Informasi

9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal 3 3
Audit TIK
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal

10 Tim Koordinasi SPBE Instansi 4 3
Pusat/Pemerintah Daerah

11 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE 5 5
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Tingkat Kematangan Peta Rencana

12 SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 3 5
Daerah

13 Tingkat Kematangan Rencana dan 3 4
Anggaran SPBE
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14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses 3 3
Bisnis SPBE

15 Tingkat Kematangan Pembangunan 5 2
Aplikasi SPBE

16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat 3 5
Data

17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan 3 4
Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Tingkat Kematangan Penggunaan

18 Sistem Penghubung Layanan Instansi 2 3
Pusat/Pemerintah Daerah
Tingkat Kematangan Tim Koordinasi

19 SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 4 5
Daerah

20 Tingkat Kematangan Kolaborasi 5 5
Penerapan SPBE

21 Tingkat Kematangan Penerapan 3 4
Manajemen Risiko SPBE
Tingkat Kematangan Penerapan

22 X . 4 5
Manajemen Keamanan Informasi
Tingkat Kematangan Penerapan

23 ) 3 5
Manajemen Data

o Tingkat Kematangan Penerapan > 4
Manajemen Aset TIK

o5 Tingkat Kematangan Penerapan 4 4
Kompetensi Sumber Daya Manusia
Tingkat Kematangan Penerapan

26 . 2 2
Manajemen Pengetahuan
Tingkat Kematangan Penerapan

27 ) 2 2
Manajemen Perubahan

o8 Tingkat Kematangan Penerapan > >
Manajemen Layanan SPBE

29 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit 3 3
Infrastruktur SPBE

30 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit 3 3
Aplikasi SPBE

31 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit 3 3
Keamanan SPBE

37 Tingkat Kematangan Layanan 4 5
Perencanaan
Tingkat Kematangan Layanan

33 4 4
Penganggaran

34 Tingkat Kematangan Layanan 4 4
Keuangan
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Tingkat Kematangan Layanan

35 Pengadaan Barang dan Jasa 4 4
Tingkat Kematangan Layanan
36 : 5 5
Kepegawaian
Tingkat Kematangan Layanan
37 . . ; 4 4
Kearsipan Dinamis
Tingkat Kematangan Layanan
38 Pengelolaan Barang Milik Negara / 2 3
Daerah
Tingkat Kematangan Layanan
39 ) 1 2
Pengawasan Internal Pemerintah
40 Tingkat Kematangan Layanan 4 5
Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Tingkat Kematangan Layanan Kinerja
41 : 3 4
Pegawal
42 Tingkat Kematangan Layanan 4 4
Pengaduan Pelayanan Publik
Tingkat Kematangan Layanan Data
43 2 2
Terbuka
Tingkat Kematangan Layanan Jaringan
44 Dokumentasi dan Informasi Hukum 2 3
(JDIH)
Tingkat Kematangan Layanan Publik
45 5 5
Sektor 1
Tingkat Kematangan Layanan Publik
46 5 5
Sektor 2
Tingkat Kematangan Layanan Publik
47 5 S
Sektor 3
No. Indikator 2023 2024
1 Indikator yang dapat nilai 1 1 0
2 Indikator yang dapat nilai 2 9 6
3 Indikator yang dapat nilai 3 13 12
4 Indikator yang dapat nilai 4 14 12
5 Indikator yang dapat nilai 5 10 17
JUMLAH 47 47
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tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat kematangan
kapabilitas proses diukur melalui 5 (lima) tingkatan, yang terdiri dari rintisan, terkelola,
terdefinisi, terpadu dan terukur, serta optimum. Rincian pola pengukuran tingkat
kematangan kapabilitas proses implementasi SPBE sebagai berikut :

Pelaksanaan proses kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE
belum tersedia atau masih dalam bentuk konsep atau draft.

Kriteria Tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan

SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan
2. Terkelola diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi. Muatan,

proses, ruang lingkup belum terpenuhi secara keseluruhan.

nerapan

uai dengan func men
yang uai ped tandar dan diterapkan pada semua
unit kerja dalam arg i

3. Terdefinisi

Kriteria Tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan
4. Terpadu SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja
dan Terukur organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui
kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap prosespenerapan

Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses
penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas
berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Gambar 4. Kriteria Tingkat Kematangan Proses

Evaluasi Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan melibatkan penilaian kemampuan
kapabilitas teknis suatu layanan. Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan juga menjadi
dasar untuk mengukur tingkat kematangan layanan SPBE, termasuk layanan
administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.
Tingkat kematangan Kapabilitas Layanan diukur melalui 5 (lima) tingkatan, yaitu
informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Rincian kriteria Tingkat

Kematangan Kapabilitas Layanan sebagai berikut :
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dalam bentuk informasi satu arah.

Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPEBE diberikan dalam
bentuk interaksi dua arah. Seperti contoh terdapat fitur pencar informasi,
pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen.

03 ) Transaksi - 5 oh tre pPrlggurlai ait
A pPrum:::'lruEn glatan pPrTIPFIrﬂ:lh meliputi validasi data, analitik data,

mekanisme pers PHJ] Lan.

Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan
04 ) Kolaborasi melalui integrasi' kolaborasi dengan layanan SPBE lain.

Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah
dilakukan perbaikan dan peningktan kualitas menyesuaikan
perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan ekstemal.

5. Capaian Indikator SPBE Dinas Komunikasi Dan Informatika

5.1 Capaian Umum
Secara umum, indikator SPBE yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika pada
setiap indikator mengalami kenaikan pada Tahun 2025 ditetapkan sama dengan
capaian Tahun N-1, baik dari sisi nilai indikator maupun dari sisi persentase
pemenuhan indikator dengan nilai minimal 4. Tidak terdapat peningkatan maupun
penurunan capaian pada Tahun 2025 karena tidak adanya proses penilaian nasional

SPBE terhadap Kabupaten Jombang.

Pendekatan ini digunakan untuk menjaga konsistensi data kinerja, menghindari bias
penilaian internal yang tidak tervalidasi, serta memastikan akuntabilitas pelaporan
kinerja SPBE.

5.2 Capaian per Indikator
Indikator 15
Capaian indikator 15 Pembangunan Aplikasi SPBE pada Tahun 2025 disamakan
dengan capaian Tahun N-1. Dokumen pengembangan aplikasi sesuai peta rencana
dan arsitektur SPBE juga berita acara pengembangan aplikasi antara OPD pemilik

aplikasi dan Dinas Kominfo yang dalam hal ini bidang aptika sekalu pengembangan
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aplikasi diinginkan.

Indikator 16

Capaian indikator 16 Layanan Pusat Data tetap sama dengan hasil evaluasi
sebelumnya, hal ini karena indikator ini sudah memperolah nilai maksimal yaitu 5
pada evaluasi SPBE tahun 2024.

Indikator 17

Nilai indikator 17 Layanan Jaringan Intra pada Tahun 2025 disamakan dengan nilai
Tahun N-1, karena pada indikator ini sudah memperoleh nilai 4, dengan pemenuhan
indikator yang tetap dan berkelanjutan.

Indikator 18

Pelaksanaan indikator 18 Penggunaan Sistem Penghubung dilakukan secara
berkesinambungan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Capaian indikator Tahun
2025 disamakan dengan capaian tahun n-1 yaitu nilai 3.

Indikator 22

Pelaksanaan indikator 22 Manajemen Keamanan pada Tahun 2025 disamakan
dengan nilai tahun n-1, dengan nilai yaitu 5. Secara teknis, penilaian manajemen
keamanan SPBE mencakup beberapa aspek utama, yaitu kebijakan keamanan
informasi, penerapan prosedur operasional keamanan, pengelolaan risiko keamanan
informasi, serta mekanisme pemantauan dan penanganan insiden keamanan
informasi.

Indikator 23

Pelaksanaan indikator Manajemen Data pada Tahun 2025 disamakan dengan nilai
tahun n-1, dengan nilai maksimal yaitu 5. Manajemen Data jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya memiliki kenaikan 2 poin yaitu tahun 2023 nilainya 3 sedangkan
tahun 2025 nilainya telah maksimal 5. Secara teknis manajemen data meliputi tata
kelola data, standar data, pengelolaan metadata, integrasi dan interoperabilitas data
antar sistem informasi yang sudah terintegrasi pada sambang.jombangkab.go.id,
serta pemanfaatan data dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.
Pengelolaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh
perangkat daerah memiliki kualitas yang baik, konsisten, serta dapat digunakan

secara bersama oleh berbagai sistem informasi pemerintah.
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Indikator 42

Pelaksanaan indikator 42 Layanan Pengaduan pada tahun 2025 disamakan dengan
nilai tahun n-1 yaitu dengan nilai 4. Secara teknis layanan pengaduan tidak memiliki
kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 4. Secara teknis, indikator layanan pengaduan
menilai beberapa komponen utama, antara lain ketersediaan sistem pengaduan
berbasis elektronik, integrasi layanan pengaduan dengan perangkat daerah terkait,
mekanisme pengelolaan dan tindak lanjut laporan masyarakat, serta pemantauan
penyelesaian pengaduan melalui satu kanal pengaduan pada SP4N-LAPOR!
Indikator 43

Pelaksanaan Indikator 43 Layanan Data Terbuka pada tahun 2025 disamakan
dengan nilai tahun n-1, yaitu dengan nilai 2. Secara teknis nilai layanan data terbuka
tidak memiliki kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 2.

6. Persentase Pemenuhan Indikator dengan Nilai Minimal 3

Sejalan dengan penyetaraan capaian indikator Tahun 2025, persentase pemenuhan
indikator SPBE dengan nilai 2 diharapkan menjadi nilai minimal 3. Indikator yang masih
mendapatkan nilai 2 yaitu :
a. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE (Dinas Komunikasi dan
Informatika)
b. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan (Bagian
Organisasi)
c. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan (Bagian Organisasi)
d. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE (Bagian
Organisasi)
e. Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (Inspektorat)
f. Tingkat kematangan Layanan Data Terbuka (Dinas Komunikasi dan

Informatika)
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7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil review dan dengan mempertimbangkan surat resmi Kementerian
PANRB sebagai konsideran, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator SPBE yang
diampu Dinas Komunikasi dan Informatika bersifat tetap dan berkelanjutan, dengan
pendekatan penyetaraan capaian terhadap Tahun N-1. Capaian ini digunakan sebagai
baseline strategis untuk penguatan kebijakan, penyempurnaan dokumen tata kelola,
data dukung serta peningkatan kualitas implementasi SPBE dalam rangka kesiapan
menghadapi pelaksanaan Monev SPBE pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Jombang memperoleh nilai
Indeks SPBE sebesar 3,91 dengan predikat “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan
adanya peningkatan yang konsisten dalam implementasi pemerintahan berbasis

elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai indeks SPBE Kabupaten Jombang menunjukkan
tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2022 nilai indeks SPBE berada pada angka
2,96, kemudian meningkat menjadi 3,49 pada tahun 2023, dan kembali meningkat
menjadi 3,91 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah
daerah dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan serta meningkatkan

kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.

Sasaran Strategis Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah, Indikator Indeks
Layanan Digital, Target : 9.4%, Realisasi 9.4%, dengan capaian 100%

Layanan digital yang interoperabel adalah layanan/aplikasi digital yang mampu saling
terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data secara otomatis dengan layanan atau
sistem lain. Untuk memungkinkan layanan digital perangkat daerah interoperabel,
layanan digital harus dibangun sesuai standart (data, authentifikasi, teknologi) dan aturan

yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo.

Jumlah OPD yang memiliki layanan digital sebanyak 53 Perangkat Daerah pada

Pemerintah Kabupaten Jombang.
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Perhitungan Indeks Layanan Digital :

Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki layanan digital yang interoperabel x 100%

Jumlah OPD yang memiliki layanan digital

Realisasi Indeks Layanan Digital
5 =9.4% (Capaian 100% dari target)

53

Target 2024 1.9 % (1 OPD)

Realisasi Tahun 2024 : yaitu BKPSDM (SIAP-ASN)
Target 2025 : 9,4% (5 OPD)

Realisasi 2025 : 9,4% (5 OPD)

Tahun 2025 layanan digital pemerintah daerah yang sudah mampu terhubung dan
bertukar data secara otomatis antara lain :
1. BKPSDM - SIAP ASN
BKPSDM , dengan layanan kepegawaian SIAP-ASN, menyediakan data
kepegawaian (NIP, Nama ,tanggal lahir, Pangkat, Golongan, Jabatan, Unit Kerja,
Pendidikan) yang bisa dibagi pakaikan dengan aplikasi layanan administrasi
pemerintah lainnya dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan.
2. DISNAKER - TALENTA
Dinas Tenaga Kerja, dengan layanan ketenagakerjaan (TALENTA), menyediakan
data penduduk angkatan kerja kabupaten Jombang ( NIK, Nama, Alamat, tanggal
lahir, Pendidikan), data Perusahaan di kabupaten Jombang (Nama Perusahaan,
No ljin Usaha, Alamat, bidang usaha) dan data pelatihan untuk Masyarakat.
3. PUPR - LAYANAN PUPR
PUPR , dengan Layanan PUPR, menyediakan data layanan PUPR seperti data
aset daerah aliran Sungai beserta variabelnya (luasan sawah yang dialiri),
penyewaan/peminjaman alat berat, data pengajuan uji lab PUPR.
4. SEKRETARIAT DAERAH - MONEV
Sekretariat Daerah, dengan layanan e-monev yang menyediakan layanan

pelaksanaan, dan pelaporan keuangan perangkat daerah . sistem ini
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memungkinkan sistem lain memanfaatkan data realisasi keuangan, data
pemaketan, data pengelolaan anggaran lainnya untuk keperluan monitoring dan
evaluasi.
5. DPMPD - SABDOPALON

DPMD, dengan aplikasi layanan persuratan desa (SABDOPALON), adalah
layanan publik yang dari proses layananannya mampu menyediakan data
penduduk kabupaten Jombang ( NIK, Nama, Alamat, tanggal lahir) sesuai standar
data administrasi kependudukan dan sesuai dengan standar keamanan yang

sudah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Indeks Layanan
Digital. Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan untuk indikator tersebut adalah
sebesar 9,4 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Layanan
Digital juga mencapai 9,4 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen

dari target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik,
Indikator 1 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah
diselesaikan, Target : 100%, Realisasi : 100%, Capaian : 100%

Pada Tahun 2025 Performa Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR! Wilayah Se-
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Kabupaten Jombang menduduki urutan ke-4 dari 39
instansi se-Jawa Timur dengan total jumlah aduan 1967, dengan topik aduan meliputi
Kesehatan, Pertanian dan Peternakan, Infrastruktur Jalan. Tentunya Keterlibatan unsur
Perangkat Daerah dalam Pengelolaan pengaduan tidak hanya menjadi tanggung jawab
satu instansi, tetapi melibatkan:
1. Dinas Komunikasi dan Informatika
Fungsi komunikasi dan informasi publik Admin pengelola aplikasi
2. Inspektorat
Menangani pengaduan berkadar pengawasan Menjamin akuntabilitas dan tindak
lanjut

3. Bagian Organisasi
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Evaluasi sistem pelayanan Perbaikan tata laksana Kejelasan pembagian peran dan

mekanisme koordinasi menjadi kunci efektivitas penanganan pengaduan.

KGMHAPM %'—APOR‘ Performa Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR!
Wilayah Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

JumlahAduan
" Persentase Tindak.anjut "
No Namalnstansi (r:“dua:izr.:)ezg (update per 26 Janumj,zg) Topik Aduan
1_pemerintah Provinsi Jawaimur 6034 00 endidikan dan Kebuday aan; Hak Pekerja; Pendidikan Dasar &snengah
2 _pemerintah KotaMalan 4225 100%
2 i 7378 A
4 Pemerintah KabupaterJombang 1967 9%
5 Kot 99 1684 100% encemaran Lingkungan; Parkir Liar; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindubesy arakat
6 510 100% [Penerangan Jalan: Jalan Berlubang: Inf rastruktiaian
7 uwangl 1374 A [Bantuan Sosial; Administrast dan Pencatatan Sipi;
8 Kabupaten Trenggalek 1227 5% [Pariwisata; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masy arakat; Admn i dan igitan
[_9_Pemerintah Kabupaten Lamongan 1051 100% nfrastruktur Jalan; Pungutan Liar; KTP (Kartu TanBenduduk
[10_Pemerintah KabupaterSidoario 698 99% alan Berlubang; Ketenteraman, Keterliban Umum, dan Pelindungan Masy arakat; Inf rastiakaor
[11_Pemenintah KabupaterProbolinggo 653 100% nfrastruktur Jalan; Bantuan Sosial, Sarana/Prasardtalistrikan
12_Pemerintah KotaViojokerto 564 100% enerangan Jalan; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masy ardtehutanan
[13_Pemerintah KabupaterKedi 443 98% [Administrasi dan Pencatatan Sipi; Bantuan Sosial;
[(14_Pemerintah KotaBiitar 241 100% Pendidikan Dasar dan Menengah; Bantuan Sosial; Ketertiban Umum, dan
15 Pemerintah KabupaterMalang 361 100% faamin ependudukan dan Pencatatan Sipil; Pendidikan Dasar dan Menengah; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
elindungan Masy arakat
16 _Pemerintah KabupaterBlitar 315 100% alan Berlubang; dan tan Sikiksehatan
17 Pemerintan KabupaterLumajang 72 100% ;(:;es:r:‘r;::klzea(:qnman Umum, dan o dan Pencatatan Sipi; Pekbrjaan
18_Pemerintah KabupaterPamekasan 266 99% [Perjudian online; Konten Pornograf
19_Pemerintah 254 98% Jalan; Beasiswa; Pendidi
20 |emerintah KabupaterNganiuk 204 98% o dan Pencatatan Sipi; Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,
21_Pemerintah 100% Jalan Berlubang: Pendidikan Dasar
22_Pemerintah KotePasuruan 153 100% ini dan Pencatatan Sipi; BBsklah
23 Pemerintah KotaKediri 125 100% IAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Penerangan
24 b: 7 100% alan dan ipil Jalan Berlubang; HPskeria
25 108 100Y I Kosohatan atau Instansi Kesehat Katertihan 1L
26 Jembs 91% dan Pencatatan Sipil: Infrastruktur Jalan; Jalan Berlubang.
27 Ponorogo. 96% Jalan; Dy
28 00 Desa dan Dacrah Tortinggal: L
20 Madiun 00% etertiban Limum- Teknalngl Informas] dan i Jsteas] ‘dan Pencaipton
30 00% Jalan; Pekerjaan Umum dan
31 i 44 00 Jalan; dan ipil
2 taBatu 40 9 lalan: Ketertiban Limum.
21 38 979 Ketertiban Umum _dan lalan: Tenaga Kesehatan atay INskafsitan
34 26 1002 dan Pencatatan Sipil Infrastruktur Jalan; Kebiigh
35 18 100 ampu Jalan Umum: Jalan Berlubang; Admi i dan
35 ruan 374 89 ndidikan Dasar dan Menengah: Pendidikan dan
[ 37_PemerintahKabupatenMojokerto 18 87% Jalan
[ 3g_PemerintahKabupaten Tulungagung 45 78% Ketedtihan Umum _d: Fantan
30 i 8 2 Ketertihan Umum _dan Rencana: |ayanan

Dalam peningkatan pengaduan dan tindak lanjutnya di Kabupaten Jombang SP4N-
LAPOR! Menjadi salah satu indikator penilaian RB setiap perangkat daerah di
Kabupaten Jombang dengan indikator penilaian sbb :

1. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan

2. Kecepatan/Responsif tindak lanjut

3. Memiliki SK Pengelola

4. Kualitas penyelesaian pengaduan

5

. Rating penilaian masyarakat
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Rekapitulasi penilaian SP4AN-LAPOR! Perangkat Daerah sebagai Indikator Penilaian RB
Tahun 2025 sebagai berikut :

INDIKATOR PENILAIAN
NO NAMA OPD s:(‘:.m' TS;:):L KATEGORI
2200 | gonor | wur | sosor | 24U | somuanr | sustaws | sosor | awran | sosor
(HARI)

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15

1 |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang 1 306 1 02 1 306 o 306 1 5 1 5 Sangat Baik
2 |RSUD Ploso 1 73 1 1 1 RE] 0 kel 1 5 1 5 Sangat Baik
3 |Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang 1 51 1 1 1 51 0 51 1 3 1 s Sangat Baik
4 |Dinas Pertanian Kabupaten Jombang 1 a1 1 16 1 41 o a 1 5 1 5 Sangat Baik
5 |[Dinas dan Desa Jombang 1 40 1 11 1 40 o 40 1 s 1 5 Sangat Baik
6 |sekretariat Daerah 1 33 1 03 1 33 0 33 1 s 1 5 Sangat Baik
7 |[Badan Daerah Jombang 1 32 1 05 1 32 o 32 1 5 1 5 Sangat Baik
8  |Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 1 31 1 09 1 31 o 3 1 5 1 5 Sangat Baik
9  |Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang 1 31 1 09 1 31 L 31 1 5 1 5 Sangat Baik
10 [inspektorat Kabupaten Jombang 1 29 1 19 1 29 o 29 1 5 1 5 Sangat Baik
11  |Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang 1 27 1 01 1 27 o 27 1 5 1 5 Sangat Baik
12 [Dinas dan Jombang 1 27 1 02 1 27 o 27 1 5 1 5 Sangat Baik
13 |Dinas dan Jombang 1 2 1 03 1 22 o 2 1 5 1 5 Sangat Baik
14 |Dinas dan Sipil Jombang 1 20 1 08 1 20 o 20 1 5 1 5 Sangat Baik
15  |Kecamatan Peterongan 1 19 1 06 1 19 o 19 1 5 1 5 Sangat Balk
16 |Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang 1 18 1 09 1 18 o 18 1 5 1 5 Sangat Balk
17 |BKPSDM Kabupaten Jombang 1 18 1 07 1 18 o 18 1 5 1 5 Sangat Baik
18  |Kecamatan Tembelang 1 18 1 07 1 18 o 18 1 5 1 5 Sangat Balk
19 |Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang 1 17 1 o 1 17 o 17 1 5 1 s Sangat Baik
20 |Kecamatan Ngoro 1 17 1 02 1 17 o 17 1 5 1 5 Sangat Balk

INDIKATOR PENILAIAN
JUMLAH ADUAN Mm(:"mw KUALITAS TINDAK LANJUT ADUAN MATARSIA x
i sl m KECEPATAN| m e
| S, [t | e | i | | || S | iy |
{HARI)

1 2 3 a s 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15

21 [Badan Pengelotsan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang 1 16 1 17 1 16 o 16 1 s 1 s Sangat Baik
22 |RSUD Jombang 1 16 1 o 1 16 0 16 1 s 1 s Sangat Baik
23 |oin: dan Jombang 1 15 1 1 15 0 15 1 s 1 s Sangat Baik
24 [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang 1 15 1 03 1 15 o 15 1 s 1 s Sangat Baik
25  |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang 1 39 1 01 1 39 o 39 1 3,79 0 4 Balk
26  |Dinas Ungkungan Hidup Kabupaten Jombang 1 2 13 1 22 o 2 1 3 0 4 Balk

27  [Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang 1 18 1 18 1 18 o 18 1 25 o a Balk

28 1 17 1 1 1 17 0 17 1 o o 4 Balk

29 [Kecamatan Diwek 1 13 [ 06 1 13 0 13 1 5 1 4 Baik

30 [Sebretaris DPRD Kabupsten Jombang n 0 11 1 1 0 n 1 s 1 4 Baik
31 Plandaan 1 8 0 03 1 8 0 8 1 s 1 4 Baik

32 |Kecamatan Bareng 1 7 o o 1 7 ] 7 1 s 1 4 Baik

33 [Dinas Peternakan Kabupaten Jombang 1 6 0 1 1 6 0 6 1 s 4 Baik

34 |Din: Otahraga dan Jombang 1 s o 07 1 s ] s 1 5 1 4 eaik

35  [Kecamatan Kabuh 1 5 0 0 1 5 0 s 1 s 1 4 Balk

36  [satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 1 4 o 03 1 4 0 4 1 ) 1 4 Baik

37  [Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang 1 2 o 25 1 2 0 2 1 s 1 4 Baik

38  [Dinas Sosial Kabupaten Jombang 1 5 0 04 1 s 0 5 1 0 o 3 Cukup Baik
39  [Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang 3 0 o 1 3 0 3 1 o o 3 Cukup Baik
40  |Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang 1 3 o o 1 3 o 3 1 o ° 3 Cukup Baik
41  |Kecamatan Sumobito 1 2 o 2 1 2 o 2 1 o o 3 Cukup Baik
42 |xecamatan Wonosalam 1 2 o 1 1 2 0 2 1 o o 3 Cukup Baik
43 [Kecamatan Jogoroto 1 1 o 2 1 1 0 1 1 o o 3 Cukup Balk
44 [Kecamatan Kesamben 1 1 0 0 1 1 0 1 1 o 0 3 Cukup Balk
45 |Kecamatan Kudy 1 1 0 2 1 1 0 1 0 o 3 Cukup Baik
46 |xecamatan Megaluh 1 1 o 0 1 1 o 1 1 0 o 3 Cukup Balk
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NO

NAMA OPD

INDIKATOR PENILAIAN

SK SPaN-
LAPOR!

JUMLAK ADUAN

RATA-RATA TINDAK
LANJUT (RTL)

KUALITAS TINDAK LANJUT ADUAN

RATA-RATA HASIL
PENILAIAN (RHP)

NIl
BsosoT

KECEPATAN.

TINDAK NiLAI
LANUT sosoT
[HARI]

3 ADUAN

JAWABAN
NORMATIF

JAWABAN
SUBTANSI

NIl RATING NILAI
sosoT BINTANG sosor

6 7

10

n 12 13 14

15

6

s

Cukup Baik

65

urang Balk

185

urang Balk

urang Baik

urang Baik

o ]| ]e]w

o|lo|o|m|n|n|ela
c|le|e|o|o|o|lo|ln

0o
0
o
5 o
1
1
1

0
o
[

olo|lo|w|n|n|m|e

o|lo|oe|o|e|e|e

1
2
2
1
[
]
[

o|lo|e|e|e]|e

urang Baik

= |m x| ===

urang Baik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong partisipasi
masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, Dinas Komunikasi dan
Informatika menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan SP4N-LAPOR! (Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional — Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat
daerah dan masyarakat mengenai mekanisme penyampaian pengaduan pelayanan

publik secara cepat, transparan, dan terintegrasi. Sosialisasi yang telah dilaksanakan

pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Workshop Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! pada tanggal 11 Juni 2025 di

Ruang Soero dengan peserta dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten

Pelaksanaan sosialisasi ini untuk meningkatkan kapasitas pengelola pengaduan serta
memperkuat implementasi sistem pengaduan yang terintegrasi. Dengan meningkatnya

pemahaman dan kompetensi

Jombang;

Sosialisasi SPAN-LAPOR! pada tanggal 04 September 2025 di Itebis PGRI

Dewantara Jombang dengan peserta dari mahasiswa Itebis PGRI Dewantara

Jombang sebanyak 59 orang

Cetak Baliho SPAN-LAPOR! di 17 titik di Kabupaten Jombang untuk sosialisasi

pengaduan melalui SP4N-LAPOR!

Jombang, 31 Oktober 2025
Kepala Dini \ Komunikasi dan Informatika
Kabupaten mbang

pengelola SP4N-LAPOR!,
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pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat waktu, dan

terkoordinasi, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.

Indikator 2 : Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat, Target : 100%,
Realisasi 100% dan Capaian 100%

Tingkat Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur keberhasilan Kabupaten Jombang dalam menyampaikan
informasi pembangunan, kebijakan pemerintah daerah, serta berbagai layanan publik
kepada masyarakat secara luas dan merata. Penyebarluasan informasi dilakukan melalui
berbagai media komunikasi, baik media cetak, media elektronik, media luar ruang,

maupun media digital dan media sosial resmi pemerintah daerah.

Pada tahun pelaporan, target Tingkat Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat
ditetapkan sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi
informasi, publikasi, serta pengelolaan kanal komunikasi pemerintah daerah, indikator
tersebut berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai

100 persen dari target yang telah ditetapkan.

Definisi Operasional :

Jumlah informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jombang x100%

Jumlah Informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jombang yang

disebarluaskan

Penyebarluasan Informasi Masyarakat Kegiatan Kepala Daerah tercapai 100% Melalui
Media sebagai berikut :

https://www.jombangkab.go.id/berita/kabupaten
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& C [ 2% jombangkab.go.id/berita/kabupaten?page=1

‘A ?ggg‘éﬁ:‘gn BERANDA MENGENAL JOMBANG DATADAN INFORMASI  LAYANAN PUBLIK DOKUMENTASI  LAINNYA

Berita Terkini

PEMERINTAHAN Menembus Rimba demi Harapan:

. . ; : i(ell n n...
Menembus Rimba demi B e———
Harapan: perja]anan - ~‘ Indonesia Resmi Swasembada
Menuntaskan Jalan Dusun B T Pangan, Pemkab Jombang Siap..
Kedungdendeng iy

e A 3 .. Gus Wabup Salmanudin Resmikan
& 08 Januari 2026 A Oleh Administrator 3 ¥ )
Pasar Buah Ploso: Wajah Baru...

mi & Sosial
Abah Warsubi dan Gus Salman
Tinjau Tuntas Pembangunan Jalan...

Pemerintahan

Perkiraan pengunjung:

e +1.602 pengunjung unik per hari (daily unigue visitors).
e *48.500 kunjungan per bulan (monthly visits).
e *8.603 tampilan halaman per hari (daily pageviews).

https://www.youtube.com/@JOMBANG KAB

- G 25 youtube.com/@JOMBANG_KAB = a % R ]
= ®@3YouTube "’ jombangkab ¥ Q o —+ Create 2 ‘
&l JOMBANGKAB

Shorts
] NOKGH @JOMBANG_KAB - 4.71K subscribers - 435 videos

(5] subscriptions More about this channel ...more
You >
@ History Home Videos Shorts Live Q
= Playlist
= e For You
@©  watch later

OO oz manaad
@ e PEMBINAAN
Explore Portsahan il Poresrsian Bolti

-

& Music —\
B3  Movies - F3:38:29 - T

(8= —— 3 —— ] -
@ Gaming @ LIVE | Pembinaan Keharmonisan Rumah E @ LIVE | PERTUNJUKAN WAYANG KULIT DALANG E @ LIVE | Khotmil Quran Serentak dalam

Tangga & Pencegahan Dini Perceraian Pegawai... KI ANOM DWIJO K. DAN CAK PERCIL HUT Pemkab Jombang Ke-115 dan Hari Santri...
~  Showmore y Siren . - P
4K views - Streamed 1 month aga 4.3K views - Streamed 2 manths aga 96 viev

- Streamed 2 months agc

Jumlah subscriber :4.700
Jumlah video di kanal 1430
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https://www.instagram.com/jombang_kab/

< jombang_kab ) 07.40
Kabupaten Jombang e
3.463 29,2rb 596 -~
postingan pengikut mengikuti Analytlcs
Sepanjang masa
Organisasi Pemerintah
Dikelola oleh @kominfo_jombang
Akun resmi PEMKAB JOMBANG (S 4.766
(22 jombangkab.go.id Subscriber
@ jombang_kab > I{b
&%w Diikuti oleh kominfo_jombang dan 414,3 rb 8,2rb
< 7 — inspektoratkabjombang Penayangan Suka
Mengikuti v Kirim Pesan +2

©

Update Berita Update Event Testimoni

ah

P
Harus Bekerja
Untuk Rakyat

Update Awa...

488

7 hari terakhir

Update Cua Kreasi terbaru

4 hari yang lalu

w 3

Beranda Shorts

10 238 = wl (B

=

1,5rb

Komentar

Penayangan terbaru

-+

G

Subscription

GERAK CEPAT BUPATI WARSUBI DAN ...

©

Anda

Jumlah pengikut : 29.200
Jumlah postingan : 3.463
No | Progran Orioritas Media yang Digunakan Jumlah Keterang
Pemerintah dan Jenis Jumlah Penduduk an
Pemerintah Daerah Penerima 15s.d 64
Informasi Tahun
yang
Memperol
eh
Informasi
(1) _ (2) (3)_ _ (4) (5) (6)
1 | Sosialisasi KIM Komunikasi 55 Peserta 55 -
tatap muka
2 | Bimtek Media Sosial | Komunikasi | 130 Peserta 130 -
OPD tatap muka
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1) (2) (3) (4) ) (6)

3 | Audensi Dengan Komunikasi | 30 Peserta 30 -
Media tatap muka

4 | Jumpa Fans HUT Komunikasi | 125 Peserta 125 -
Radio SJFM dan tatap muka
Hari Pers Nasional

5 | Sosialisasi Komunikasi -
Kerpsama/l\/_lOU tatap muka 63 Peserta 63
Media dan Tim
Verifikasi

6 | Ngopi Bareng Media | Komunikasi -
dan Pegiat Media tatap muka | 211 Peserta 211
Sosial

7 | Kominfo Goes To Komunikasi -
School tatap muka 56 Peserta 56

8 | Dialog Interaktif Komunikasi | 60 Peserta 60 -
Warung Pojok tatap muka
Kebonrojo

9 | Workshop Pejabat Komunikasi | 68 Peserta 68 -
Penghubung Lapor | tatap muka
SP4N

10 Workshop PPID Komunikasi | sq Peserta 68 i

tatap muka

11 | Sosialisasi SP4N Komunikasi -
LAPOR tatap muka | >° Peserta 59

12 | Dialog Interaktif Komunikasi | 150 Peserta 150 -
Warung Pojok tatap muka
Kebonrojo

13 | Workshop Komunikasi | 53 53 -
Jurnalistik Website | Tatap Muka Peserta
Berbasis Al

14 | Sosialisasi Komunikasi -
Standarisasi Data Tatap Muka
Sektoral dan 75 75
Optimalisasi Peserta

Peningkatan
Kualitas Data untuk
Perencanaan
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1)

)

Pembangunan
Daerah

)

(4)

(5)

(6)

15

Forum Data dan
Sosialisasi Hasil
Penyusunan
Metadata Statistik
Sektoral Kabupaten
Jombang Tahun
2025

Komunikasi
Tatap Muka

60

Peserta

60

16

Sosialisasi
Pengisian Data
pada Portal Satu
Data Kabupaten
Jombang Tahun
2025

Komunikasi
Tatap Muka

62

Peserta

62

17

Sosialisasi
Kebijakan
Penyelenggaraan
Sistem Manajemen
Keamanan
Informasi (Smki)
Pemerintah
Kabupaten
Jombang

Komunikasi
Tatap Muka

51

Peserta

51

18

Sosialisasi Hasil
Asesmen
Keamanan
Informasi

Komunikasi
Tatap Muka

50

Peserta

50

19

Jumlah Total
Pengunjung website
Jombangkab

Media
Elektronik

783.58

4

pengunju
ng

783.584

20

Jumlah total
pengunjung website
kominfo
Jombangkab

Media
Elektronik

24.976 rengunjun

g

24.976

21

Jumlah pengunjung

youtube

Media
Sosial

90.000 rengunjun

g

90.000
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No | Progran Orioritas Media yang Digunakan Jumlah Keterang
Pemerintah dan Jenis Jumlah Penduduk an
Pemerintah Daerah Penerima 15s.d 64
Informasi Tahun
yang
Memperol
eh
Informasi
1) (2) 3) (4) ) (6)
jombangkab TV
22 | Pengikut Instagram | Media 29,700 pengikut | 29,700 -
@jombangkab Sosial
(Instagram)
23 | Pengikut Instagram | Media 5.316  pengikut | 5.316 -
@kominfo_jombang | Sosial
(Instagram)
24 | Subscriber Media 4.760  subscrib | 4.760 -
Jombangkab TV Sosial er
25 | Pendengar  Radio | Media 15.300 Orang | 15.300 -
SJFM Elektronik
Radio
Jumlah 960.362 960.362

Dengan tercapainya indikator ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi
yang transparan, aktual, dan terpercaya mengenai kebijakan serta program
pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sasaran Strategis Optimalnya data statistik sektoral, Indikator : Indeks

Pembangunan Statistik, Target : 2.5, Realisasi : 3.06 dengan Capaian 100%.

Hasil Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh
Badan Pembangunan Statistik Pusat, namun tahun 2025 dilakukan penilaian oleh BPS
Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan Kegiatan Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik
Sektoral 2025 adalah:
1. Kegiatan EPSS yang tidak dilaksanakan tahun 2025 maka perlu dilakukan
persiapan sebagai strategi dan mitigasi risiko pelaksanaan EPSS kedepan.
2. Untuk meningkatkan pemahaman tim penilai baik di provinsi dan kabupaten/kota

terkait dokumen-dokumen bukti dukung pada indikator-indikator di Evaluasi
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Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral mendatang di masing-masing wilayah
kabupaten/kota se Jawa Timur.
3. Sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan/maturitas indikator-indikator
pada seluruh domain dengan mengadopsi metodologi penilaian EPSS.
Oleh karena itu hasil realisasi tahun 2025 mengacu pada hasil BPS Provinsi Jawa Timur
yaitu 3,06 dengan capaian realisasi yaitu 122.40. Sedangkan pada tahun 2024 dan tahun
2026 akan mengacu pada BPS Pusat.

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

~~= DOMAIN ASPEK & INDIKATOR

Nesia

Kode Referensi

Relevansi Icentifikasi Akuras! Akluaiitas W Kelersediaan  Akses Media

Kualitas Data

Data Kebutuban Data Data Oata Penyebaruasan
Proses Bisnis
Statsstik Pendefinisian Desain
Kebutuhan  Statistik qump fRescEe) I e

Kelembagaan

Statistik

Nasional Penggunaan Penggunaan  Sosialisasi Perencanaan

Stasst Stasstk  dan Literast Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik Pamban, A

Dasar Sextorat "Deta = peceri ol Data Big Data
Catatan:
. Domain - Aspek Indikator
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Domain

Hasil Penilaian EPPS per-domain

Self Assessment

Domain Prinsip SDI 28% 2.75
Domain Kualitas Data 24% 3.10
Domain Proses Bisnis Statistik 19% 3.1
Domain Kelembagaan 17% 321
Domain Statistik Nasional 12% 3.44
Domain/Aspek Bobot' Nilai Indeks
Domain Prinsip SDI
Standar Data Statistik 25% 2.00
Metadata Statistik 25% 3.00
Interoperabilitas Data 25% 3.00
Kode Referensi dan/atau Data Induk 25% 3.00
Domain Kualitas Data
Relevansi 21% 3.00
Akurasi 16% 3.00
Aktualitas & Ketepatan Waktu 21% 3.50
Aksesibilitas 21% 3.00
Keterbandingan & Konsistensi 21% 3.00
Domain Proses Bisnis Statistik
Perencanaan Data 32% 3.33
Pengumpulan Data 26% 3.00
Pemeriksaan Data 21% 3.00
Penyebarluasan Data 21% 3.00
Domain Kelembagaan
Profesionalitas 35% 275
SDM yang Memadai dan Kapabel 30% 4.00
Pengorganisasian Statistik 35% 3.00
Domain Statistik Nasional
Pemanfaatan Data Statistik 34% 3.33
Pengelolaan Kegiatan Statistik 33% 4.00
Penguatan SSN Berkelanjutan 33% 3.00

Catatan: ' Bobot aspek pembentuk indeks domain
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Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain Indikator Bobot Tingkat
1 Kematanga
]
Prinsip Standar Data Tingkat Kematangan 100% 2.00
Satu Data  Statistik Penerapan Standar Data
Indonesia Statistik (SDS)
Metadata Tingkat Kematangan 100% 3.00
Statistik Penerapan Metadata
Statistik
Interoperabilitas ~ Tingkat Kematangan 100% 3.00
Data Penerapan
Interoperabilitas Data
Kode Referensi ~ Tingkat Kematangan 100% 3.00
dan/atau Data Penerapan Kode Referensi
Induk
-]
Kualitas Relevansi Tingkat Kematangan 60% 3.00
Data Relevansi Data terhadap
Pengguna
Tingkat Kematangan 40% 3.00
Proses Identifikasi
Kebutuhan Data
Akurasi Tingkat Kematangan Penilaian 100% 3.00
Akurasi Data
Aktualitas & Tingkat Kematangan 50% 4.00
Ketepatan Waktu Penjaminan Aktualitas
Data
Tingkat Kematangan 50% 3.00
Pemantauan Ketepatan
Waktu Diseminasi
Aksesibilitas Tingkat Kematangan 34% 3.00
Ketersediaan Data untuk
Pengguna Data
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Tingkat

Domain Indikator
Kematanga
n
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Akses Media
Penyebarluasan Data
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penyediaan Format Data
Keterbandingan  Tingkat Kematangan 50% 3.00
& Konsistensi Keterbandingan Data
Tingkat Kematangan 50% 3.00

Konsistensi Statistik
Proses Perencanaan Tingkat Kematangan 33% 4.00
Bisnis Data Pendefinisian Kebutuhan
Statistik Statistik
Tingkat Kematangan Desain 33% 3.00
Statistik
Tingkat Kematangan 34% 3.00
Penyiapan Instrumen
Pengumpulan Tingkat Kematangan 100% 3.00
Data Proses Pengumpulan
Data/Akuisisi Data

Pemeriksaan Tingkat Kematangan 50% 3.00
Data Pengolahan Data

Tingkat Kematangan Analisis 50% 3.00
Data

Penyebarluasan  Tingkat Kematangan Diseminasi 100% 3.00
Data Data

Kelem- Profesionalitas Tingkat Kematangan 25% 2.00
bagaan Penjaminan Transparansi
Informasi Statistik
Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan Netralitas dan
Objektivitas terhadap
Penggunaan Sumber Data
Metodologi
Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan Kualitas Data
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Tingkat
Kematanga
n

Indikator

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan
Konfidensialitas Data

SDM yang Tingkat Kematangan 50% 4.00
Memadai dan Penerapan Kompetensi
Kapabel Sumber Daya Manusia

Bidang Statistik

Tingkat Kematangan 50% 4.00

Penerapan Kompetensi
Sumber Daya Manusia
Bidang Manajemen Data

Pengorganisasia  Tingkat Kematangan 25% 3.00
n Statistik Kolaborasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Statistik

Tingkat Kematangan 25% 3.00

Penyelenggaraan Forum
Satu Data Indonesia

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Kolaborasi dengan
Pembina Data Statistik

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penyelenggaraan

Pelaksanaan Tugas Sebagai

Walidata

Statistik Pemanfaatan Tingkat Kematangan B0, 3.00
MNasional Data Statistik Penggunaan Data Statistik
Dasar untuk Perencanaan,
Monitoring, dan Ewvaluasi,
dan/atau Penyusunan
Kebijakan
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penggunaan Data Statistik
Sektoral untuk Perencanaan,
Monitoring, dan Evaluasi,
dan/atau Penyusunan Kebijakan

Tingkat Kematangan Sosialisasi 33% 4.00
dan Literasi Data Statistik
Pengelolaan Tingkat Kematangan 100% 4.00

Kegiatan Statistik Pelaksanaan Rekomendasi
Kegiatan Statistik
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Domain Indikator

Tingkat
Kematanga
n

Penguatan SSN  Tingkat Kematangan 33%
Berkelanjutan Perencanaan Pembangunan
Statistik
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penyebarluasan Data
Tingkat Kematangan 34% 3.00

Pemanfaatan Big Data

Catatan: ' Bobot indikator pembentuk indeks aspek

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan

1. Kelengkapan Dokumen Kebijakan Kedua kegiatan telah memiliki dokumen

kebijakan yang memuat penjelasan rinci mengenai penerapan berbagai aspek
penting pengelolaan statistik, antara lain: Standar Data Statistik (SDS),
metadata statistik, interoperabilitas data, dan kode referensi. Hal ini
menunjukkan komitmen awal yang baik dalam penyelenggaraan statistik
sektoral yang tertib dan terdokumentasi.

. Ketersediaan Reviu Dokumen untuk Penilaian EPSS Kedua produsen data
sudah melampirkan bukti reviu lokus yang mendukung proses penilaian EPSS.
Ini menunjukkan upaya untuk melakukan penilaian internal terhadap proses
penyelenggaraan kegiatan statistik.

. Perhatian pada Standarisasi dan InteroperabilitasAdanya kebijakan rinci
tentang interoperabilitas data dan kode referensi menjadi dasar yang kuat
untuk mendukung integrasi data antar sektor serta peningkatan kualitas data

secara berkesinambungan.

Kekurangan

1. Penerapan Standar Data Statistik (SDS) Belum OptimalMeskipun dokumen

kebijakan sudah tersedia, dalam praktiknya setiap indikator, variabel, dan
konsep yang digunakan belum dilengkapi standar data statistik yang sesuai.
Hal ini menjadi catatan penting karena ketiadaan standar dapat

mempengaruhi konsistensi, validitas, dan keterbandingan data antar periode
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maupun antar wilayabh.

Belum Ada Reviu Metadata yang Berkala dan Berkelanjutan Proses evaluasi
penerapan metadata statistik oleh produsen data belum dilakukan secara rutin
oleh pembuat kebijakan. Bukti reviu yang tersedia hanya bersifat lokus dan
spesifik untuk penilaian EPSS, bukan hasil reviu periodik yang mencerminkan
pemantauan implementasi metadata dalam kegiatan sehari-hari.

Reviu Interoperabilitas Data Belum Diterapkan Secara Menyeluruh Sama
halnya dengan metadata, proses reviu berkala terhadap penerapan
interoperabilitas data belum dilaksanakan. Selain itu, belum disertakan bukti
pendukung seperti URL API atau screenshot kode API yang dapat
menunjukkan kesiapan teknis integrasi data secara real time atau
machinereadable.

Reviu Penerapan Kode Referensi Belum BerkelanjutanEvaluasi penerapan
kode referensi juga hanya dilakukan pada lingkup penilaian EPSS, belum ada
mekanisme pemantauan rutin  yang memastikan Kkonsistensi dan

keseragaman kode referensi dalam seluruh proses statistik.

2. Domain Kualitas Data
Keunggulan

1. Kelengkapan Dasar Hukum dan Dokumen PedomanSeluruh tahapan dalam

kedua kegiatan telah mengacu pada Surat Keputusan Bupati Jombang
N0.188.4.45/168/415.10.1.3/2024 tentang Daftar Data Statistik dan
Geospasial Kabupaten Jombang 2024, serta dilengkapi dengan KAK, SOP
kegiatan, dan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang
disusun oleh Walidata.

Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan DataHampir seluruh aspek pada
Domain 2 telah diakomodasi, meliputi: relevansi data, identifikasi kebutuhan
data, akurasi, aktualitas, ketepatan waktu diseminasi, ketersediaan data,
akses media penyebarluasan, ragam format data, keterbandingan, dan
konsistensi statistik.

Pelaksanaan Rapat Evaluasi pada Beberapa AspekUntuk indikator aktualitas

data, akses media penyebarluasan data, format data, keterbandingan data,
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dan konsistensi statistik, telah dilakukan rapat reviu dan evaluasi serta
pembahasan tindak lanjut, yang menunjukkan adanya mekanisme
pengendalian mutu pada sebagian komponen.

4. Keterbukaan Akses DataData yang dihasilkan telah disebarluaskan melalui
berbagai kanal, seperti website OPD, portal Sambang, media sosial, publikasi,
dan open data yang dapat diakses publik.

5. Konsistensi dan Keterbandingan Datalnformasi yang dihasilkan memiliki
keterbandingan antarwaktu dan antarwilayah, serta konsistensi angka pada
berbagai publikasi, yang meningkatkan kepercayaan pengguna data.

Kekurangan Pelaksanaan Kegiatan

1. Minimnya Reviu dan Evaluasi Berkala Hampir seluruh indikator pada Domain
2 belum memiliki rapat reviu dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
dan berkelanjutan. Sebagian evaluasi hanya dilakukan untuk kebutuhan
penilaian EPSS, bukan sebagai mekanisme rutin.

2. Reviu Tindak Lanjut Belum MerataWalaupun beberapa indikator telah
dilakukan reviu dan tindak lanjut, penerapannya belum menyeluruh pada
semua aspek, khususnya relevansi data, identifikasi kebutuhan data, akurasi
data, ketepatan waktu diseminasi, dan ketersediaan data.

3. Monitoring Implementasi SOP Belum OptimalMeskipun SOP telah disusun
dan terdokumentasi, belum terdapat bukti monitoring terstruktur yang menilai
sejauh mana SOP tersebut diikuti secara konsisten oleh produsen data.

4. Evaluasi Aspek Kritis Masih TerbatasBeberapa aspek yang krusial seperti
relevansi data terhadap pengguna dan identifikasi kebutuhan data belum
memiliki forum khusus untuk menampung umpan balik pengguna secara rutin,
sehingga potensi penyempurnaan data belum tergali optimal.

3. Proses Bisnis Statistik
Kelebihan

1. Dokumen kebijakan dan pedoman sudah lengkapTersedia Buku Pedoman
PSS, SOP, KAK, serta Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral
yang menjadi standar acuan bagi seluruh tahapan proses bisnis. Ini

menunjukkan adanya komitmen formal dalam pengelolaan statistik.
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2.

Seluruh tahapan proses bisnis sudah berjalanMulai dari identifikasi kebutuhan,
desain, penyiapan instrumen, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga
diseminasi data telah dilaksanakan, dan ada bukti dukung berupa laporan,
dokumentasi, serta aplikasi pengolahan data.

Evaluasi dan reviu dilakukan secara berkalaWalaupun masih bersifat umum,
namun adanya kegiatan evaluasi berkala menunjukkan proses perbaikan

terus diupayakan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Kekurangan

1.

Evaluasi belum detail per aspek/indikatorReviu yang dilakukan masih bersifat
umum, sehingga belum mampu mengidentifikasi kelemahan secara spesifik di
setiap tahapan proses bisnis.

Bukti mutu belum lengkapUji validitas instrumen, reliabilitas, dokumentasi data
cleaning, serta standar kualitas data belum terdokumentasi secara memadai
sehingga sulit memastikan kualitas data.

Tindak lanjut hasil evaluasi belum terstruktur Mekanisme untuk
menindaklanjuti temuan evaluasi belum jelas dan monitoring kepatuhan
OPD/produsen data terhadap pedoman belum terukur dengan indikator

Kinerja.

4. Proses Kelembagaan

Kelebihan

1. Proses Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan

Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan oleh seluruh produsen data dan
berdasarkan prosedur baku yaitu mengacu pada Peraturan dari Kementerian
Induk

Proses Penjaminan Kualitas Data telah dilaksanakan di seluruh produsen data
dan diidentifikasi pada OPD lokus. serta sudah ada prosedur baku yang telah
ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data.

Proses Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilaksanakan di seluruh
produsen data, dimana pada Laporan Akhir kegiatan statistik sektoral data
yang dimuat tidak mencantumkan informasi individu. Serta sudah ada

prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen
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Data.

. Proses Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia baik di Bidang Statistik
maupun Bidang Manajemen Data telah dilakukan dengan baik dengan
dilaksanakan diklat di bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Pusdiklat BPS
dan BKPSDM Kabupaten Jombang. Selain itu telah dilaksanakan rapat reviu
dan evaluasi secara berkala.

. Proses Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik telah diwujudkan
dalam dokumen resmi dan ditindaklanjuti melalui kegiatan rapat dan
sosialisasi.

. Penyelenggaraan Forum Satu Data selain tersedia Rencana Aksi SDI juga
telah tersedia dokumen monitoring dan evaluasi dari seluruh Rencana Aksi
SDI yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan SDI.

. Proses Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara
formal dibuktikan dengan adanya MOU kerjasama antara Pemkab Jombang
dengan BPS Kabupaten Jombang.

. Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata telah dilaksanakan
dengan baik dimana tersedia peraturan/dokumen resmi penetapan walidata,
tersedia rincian tugas walidata, seluruh tugas/program kerja walidata sudah

dilaksanakan.

Kekurangan
Dokumen kebijakan yang memuat Proses Penjaminan Transparansi Informasi Statistik
belum memuat seluruh poin yang terdapat pada Draft Penjelasan Indikator EPSS
2024_Revl beserta implementasinya.

5. Proses Statistik Nasional
Kelebihan:

1. Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan

Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan
menggunakan data BPS baik dari data sensus maupun survei di beberapa

kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.

2. Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan

Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan
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menggunakan data statistik sektoral di beberapa kegiatan dan telah
melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.

3. Proses Sosialisasi dan Literasi Data Statistik telah dilaksanakan oleh
produsen data dengan kegiatan secara online pada website dan media sosial
maupun offline yang mengundang pihak eksternal baik OPD maupun
Masyarakat luas.

4. Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan oleh seluruh
produsen data pada awal tahun dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat
Rekomendasi Statistik oleh BPS dan telah dilakukan reviu serta evaluasi
secara berkala

5. Proses Perencanaan Pembangunan Statistik telah dituangkan dalam
Rencana Aksi SDI telah dilaksanakan dengan baik. Bukti monitoring dan
evaluasi termuat dalam Laporan pelaksanaan SDI tahun 2025.

6. Proses Pemanfaatan Big Data telah dilaksanakan di beberapa OPD dengan
memanfaatkan citra satelit dan data dari beberapa website untuk
menghasilkan data statistik pendukung, yaitu penyusunan peta kerawanan
bencana dan peta Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sektoral

Kekurangan
Walidata telah melakukan penyebarluasan data melalui portal Satu Data Kabupaten
Jombang https://[sambang.jombangkab.go.id/, namun belum terhubung dengan
portal SDI.

Dapat disimpulkan hasil IPS tahun 2025 yaitu pada level Penjelasan Level 3 —
Terdefinisi yaitu Pada level ini, proses penyelenggaraan statistik sektoral dalam
organisasi sudah diselaraskan (diharmonisasi) sehingga tidak ada lagi perbedaan cara
kerja antar unit. Setelah proses tersebut diselaraskan, unit yang memiliki fungsi
manajemen menetapkan standar, pedoman, atau SOP resmi yang mengatur bagaimana
kegiatan statistik sektoral harus dilaksanakan. Standar atau pedoman tersebut kemudian
berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi, sehingga setiap unit wajib mengikuti
aturan yang sama dalam mengelola, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data

statistik sektoral. Pada Pemerintah Kabupaten Jombang artinya :
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Proses kerja sudah jelas dan terdokumentasi.
Sudah ada pedoman atau SOP resmi.

Semua unit kerja menggunakan standar yang sama.

1.
2.
3.
4.

Tidak ada lagi proses yang dilakukan secara berbeda-beda oleh masing-masing
unit.
Level 3 menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah

memiliki standar proses yang baku dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Sasaran Strategis Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan
informasi, Indikator : Indeks KAMI, Target : 640, Realisasi 651 dengan capaian
101.56%

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan
informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis
kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat
untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka
kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Proses evaluasi dilakukan melalui
sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan

. Tata Kelola Keamanan Informasi

. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi

. Kerangka Kerja Keamanan Informasi

. Pengelolaan Aset Informasi

. Teknologi dan Keamanan Informasi

. Pelindungan Data Pribadi

0o N o o0~ WDN P

. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan keterlibatan

Pihak Ketiga Penyedia Layanan)

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan diproses pada Indeks KAMI versi 5.0
dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang data pengukuran didapatkan

hasil pengukuran sebagai berikut :
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Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Versi 5.0
Responden: Skor Kategori SE - 20 Kategori SE
Dinas Komunikasi dan Infarmatika Pemerintah
Kabupaten Jombang Hasil Evaluasi Akhir: =
' ' Cukup Baik
Tingkat Kelengkapan Penerapan E .651
JI. Wachid Hasyim 137 Jombang - 61411 Standar 1S027001 sesuai
Tata Kelola : 113 T. Kematangan: i+
Pengelolaan Risiko : 57 T. Kematangan: Wl Il
Kerangka Kerja Keamanan Informasi  : 142 T. Kematangan: I+ sid
0321-861292 Pengelolaan Aset : 160 T. Kematangan: [l 1+
diskominfo@jombangkab.go.id Teknologi dan Keamanan Informasi : 131 T. Kematangan: [l
44507 Pelindungan Data Pribadi : 48 T. Kematangan: [l
Pengamanan Keterlibatan P.Ketiga 91 %

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki ketergantungan yang
tinggi terhadap sistem elektronik. Ketergantungan tersebut ditunjukkan pada hasil
perhitungan Indeks KAMI dengan skor kategori sistem elektronik sebesar 20 yang
termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi akhir yang diperoleh, tingkat
penerapan keamanan informasi berada pada kategori cukup baik dengan skor 651. Hasil
ini menggambarkan bahwa kondisi keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang sudah memenuhi sebagian besar elemen penting
keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001, meskipun masih terdapat
beberapa area yang perlu ditingkatkan. Apabila dilihat pada grafik hasil penilaian, kondisi
keamanan informasi Diskominfo Kabupaten Jombang berada pada level warna kuning
menuju hijau, yang menandakan posisi keamanan informasi berada pada tingkat cukup

baik namun masih memerlukan penguatan di aspek tertentu.
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Persentase Tingkat Keamanan Informasi

Keterangan Responden Skor Maksimal Persentase
Tata Kelola 113 126 B89%
Pengelolaan 57 T2 T9%
Risiko

Kerangka Kerja 142 192 T3%
Pengelolaan 160 258 62%
Aset

Teknologi 131 186 T0%
PDP 48 84 57%

Berdasarkan hasil analisis Indeks KAMI yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa,;

1. Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi
dan Informatika dalam kategori Cukup Baik.

2. Terdapat peningkatan Skor Indeks KAMI Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang pada tahun 2024 dari 612, pada tahun 2025 menjadi 650.

3. Perlu adanya peningkatan terutama di area penilaian perlindungan data pribadi,
pengelolaan risiko dan pengelolaan aset keamanan informasi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Jombang.

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif,
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Target 80.10, Realisasi
85.85 dengan capaian 107.18%

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tanggal 8 Desember 2025 Nomor :
000.8.6/9977/415.10/2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah Tahun 2025, kesimpulan hasil evaluasi adalah Indeks Reformasi
Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah 85.85
dengan kategori A- predikat Memuaskan dengan Catatan. Rincian hasil evaluasi tersebut

adalah sebagai berikut:
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No

1

Komponen

CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH

Pengelolaan Reformasi Birokrasi
Rencana Aksi
Monitoring dan Evaluasi

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan
akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten
Jombang yang profesional

TOTAL

NILAI

Bobot

2024 2025
10% 7.16 8.19
2% 2.00 1.75
4% 2.33 3.17
4% 2.83 3.28
90% 72.91 77.66
50% 41.01 43.29
40% 31.90 34.36

80.07 85.85

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 perindikator dijelaskan

sebagai berikut :

No

A CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN

Nilai
2024 2025
7.16 8.19 - Seluruh rekomendasi telah dicantumkan dalam

Indikator Kegiatan Utama Catatan

Rekomendasi

- Melanjutkan kontribusi Agen Perubahan

REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT
DAERAH

rencana aksi, namun belum terlihat kecukupan
secara substansi dimana indikator atas tindak
lanjut belum menggambarkan output perubahan
yang jelas

- Rencana Aksi yang disusun sudah optimal dan
terdapat peningkatan kualitas dari tahun
sebelumnya, namun sebagian besar indikator
rencana aksi hanya berbasis dokumen, belum
seluruh indikator output mencakup aspek
kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target
yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau
capaian dari rencana aksi yang selaras dengan
sasaran dan target indikator RB PD yang
ditetapkan
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terhadap upaya perubahan pada unit kerja.

- Terus meningkatkan kualitas rencana aksi
melalui perumusan rencana aksi yang efektif,
efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan
riil yang dihadapi serta dengan
mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan
bahwa indikator rencana aksi telah
menggambarkan hasil/perubahan agar cukup
untuk mengungkit ketercapaian target Indikator
pembagunan RB PD.

- Menyempurnakan proses Monev Internal
dimana evaluasi dilakukan dengan maksud
menghasilkan catatan dan rekomendasi
perbaikan pembangunan RB secara
berkelanjutan, serta ditindaklanjuti bahkan
dapat dilakukan perbaikan rencana aksi

- Terus meningkatkan dan penguatan komitmen
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh
pegawai khususnya Tim RB PD sehingga
Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan
administratif namun menjadi bagian dari
perubahan tata kelola secara substantif untuk
memaksimalkan kinerja organisasi dan
memberikan dampak/outcome yang dapat
dirasakan oleh Masyarakat




No Indikator Kegiatan Utama

2024 2025 Rekomendasi

Catatan

| Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang

1 Tingkat Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah

2 Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru

3 Indeks Penerapan SPBE

4 Indeks Perencanaan Pembangunan
5 Nilai SAKIP

6 Tingkat Digitalisasi Layanan

90.18 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan
proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif.
Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai
mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk
mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan
sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika
perubahan lingkungan eksternal organisasi.

4.00 5.00
99.85 97.67
96.91 B9.57

79.19 76.05 Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat

100.00 5.00

pada uraian ¢ Laporan Hasil Evaluasi AKIP
Perangkat Daerah Tahun 2025

Tingkat 5 — Optimum dan Berorientasi Nilai

Catatan:
Kepuasan yang sangat tinggi mencerminkan

layanan yang proaktif, adil, responsif, dan stabil

pada beban kerja yang meningkat, disertai
pengambilan keputusan berbasis data.

Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator
yang tercantum pada uraian huruf d Laporan
Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun
2025

Rekomendasi:

1. Menerapkan pemantauan prediktif
(peringatan dini lonjakan permohonan),
penjadwalan petugas adaptif, dan pengingat
masa berlaku dokumen.

2. Melaksanakan riset pengalaman pengguna
berkelanjutan (wawancara periodik, uji
kegunaan, A/B testing) serta co-design bersama
perwakilan pengguna.

3. Memperkuat ketahanan layanan melalui
tinjauan pascainsiden, target penurunan MTTR,
dan uji ketangguhan (chaos testing) terbatas.

4. Mengoptimalkan efisiensi operasional melalui
FinOps/Green IT dengan pengukuran biaya per
transaksi tanpa menurunkan CSAT.

7 Tingkat Pembangunan Z| 2,00 3.75 Telah menunjukkan keterpenuhan kriteria untuk ~ Terus melakukan penguataan dan perbaikan
diusulkan menjadi unit WBK/WBBM sesuai program pembangunan Zona Integritas secara
dengan ketentuan. berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau

permasalahan-permasalahan yang dihadapi
sesuai dengan PERMENPANRB Nomar 90
No Indikator Kegiatan Utama Nilai Catatan Rekomendasi
i i i
9 2024 2025
Tahun 2021 dan berkoordinasi dengan Tim
Penilai Internal ZI untuk penilaian awal unit
kerja yang diusulkan mendapat predikat Z|
WBK/WBBM Tahun 2026

8 Maturitas SPIP 3.24 0  Tidak dilakukan evaluasi implementasi Sistem Melakukan upaya peningkatan implementasi Ir
Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di
Perangkat Daerah tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP
Kabupaten
9 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan 500 5.00 HASIL KERJA KONSISTEN DAN SANGAT PERTAHANKAN KINERJA YANG SUDAH b
Masyarakat MEMUASKAN BAIK d
10 Indeks Persepsi Anti Korupsi 3.53 3.79 Sangat jarang terjadi praktik korupsi Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti B
korupsi, pengawasan, dan pengendalian,
menerapkan prinsip integritas, transparan, dan
akuntabel, serta berinovasi dalam upaya
pencegahan korupsi.
11 Indeks Pengawasan Kearsipan 71.13 85.24 Catatan atas pengelolaan arsip Perangkat Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator D
Daerah dapat dilihat pada Risalah Hasil Audit yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara P
Sementara Tahun 2025 Tahun 2025 K
12 Indeks Tata Kelola Pengadaan 92.50 95.00 B
B
13 Indeks Pengelolaan Keuangan 83.78 95.66 Memuaskan OK B
14 Indeks Pengelolaan Aset 72.72 87.92 Komponen A (Prosesntase Ketepatan KOMPONEN A B

Perencanaan dengan Realisasi Pengadaan)
Terdapat ketidaksesuaian antara rencana
pengadaan pada RKBMD dengan realisasi
belanja BMD

Komponen B (Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Bulanan)

Terdapat beberapa laporan bulanan yang
penyampaiannya terlambat

Komponen C (Kesesuaian Data Belanja Modal
Pada Aplikasi Penatausahaan Aset Dengan
Penatausahaan Keuangan)

Pastikan RKBMD selaras dengan RKA dan aset
riil yang akan dibeli oleh perangkat daerah.
Karena masih dijumpai antara RKBMD dan
RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak
sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian.
Dibutuhkan komunikasi yang baik antara
seluruh elemen di dalam perangkat daerah
sehingga tercipta keselarasan informasi yang
dituangkan dalam dokumen secara benar. Perlu
diperhatikan juga terkait Pemeliharaan BMD,
yang boleh dipelihara adalah barang dalam
kondisi baik atau rusak ringan. Barang yang
sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak
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Nilai
2024 2025
Sudah sesuai

No Indikator Kegiatan Utama Catatan

Il Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi 88.33 100.00

APIP
A Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional
1 Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai

100.00 86.67 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai
Perencanaan SKP hanya mencapai 6,67 dari 10,
Pelaksanaan Kinerja memperoleh nilai 5 dari 10,
serta Ketepatan Waktu Penilaian SKP juga

Rekomendasi

berat tidak diperkenankan untuk dipelihara.
Selain itu yang boleh dianggarkan
pemeliharaannya adalah barang yang tercatat
dalam Kartu Inventaris Barang perangkat
daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum
tercatat di dalam KIB maka tidak bisa
dianggarkan belanja pemeliharaannya.

KOMPONEN B

Laporan pengadaan bulanan waijib dilaporkan
kepada BPKAD dengan batas waktu maksimal
tanggal 10 bulan berikutnya. Jika pelaporan
melebihi tanggal 10 berikutnya, maka akan
dianggap terlambat dan mengurangi nilai IPA
SKPD. Yang harus diperhatikan bagi perangkat
daerah adalah batas waktu ini merupkan batas
waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola
Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan
salah satu poin indikator MCP KPK dimana
pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap
dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD
dari perangkat daerah untuk diupload dalam
aplikasi sijaga milik MCP KPK.

Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi
tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola
Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik
maupun fisik

KOMPONEN C
Hasil entri pada aplikasi penatausahaan aset
telah sesuai dengan data belanja modal.

Perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan B
pelaksanaan SKP, melengkapi bukti dukung,

serta memperbaiki ketepatan waktu penilaian
melalui disiplin dan monitoring berkala.

Nilai
2024 2025

berada pada nilai 5 dari 10. Kondisi ini
menggambarkan bahwa proses perencanaan,
pelaksanaan, dan ketepatan waktu penilaian
kinerja masih belum optimal dan memerlukan
peningkatan konsistensi serta ketelitian dalam
penyusunan maupun pelaksanaannya.

Kecuali dimensi disiplin, pencapaian maksimal
dari nilai semua dimensi masih belum optimal.

No Indikator Kegiatan Utama Catatan

2 Indeks Profesionalitas ASN 87.98 87.36

3 Tingkat Internalisasi Core Value ASN 2.00 65.80 Upaya internalisasi yang telah dilakukan belum
efektif dalam menanamkan budaya kerja yang
telah ditentukan. Pemahaman nilai hanya menjadi
slogan atau administratif saja, tetapi konsistensi

pelaksanaan belum terlihat merata di organisasi.

4.20
85.11

4.68
94.42

4 Indeks Pelayanan Publik sesuai LHE

5 Indeks Kepuasan Masyarakat untuk menyusun RTL dari 3 unsur terendah

. Pengampu
Rekomendasi Indikator
Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk BKPSDM

meningkatkan predikat kinerja organisasi yang
mempengaruhi predikat kinerja setiap pegawai,
dan yang berpengaruh pada perolehan nilai
dimensi kompetensi dan kinerja, dan untuk
dioptimalkan lagi penilaian tahun berikutnya
pada peningkatan kompetensi/diklat bagi ASN,
dan Kualifikasi pendidikan masih ada yang
belum optimal sesuai tingkat jabatan.

Tegaskan kembali komitmen pimpinan dan
implementasinya dalam aktivitas kerja. Kuatkan
dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja
untuk dievauasi secara berkelanjutan dan
diberikan feedback perilaku kerja agar nilai
berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan
hanya slogan dan tertera dalam dokumen
administratif.

sesuai LHE

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi

segera melakukan Tindaklanjut dari RTL yg
ditetapkan

Bagian Organisasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik dan

mencapai kategori A- (Memuaskan dengan Catatan) dengan nilai 85,85. Dalam penilaian

Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jombang, nilai tersebut menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
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Jombang pada peringkat ke-4 dari seluruh perangkat daerah yang dilakukan evaluasi.
Urutan pertama yaitu Kecamatan Ngoro dengan nilai 86,47, urutan kedua yaitu Dinas
Lingkungan Hidup dengan nilai 86,45, Urutan Ketiga Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan nilai 86,17, Urutan ke empat Dinas Komunikasi dan Informatika

dengan nilai 85,85 dan Urutan kelima yaitu Inspektorat dengan nilai 84,45.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat
daerah tersebut telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar
indikator penilaian pada area perubahan Reformasi Birokrasi dengan hasil melampaui
target 72 dengan realisasi 85.85 dengan capaian 119,23%. Reformasi birokrasi Dinas
Komunikasi dan Informatika menggambarkan bahwa kinerja tata kelola organisasi,
akuntabilitas, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan
secara konsisten dan menunjukkan hasil yang positif dibandingkan sebagian besar

perangkat daerah lainnya.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang harus ditindaklanjuti sesuai
dengan hasil rekomendasi yang akan diimplementasi dan ditindaklanjuti pada Tahun
2026.

A p A Indikator Target | Realisasi | Capaia
rogram
n (%)
1 | Program 1 | Nilai Evaluasi AKIP | 76,05 76,05 100
Penunjang Urusan Perangkat Daerah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Program 2 | Persentase pengaduan | 100% 100% 100
Pengelolaan yang diterima telah
Informasi dan ditindaklanjuti
Komunikasi Publik | 3 | Persentase Informasi| 100% 100% 100
Publik yang
dipublikasikan  tepat
waktu
3 | Program 4 | Tingkat keterpaduan 23% 23% 100
Pengelolaan layanan  administrasi
Aplikasi pemerintahan dan
Informatika layanan publik
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4 | Program 5 | Evaluasi 2.5 3.06 110
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Statistik Sektoral Statistik Sektoral
5 | Program 6 |Nilai Tata Kelola 100 113 110
Penyelenggaraan keamanan Indeks
Persandian Untuk KAMI
Pengamanan
Informasi
103.34
TOTAL

Rata-Rata Capaian Program Perubahan Renstra 2025-2029 pada tahun 2025 yaitu
103.34%

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Indikator Nilai
Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Target: 76.05 Realisasi 76.05 dengan capaian
100%

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tanggal 1 Agustus 2025, Nomor

000.8.6.3/5682/415.10/2025, Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025 Pada
tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
menunjukkan nilai sebesar 76.05 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa
implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu Terdapat gambaran bahwa AKIP
sangat baik pada sebagian besar unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai
dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja,
memiliki sistem manajemen kinerja yang andal serta pengelolaan kinerja secara

berkelanjutan telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang




Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai

1 Perencanaan Kinerja

2 Pengukuran Kinerja 30.00 24.00 23.10
3 Pelaporan Kinerja 15.00 11.19 11.10
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25.00 18.56 18.75
Nilai Hasil Evaluasi 79.19 76.05
Predikat Akuntabilitas Kinerja BB BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi

dan Informatika tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun rencana strategis (Renstra)

Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah Tahun

2025. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga sudah menyusun cascading

dan pohon kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang

perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

a. Dalam dokumen pokin belum didapati informasi terkait hubungan kinerja atau
crosscutting kinerja lintas Perangkat Daerah yang sudah disusun dengan
berfokus pada identifikasi setiap keterlibatan Perangkat Daerah yang ada untuk
mengawal kinerja lintas sektoral, baik yang bersifat makro maupun yang
menjadi isu strategis;

b. Telah dilakukan analisis sebagai dasar penetapan target kinerja namun tindak
lanjut hasil kinerja tahun sebelumnya belum tergambar dalam analisis/dasar
penetapan target dalam KKPT,;

c. Telah dilakukan dialog kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala namun tidak
semua pegawai mampu memahami dan peduli karena dalam hasil survey
lapangan sebagian pegawai tidak mampu menjelaskan hasil dari pembahasan

forum perencanaan kinerja maupun pembahasan evaluasi kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dokumen Penetapan IKU/IKI dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang




rencana aksi yang digunakan sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi progres

kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam

pe

a.

.P

ngukuran kinerja, di antaranya sebagai berikut:

Pengukuran kinerja belum mempengaruhi dalam penyesuaian strategi/aksi hal

ini terlihat dari hasil monev renaksi renaksi tribulan IV seluruh aksi pada

dokumen monev renaksi Kepala Perangkat Daerah maupun bawahan telah

tercapai 100 %, namun pada dokumen pengukuran kinerja Tribulan IV terdapat

indikator yang tidak tercapai yaitu nilai AKIP, hal ini menunjukan bahwa terdapat

aksi dari bawahan yang tidak mendukung aksi atasan atau aksi bawahan tidak

menjadi penyebab tercapainya kinerja atasan;

. Pada dokumen Kurja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika belum disajikan
terkait dengan anggaran untuk indikator Nilai Evaluasi AKIP, sehingga tidak

diketahui efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;

. Dari hasil survei lapangan didapati bahwa sebagian pegawai menganggap

bahwa hasil pengukuran kinerja tidak berpengaruh dalam melakukan
penyesuaian rencana aksi

elaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja

mulai dari level perangkat daerah hingga individu pegawai. Namun demikian, masih

terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, di antaranya sebagai
berikut:

La

a. Belum mengupload LKJIP pada website resmi kominfo.jombangkab.go.id;

b. Penulisan sub bab pada LKJIP belum sesuai dengan Peraturan Bupati
Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang
Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun belum dijelaskan
dengan analisis mendalam sehingga tidak diketahui apa factor yang
mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya,;

d. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan
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sumber daya dalam mencapai kinerja, hanya menarasikan isi dari table
efisiensi;

e. Dari hasil survey lapangan didapati bahwa pegawai telah membaca LKJIP
namun belum terlihat adanya keterlibatan aktif dalam memberikan masukan
terhadap kualitas LKJiP

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan evaluasi internal atas
implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati
Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang
Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun
demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal, yaitu Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2024 belum sepenuhnya
efektif meningkatkan Implementasi SAKIP tahun 2025dengan adanya penurunan
pada 3 komponen, dan juga kinerja Perangkat Daerah dimana 1 indikator sasaran

mengalami penurunan.

Dari hasil evaluasi AKIP yang telah diuraikan diatas, seluruh rekomendasi telah
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Maka untuk meningkatkan nilai
evaluasi AKIP sesuai target maka Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja
Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, Perjanjian
Kinerja, dan Rencana Kerja agar lebih selaras dengan tujuan strategis organisasi serta
memastikan indikator kinerja yang digunakan bersifat terukur, relevan, dan
berorientasi pada hasil.

2. Penguatan Cascading Kinerja
Melakukan penyelarasan (cascading) sasaran strategis dari tingkat perangkat daerah

hingga ke unit kerja dan individu agar seluruh pegawai memiliki kontribusi yang jelas
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terhadap pencapaian kinerja organisasi.

3. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja
Mengoptimalkan sistem pengukuran kinerja melalui pemanfaatan data yang akurat
dan valid, serta memastikan proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara
berkala.

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja
Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja agar lebih informatif, analitis, dan
mampu menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program,
penggunaan anggaran, serta hasil kinerja yang dicapai.

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Internal
Melaksanakan evaluasi internal secara berkala terhadap capaian kinerja program dan
kegiatan, sehingga dapat segera dilakukan langkah korektif apabila terdapat deviasi
antara target dan realisasi.

6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola AKIP
Meningkatkan kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan AKIP melalui
pelatihan, bimbingan teknis, maupun pendampingan terkait perencanaan,

pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP diuraikan sebagai berikut :

Mo Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut ‘Waktu Pelaksanaan Penanggung Jawab

TWHI | TWIV | TWI | TwWi TWil | TWIv
2025 | 2025 @ 2026 2026 2026 | 2026

1 Agar  dokumen Pohon  Kinerja | Menyusun dokumen Pohon Kinerja dengan W W Sekretaris, Kepala Bidang
disusun secara lebih komprehensif | mengidentifikasi hubungan antar perangkat Humas dan Komunikasi
dengan daerah, yang menggambarkan crosscutting Publik, Kepala Bidang
memuat  penjabaran  hubungan | performance terhadap pencapaian sasaran Aplikasi Informatika dan
kinerja lintas Perangkat Daerzh | makro dan isu strategis daerah plt. Bidang Statistiik dan
{crosscutting Persandian
performance), terutama pada
sasaran yang bersifat makro dan
isw-isu strategis
daerah | | | | |

Pemetaan  Lintas  Perangkat  Daerah W Sekretaris, Kepala Bidang
[Crosscutting) dengan mengidentifikasi PO Humas dan Komunikasi
yang terlibat Publik, Kepala Bidang

Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistik dan

Persandian
Penjelasan Dokumen Pohon Kinerja yang v | | v | | Sekretaris, Kepala Bidang
memuat penjabaran pohon kinerja lintas Humas dan Komunikasi
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Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut ‘Waktu Pelaksanaan Penanggung Jawab
Twi | Twiv | Twl [ Twa | Twin | Twiv
2025 2025 2026 2026 2026 2026
Peranghkat Daerah (erosscutting performance] | Publik, Kepala Bidang
dijabarkan kedalam penyusunan Renstra Aplikasi Informatika dan
2025-2030 dan Renja meliputi (Mengapa plt. Bidang Statistiik dan
sasaran tersebut penting, PD mana saja yang Persandian
terlibat, Bagaimana sinergi antar PD dibangun
dan Tantangan dan peluang dalam hubungan
kinerja lintas PD)
Agar penyusunan target kinerja | Melaksanakan Evaluasi Menyeluruh terhadap W Sekretaris, Kepala Bidang
dalam  KKPT  (Kertas  Kerja | Kinerja Tahun Sebelumnya Humas dan Komunikasi
Perencanaan Tahunan) tidak hanya Publik, Kepala Bidang
berdasarkan analisis kondisi saat ini, Aplikasi Informatika dan
mamun  jugamempertimbangkan plt. Bidang Statistilk dan
tindak lanjut dan pembelajaran dari Persandian
capaian sertaketidaktercapaian
target kinerja tahun sebelumnya
Menyusun Rencana Tindak Lanjut KKPT W Sekretaris, Kepala Bidang
Berdasarkan Evaluasi Tahun Sebelurmnya Humas dan  Komunikasi
dalam LEJP Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
Pemyusunan Target Kinerja dalam  KKPT v | Sekretaris, Kepala Bidang

Rekomendasi

dengan  Kolsborasi  Antar  Bidang  dan
melibatkan seluruh ASH Dinas Kominfo

Humas dan Komunikasi
Publik, Kepala Bidang

Aplikasi Informatika dan

Rencana Aksi Tindak Lanjut

™I TWIV
2025 | 2025

Waktu Pelaksanaan

TWI  TWH TWI | TWIV
2026 | 2026 2026 | 2026

Penanggung Jawab

plt. Bidang Statistiik dan
Persandian

Penguatan Sistem Pernantauan dan Evaluasi W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
Berkala melalui Rapat Evaluasi KKPT setiap Humas dan  Komunikasi
tribulan Fublik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Stabistiik dan
Persandian
Melibatkan seluruh pegawai secara | Penyusunan Mekanisme Partisipasi Pegawai W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
aktif dalam proses perencanaan | melalui zlur kinerja mulai dari Perencanaan Humas dan  Komunikasi
danevaluasi, tidak hanya pada saat | dan Evaluasi Publik, Kepala Bidang
forum, tetapi juga dalam proses Aplikasi Informatika dan
tindak  lanjut  danpenyusunan plt. Bidang Statistiik dan
rencana aksi individu/unit Persandian
Melibatkan selurub ASN dinas keminfo dalam W W v | v Sekretaris, Kepala Bidang
Penyusunan Rencana Aksi dan Dialog Kinerja Humas dan  Komunikasi
Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
Pelatthan  dan  Pengembangan  untuk W Sekretaris, Kepala Bidang
Meningkatkan  Partisipasi  Penyusunan Humas dan Komunikasi
Rencana  Aksi  dengan  menghadirkan Publik, Kepala Bidang
narasumber yang kompeten Aplikasi Informatika dan

plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
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Rekomendasi

Rencana Aksi Tindak Lanjut

‘Waktu Pelaksanaan

Penanggung Jawab

Twn | Twiw | Twr [ Twn| Twm | Twiv
2025 2025 026 | 2026 2026 2026
Kepala Perangkat Daerah perlu | Penyelarasan Rencana Aksi. Kepala Dinas W W Sekretaris, Kepala Bidang
memastikan bahwa rencana aksi | Kominfo mengadakan rapat  koordinasi Humas dan  Komunikasi
unit kerja di | dengan sekretaris, kepala bidang dan seluruh Publik, Kepala Bidang
bawahnya telah di-cascading secara | pegawai untuk memastikan bahwa rencana Aplikasi Informatika dan
tepat dan berkontribusi langsung | aksi telah dicascading secara tepat dan plt. Bidang Statistilk dan
terhadap berkentribusi langsung terhadap pencapaian Persandian
pencapaian indikator kinerja Kepala | indikator kinerja
Perangkat Daerah, melalui
penyelarasan,
pemantauan, dan evaluasi secara
berkala;
Pemantauan Berkala dengan rapat tribulan W W W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
untuk memantau progres pencapaian Humas dan Komunikasi
rencana  aksi dan  hasil kinerja dengan Fublik, Kepala Bidang
melibatkan seluruh pegawai Dinas Kominfo Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
Evaluasi Kinerja dan Tindak Lanjut dengan W W W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
Menyusun  laporan  evaluasi kinerja dan Hurmas dan  Komunikasi
tindak lanjut berdasarkan  hasil evaluasi Publik, Kepala Bidang
tersebut dengan melibatkan seluruh pegawai Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistilk dan
Persandian
Agar menyajikan anggaran dan | Menyusun Kurja Kepala Dinas Kominfo W Vi W W W W Sekretaris, Kepala Bidang
realisasi  anggaram  untuk  Milai | dengan menyajikan anggaran dan realisasi Humas dan  Komunikasi
Evaluasi AKIP FD | anggaran untuk Nilai Evaluasi AKIF PD untuk Fublik, Kepala Bidang
pada Kurja Kepala Perangkat | dapat diketahui ada tidaknya Aplikasi Informatika dan
Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Waktu Pelaksanaan Penanggung Jawab
Twn | Twiv [ Twi [Twn | Twm [ Twiv
2025 2025 2026 2028 2026 2026
Daerah, sehingga dapat diketahui | efisiensi jika dibandingkan dengan capaian plt. Bidang Statistiik dan
ada tidaknya | kinerja Persandian
efisiensi jika dibandingkan dengan
capaian kinerja
Mensosialisasikan  kembali  siklus | Sosialisasi Siklus Manajemen Kinerja meliputi W W Sekretaris, Kepala Bidang
manajemen kinerja secara | perencanaan, pelaksanaan,  pengukuran, Humas dan Komunikasi
menyelurub evaluasi, dan tindak lanjut Publik, Kepala Bidang
khususnya  memastikan  hasil Aplikasi Informatika dan
pengukuran kinerja dibahas secara plt. Bidang Statistiik dan
terbuka dan Persandian
dijadikan  bshan  pertimbangan
dalam  forum  evaluasi  dan
perencanasn
berikutnya, termasuk melibatkan
pegawai dalam proses identifikasi
tindak lanjut
Rapat Evazluasi  Internal Tribulan  yang W Ay W W W W Sekretaris, Kepala Bidang
bertujuan  untuk  memastikan  hasil Humas dan Komunikasi
pengukuran kinerjz dan dijadikan bahan Publik, Kepala Bidang
pertimbangan serta evaluasi  perencanaan Aplikasi Informatika dan
berikutnya dengan  melibatkan  seluruhb plt. Bidang Statistiik dan
pegawai Perzandian
Hasil Evaluasi Internal Tribulan ditindaklanjuti W A W W W v Sekretaris, Kepala Bidang

oleh selurub pegawai. Hasil Tersebut menjadi
bahan pertimbangan perencanaan kinerja
pegawai tribulan berikutnya

Humas dan Komunikasi
Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
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[P REe——— Rencana &k Tindak Lasjr WWakiba Pelakanaan Penanggung lamab
Wil TW I TWI | TWE | TWill | TR
335 Foiriy poard ] bl ] I03E I0BE
Agar mengunggah LKAP gada laman | LKAP Tahum 2024 telah  diepload i W SeRretaris, Kipala Bidang
o gouid jombanghab gaid pods targgal 23 Humaz dan  Homundach
bl 2025, Buktl Duling Polaporan Tindak Publik, Kepala Bidang
Largut skan dilampirkan pada rencama aksi Aphkasi Inforeatika dan
Tirad sl Lanjur of Tribadaa 1 Tahun 2025 @t. Bidang Statiswik dan
Persandian
LESP Taihwin IS il s L) Sehretaris, Kiepala Bidang
dikorninfio jombanghkab go. b pada bribulkan | Humas dan Homonbasi
Tahin I03& Publk, Kepala Eidang
Aphkasi Informeatika dan
@t. Bidang Statiswik dan
Persandian
Agar melabskan perbaikan pada | LKAP  Tahun 2024 telah  dissun  dan W Sohretaris, Kepals Bidang
laporan WP sesuai dengan | difindaklanjull seesal shtommatiia Peraturan Humas dan Homunikasi
Hstematina padaPeraburan Bupati | Bupall Jombang Womor 37 Tabens 2035 Publik, Kepala Eidang
Jombang Momar 37 Taben 2005 | Perubahan Atis PerabsanBupati ombang Aplkasi Informatls dan
Perubahan Atas PeraturanBupati | Homor 47 Taban 23033 Tentang Poedoman pt. Bidang Stathrik dan
Jombang Somor 47 Tahun 2022 | PoveslengiaraanSebem Akbuntabilitas Sneda Parsandian
Tentang Pedoman | Inetans Pemeriniah Doain Evaluasi
Py ben g e ma n Sigle m AluntabiltasKinerfa wesual dengan Tindak
Abuntabiitas Kt ja Iredtangi | Lanjut Evaluad SAKIF 024 pada tangdal 13
P intah Duait Evaluasi | bhani 2025, Bubkm duliing LEIP Tabosy 2004
SAbuntabditadineria dilarmp i pada Rencana Absi Tiedak Lanjui
Tribsadan 111 Tadwisn 2025
Posvpusinan LEAP Tahumn 2035 Gisubu sepsai W Sokretaris, Kepala Bidang
Rk ndi Rencana Aks Tindak Lasjat \Wakba Pelaksanaan Penanigung lamab
™mE TW I TWI | TWH| TWil @ TWKN
3015 0I5 D036 | 2004 I0RE I0RE
ding am Peraturan Bupat kombang Romar 37 Humas dan  Komunibasi
Tahiin 2035 Ponsbahan  &les  Poraturan Publik, Kopala EBidang
Bupati Jombang Momor 47 Tahwm 2032 Aphkasi Informeatie San
Tentang [Padoman Fenpehnggaraan o, Bidang Stathtik dan
Sstein Abuntabiditas  Kiredla  esbansi Perndian
Pomerintah  Dan  Evalk Al nitabilitas
Kimeztja pada Tribadan | Taham 2036
Agar  melenghapd | perbandingan | LKAP Tahun 2024 telah diengkapi W Sehnetaris, Kepals Bidang
mealizasi kinefja dengan realisasi | porbandingan  redEasl Wineda  dengan Humas dan Komunlasi

Rinaria tahunetabos seboumrga |2
taten sebelum rya yaitu tahun 2022
adan 2023) d

realisaci hinerja tabuneiabun sebebamnya |2
ahun sebelumings yetd tabon 2032 dan
2023| deng di

sehingga s

Taktor wang

i dari tabun-tabin schelumoya di
Bokismien Laporam Kimstrja

dietab apa faktor

g
dari

Eahune Gt di
Lagsoran Hinerja sesual dengan Tindak Lanjut
Evaluasi CAKIP 3024 pada tanggal 23 Juni
J035, WP Tabun 2004 dlampitan pada
Laporan dan Buktl Dulung Rencana Sksi
Tirdakt Lanjut Triulan 18 Tahun 2025

Publk, HKopala EBidag
Aplkasi Informatis dan
o, Bidang Stathmik dan
Persandian

LEAP  Tahun 2025  dieson | dengan
porbandingan  redtasi Kneda dengan
realisasl kingtja ahuneiahon sebebamnya |2
Eahiun sebelurmnga pabd tabon 3022 dan
v dengan
analsis mendadam sehingga diketahui apa

Sehnetarss, Kepals Bidang
Humes dan Komunikasi
Publle, Koepala Eidang
Aplkasi Inormatila dan
ot Bidang Statistik dan
Persandian
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o Rekeavendasi Rencana Aksi Tindak Lasju Wakbas Pelaksanaan Penanggung Jawab
TWE | TWIN | TWI | TWHE | TWill | T
o5 | 2005 | D025 | 2o2s | 2026 | 2oz
Fakior wang s ngan hi
kenaikandpenunanan  dari  tahun-tahun
sebelurmmya i Doleunen Lagoran Kinerja
10 | Agar merambahian  penjedasan | LKAP  Tahum 2034 Colab citambahkan | ¥ Solretars, Kepals Bidang
atau arales bagaimana efisiensi | perjolosan abau analia efsknsi sumber Humas dan Homundasi
samber davamampu mendekung | devamamgd  mendubung  capalan Kineda Publk, Hepala EBidang
capaian Kinerja dam dibsangkan | seesi dongan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP ApElasi Inoreatia dan
ada dokumen LKIP 2024 pada tasggal 23 Auni 2025 LKEP Tabun dit. Bidang Statictid dan
2024 ilamgirkan pada Laporan dan Bukgi Persandian
Dudeung Rencana Aksi Tindak Lanjet Tribulan
1l Tabwn 3025
LKAP Tahun 2025 ditambahkan penjelcan v Schretars, Kepala Bidang
aitans anailisa hagaimana etiien sumber daya Humas dan Komunikasi
mampu rmendulung Capaian Kineja Pullib, Hepala  Eidang
Apkkasi Inoreatic dan
plt. Bidang Statisik dan
Persandian
11 | Perls dilakukan peng peran ireernal i penting v Schretars, Kepala Bidang
serta pegewal  dalam  proses | LKAP dalam perencanaan dan cvaluas Kinera Humas dan  Komundkasi
enVUSUNEN LKSP | pemerintah  dacrah  bagi  ASH  Dinas Publk, Kepala Eidang
melalui melansme  peeg | Komesikasi den Inforeatiia o Aplkasi Inforeatiia dan
inndang partisipasi Akt sepertl | narssusmbier yang kompeben dibidan gy lt. Bidang Stathsik dan
foum dishusi Persandian
Mo Rebomendasi Rencana Alksi Tindak Langat Wakbs Pelaksanaan Penanggung lamab
TWE | TWIN | TWI | TWHE| TwWil | TWI
005 | 05 | DOOS | 300 | 30B& | 2036

inbernal, weorkshop evaluasi kirerja,
atau permbaiam ruang umpan balk
wECaAra

Tormal Selain b pertng wnbsk
membangun budava  kera
molaboratil agar

seturuh pegasval merasa memiliai
targpng jawah bersama dalam
eeninghatian

liial itak dobiimis LKAP

T "

Tim P LEIF wang
molibathan semea pegasal dan  seharuh

bidang  pada  Dinas  Homuniesl  dan
Infarmatika. Tim Penyusunan  LENP
mompunyal  Tugas  masing-macing  yang

bertujuan  unbuk MR dan
mengeval uas P secara kolabarati!

Humas dan
Publik, HKepala

Parsandian

Pebzlabsanakan cealuad socara meyehor uh
terhadag sehoruh proses penyusunan, dari
segi parthipad pegewal maupun kualitas
dokurmen yang dihas]an.

Schretars, Kepala Bidang
HKemiunilasi
Eidang
Aplkas Iinformatka dan
pt. Bidang Statiswik dan

Schretarts, Kegala Bidang
Humas dan  Homuniasi
Fubl, Hepala Eidang
Aplkasi Informatia dan
pit. Bidang Statistik dan
Fersandian
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Rencana Ak Tindak Lasjut I Wakihs Pelikianaan | Penanggurg lamab

1% | Momastikan  poaksaraan  dan | Analist Hesil Evabaasi dengan Pemyueran | W | W | | Selretars, Kepala Bidang |
meningkatkan  kualites  rencana | Aencana Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil Humas dan Komunikasi
tiredak lanjut | Ewadus Publk, Kepala  Eidaeg
chengan berbebih dahul meence it aplkasi Informatia dan
dan meenganalids Hasd Evaluasi ini @it. Bidang Stathtik dan
wehirgga Persandian
Tindak Lanjut benar-bemar mampu
mreeningbatkan kuialtas
i plementag SAKIP
Perangkat Daerah  dan  Kimerja
Peranghkal Darah

| Micninghatkan Woordinasi dan Kolaborasi| W | W V| W W | W | Sehnetars, Kepala Bidang |
Antar Bidang Pl alui Evaluai Rapat Tribulan Humes dan Homuonikasi

Publk, Kopala Bidang
Aplkasi Infonmatika dan
it Bidang Statistik dan

Persandian
. Aulel Basar
) Rz bisset ik | Riencana &bsi Tindak Lasgat I \Wakiba Pilakianaan | Penanggung lawab

[Twm [ Twie | Twi [ Twa | Twem | Twe |

2035 2035 2005 | 2006 | 2036 | 2028
| Monitoring  ribelan dilaksanakan unbsk | W | W W W V| W | Schretaws, Kepala Bidang |
momastikan bahwa Tedak  lanjul  seosai Humas dan  Komuniloasi
diengan [adeal dan tarpet knedja dapat Publk, Hepala Bldang
tercapai Aplkasi Infomeatiia dan
pli. Bidang Statherik dan

Persandian

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator 1 : Persentase
Pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti Target: 100% Realisasi 100%

dengan capaian 100%

Pada Tahun 2025 Performa Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR! Wilayah Se-
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Kabupaten Jombang menduduki urutan ke-4 dari 39
instansi se-Jawa Timur dengan total jumlah aduan 1967, dengan topik aduan meliputi
Kesehatan, Pertanian dan Peternakan, Infrastruktur Jalan. Tentunya Keterlibatan unsur
Perangkat Daerah dalam Pengelolaan pengaduan tidak hanya menjadi tanggung jawab

satu instansi, tetapi melibatkan:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
Fungsi komunikasi dan informasi publik Admin pengelola aplikasi
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2. Inspektorat

Menangani pengaduan berkadar pengawasan Menjamin akuntabilitas dan tindak

lanjut

3. Bagian Organisasi

Evaluasi sistem pelayanan Perbaikan tata laksana Kejelasan pembagian peran dan

mekanisme koordinasi menjadi kunci efektivitas penanganan pengaduan.

@ %LAPOR!

KOMINFO JATIM

Dalam peningkatan pengaduan dan tindak lanjutnya di Kabupaten Jombang SP4N-
LAPOR! Menjadi salah satu indikator penilaian RB setiap perangkat daerah di

Performa Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR!
Wilayah Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

No Namalnstansi

JumlahAduan

(update pe6

Persentase Tindak_anjut
(update per 26 Janua®026)|

Topik Aduan

Januari2026)
1_pemerintah Provinsi Jawaimur 5034 00 endidikan dan Kebuday aan; Hak Pekerja; Pendidikan Dasar Genengan
2 Pemerintah KotaMalan 4225 100%
5 7 7208 T00%
4 Pemerintah KabupaterJombang 1967 9%
5 KoteProbolinggo 7684 700% encemaran Lingkungan; Parkir Liar; Ketenteraman, Ketertiban Umurm, dan Pelindubdgsy arakat
6 1510 100% Penerangan Jalan; Jalan Berlubang; Infrastruktialan
7 uwangl 1374 A [Bantuan Sosal; Administrast dan Pencatatan Sipi;
8_pemerintah Kabupaten Trenggalek 1227 95% [Pariisata; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masy arakat; Admi 0 an witan
[_o_pemerintah Kabupaten Lamongan 1051 100% nf rastruktur Jalan; Pungutan Liar; KTP (Kartu TanBenduduk
[10_Pemerintah KabupaterSidoario 698 95%
[11_pemerintah KabupaterProbolinggo 653 700%
12_Pemerintah KotaViojokerto 564 100%
[ 13 pemerintah KabupaterKedir 443 98% [Administrasi dan Pencatatan Sipi; Bantuan Sosial;
[14_pemernintan KotaBitar 41 100% Pendidikan Dasar dan Menengah; Bantuan Sosial; Ketertiban Umum, dan
45 Pemerintah KabupaterMalang 361 100% fadmin ependudukan dan Pencatatan Sipil; Pendidikan Dasar dan Menengah; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
elindungan Masy arakat
16 _Pemerintah KabupaterBittar 315 700% alan Berlubang; dan tan Sifiésehatan
47 |Pemerintan KabupaterLumajang 272 0% ;(::‘es:r:::::kﬁ:gman Umum, dan g Gan Pencatatan Sipil; Pekrjaan
18_Ppemerintah KabupaterPamekasan 266 99% [Perjudian online; Konten Pornograf;
19_pemerintah 254 98% Jalan; Beasiswa; Pendidi
20 Pemerintah Kabupaterganiuk 224 9% fuinsirl Kepanducukan dan Pencatatsn SIA: Takrclog nformas! dan Komilkast; Pambangunn Bess, Daarah tarnggel
21_Pemerintah 212 100% lalan Rerubang: Pendidikan Dasar
22_pemerintah KotaPasuruan 153 100% ini dan Pencatatan Sipil; BBiolah
23 Pemerintah KoteKediri 125 100% |Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Penerangan
24 b 7 100% alan Gan ipil; Jalan Berlubang; HPkeria
2 108 100% enaga Kesshatan atau Instansi Kesahat Katartihan LL
26 Jembs 1% dan Pencatatan Sipil: Infrastruktur Jalan: Jalan Berubang:
2 Ponorogo’ 96% Jalan; D
28 0 b Tactinggal: L
20 Madiun 0% etertiban Umum: Teknologi Informasi dan dan Pencaiplan
a0 0% Jalan: Pekeriaan Umum dan
31 44 09 Jalan; dan ipil
32 LeBaty 40 7 lalan: Ketertihan Limum
33 38 979 Ketertihan Umum_dan Jalan: Tenaga Kesehatan atau IKefmisitan
34 p: 26 100 dan Pencatatan Sipil: Infrastruktur Jalan: Kebij#Gii
35 18 100% ampu Jalan Umum: Jalan Beriubang; Admi i dan
36. ruan 374 89% ndidikan Dasar dan Menengah: Pendidikan dan
37_PemerintahKab 18 879 la
3g_PemernintahKabupaten 45 g Ketertihan Umum_d: Bantuan
39 i 8 2 Ketertiban Umum _dan Bencana: layanan

Kabupaten Jombang dengan indikator penilaian sbb :

Tindak lanjut penyelesaian pengaduan,;

Kecepatan/Responsif tindak lanjut;

Memiliki SK Pengelola;

Kualitas penyelesaian pengaduan;

Rating penilaian masyarakat
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Rekapitulasi penilaian SP4AN-LAPOR! Perangkat Daerah sebagai Indikator Penilaian RB
Tahun 2025 sebagai berikut :

INDIKATOR PENILAIAN
NO NAMA OPD s:(‘:.m' TS;:):L KATEGORI
2200 | gonor | wur | sosor | 24U | somuanr | sustaws | sosor | awran | sosor
(HARI)

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15

1 |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang 1 306 1 02 1 306 o 306 1 5 1 5 Sangat Baik
2 |RSUD Ploso 1 73 1 1 1 RE] 0 kel 1 5 1 5 Sangat Baik
3 |Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang 1 51 1 1 1 51 0 51 1 3 1 s Sangat Baik
4 |Dinas Pertanian Kabupaten Jombang 1 a1 1 16 1 41 o a 1 5 1 5 Sangat Baik
5 |[Dinas dan Desa Jombang 1 40 1 11 1 40 o 40 1 s 1 5 Sangat Baik
6 |sekretariat Daerah 1 33 1 03 1 33 0 33 1 s 1 5 Sangat Baik
7 |[Badan Daerah Jombang 1 32 1 05 1 32 o 32 1 5 1 5 Sangat Baik
8  |Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 1 31 1 09 1 31 o 3 1 5 1 5 Sangat Baik
9  |Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang 1 31 1 09 1 31 L 31 1 5 1 5 Sangat Baik
10 [inspektorat Kabupaten Jombang 1 29 1 19 1 29 o 29 1 5 1 5 Sangat Baik
11  |Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang 1 27 1 01 1 27 o 27 1 5 1 5 Sangat Baik
12 [Dinas dan Jombang 1 27 1 02 1 27 o 27 1 5 1 5 Sangat Baik
13 |Dinas dan Jombang 1 2 1 03 1 22 o 2 1 5 1 5 Sangat Baik
14 |Dinas dan Sipil Jombang 1 20 1 08 1 20 o 20 1 5 1 5 Sangat Baik
15  |Kecamatan Peterongan 1 19 1 06 1 19 o 19 1 5 1 5 Sangat Balk
16 |Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang 1 18 1 09 1 18 o 18 1 5 1 5 Sangat Balk
17 |BKPSDM Kabupaten Jombang 1 18 1 07 1 18 o 18 1 5 1 5 Sangat Baik
18  |Kecamatan Tembelang 1 18 1 07 1 18 o 18 1 5 1 5 Sangat Balk
19 |Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang 1 17 1 o 1 17 o 17 1 5 1 s Sangat Baik
20 |Kecamatan Ngoro 1 17 1 02 1 17 o 17 1 5 1 5 Sangat Balk

INDIKATOR PENILAIAN
JUMLAH ADUAN Mm(:"mw KUALITAS TINDAK LANJUT ADUAN MATARSIA x
i sl m KECEPATAN| m e
| S, [t | e | i | | || S | iy |
{HARI)

1 2 3 a s 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15

21 [Badan Pengelotsan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang 1 16 1 17 1 16 o 16 1 s 1 s Sangat Baik
22 |RSUD Jombang 1 16 1 o 1 16 0 16 1 s 1 s Sangat Baik
23 |oin: dan Jombang 1 15 1 1 15 0 15 1 s 1 s Sangat Baik
24 [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang 1 15 1 03 1 15 o 15 1 s 1 s Sangat Baik
25  |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang 1 39 1 01 1 39 o 39 1 3,79 0 4 Balk
26  |Dinas Ungkungan Hidup Kabupaten Jombang 1 2 13 1 22 o 2 1 3 0 4 Balk

27  [Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang 1 18 1 18 1 18 o 18 1 25 o a Balk

28 |xecamatan Mojowamo 1 17 1 1 1 17 0 17 1 o o 4 Balk

29 [Kecamatan Diwek 1 13 [ 06 1 13 0 13 1 5 1 4 Baik

30 [Sebretaris DPRD Kabupsten Jombang n 0 11 1 1 0 n 1 s 1 4 Baik
31 [Kecamatan Plandsan 1 8 0 03 1 8 0 8 1 s 1 4 Baik

32 |Kecamatan Bareng 1 7 o o 1 7 ] 7 1 s 1 4 Baik

33 [Dinas Peternakan Kabupaten Jombang 1 6 0 1 1 6 0 6 1 s 4 Baik

34 |Din: Otahraga dan Jombang 1 s o 07 1 s ] s 1 5 1 4 eaik

35  [Kecamatan Kabuh 1 5 0 0 1 5 0 s 1 s 1 4 Balk

36  [satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 1 4 o 03 1 4 0 4 1 ) 1 4 Baik

37  [Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang 1 2 o 25 1 2 0 2 1 s 1 4 Baik

38  [Dinas Sosial Kabupaten Jombang 1 5 0 04 1 s 0 5 1 0 o 3 Cukup Baik
39  [Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang 3 0 o 1 3 0 3 1 o o 3 Cukup Baik
40  |Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang 1 3 o o 1 3 o 3 1 o ° 3 Cukup Baik
41  |Kecamatan Sumobito 1 2 o 2 1 2 o 2 1 o o 3 Cukup Baik
42 |xecamatan Wonosalam 1 2 o 1 1 2 0 2 1 o o 3 Cukup Baik
43 [Kecamatan Jogoroto 1 1 o 2 1 1 0 1 1 o o 3 Cukup Balk
44 [Kecamatan Kesamben 1 1 0 0 1 1 0 1 1 o 0 3 Cukup Balk
45 |Kecamatan Kudy 1 1 0 2 1 1 0 1 0 o 3 Cukup Baik
46 |xecamatan Megaluh 1 1 o 0 1 1 0 1 1 0 o 3 Cukup Balk
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NO

NAMA OPD

INDIKATOR PENILAIAN

SK SPaN-
LAPOR!

JUMLAK ADUAN

RATA-RATA TINDAK
LANJUT (RTL)

KUALITAS TINDAK LANJUT ADUAN

RATA-RATA HASIL
PENILAIAN (RHP)

NIl
BsosoT

KECEPATAN.

TINDAK NiLAI
LANUT sosoT
[HARI]

3 ADUAN

JAWABAN
NORMATIF

JAWABAN
SUBTANSI

NIl RATING NILAI
sosoT BINTANG sosor

6 7

10

n 12 13 14

15

6

s

Cukup Baik

65

urang Balk

185

urang Balk

urang Baik

urang Baik

o ]| ]e]w

o|lo|o|m|n|n|ela
c|le|e|o|o|o|lo|ln

0o
0
o
5 o
1
1
1

0
o
[

olo|lo|w|n|n|m|e

o|lo|oe|o|e|e|e

1
2
2
1
[
]
[

o|lo|e|e|e]|e

urang Baik

= |m x| ===

urang Baik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong partisipasi
masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, Dinas Komunikasi dan
Informatika menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan SP4N-LAPOR! (Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional — Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat
daerah dan masyarakat mengenai mekanisme penyampaian pengaduan pelayanan

publik secara cepat, transparan, dan terintegrasi. Sosialisasi yang telah dilaksanakan

pada tahun 2025 sebagai berikut :

a. Workshop Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! pada tanggal 11 Juni 2025 di

Ruang Soero dengan peserta dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten

Pelaksanaan sosialisasi ini untuk meningkatkan kapasitas pengelola pengaduan serta
memperkuat implementasi sistem pengaduan yang terintegrasi. Dengan meningkatnya

pemahaman dan kompetensi

Jombang;

Sosialisasi SPAN-LAPOR! pada tanggal 04 September 2025 di Itebis PGRI

Dewantara Jombang dengan peserta dari mahasiswa Itebis PGRI Dewantara

Jombang sebanyak 59 orang;

Cetak Baliho SPAN-LAPOR! di 17 titik di Kabupaten Jombang untuk sosialisasi

pengaduan melalui SP4N-LAPOR!

Jombang, 31 Oktober 2025
Kepala Dini \ Komunikasi dan Informatika
Kabupaten mbang

pengelola SP4N-LAPOR!,
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pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat waktu, dan

terkoordinasi, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.

Indikator 2 : Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu, Target
100%, Realisasi 100% Capaian 100%

Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu adalah ukuran atau
indikator yang menunjukkan seberapa banyak informasi publik yang diumumkan kepada
masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tujuan dari kegiatan ini selain
penyebarluasan informasi juga untuk pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang
penyediaan konten, pelayanan informasi publik, penyediaan akses informasi,
pengelolaan opini dan aspirasi publik, kegiatan peliputan, pemberitaan, pengumpulan
informasi dan pendokumentasian, penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah
Daerah, Kerjasama dengan media pendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten

Jombang.
Formulasi perhitungannya:

Jumlah informasi publik yang dipublikasikan tepat waktu
(melalui media pemkab Jombang)
x 100%

Jumlah informasi publik yang ada (kegiatan pemkab Jombang)
Penjelasan:

e Jumlah informasi publik yang dipublikasikan tepat waktu — informasi yang
diumumkan sesuai jadwal atau batas waktu yang ditentukan melalui media
Pemkab Jombang seperti media cetak, media sosial, media elektronik dan media
tatap muka.

« Jumlah informasi publik yang ada — seluruh informasi kegiatan Pemkab Jombang

yang wajib disebarluaskan kepada masyarakat.
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& C [ 2% jombangkab.go.id/berita/kabupaten?page=1

‘A ?ggg‘éﬁ:‘gn BERANDA MENGENAL JOMBANG DATADAN INFORMASI  LAYANAN PUBLIK DOKUMENTASI  LAINNYA

Berita Terkini

PEMERINTAHAN Menembus Rimba demi Harapan:

. . ; : i(ell n n...
Menembus Rimba demi B e———
Harapan: perja]anan - ~‘ Indonesia Resmi Swasembada
Menuntaskan Jalan Dusun B T Pangan, Pemkab Jombang Siap..
Kedungdendeng iy

e A 3 .. Gus Wabup Salmanudin Resmikan
& 08 Januari 2026 A Oleh Administrator 3 ¥ )
Pasar Buah Ploso: Wajah Baru...

mi & Sosial
Abah Warsubi dan Gus Salman
Tinjau Tuntas Pembangunan Jalan...

Pemerintahan

Perkiraan pengunjung:

e +1.602 pengunjung unik per hari (daily unigue visitors).
e *48.500 kunjungan per bulan (monthly visits).
e *8.603 tampilan halaman per hari (daily pageviews).

https://www.youtube.com/@JOMBANG KAB

- G 25 youtube.com/@JOMBANG_KAB = a % R ]
= ®@3YouTube "’ jombangkab ¥ Q o —+ Create 2 ‘
&l JOMBANGKAB

Shorts
] NOKGH @JOMBANG_KAB - 4.71K subscribers - 435 videos

(5] subscriptions More about this channel ...more
You >
@ History Home Videos Shorts Live Q
= Playlist
= e For You
@©  watch later

OO oz manaad
@ e PEMBINAAN
Explore Portsahan il Poresrsian Bolti

-

& Music —\
B3  Movies - F3:38:29 - T

(8= —— 3 —— ] -
@ Gaming @ LIVE | Pembinaan Keharmonisan Rumah E @ LIVE | PERTUNJUKAN WAYANG KULIT DALANG E @ LIVE | Khotmil Quran Serentak dalam

Tangga & Pencegahan Dini Perceraian Pegawai... KI ANOM DWIJO K. DAN CAK PERCIL HUT Pemkab Jombang Ke-115 dan Hari Santri...
~  Showmore y Siren . - P
4K views - Streamed 1 month aga 4.3K views - Streamed 2 manths aga 96 viev

- Streamed 2 months agc

Jumlah subscriber :4.700
Jumlah video di kanal 1430
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https://www.instagram.com/jombang_kab/

< jombang_kab )
Kabupaten Jombang
3.463 29,2rb 596
postingan pengikut mengikuti

Organisasi Pemerintah

Dikelola oleh @kominfo_jombang

Akun resmi PEMKAB JOMBANG

(22 jombangkab.go.id

@ jombang_kab

&%w Diikuti oleh kominfo_jombang dan

< 7 — inspektoratkabjombang

Mengikuti v Kirim Pesan +2
@ ‘
Update Berita Update Event Testimoni Update Awa... Update Cua

ah

P
Harus Bekerja
Untuk Rakyat

07.40

e

Analytics

Sepanjang masa

4.766

Subscriber

e

8,2 rb

Suka

Jambangat

()
414,3 rb

Penayangan

10 238 = wl (B

=

1,5rb

Komentar

Penayangan terbaru

488

7 hari terakhir

Kreasi terbaru

GERAK CEPAT BUPATI WARSUBI DAN ...

4 hari yang lalu

w 3

Beranda Shorts

-+

G

Subscription

©

Anda

Jumlah pengikut :29.200
Jumlah postingan : 3.463
No | Progran Orioritas Media yang Digunakan Jumlah Keterang
Pemerintah dan Jenis Jumlah Penduduk an
Pemerintah Daerah Penerima 15s.d 64
Informasi Tahun
yang
Memperol
eh
Informasi
(1) _ (?) (3)_ _ (4) (5) (6)
1 | Sosialisasi KIM Komunikasi 55 Peserta 55 -
tatap muka
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1) (2) (3) (4) ) (6)

2 | Bimtek Media Sosial | Komunikasi | 130 Peserta 130 -
OPD tatap muka

3 | Audensi Dengan Komunikasi | 30 Peserta 30 -
Media tatap muka

4 | Jumpa Fans HUT Komunikasi | 125 Peserta 125 -
Radio SJFM dan tatap muka
Hari Pers Nasional

5 | Sosialisasi Komunikasi -
Kerpsama/l\/_lOU tatap muka 63 Peserta 63
Media dan Tim
Verifikasi

6 | Ngopi Bareng Media | Komunikasi -
dan Pegiat Media tatap muka | 211 Peserta 211
Sosial

7 | Kominfo Goes To Komunikasi -
School tatap muka 56 Peserta 56

8 | Dialog Interaktif Komunikasi | 60 Peserta 60 -
Warung Pojok tatap muka
Kebonrojo

9 | Workshop Pejabat Komunikasi | 68 Peserta 68 -
Penghubung Lapor | tatap muka
SP4N

10 Workshop PPID Komunikasi | sq Peserta 68 i

tatap muka

11 | Sosialisasi SP4N Komunikasi -
LAPOR tatap muka 59 Peserta 59

12 | Dialog Interaktif Komunikasi | 150 Peserta 150 -
Warung Pojok tatap muka
Kebonrojo

13 | Workshop Komunikasi | 53 53 -
Jurnalistik Website | Tatap Muka Peserta
Berbasis Al

14 | Sosialisasi Komunikasi -
Standarisasi Data Tatap Muka
Sektoral dan 75 Peserta 75

Optimalisasi

Peningkatan
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1)

()

Kualitas Data untuk
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

)

(4)

(5)

(6)

15

Forum Data dan
Sosialisasi Hasil
Penyusunan
Metadata Statistik
Sektoral Kabupaten
Jombang Tahun
2025

Komunikasi
Tatap Muka

60

Peserta

60

16

Sosialisasi
Pengisian Data
pada Portal Satu
Data Kabupaten
Jombang Tahun
2025

Komunikasi
Tatap Muka

62

Peserta

62

17

Sosialisasi
Kebijakan
Penyelenggaraan
Sistem Manajemen
Keamanan
Informasi (Smki)
Pemerintah
Kabupaten
Jombang

Komunikasi
Tatap Muka

51

Peserta

51

18

Sosialisasi Hasil
Asesmen
Keamanan
Informasi

Komunikasi
Tatap Muka

50

Peserta

50

19

Jumlah Total
Pengunjung website
Jombangkab

Media
Elektronik

783.58
4

pengunju

ng

783.584

20

Jumlah total
pengunjung website
kominfo
Jombangkab

Media
Elektronik

24.976 rengunjun

g

24.976
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No | Progran Orioritas Media yang Digunakan Jumlah Keterang
Pemerintah dan Jenis Jumlah Penduduk an
Pemerintah Daerah Penerima 15s.d 64
Informasi Tahun
yang
Memperol
eh
Informasi
1) (2) 3) (4) ) (6)
21 | Jumlah pengunjung | Media 90.000 rengunjun | 90.000
youtube Sosial g
jombangkab TV
22 | Pengikut Instagram | Media 29,700 pengikut | 29,700 -
@jombangkab Sosial
(Instagram)
23 | Pengikut Instagram | Media 5.316  pengikut | 5.316 -
@kominfo_jombang | Sosial
(Instagram)
24 | Subscriber Media 4.760  subscrib | 4.760 -
Jombangkab TV Sosial er
25 | Pendengar  Radio | Media 15.300 Orang | 15.300 -
SJFM Elektronik
Radio
Jumlah 960.362 960.362

Dengan tercapainya indikator ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi

yang
pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan

transparan, aktual, dan terpercaya mengenai kebijakan serta program

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Indikator : Tingkat Keterpaduan
Layanan administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Target : 23%, Realisasi

23% dengan Capaian 100%

Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik merupakan
Layanan digital yang interoperabel adalah layanan/aplikasi digital yang mampu saling
terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data secara otomatis dengan layanan atau
sistem lain. Untuk memungkinkan layanan digital perangkat daerah interoperabel,

layanan digital harus dibangun sesuai standart (data, authentifikasi, teknologi) dan aturan
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yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo. Layanan administrasi pemerintahan dan layanan

publik

ini sebagai pengembangannya terhubung dengan sso.jombangkab.go.id dan

aplikasinya sudah mampu terhubung dan bertukar data secara otomatis.

Terdapat 53 Perangkat Daerah yang menjadi rancangan tingkat keterpaduan layanan

administrasi pemerintahan dan layanan publik yang akan dibangun dari tahun 2025

sampai dengan 2030 dengan rincian ditampilkan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel Matriks Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Tahun

2025-2030

Indikator Tahun
lah
Satuan |2025]2026] 2027 | 2028 | 2029 2030 |°* ™2

Tingkat keterpaduan layanan
administrasi pemerintahan
dan layanan publik

a. Tingkat keterpaduan
layanan administrasi Layanan| 4 3 3 0 0 0 10
pemerintahan

40%]70% [100%|100%|100%|100%

publik

b. Tingkat keterpaduan
layanan administrasi layanan |Layanan| 1 4 4 5 22 7 43

2% [12%| 21% | 33% | 84% [100%

JUMLAH 5 I 7 S 22 I 53

9% |23% | 36% | 45% | 87% |100%

Realisasi Layanan Administrasi Pemerintahan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1.

BKPSDM - SIAP ASN

BKPSDM , dengan layanan kepegawaian SIAP-ASN, menyediakan data
kepegawaian (NIP, Nama ,tanggal lahir, Pangkat, Golongan, Jabatan, Unit Kerja,
Pendidikan) yang bisa dibagi pakaikan dengan aplikasi layanan administrasi

pemerintah lainnya dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan.

2. SEKRETARIAT DAERAH - MONEV

Sekretariat Daerah, dengan layanan e-monev yang menyediakan layanan

pelaksanaan, dan pelaporan keuangan  perangkat daerah . sistem ini
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memungkinkan sistem lain memanfaatkan data realisasi keuangan, data
pemaketan, data pengelolaan anggaran lainnya untuk keperluan monitoring dan
evaluasi.
3. DPMPD - SABDOPALON

DPMD, dengan aplikasi layanan persuratan desa (SABDOPALON), adalah
layanan publik yang dari proses layananannya mampu menyediakan data
penduduk kabupaten Jombang ( NIK, Nama, Alamat, tanggal lahir) sesuai standar
data administrasi kependudukan dan sesuai dengan standar keamanan yang
sudah ditetapkan.

Realisasi Layanan Publik Tahun 2025 sebagai berikut :

1. DISNAKER - TALENTA
Dinas Tenaga Kerja, dengan layanan ketenagakerjaan (TALENTA), menyediakan
data penduduk angkatan kerja kabupaten Jombang ( NIK, Nama, Alamat, tanggal
lahir, Pendidikan), data Perusahaan di kabupaten Jombang (Nama Perusahaan, No
ljin Usaha, Alamat, bidang usaha) dan data pelatihan untuk Masyarakat.

2. PUPR - LAYANAN PUPR
PUPR , dengan Layanan PUPR, menyediakan data layanan PUPR seperti data
aset daerah aliran Sungai beserta variabelnya (luasan sawah yang dialiri),
penyewaan/peminjaman alat berat, data pengajuan uji lab PUPR.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian layanan pemerintahan dan layanan
publk telah tercapai 100%.

Jika terdapat perbandingan Indeks Layanan Digital 9,4% sedangkan indikator Tingkat
Keterpaduan Layanan administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Target : 23%,
dikarenakan program dan sub kegiatan mengacu pada target ditahun 2026. Hal ini
dikarenakan perubahan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 dimana seluruh
nama sub kegiatan berubah di Tahun 2026 sedangkan pada PK Perubahan harus

dilakukan perubahan mengacu Renstra 2025-2029 beserta targetnya.
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Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indikator : Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral, Target : 2.5 Realisasi : 3.06 Capaian 100%

Evaluasi Penyelenggaraan  Statistik  Sektoral adalah  Penilaian terhadap
penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Jombang yang bertujuan
untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. EPPS merupakan
instrument penilaian indikator dalam Indeks Pembangunan Statistik sebagai pengukuran
kapasitas dan kualitas sistem statistik secara nasional.

Hasil EPPS pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh Badan Pembangunan

Statistik Pusat, namun tahun 2025 dilakukan penilaian oleh BPS

Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan Kegiatan Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik

Sektoral 2025 adalah:

e Kegiatan EPSS yang tidak dilaksanakan tahun 2025 maka perlu dilakukan
persiapan sebagai strategi dan mitigasi risiko pelaksanaan EPSS kedepan.

e Untuk meningkatkan pemahaman tim penilai baik di provinsi dan kabupaten/kota
terkait dokumen-dokumen bukti dukung pada indikator-indikator di Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral mendatang di masing-masing wilayah
kabupaten/kota se Jawa Timur.

e Sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan/maturitas indikator-indikator pada

seluruh domain dengan mengadopsi metodologi penilaian EPSS.

Oleh karena itu hasil realisasi tahun 2025 mengacu pada hasil BPS Provinsi Jawa Timur
yaitu 3,06 dengan capaian realisasi yaitu 122.40. Sedangkan pada tahun 2024 dan tahun
2026 akan mengacu pada BPS Pusat.
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Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

~~= DOMAIN ASPEK & INDIKATOR

nesia

Kode Referensi

Relevansi Igentifikasi Akurasi Akluaiitas Kﬂlpﬂn Kelersediaan  Akses Media
Data Kebutuban Data Data Oata Penyebaruasan

Proses Bisnis

Statistik Pendefinisian Desain Perysapan

Kualitas Data

Format Data

ll

Kelembagaan

Statistik

Nasional Penggunaan Penggunaan  Sosialisasi Perencanaan
Stamstic Stasstk  dan Literast Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik Pembangunan Data Big Data
Dasar Sektoral Data Statistk
Catatan:
- Domain . Aspek Indikator

Hasil Penilaian EPPS per-domain

Domain Self Assessment

Domain Prinsip SDI 28% 2.75
Domain Kualitas Data 24% 3.10
Domain Proses Bisnis Statistik 19% 3.1
Domain Kelembagaan 17% 3.21
Domain Statistik Nasional 12% 3.44
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Domain/Aspek Bobot! Nilai Indeks

Domain Prinsip SDI

Standar Data Statistik 25% 2.00
Metadata Statistik 25% 3.00
Interoperabilitas Data 25% 3.00
Kode Referensi danfatau Data Induk 25% 3.00
Domain Kualitas Data
Relevansi 21% 3.00
Akurasi 16% 3.00
Aktualitas & Ketepatan Waktu 21% 3.50
Aksesibilitas 21% 3.00
Keterbandingan & Konsistensi 21% 3.00
Domain Proses Bisnis Statistik
Perencanaan Data 32% 3.33
Pengumpulan Data 26% 3.00
Pemeriksaan Data 21% 3.00
Penyebarluasan Data 21% 3.00
Domain Kelembagaan
Profesionalitas 35% 275
SDM yang Memadai dan Kapabel 30% 4.00
Pengorganisasian Statistik 35% 3.00
Domain Statistik Nasional
Pemanfaatan Data Statistik 34% 3.33
Pengelolaan Kegiatan Statistik 33% 4.00
Penguatan SSN Berkelanjutan 33% 3.00

Catatan: ' Bobot aspek pembentuk indeks domain
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Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain Indikator Bobot Tingkat
1 Kematanga
]
Prinsip Standar Data Tingkat Kematangan 100% 2.00
Satu Data  Statistik Penerapan Standar Data
Indonesia Statistik (SDS)
Metadata Tingkat Kematangan 100% 3.00
Statistik Penerapan Metadata
Statistik
Interoperabilitas ~ Tingkat Kematangan 100% 3.00
Data Penerapan
Interoperabilitas Data
Kode Referensi ~ Tingkat Kematangan 100% 3.00
dan/atau Data Penerapan Kode Referensi
Induk
-]
Kualitas Relevansi Tingkat Kematangan 60% 3.00
Data Relevansi Data terhadap
Pengguna
Tingkat Kematangan 40% 3.00
Proses Identifikasi
Kebutuhan Data
Akurasi Tingkat Kematangan Penilaian 100% 3.00
Akurasi Data
Aktualitas & Tingkat Kematangan 50% 4.00
Ketepatan Waktu Penjaminan Aktualitas
Data
Tingkat Kematangan 50% 3.00
Pemantauan Ketepatan
Waktu Diseminasi
Aksesibilitas Tingkat Kematangan 34% 3.00
Ketersediaan Data untuk
Pengguna Data
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Tingkat

Domain Indikator
Kematanga
n
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Akses Media
Penyebarluasan Data
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penyediaan Format Data
Keterbandingan  Tingkat Kematangan 50% 3.00
& Konsistensi Keterbandingan Data
Tingkat Kematangan 50% 3.00

Konsistensi Statistik
Proses Perencanaan Tingkat Kematangan 33% 4.00
Bisnis Data Pendefinisian Kebutuhan
Statistik Statistik
Tingkat Kematangan Desain 33% 3.00
Statistik
Tingkat Kematangan 34% 3.00
Penyiapan Instrumen
Pengumpulan Tingkat Kematangan 100% 3.00
Data Proses Pengumpulan
Data/Akuisisi Data

Pemeriksaan Tingkat Kematangan 50% 3.00
Data Pengolahan Data

Tingkat Kematangan Analisis 50% 3.00
Data

Penyebarluasan  Tingkat Kematangan Diseminasi 100% 3.00
Data Data

Kelem- Profesionalitas Tingkat Kematangan 25% 2.00
bagaan Penjaminan Transparansi
Informasi Statistik
Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan Netralitas dan
Objektivitas terhadap
Penggunaan Sumber Data
Metodologi
Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan Kualitas Data
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Tingkat
Kematanga
n

Indikator

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan
Konfidensialitas Data

SDM yang Tingkat Kematangan 50% 4.00
Memadai dan Penerapan Kompetensi
Kapabel Sumber Daya Manusia

Bidang Statistik

Tingkat Kematangan 50% 4.00

Penerapan Kompetensi
Sumber Daya Manusia
Bidang Manajemen Data

Pengorganisasia Tingkat Kematangan 25% 3.00
n Statistik Kolaborasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Statistik

Tingkat Kematangan 25% 3.00

Penyelenggaraan Forum

Satu Data Indonesia

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Kolaborasi dengan

Pembina Data Statistik

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penyelenggaraan

Pelaksanaan Tugas Sebagai

Walidata

Statistik Pemanfaatan Tingkat Kematangan 34% 3.00
Masional Data Statistik Penggunaan Data Statistik

Dasar untuk Perencanaan,

Monitoring, dan Ewvaluasi,

dan/atau Penyusunan

Kebijakan

Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penggunaan Data Statistik
Sektoral untuk Perencanaan,
Monitoring, dan Evaluasi,
dan/atau Penyusunan Kebijakan
Tingkat Kematangan Sosialisasi 33% 4.00
dan Literasi Data Statistik

Pengelolaan Tingkat Kematangan 100% 4.00
Kegiatan Statistik Pelaksanaan Rekomendasi
Kegiatan Statistik

Dapat disimpulkan hasil IPS tahun 2025 yaitu pada level Penjelasan Level 3 — Terdefinisi
yaitu Pada level ini, proses penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah
diselaraskan (diharmonisasi) sehingga tidak ada lagi perbedaan cara kerja antar unit.
Setelah proses tersebut diselaraskan, unit yang memiliki fungsi manajemen menetapkan
standar, pedoman, atau SOP resmi yang mengatur bagaimana kegiatan statistik sektoral
harus dilaksanakan. Standar atau pedoman tersebut kemudian berlaku untuk seluruh unit
kerja dalam organisasi, sehingga setiap unit wajib mengikuti aturan yang sama dalam
mengelola, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data statistik sektoral. Pada
Pemerintah Kabupaten Jombang artinya :
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1) Proses kerja sudah jelas dan terdokumentasi.

2) Sudah ada pedoman atau SOP resmi.

3) Semua unit kerja menggunakan standar yang sama.

4) Tidak ada lagi proses yang dilakukan secara berbeda-beda oleh masing-masing

unit.

Level 3 menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah

memiliki standar proses yang baku dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Indikator :

Nilai

Tata Kelola Indeks KAMI, Target : 100, Realisasi : 113, Capaian 110%

Penilaian Indeks KAMI yang menggunakan tools penilaian indeks KAMI Versi 5.0

mencakup 8 kriteria pengukuran. Kriteria Area pengukurannya mencakup hal
berikut :

1.

Kategori Sistem Elektronik: Pada Kategori ini untuk mengevaluasi tingkat atau

kategori sistem elektronik yang digunakan;

Tata Kelola Keamanan Informasi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kesiapan
bentuk Tata Kelola Keamanan Informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan

tanggung jawab pengelola keamanan informasi;

Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi
kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar

penerapan strategi keamanan informasi;

Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi: Pada bagian ini untuk
mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur)

pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya,

Pengelolaan Aset Informasi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan
pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset

tersebut;

Teknologi dan Keamanan Informasi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi

kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penggunaan teknologi dalam
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pengamanan aset informasi;

7. Pelindungan Data Pribadi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan,
konsistensi, dan efektivitas penerapan 189ontrol keamanan terkait Pelindungan

Data Pribadi (PDP)

8. Suplemen: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan
efektivitas penerapan mekanisme keamanan terkait risiko keterlibatan pihak ketiga

eksternal dalam Operasional penyelenggaraan pelayanan instansi

Persentase Tingkat Keamanan Informasi

Keterangan Responden Skor Maksimal Persentase
Tata Kelola 113 126 89%
Pengelolaan 57 T2 T9%
Risiko

Kerangka Kerja 142 192 T3%
Pengelolaan 160 258 62%
Aset

Teknologi 131 186 T0%
PDP 48 84 57%

Persentase tertinggi yaitu sebesar 89% dari Area Tata Kelola yang memperoleh nilai

tertinggi

menunjukkan

tingkat

mendekati pemenuhan standar SNI ISO/IEC 27001:2022.

Hasil analisis Area Tata Kelola Informasi berdasarkan kuesioner Indeks KAMI sebagai

berikut :
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Tabel 4.2 Status penerapan area tata kelola keamanan informasi

Status Penerapan Tingkat Kematangan Total
] n v v
Tidak Dilakukan 0 0 0 0 0
Dalam Perencanaan 0 0 0 0 0
Dalam Penerapan/ 1 1 3 i) 5

Penerapan Sebaglan

Peanerapan 12 2 3 o 17
Menyeluruh
Total 13 3 6 0 x2

Total pertanyaan di Area Tata Kelola Keamanan Informasi terdapat 22 pertanyaan terdiri
dari 13 pertanyaan pada tingkat kematangan Il, tiga pertanyaan pada tingkat kematangan
lll, dan enam pertanyaan pada tingkat kematangan IV. Pada tingkat kematangan Il
diketahui bahwa terdapat 12 pertanyaan yang sudah diterapkan secara menyeluruh oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dan terdapat satu yang masih
diterapkan sebagian. Pada tingkat kematangan lll, terdapat dua penerapan menyeluruh
dan satu yang masih diterapkan sebagian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang. Pada tingkat kematangan IV, terdapat tiga pertanyaan yang sudah
diterapkan secara menyeluruh dan tiga pertanyaan yang masih diterapkan sebagian oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

Skor Area Tata Kelola Keamanan Informasi

Keterangan Skor
Tingkat Kematangan I 52
Tingkat Kematangan Il 16
Tingkat Kematangan IV 45

Total 113

Hasil realisasi yaitu 113 dari target 100 dengan capaian 110%. Dapat disimpulkan bahwa

Tata Kelola Keamanan Informasi pada tahun 2025 telah tercapai dari target yang telah
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ditetapkan. Area Tata Kelola Keamanan Informasi kondisi saat ini Pengontrolan
keamanan informasi sudah diterapkan sebagian besar dan sudah ada
kebijakan/prosedur terkait untuk meningkatkan kinerja area tata kelola keamanan
informasi perlu dilaksanakan pemantauan terkait kepatuhan pegawai internal maupun

pemasok terhadap keberjalanan keamanan informasi.

1.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua)
tahun terakhir
Dibawah ini adalah penjabaran pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang 2024 dan 2023, diuraikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 1.1.2 Perbandingan Antara Re

(Renstra 2018-2023)

alisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) tahun
terakhir

Sasaran Indeks 84,5 n/a n/a 87,32 n/a n/a
Meningkatkan Kepuasa
kepuasan n
masyarakat Masyara
dibidang kat di
Komunikasi bidang
dan Komunik
Informatika asi dan
Informati
ka
Indeks 3,53 n/a n/a 3,45 nfa | n/a
Pelayan
an
Publik
di
bidang
Komunik
asi dan
Informati
ka
Meningkatkan Indeks 2,63 n/a n/a 2,63 n‘a |n/a
kematangan SPBE
kapabilitas terkait
proses dan Layanan
kapabilitas Komunik
layanan SPBE asi dan
Informati
ka
Meningkatnya | Nilai 80 n/a n/a 80.13 nfa | nla
akuntabilitas Evaluasi (A/Me
dan kinerja AKIP muask
perangkat an)
daerah
Program Presenta 100% n/a n/a 100% n/a n/a
Penunjang se
Urusan Pemenuh
Pemerintah an
Daerah Pelayana
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Kabupaten/K
ota

n
Administr
asi
Pemerint
ahan

Program
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi
Publik

Indeks
Pengelol
aan
informasi
dan
Komunik
asi Publik
(I-PIKP)

63
(sedan

n/a

n/a

66.50

n/a

n/a

Indeks
Kepuasa
n
Masyara
kat di
bidang
Komunik
asi

dan
Informati
ka

84,5
(baik)

n/a

n/a

87.32
(baik)

n/a

n/a

Program
Aplikasi
Informatika

Indeks
Kematan
gan
Teknolog
i Infomasi
Komunik
asi

Level 2

n/a

n/a

Level 2

n/a

n/a

Indeks
SPBE
terkait
layanan
komunika
Si

dan
informati
ka (8
Indikator)

8
indikat
or
terkelol
a

n/a

n/a

8
indikato
r
terkelol
a

n/a

n/a

Program

Penyelenggaraal

Persenta
se data

100%

n/a

n/a

100%

n/a

n/a
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Statistik Sektora

Sektoral
yang
dipublika
sikan

3.53
(baik)

Indeks
Pelayana
n

Publik di
bidang
Komunik
asi dan
Informati
ka

n/a

n/a

3.45
(baik)

n/a

n/a

Program
Penyelenggaraa
n Persandian
Untuk
Pengamanan
Informasi

Persentas 100%
e Sistem
Elektronik
yang
berfungsi
dengan

baik

n/a

n/a

100%

n/a

n/a

Keterangan

Terdapat perubahan Renstra 2018-2023 menjadi RPD 2024-2026 sehingga terdapat

perubahan dokumen pada Target Sasaran Strategis, Program beserta Indikator Kinerja,

sehingga Tahun 2023 mengacu pada Renstra 2018-2023 dan Tahun 2024 mengacu pada

RPD 2024-2026. Berdasarkan hasil tersebut maka target dan realisasi antara tahun 2023-

2025 tidak bisa disandingkan dikarenakan perubahan indikator.

(RPD 2024-2026)

Sasaran
Strategis —
Meningkatkan
Kepuasan
Masyarakat di
Bidang
Komunikasi dan
Informatika

Indeks
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi
Publik (I- PIKP)

n/a

66
(sedang)

67

(sedang)

n/a

67.17
(sedang)

68.55
(sedang)

Indeks
Kematangan
Teknologi
Informasi dan

n/a

Level 3

Level 3

n/a

Level 3

Level 3
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~INO

Sasaran Strategis - | . o Kinerja Target Realisasi
Program 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Komunikasi (I-
KTIK)
Indeks SPBE
terkait Layanan n/a 2.75 2.88 n/a 2.75 2.88
Komunikasi dan (terkelola) | (terkelola) (terkelola) [(terkelola)
Informatika
Indeks n/a 2.2 2.5 2.26
Pembangunan (terkelola)| (terkelola) | n/a |(terkelola)| 3.05
Statistik (IPS)
Indeks n/a 290 620 (tinggi)] n/a 612 650
Keamanan
Informasi (KAMI)
Nilai Evaluasi n/a 80.05 80.10 n/a 79.19 76.05
AKIP PD
2 | Program Persentase rata-
Penunjang rata capaian n/a 100% 100% n/a 100% 100%
Urusan kinerja aparatur
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
3 | Program Persentase
Pengelolaan Perangkat n/a 10% 10% n/a 10% 10%
Informasi dan Daerah OPD
Komunikasi yang telah
Publik memiliki layanan
informasi
4 | Program Persentase
Pengelolaan Penyelenggaraan | n/a 100% 100% n/a 100% 100%
Aplikasi Layanan
Informatika Pemerintahan
dan Layanan
Publik yang
berbasis
elektronik
5 | Program Persentase Data n/a 100% 100% n/a 100% 100%
Penyelenggaraan | Sektoral yang
Statistik Sektoral | dipublikasikan
6 | Program Persentase n/a 50% 55% n/a 50% 55%
Penyelenggaraan | Sistem aplikasi
Persandian Strategis yang
Untuk Berfungsi dengan
Pengamanan Baik
Informasi
Renstra 2025-2029
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Meningkatkan Indeks
Transformasi SPBE/Pemerintah n/a n/a n/a n/a
Digital dan Digital 4.10 n/a
Keterbukaan
Informasi Publik
Optimalisasi Indeks Layanan n/a n/a 9.4% n/a na | 9.4%
Layanan Digital Digital
Pemerintah
Optimalisasi Tingkat tindak n/a n/a 100% n/a n/a 100%
Pengelolaan lanjut pengaduan
Komunikasi dan masyarakat
Informasi Publik (LAPOR) yang
sudah
diselesaikan
Tingkat 100%
Penyebarluasan n/a n/a n/a n/a
Informasi ke 100%
Masyarakat
Optimalnya data Indeks n/a n/a 2,5 n/a n/a 3,06
statistik sektoral Pembangunan
Statistik
Optimalnya Indeks KAMI n/a n/a 640 n/a n/a 651
penyelenggaraan
persandian untuk
keamanan
informasi
Terwujudnya Tata | Indeks Reformasi 85.85
Kelola Birokrasi Birokrasi n/a n/a n/a n/a
yang Bersih dan Perangkat 80,10
Efektif Daerah
Program Nilai Evaluasi n/a na | 76.05 n/a n/a | 76,05
Penunjang AKIP Perangkat
Urusan Daerah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Program Persentase 100%
Pengelolaan pengaduan yang n/a
Informasi dan diterima telah n/a na |100% n/a
Komunikasi ditindaklanjuti
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Publik Persentase 100% n/a 100%
Informasi Publik n/a
yang
dipublikasikan
tepat waktu
Program Tingkat n/a n/a 23% n/a n/a 23%
Pengelolaan keterpaduan
Aplikasi layanan
Informatika administrasi
pemerintahan dan
layanan publik
Program Evaluasi n/a n/a 2.5 n/a n/a 3.06
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Statistik Sektoral Statistik Sektoral
Program Nilai Tata Kelola n/a n/a 100 n/a n/a 113
Penyelenggaraan keamanan Indeks
Persandian KAMI
Untuk
Pengamanan
Informasi

Keterangan

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Program Tahun 2023,
berdasarkan Renstra 2018-2023, Tahun 2024 berdasarkan RPD 2024-2026 dan Tahun

2025 berdasarkan Renstra 2025-2029.

Seluruh indikator pada Tahun 2025 telah tercapai realisasinya 100% sesuai dengan

target yang telah ditetapkan.
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1.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target
Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPD (2024-2026) dilaksanakan

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 merupakan

tahun kedua, Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka

Menengah sebagai berikut:

(RPD 2024-2026)

Sasaran Strategis |Indikator Kinerja| Target Akhir Realisasi Tingkat
/Program RPJMD/Renstral Kemajuan (%)
Sasaran Indeks 201 134,55 66,94%
Strategis — | Pengelolaan (sedang) (sedang)
Meningkatkan Informasi dan
Kepuasan Komunikasi
Masyarakat di | Publik (I- PIKP)
Bidang Indeks 9 Level 6 Level 66,66%
Komunikasi dan | Kematangan
Informatika Teknologi
Informasi dan
Komunikasi (I-
KTIK)
Indeks SPBE 8,97 2,75 65,69%
terkait Layanan | (terkelola)
Komunikasi dan
Informatika
Indeks 7,5 2,2 70%
Pembangunan | (terkelola)
Statistik (IPS)
Indeks 885 (tinggi) 1.263 142,71%
Keamanan
Informasi (KAMI)
Nilai Evaluasi 240,20 (A) 155,24 64,62%
AKIP PD (BB)
Program Persentase rata- | 300% 200% 66,66%
Penunjang rata capaian
Urusan kinerja aparatur
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Program Persentase 30% 20% 66,66%
Pengelolaan Perangkat
Informasi dan Daerah OPD
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Sasaran Strategis |Indikator Kinerja| Target Akhir Realisasi Tingkat
/Program RPJMD/Renstral Kemajuan (%)

Komunikasi yang telah
Publik memiliki layanan

informasi
Program Persentase 300% 200% 66,66%
Pengelolaan Penyelenggaraan
Aplikasi Layanan
Informatika Pemerintahan

dan Layanan

Publik yang

berbasis

elektronik
Program Persentase Data| 300% 200% 66,66%
Penyelenggaraan | Sektoral yang
Statistik Sektoral | dipublikasikan
Program Persentase 165% 105% 63,64%
Penyelenggaraan | Sistem aplikasi
Persandian Strategis yang
Untuk Berfungsi dengan
Pengamanan Baik
Informasi

TOTAL CAPAIAN 69,72%

Pada tahun 2025, realisasi terhadap Target RPIJMD menunjukkan

capaian sebesar 69,72% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2024-2026,

terdapat beberapa indikator yang mendekati target akhir, namun

sebagian lainnya masih memerlukan akselerasi. Pada Nilai Evaluasi

AKIP PD Tahun 2025 tidak mencapai target dari yang ditargetkan

80,05 dengan realisasi 76,05 dengan capaian hanya 95%. Untuk

meningkatkan nilai SAKIP ditahun berikutnya maka dibutuhkan

langkah-langkah evaluasi yaitu :

1. Melaksanakan Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja;

. Melaksanakan Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja;

2
3. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja;
4

. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pegawai
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Capaian program PIKP hingga 2025 telah mencapai 66,94%
dari target Renstra 2024-2026.
Untuk meningkatkan hasil PIKP pada tahun ke-3 (akhir renstra),
maka terdapat beberapa usulan program bagi peningkatan
kinerja PIKP ke depan. Usulan program yang dimaksud untuk
tahun depan sebaiknya lebih mengarah dan difokuskan pada
perbaikan dimensi output dimensi outcome, dengan dukungan
dimensi input, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Perbaikan Pengelolaan Pengumpulan Data dan
Informasi

a. Arah dari kegiatan pengelolaan pengumpulan data dan
informasi adalah peningkatan frekuensi pengumpulan data
dan informasi, dan peningkatan frekuensi penggunaan
hasil riset dari literature review dalam menyelenggarakan
kegiatan komunikasi publik.

b. Arah tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan
kegiatan koordinasi internal secara mingguan dan bulanan
untuk mengumpulkan segala jenis data dan informasi yang
dapat dijadikan sebagai bahan menyusun informasi publik.
Output berupa informasi publik kemudian disampaikan
dalam suatu bentuk komunikasi publik. Penugasan
pengumpulan data dan informasi dapat dibagi-bagi
menjadi beberapa tema, dimana setiap tema akan
menghasilkan satu output informasi publik.

c. Strategi utama yang diusulkan kajian ini untuk memperbaiki
pengelolaan pengumpulan data dan informasi adalah
pembuatan dokumen metadata Laporan Akhir Perhitungan
Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-
IKP) Tahun 2025 (kompilasi/ inventarisasi) bahan
informasi yang beragam dalam merancang informasi dan

komunikasi publik. Sebaiknya Bidang HKP membentuk tim
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kecil atau tim khusus beranggotakan beberapa personil
yang salah satu Jobdesk utamanya adalah menyusun
dokumen metadata bahan informasi publik.

d. Pengumpulan data dan informasi berikutnya adalah
mengumpulkan pendapat umum yang dapat dilakukan
melalui model polling, dengan tahapan:

o Mengidentifikasi masalah yang akan dibuat polling

o Merumuskan masalah polling

o Menyusun instrumen dan menentukan sampel

o Melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan
menganalisa data

o Menyusun poin-poin penting pendapat umum yang
dijadikan bahan informasi dan untuk menyerap opini
serta aspirasi publik.

2. Program Perbaikan Kualitas Pelayanan Informasi dan
Komunikasi Publik Program perbaikan kualitas pelayanan dan
komunikasi publik diarahkan pada upaya untuk meningkatkan
kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini
dilakukan dengan penguatan inovasi pelayanan dan penerapan
prinsip prinsip pelayanan prima. Arah tersebut dapat dirinci
melalui usulan program peningkatan kualitas pelayanan sebagai
berikut:

a. Mengoptimalkan saluran media sosial khususnya jenis
WhatsApp dan Instagram, mengingat keduanya sebagai
rujukan utama dari pengakses layanan IKP. Khusus untuk
Instagram, optimalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan
jumlah konten dan pengikut (follower) serta menggandeng
influencer lokal.

b. Jenis format IKP sebaiknya diperbanyak dengan format video
yang mampu menarik perhatian masyarakat dengan beragam

segmen umur kelompok sasaran IKP. Hal ini sebagai tindak
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lanjut dari strategi peningkatan ragam jenis pengemasan
komunikasi publik yang lebih menarik, baik offline maupun
online.

c. Peningkatan kualitas sarana pengaduan baik offline maupun
online, seperti perbaikan fitur, kecepatan respons, informasi
pengaduan yang masuk, jumlah yang sudah diproses, dan
solusi yang sudah diberikan. Penekanan program yang
mungkin paling mendesak adalah perbaikan kecepatan (fast
response) pada layanan Lapor SP4N. Hal ini dapat dilakukan
dengan meningkatkan  efektivitas dalam  koordinasi
pengelolaan saran dan pengaduan dengan unit organisasi, unit
kerja, maupun unit pelayanan teknis terkait. Perbaikan tersebut
didukung dengan:

(i) penyediaan Contact Person khusus pada masing-masing
pimpinan unit kerja khususnya Eselon |l guna
mempercepat penanganan saran dan pengaduan pada
Lapor SP4N; dan atau

(ii) dukungan layanan tambahan seperti pengaduan berbasis
nomor whatssapp.

d. Perbaikan halaman website dan aplikasi agar lebih mudah
diakses dengan cara memperbesar bandwidth.

e. Perbaikan fitur website atau aplikasi yang lengkap dan mudah
dipahami (tabel, grafik, peta, dll), misal penggunaan infografis
yang lebih komunikatif dan penggunaan ilustrasi bagan alur
pelayanan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat.

f. Perbaikan website atau aplikasi agar mempunyai sistem
navigasi, Yyaitu petunjuk bagi pengunjung berupa fitur
pencarian, link akun resmi media sosial Pemda, statistik
pengunjung dan vote pendapat. Hal ini didukung dengan
penyediaan statistik pengunjung (web traffic) dan vote

pendapat terkait isu-isu tertentu atau pengalaman saat
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mengakses website.

g. Website atau aplikasi menampilkan interacifity seperti fasilitas

h.

email, layanan telfon, alamat, dan pengaduan masyarakat.
Mudah dan cepat untuk mendapatkan (download) informasi
pada website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Jombang.
Bahasa website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Jombang

mudah dipahami.

3. Program Peningkatan Aspirasi Publik

a.

Program ini dapat dilakukan dengan memantau aduan

masyarakat dengan tahapan:

o Mengumpulkan data aduan masyarakat terkait pengelolaan
informasi dan komunikasi publik.

0 Memilah jenis aduan masyarakat

0 Menganalisis aduan masyarakat o Membuat rekomendasi
termasuk isu strategis. b. Program peningkatan aspirasi
publik juga termasuk kegiatan untuk melakukan monitoring
opini dan aspirasi publik dengan mengevaluasi dan
memilih isu publik, dengan teknis pelaksanaan sebagai
berikut:

o Pada tahap pertama dilakukan analisis hasil monitoring
media, hasil pengumpulan pendapat umum dan hasil
aduan masyarakat.

o Tahap kedua membandingkan hasil analisis monitoring
media, pengumpulan pendapat dan aduan masyarakat.

o Tahap ketiga memetakan hasil monitoring untuk
menentukan isu prioritas.

o Tahap keempat adalah menyusun usulan agenda kebijakan
dan membuat rekomendasi, termasuk isu strategis.

o Tahap kelima adalah mendistribusikan hasil monitoring
opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas

kepada Perangkat Daerah terkait.
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4. Program Perbaikan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
(Monev) Arah dari kegiatan Monev adalah mengevaluasi
kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan IKP.
Kegiatan Monev tidak hanya dilakukan sebatas kegiatan
rapat, namun juga harus terdokumentasi dengan baik dalam
bentuk Laporan Monev 3 bulanan atau semesteran. Kajian
ini mengusulkan bentuk dokumen Laporan Monev Bidang
HKP dalam bentuk Policy Brief yang lebih operasional.
Policy Brief adalah suatu paper/laporan/tulisan singkat yang
muatannya mengarah pada perbaikan pelaksanaan
program. Sasaran pembaca dari Policy Brief adalah atasan
tertinggi (Kepala Dinas) dan level Kepala Bidang (Kabid).

5. Program Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda
Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
Program ini bertujuan untuk memantau informasi kebijakan
daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah,
dengan teknis tahapan sebagai berikut:

a. Mengumpulkan informasi kebijakan Pemerintah Daerah
b. Memilah informasi kebijakan Pemerintah Daerah
c. Mengumpulkan bahan (database) yang berasal dari:
() regulasi Pemda;
(ii) program prioritas Pemda,;
(iii) informasi kebijakan Pemda; dan
(iv) data serta informasi pendukung.
d. Dapat melibatkan Perangkat Daerah dalam penetapan
agenda prioritas
e. Menganalisis informasi kebijakan Pemerintah Daerah
f. Membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk
informasi kebijakan daerah agar dapat menjadi input
dalam menyusun informasi publik berbasis program

prioritas daerah.
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6. Program penguatan kemitraan dengan pemangku
kepentingan melalui pengelolaan hubungan dengan
komunitas informasi dan komunikais publik. Teknis program
kegiatan yang bisa dilakukan antara lain:

a. Melaksanakan pemetaan komunitas informasi dan
komunikasi publik

b. Melaksanakan bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
forum, dan peningkatan literasi informasi.

c. Menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan
diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang
dimiliki komunitas informasi dan komunikasi publik.

d. Melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan
bagi komunitas informasi dan komunikasi publik yang
berprestasi.

e. Melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media
yang dimiliki oleh komunitas informasi dan komunikasi

publik dalam diseminasi informasi.

Capaian program Indikator 2 vyaitu Indeks Kematangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKTIK) hingga 2025 telah
mencapai 66,66% dari target Renstra 2024-2026.

Meskipun telah mencapai target namun diperlukan Untuk
meningkatkan Indeks Kematangan TIK , Dinas Kominfo akan
menindaklanjuti dari hasil Rekomendasi penyusunan IKTIK sebagai
berikut :

1. Peningkatan Kematangan Manajemen Tata Kelola TIK

a. Dokumentasi SOP seluruh proses prioritas secara tertulis dan

digital.

b. Penetapan PIC untuk setiap domain COBIT agar ada
akuntabilitas jelas.

c. Monitoring dan evaluasi reguler, tidak hanya saat terjadi
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kendala.

d. Penggunaan aplikasi dashboard/sistem audit TIK untuk

transparansi dan
efisiensi.
e. Pelatihan dan sertifikasi TIK bagi SDM secara berkala.

f. Dokumentasi SOP seluruh proses prioritas secara tertulis dan
digital.

g. Penetapan PIC untuk setiap domain COBIT agar ada
akuntabilitas yang

jelas.
h. Pelatihan dan sertifikasi TIK bagi SDM secara berkala.

i. Monitoring dan evaluasi reguler, tidak hanya saat terjadi

kendala.

j. Penggunaan aplikasi dashboard/sistem audit TIK untuk

transparansi dan efisiensi.
2. Saran untuk Perbaikan Fitur Website/Aplikasi sebagai Output TIK
a. Menyusun Template Standar Ul/UX
0 Membentuk tim UI/UX terpadu di bawah Diskominfo
0 Menggunakan framework standar seperti Bootstrap 5

0 Menerapkan template dan desain konsisten pada semua

subdomain
Hal ini berguna bagi pengalaman pengguna yang konsisten dan
profesional
b. Menyediakan Landing Page Publik
0 Semua subdomain wajib memiliki halaman informasi publik

o Halaman berisi deskripsi layanan, cara penggunaan, kontak
admin, dan dokumen terkait. Hal ini berguna untuk

meningkatkan transparansi dan kemudahan akses
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c. Mengembangkan Portal Terintegrasi
o Membangun portal induk di jombangkab.go.id

o Menambahkan fitur login tunggal, dashboard, dan status
layanan. Hal ini bermanfaat untuk satu pintu akses layanan

dan efisiensi pengelolaan.
d. Audit Sistem Berkala
o Dilakukan minimal 2 kali per tahun

o Indikator audit antara lain uptime, keamanan (HTTPS),
responsive desain, ketersediaan informasi, dan SEO. Hal ini
bermanfaat untuk menjaga kualitas dan keandalan sistem
digital

e. Menambahkan Fitur Pengaduan & Feedback

o Menggunakan form online, sistem rating, dan log pengaduan
publik.

o Mengintegrasikan dashboard pengelolaan pengaduan, yang
berguna untuk meningkatkan partisipasi publik dan

kecepatan tanggapan layanan.

Capaian program Indikator 3 yaitu : Indeks SPBE terkait layanan
komunikasi dan informatika hingga 2025 telah mencapai 65,69% dari
target Renstra 2024-2026. Apabaila Hasil Indeks SPBE Pemerintah
Kabupaten Jombang mengacu pada tahun 2024 yaitu 3.91 (sangat baik),
sedangkan tahun 2025 belum rilis dikarenakan belum dilakukan
perhitungan. Berdasarkan Hasil Indeks SPBE Tahun 2024 dari 47 indikator
tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 mengampu
pada 8 indikator terkelola dengan total nilai perindikator 2.88 yang tercapai
sesuai target. Sebagai bahan evaluasi Tahun 2026, Indeks SPBE tahun
2026 akan menggunakan indikator Indeks Pemerintah Digital dikarenakan
Indeks SPBE sudah tidak dipergunakan lagi. Untuk itu dibutuhkan

koordinasi dengan OPD terkait perubahan pada seluruh komponen Indeks
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Pemerintah Digital di Kabupaten Jombang.

Capaian Indikator 4 yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
terhadap Target Jangka Menengah yaitu 70% Hasil IPS Kabupaten
Jombang yaitu 3.06. Hasil IPS pada Kabupaten Jombang lebih rendah
dibandingkan hasil IPS nasional yaitu 3,48, maka untuk meningkatkan hasil
IPS di Tahun depan, Dinas Kominfo berkoordinasi kepada seluruh OPD di
Kabupaten Jombang untuk melakukan input data secara benar dan valid ke
SIPD e-walidata.

Capaian Indikator 5 yaitu Indeks Keamanan Informasi (KAMI) terhadap
target jangka menengah yaitu 142,71% Hasil Indeks KAMI Pemerintah
Kabupaten Jombang Hasil Indeks KAMI Tahun 2024 yaitu 612 dan Tahun
2025 yaitu 651 dengan total capaian 1263. Capaian pada tahun ke-2 ini
telah melampau target yang telah ditetapkan. Maka diperlukan perubahan
target dan tetap melaksanakan peningkatan terutama di area penilaian
pelindungan data pribadi dan area pengelolaan risiko keamanan informasi
serta perlu adanya komitmen terkait penerapan keamanan informasi di
lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD (2025-2029) dilaksanakan
Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 merupakan tahun
pertama, Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

sebagai berikut:
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Sasaran Strategis

Target Akhir

Tingkat

/Program Indikator Kinerja RPJMD/Renstra Realisasi Ker?(;loj)uan
Meningkatkan Indeks 12.30 Belum n/a
Transformasi SPBE/Pemerintah Rilis
Digital dan | Digital
Keterbukaan
Informasi Publik
Optimalisasi Indeks Layanan 201,8% 9,4% 4,6%
Layanan Digital | Digital
Pemerintah
Optimalisasi Tingkat tindak 500% 100% 20%
Pengelolaan lanjut pengaduan
Komunikasi dan | masyarakat
Informasi Publik (LAPOR) yang

sudah
diselesaikan
Tingkat 500% 100% 20%
Penyebarluasan
Informasi ke
Masyarakat
Optimalnya data | Indeks 13.5 3,06 22,88%
statistik sektoral Pembangunan
Statistik
Optimalnya Indeks KAMI 3490 651 18,65%
penyelenggaraan
persandian untuk
keamanan
informasi
Terwujudnya Indeks Reformasi 510.10 85.85 16.83%
Tata Kelola | Birokrasi
Birokrasi  yang | Perangkat Daerah
Bersih dan Efektif
Program Nilai Evaluasi 463,55 76.05 16,40%
Penunjang AKIP  Perangkat
Urusan Daerah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Program Persentase 500% 100% 20%
Pengelolaan pengaduan yang
Informasi dan | diterima telah
Komunikasi ditindaklanjuti
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Publik Persentase 500% 100% 20%
Informasi  Publik
yang
dipublikasikan
tepat waktu
Program Tingkat 302% 10% 3,3%
Pengelolaan keterpaduan
Aplikasi layanan
Informatika administrasi
pemerintahan dan
layanan publik
Program Evaluasi 13.5 3.06 22.88%
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan
Statistik Sektoral | Statistik Sektoral
Program Nilai Tata Kelola 520 113 21,73%
Penyelenggaraan | keamanan Indeks
Persandian KAMI
Untuk
Pengamanan
Informasi

Berdasarkan Renstra 2025-2029 dan Renstra 2024-2026 terdapat
beberapa indikator yang sama yaitu :
1. Indeks SPBE/Pemerintah Digital

. Indeks Pembangunan Statistik

2
3. Indeks KAMI
4. Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Pada indikator diatas telah diuraikan pada matriks Renstra 2024-206,

sehingga yang akan diuraikan beberapa indikator yang tidak sama dengan

indikator sebelumnya. Target jangka menengah berdasarkan Renstra
2025-2029 adalah tahun kesatu.
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Capaian Sasaran Strategis Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah
dengan Indikator Indeks Layanan Digital terhadap Target Jangka
Menengah Tahun Kesatu yaitu 4,6%

Dalam rangka mencapai target tersebut, berbagai upaya telah mulai
dilaksanakan, antara lain pengembangan dan peningkatan kualitas platform
layanan digital, integrasi sistem layanan antar perangkat daerah, serta
peningkatan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Capaian sebesar 4,6%
pada tahun pertama mencerminkan progres awal dalam mewujudkan
layanan digital pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.
Meskipun masih berada pada tahap awal penguatan, capaian ini menjadi
peran penting untuk pengembangan layanan digital yang lebih luas dan
berkualitas di tahun-tahun berikutnya. Ke depan, peningkatan indeks
layanan digital diharapkan dapat terus dilakukan melalui inovasi layanan,
pemanfaatan teknologi yang adaptif, serta peningkatan komitmen seluruh
perangkat daerah dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Dapat dijabarkan dalam matriks pengembangan layanan digital sebagai

berikut :
_ Tahun Jumlah
Indikator Satuan 75025 | 2026 | 2027 [2028] 2029 [2030
Tingkat
keterpaduan
layanan
administrasi

pemerintahan dan
layanan publik

a. Tingkat
keterpaduan
layanan Layanan 4 3 3 0 0 0 10
administrasi
pemerintahan

100

40% 70% 100% [{100% |100% %

b. Tingkat
keterpaduan Layanan 1 4 4 5 22 7 43
layanan
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Capaian Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
dengan indikator satu yaitu Tingkat tindak lanjut pengaduan
masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan terhadap Target Jangka
Menengah Tahun Kesatu yaitu 20%

Capaian sebesar 20% pada tahun pertama menunjukkan bahwa perangkat
daerah telah menyelesaikan seluruh aduan yang diterima serta
penanganan pengaduan yang lebih terstruktur dan responsif sesuai SOP
SP4N-LAPOR!. Berbagai upaya telah diimplementasikan pada tahun 2025,
antara lain :
a. peningkatan kapasitas pejabat penghubung/operator SP4N-LAPOR!
kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang;
b. Memastikan seluruh aduan yang masuk telah ditindaklanjuti secara
cepat dan tepat, dengan target meliputi :
i. Persentase penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti
oleh Perangkat Daerah adalah 100%;
ii. Wasktu respon perangkat daerah dalam menindaklanjuti
aduan adalah maksimal 1 hari
iii. Rata-Rata hasil penilaian (RHP) tindaklanjut pengaduan oleh
pelapor dengan bintang 4.1 dari maksimal bintang 5
c. Melaksanakan sosialisasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat

melalui Goes To Campus dengan audience mahasiswa dan dosen

Ke depan dalam capaian target akhir jangka menengah RENSTRA,
diharapkan tingkat penyelesaian pengaduan dapat terus meningkat seiring
dengan penguatan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan

yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
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Capaian Sasaran Strategis Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan
Informasi Publik dengan indikator satu yaitu Tingkat Penyebarluasan
Informasi ke Masyarakat Target capaian Jangka Menengah Tahun
Kesatu yaitu 20%

Capaian Strategis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada
indikator yaitu Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat, pada
tahun pertama difokuskan pada kanal diseminasi informasi melalui social
media seperti Instagram dan website pada seluruh perangkat daerah pada
penyebarluasan informasi dilaksanakan tepat waktu. Pada tahun kesatu ini,
capaian 20% menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mulai
membangun komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Upaya
peningkatan ketepatan waktu publikasi terus didorong melalui perbaikan
alur kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi
penggunaan teknologi informasi. Capaian tersebut menjadi fondasi penting
dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Ke depan,
diharapkan persentase informasi yang dipublikasikan tepat waktu dapat
terus meningkat seiring dengan semakin baiknya sistem pengelolaan
informasi serta meningkatnya kesadaran seluruh perangkat daerah
terhadap pentingnya penyampaian informasi yang cepat dan tepat kepada

masyarakat.

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang
Bersih dan Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah target capaian jangka menengah tahun kesatu yaitu
16.83%

Capaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih
dan Efektif’ pada tahun pertama difokuskan pada penguatan implementasi
reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah. Indikator yang digunakan,
yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, ditargetkan mencapai

16,83% sebagai capaian jangka menengah tahun kesatu. Meskipun pada
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Renstra 2025-2029 Indeks RB merupakan tahun kesatu, namun RB pada
Dinas Komunikasi dan Informatika telah diterapkan sejak tahun 2021 dan
RB merupakan penunjang salah satu indikator pada perolehan TPP. Pada
Tahun 2025 nilai RB pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami
kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 80,07
menjadi 85,85 di tahun 2025. Beberapa Langkah strategi pelaksanaan RB
yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi :

a. Melaksanakan Tindak Lanjut dari RB tahun 2024;

b. Optimalisasi Agent Of Change dan Menerapkan strategi kegiatan
Bank Sampah Unit pada seluruh pegawai Dinas Kominfo melalui
sosialisasi yang dilaksanakan oleh Agent Of Change;

c. Sosialisasi Core Values Bebas Korupsi dan Zona Integritas;

d. Membangun Zona Integritas Berkelanjutan;

e. Menerapkan Core Value Berakhlak pada setiap kinerja pegawai

Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
dengan indikator ke-1 Persentase pengaduan yang diterima telah
ditindaklanjuti target capaian jangka menengah tahun kesatu yaitu
20%

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun

pertama pelaksanaan difokuskan pada penguatan sistem penerimaan dan

penanganan pengaduan masyarakat secara lebih responsif dan terintegrasi

melalui SP4AN-LAPOR!. Dengan target capaian jangka menengah sebesar

20% untuk indikator persentase pengaduan yang diterima dan telah

ditindaklanjuti, berbagai upaya telah mulai diimplementasikan, antara lain :

¢ Peningkatan kapasitas pejabat penghubung/operator SPAN-LAPOR!
kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang;

¢ Memastikan seluruh aduan yang masuk telah ditindaklanjuti secara

cepat dan tepat, dengan target meliputi :
i. Persentase penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti oleh
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Perangkat Daerah adalah 100%;
ii.  Waktu respon perangkat daerah dalam menindaklanjuti aduan
adalah maksimal 1 hari
iii. Rata-Rata hasil penilaian (RHP) tindaklanjut pengaduan oleh
pelapor dengan bintang 4.1 dari maksimal bintang 5
e Melaksanakan sosialisasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat

melalui Goes To Campus dengan audience mahasiswa dan dosen

Capaian dengan indikator kedua Persentase Informasi Publik yang
dipublikasikan tepat waktu maka capaian jangka menengah tahun
kesatu yaitu 20%

Capaian Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada
indikator kedua, yaitu persentase informasi publik yang dipublikasikan tepat
waktu, pada tahun pertama difokuskan pada kanal diseminasi informasi
melalui social media seperti Instagram dan website pada seluruh perangkat
daerah. Sosialisasi dilakukan oleh bidang Humas dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika melalui penguatan koordinasi antar unit
kerja, serta peningkatan pemanfaatan media informasi resmi masing-
masing perangkat daerah. Pada tahun kesatu ini, capaian 20%
menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mulai membangun komitmen
terhadap keterbukaan informasi publik, meskipun masih dalam tahap
penyesuaian. Upaya peningkatan ketepatan waktu publikasi terus didorong
melalui perbaikan alur kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Capaian tersebut
menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
publik. Ke depan, diharapkan persentase informasi yang dipublikasikan
tepat waktu dapat terus meningkat seiring dengan semakin baiknya sistem
pengelolaan informasi serta meningkatnya kesadaran seluruh perangkat
daerah terhadap pentingnya penyampaian informasi yang cepat dan tepat
kepada masyarakat.
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Capaian Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator
Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan

publik target capaian jangka menengah tahun kesatu yaitu 3,3%

Capaian Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada tahun pertama
menunjukkan progres awal dalam upaya peningkatan keterpaduan layanan
administrasi pemerintahan dan layanan publik. Dengan target capaian
jangka menengah sebesar 3,3%, berbagai langkah strategis telah mulai
dilaksanakan, antara lain pengembangan dan integrasi aplikasi layanan,
peningkatan interoperabilitas sistem, serta penguatan infrastruktur
pendukung melalui platform sso.jombangkab.go.id. Meskipun capaian
masih berada pada tahap awal, namun upaya koordinasi antar perangkat
daerah serta standarisasi data dan layanan menjadi fokus utama guna
mendorong efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ke depan,
diharapkan capaian ini dapat terus meningkat seiring dengan optimalisasi
implementasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi informasi secara
berkelanjutan. Pada tahun-tahun berikutnya rencana pengambangan dan
keterpaduan telah diselaraskan pada Matriks sesuai dengan
pengembangan indeks layanan gigital sehaingga tercapai keterpaduan

layanan pemerintahan dan layanan publik sebagai berikut :

Indikat Sat i Jumlah
ndikator atuan 15025 | 2026 | 2027 |2028] 2029 [2030[" "M@
Tingkat
keterpaduan
layanan
administrasi

pemerintahan
dan layanan
publik

a. Tingkat
keterpaduan Layanan 4 3 3 0 0 0 10
layanan
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administrasi
pemerintahan

40% | 70% | 100% |100%|100% |
b. Tingkat
keterpaduan
layanan Layanan 1 4 4 5 22 7 43
administrasi
layanan publik
100

2%

12%

21%

33%

84%

%
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Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan
indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral target capaian
jangka menengah tahun kesatu 22.88%

Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada tahun pertama
difokuskan pada penguatan tata kelola data dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan statistik di masing-masing perangkat daerah. Indikator
yang digunakan, yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
ditargetkan mencapai 22,88% sebagai capaian jangka menengah tahun
kesatu. Pada tahap awal ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk
mendukung pencapaian target, antara lain penyusunan kebijakan dan
pedoman teknis statistik sektoral, peningkatan koordinasi antar produsen
data, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan
data statistik. Selain itu, mulai dilakukan pembenahan sistem pengumpulan,
pengolahan, dan diseminasi data agar lebih terstandar, akurat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Evaluasi dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Capaian Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi dengan indikator Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI
target jangka menengah tahun kesatu 21,73%

Capaian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi pada tahun pertama difokuskan pada penguatan tata kelola
keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah. Indikator yang
digunakan, yaitu Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi (Indeks KAMI),
ditargetkan mencapai 21,73% sebagai capaian jangka menengah tahun
kesatu. Dalam upaya mencapai target tersebut, berbagai langkah strategis
telah mulai dilaksanakan, antara lain penyusunan dan penerapan kebijakan
keamanan informasi, peningkatan kesadaran (awareness) keamanan

informasi bagi seluruh pegawai, serta penguatan pengelolaan risiko
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keamanan informasi. Dalam upaya menjaga keamanan data dan Sistem

Pemerintahan Kabupaten Jombang maka dibentuklah secara resmi

Computer Security Inciden Response Team (CSIRT). CSIRT Jombangkab

merupakan tim khusus yang dibentuk untuk menanggapi insiden keamanan

siber yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Jombang. Tim yang

berada di masing-masing Perangkat Daerah berperan aktif dalam

mendeteksi, menganalisis dan mengatasi berbagai ancaman siber seperti

serangan peretas, malware dan ransomware. Tim inilah yang setiap

tahunnya akan dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM.

1.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi

Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan Indikator

Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang disandingkan dengan

Level Nasional/Internasional sebagai berikut:
Berdasarkan Renstra 2024-2026

Sasaran Strategis — . o Realisasi Tahun RealllsaS|
E Indikator Kinerja 2025 Nasional
Tahun 2025
Sasaran Strategis — | Indeks Pengelolaan
Meningkatkan Informasi dan | 67 (sedang) 77,58
Kepuasan Komunikasi Publik (I-
Masyarakat di | PIKP)
Bidang Komunikasi | Indeks Kematangan
dan Informatika Teknologi Informasi dan Level 3 Level 2
Komunikasi (I- KTIK)
Indeks SPBE terkait
Layanan  Komunikasi | 2.88 (terkelola) 4,75
dan Informatika
Indeks Pembangunan 3.06 3,48
Statistik (IPS)
Indeks Keamanan 620 (tinggi) 591
Informasi (KAMI)
Nilai Evaluasi AKIP PD 76.05 73
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Sasaran Strategis —

Realisasi Tahun

Realisasi

Indikator Kinerja Nasional
Program 2025 Tahun 2025
Program  Penunjang | Persentase rata-rata
Urusan  Pemerintah | capaian kinerja aparatur 100% 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan |Persentase Perangkat
Informasi dan |Daerah OPD yang telah 10% 78%
Komunikasi Publik memiliki layanan
informasi
Program Pengelolaan | Persentase
Aplikasi Informatika Penyelenggaraan 100% 100%
Layanan Pemerintahan
dan Layanan Publik
yang berbasis
elektronik
Program Persentase Data 100% 100%
Penyelenggaraan Sektoral yang
Statistik Sektoral dipublikasikan
Program Persentase Sistem 55% 95%
Penyelenggaraan aplikasi Strategis yang
Persandian Untuk | Berfungsi dengan Baik
Pengamanan
Informasi

Analisis Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional:

a) Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Jombang tahun 2025 adalah “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

di Bidang Komunikasi dan Informatika.” Pengukuran capaian

sasaran ini dilakukan melalui beberapa indikator kinerja yang

dibandingkan dengan capaian nasional.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup

baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu

ditingkatkan.
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Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)
Kabupaten Jombang memperoleh nilai 67 (kategori sedang), masih
berada di bawah capaian nasional sebesar 77,58. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi publik dan
keterbukaan informasi di daerah masih perlu ditingkatkan,
khususnya dalam penyediaan layanan informasi oleh perangkat
daerah.

Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)
mencapai Level 3, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang
berada pada Level 2. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola
dan pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Jombang telah
berjalan dengan baik dan relatif lebih maju dibandingkan rata-rata
nasional. Namun tentunya masih perlu banyak perbaikan sesuai
hasil rekomendasi penyusunan dokumen I-KTIK.

Namun demikian, pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) terkait layanan komunikasi dan informatika,
Kabupaten Jombang memperoleh nilai 2,88 (kategori terkelola),
masih tertinggal dibandingkan capaian nasional sebesar 4,75. Hal ini
mengindikasikan bahwa integrasi layanan digital dan penerapan
SPBE masih memerlukan penguatan.
Pada Indeks Pembangunan Statistik (IPS), capaian daerah sebesar
3,06, sedikit di bawah nasional sebesar 3,48, yang menunjukkan
perlunya peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data
statistik sektoral.

Di sisi lain, Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan hasil
yang baik dengan nilai 620 (kategori tinggi), melampaui capaian
nasional sebesar 591, yang mencerminkan sistem keamanan
informasi di Kabupaten Jombang sudah cukup baik.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
mencapai 76,05, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 73, yang

menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik.
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b) Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja program Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil
yang bervariasi.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
persentase rata-rata capaian kinerja aparatur mencapai 100%,
setara dengan capaian nasional, yang menunjukkan Kkinerja
aparatur yang optimal.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
menunjukkan capaian sebesar 10%, jauh di bawah capaian
nasional sebesar 78%. Hal ini menjadi perhatian utama karena
masih rendahnya jumlah perangkat daerah yang memiliki layanan
informasi publik.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika mencapai 100%,
setara dengan nasional, yang menunjukkan  bahwa
penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik telah
berjalan dengan baik.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral juga mencapai
100%, setara nasional, yang menunjukkan komitmen dalam
penyediaan dan publikasi data sektoral.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan Informasi menunjukkan capaian sebesar 55%
dibandingkan nasional telah mencapai 95%, yang mengindikasikan

bahwa sistem aplikasi strategis masih perlu ditingkatkan.
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Renstra 2025-2029

Realisasi
Sasaran Strategis Indikator Realisasi Nasional
- Program Kinerja Tahun 2025 Tahun
2025
Meningkatkan Indeks n/a
Transformasi Digital | SPBE/Pemeri
dan Keterbukaan | ntah Digital 4.75
Informasi Publik
Optimalisasi Layanan | Indeks 9.4% 44.53%
Digital Pemerintah Layanan
Digital
Optimalisasi Tingkat tindak 100% 100%
Pengelolaan lanjut
Komunikasi dan | pengaduan
Informasi Publik masyarakat
(LAPOR) yang
sudah
diselesaikan
Tingkat 100% 100%
Penyebarluasa
n Informasi ke
Masyarakat
Optimalnya data statistik [Indeks 3,06 3,48
sektoral Pembangunan
Statistik
Optimalnya Indeks KAMI 651 591
penyelenggaraan
persandian untuk
keamanan informasi
Terwujudnya Tata Kelola | Indeks 85.85 87.00
Birokrasi yang Bersih | Reformasi
dan Efektif Birokrasi
Perangkat
Daerah
Program Penunjang | Nilai Evaluasi 76,05 73
Urusan Pemerintah | AKIP
Daerah Kabupaten/Kota | Perangkat
Daerah
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Realisasi
Sasaran Strategis Indikator Realisasi Nasional
- Program Kinerja Tahun 2025 Tahun
2025
Program  Pengelolaan | Persentase 100% 100%
Informasi dan | pengaduan
Komunikasi Publik yang diterima
telah
ditindaklanjuti
Persentase 100% 100%
Informasi
Publik  yang
dipublikasikan
tepat waktu
Program  Pengelolaan | Tingkat 10% 44,53
Aplikasi Informatika keterpaduan
layanan
administrasi
pemerintahan
dan layanan
publik
Program Evaluasi 3.06 3,48
Penyelenggaraan Penyelenggar
Statistik Sektoral aan  Statistik
Sektoral
Program Nilai Tata 113 n/a
Penyelenggaraan Kelola
Persandian Untuk | keamanan
Pengamanan Informasi Indeks KAMI
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

“Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik”

yang diukur melalui berbagai indikator kinerja utama yang

merepresentasikan aspek transformasi digital, layanan publik, tata kelola

informasi, statistik sektoral, keamanan informasi, serta reformasi birokrasi.
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Pada indikator Indeks SPBE/Pemerintah Digital, realisasi daerah belum
tersedia (n/a), sementara capaian nasional berada pada nilai 4,75. Kondisi
ini menunjukkan perlunya penguatan dalam pengukuran dan pelaporan
indeks SPBE di tingkat daerah agar dapat dilakukan evaluasi yang
komprehensif terhadap transformasi digital pemerintahan. Nilai n/a atau
belum tersedia pada Kabupaten Jombang dikkarenakan pada tahun 2025

tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB.

Indikator Indeks Layanan Digital menunjukkan capaian daerah sebesar
9,4%, jauh di bawah capaian nasional sebesar 44,53%. Hal ini
mengindikasikan bahwa tingkat integrasi dan pemanfaatan layanan digital
pemerintahan masih relatif rendah dan perlu percepatan dalam

pengembangan serta interoperabilitas sistem layanan.

Pada aspek pengelolaan komunikasi dan informasi publik, indikator tingkat
tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui LAPOR mencapai 100%,
setara dengan capaian nasional. Demikian pula dengan tingkat
penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang juga mencapai 100%,
menunjukkan bahwa fungsi layanan informasi publik telah berjalan

optimal.

Untuk indikator Indeks Pembangunan Statistik, capaian daerah sebesar
3,06, masih berada di bawah capaian nasional sebesar 3,48. Hal ini
menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan statistik sektoral masih
perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal konsistensi, kualitas data, dan

pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan.

Pada indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI), daerah memperoleh
nilai 651, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 591. Hal ini
mencerminkan bahwa tata kelola keamanan informasi di daerah telah
berjalan dengan baik dan memiliki tingkat kematangan yang lebih tinggi

dibandingkan rata-rata nasional.
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Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan
capaian sebesar 85,85, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 87,00.
Meskipun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan kategori yang
baik dan mencerminkan adanya upaya peningkatan tata kelola birokrasi

yang efektif dan akuntabel.

Pada aspek akuntabilitas kinerja, Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
mencapai 76,05, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 73, yang
menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah

berjalan dengan baik.

Capaian Kinerja Program
Capaian kinerja program pada Dinas Komunikasi dan Informatika secara
umum menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan beberapa indikator

telah mencapai target maksimal.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menunjukkan
capaian optimal, di mana persentase pengaduan yang diterima dan telah
ditindaklanjuti mencapai 100%, serta persentase informasi publik yang
dipublikasikan tepat waktu juga mencapai 100%, setara dengan capaian

nasional.

Pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, indikator tingkat
keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik baru
mencapai 10%, masih jauh di bawah capaian nasional sebesar 44,53%.
Hal ini menunjukkan bahwa integrasi layanan digital masih menjadi
tantangan utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis

elektronik.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki nilai evaluasi
sebesar 3,06, lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 3,48,
yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan

pemanfaatan data statistik sektoral.
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Pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi, nilai tata kelola keamanan Indeks KAMI tercatat sebesar 113,
namun belum tersedia pembanding nasional untuk indikator ini. Meskipun
demikian, capaian sebelumnya pada indeks KAMI vyang tinggi
menunjukkan bahwa aspek keamanan informasi telah menjadi kekuatan

daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menunjukkan kinerja
yang baik dengan nilai Evaluasi AKIP yang mendukung peningkatan

akuntabilitas organisasi secara keseluruhan.

1.1.5 Analisis atas realisasi kinerja Diuraikan tentang penyebab

keberhasilan/kegagalan dan/atau peningkatan/penurunan kinerja.

Capaian Program/Kegiatan Berdasarkan Renstra 2025-2029
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Meningkatkan | Indeks 24.340.787. | 23.314.170. | 95.78
Transformasi | SPBE/Pemeri 4.10 nla Belum 745 759
- ntah Digital -
Digital dan Rilis
Keterbukaan
Informasi
Publik
Optimalisasi | Indeks 9.4% 9.4% 100
Layanan Lz_iy_anlan
Digital Digita
Pemerintah
Optimalisasi | Tingkat tindak| 100% 100% 100
Pengelolaan | lanjut
K Kasi pengaduan
omunikasi masyarakat
dan Informasi| (LAPOR)
Publik yang sudah
diselesaikan
Tingkat
Penyebarluas 100% 100% 100
an Informasi
ke
Masyarakat
Optimalnya Indeks 2,5 3,06 110
data statistik Pembgn.guna
n Statistik
sektoral
Optimalnya Indeks KAMI 640 651 101.56
penyelenggar
aan
persandian
untuk
keamanan
informasi
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Terwujudnya

Indeks
Tata Kelola| Reformasi 80,10 85.85 107.18
Birokrasi van Birokrasi
Iro Yangd| perangkat
Bersin  dan| Daerah
Efektif
Program Nilai Evaluasi 11.170.531. | 10.352.562. | 92,68
Penunjang | AKIP 76.05 76,05 100 957 479
U Perangkat
rusan Daerah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/K
ota
Program Persentase 3.465.713.7 | 3.454.886.7 | 99,69
Pengelolaan | Pengaduan 100% 100% 100 50 61
Inf i d yang diterima
norm§3| .an telah
Komunikasi | ditindaklanjuti
Publik Persentase 100% 100% 100
Informasi
Publik  yang
dipublikasikan
tepat waktu
Program Tingkat 23% 23% 100 7.636.502.0 | 7.507.291.7 | 98.31
Pengelolaan | keterpaduan 65 92
Aplikasi layanan
plikasi administrasi
Informatika pemerintahan
dan layanan
publik
Program Evaluasi 2.5 3.06 110 1.345.374.1 | 1.337.991.2 | 99.45
Penyelenggar | Penyelenggar 48 27

aan Statistik
Sektoral

aan Statistik
Sektoral
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Program Nilai Tata 100 113 110 722.665.825 | 661.438.500 | 91.53
Penyelengg Kelola
keamanan
araan Indeks KAMI
Persandian
Untuk
Pengamana
n Informasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

¢ Program/Kegiatan yang Berhasil dan Efektif terdapat 5 indikator yaitu
pada Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang
bersin dan efektif sangat berhasil, dengan capaian 107,18% untuk
indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Sasaran
Strategis Optimalnya data statistik sectoral dengan indikator Indeks
Pembangunan Statistik dengan capaian 110%, Sasaran Strategis
Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi
Indeks KAMI dengan capaian 110%, Program Penyelenggaraan
Statistik Sektoral dengan indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral dengan capaian 110% dan Program Penyelenggaraan
Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Nilai Tata
Kelola Indeks KAMI dengan capaian 110%

e Sasaran Strategis/Program yang efektif dengan target dan realisasi
100% terdapat 7 indikator meliputi Optimalisasi Layanan Digital
Pemerintah dengan Indeks Layanan Digital 100%, Optimalisasi
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dengan Tingkat tindak
lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
capaian 100% dan Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat
capaian 100%, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
dengan capaian 100%, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik dengan indikator Persentase pengaduan yang diterima telah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 231




ditindaklanjuti capaian 100% dan indikator Persentase Informasi Publik

yang dipublikasikan tepat waktu dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Adanya dukungan kebijakan daerah dalam pengembangan layanan
pemerintahan secara elektronik telah diterbitkan Peraturan Bupati
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis;

b. Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah menjangkau seluruh PD;

c. Terjalin relasi yang baik dengan media cetak maupun elektronik;

d. Aktifnya website dan social media Pemerintah Daerah sebagai
penyajian informasi dan release secara berkala;

e. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan perangkat
TIK harus mendapatkan rekomendasi Dinas Komunikasi dan
Informatika sehingga dapat diintergrasikan dengan sistem informasi
terkait;

f. Komitmen terhadap kebijakan satu data yang dicanangkan secara
nasional dan Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan
baik;

g. Koordinasi yang baik dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan
Forum Komunikasi Sandi Kabupaten Jombang terkait pembinaan
persandian, peningkatankapasitas Keamanan Informasi dan
penerbitan sertifikasi Elektronik.

Selanjutnya permasalahan dalam kegagalan dan penurunan kinerja yang
dihadapi dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Pada Renstra 2025-2029 terdapat perubahan Indikator yaitu Indeks
SPBE digantikan dengan Indeks Pemerintah Digital. Indeks
Pemerintah Digital akan diberlakukan mulai 2026 namun untuk
indikator penilaiannya belum disosialisasikan kepada Pemerintah

Daerah.
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Keterbatasan anggaran pengembangan sarana prasarana IT dan
publikasi kinerja yangmemadai;

Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang
komunikasi dan informatika;

Belum diterapkannya Standart Nasional Manajemen Keamanan
Nasional dan kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi.

Belum semua Sistem Informasi dan database terintregasi.
Masih sulitnya pemenuhan data sektoral pada OPD

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi

sebagai berikut

a.

Berkoordinasi dengan Kemenpan RB maupun perangkat daerah
terkait perubahan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital
dan segera disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah;
Mengusulkan anggaran prioritas peningkatan sarana dan prasarana
TIK dan publikasi;

Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis
teknologi informasi.

Koordinasi yang baik dengan lembaga sandi negara sebagai
Pembina persandian dan rutin melaksanakan forum komunikasi
sandi kepada instansi terkait dengan memberikan informasi akan
pentingnya melakukan pengamanan informasi.

Optimalisasi sistem informasi di berbagai sektor layanan,
Pembangunan dan pengembangan sistem informasi harus
mendapatkan rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika
sehingga dapat diintegrasikandengan sistem informasi terkait;
Melibatkan pihak swasta dalam pengembangan layanan Pemerintah
Digital
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1.2 Realisasi Anggaran

1.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran
Renstra 2024-2026

Sasaran
Strategis —

Kepuasan
Bidang

Informatika

Meningkatkan
Masyarakat di

Komunikasi dan

Indeks
Pengelolaa
n Informasi
dan
Komunikasi
Publik  (I-
PIKP)

67

85.85

119,23

Indeks
Kematanga
n Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
(I- KTIK)

Level 3

Level 3

100

Indeks
SPBE
terkait
Layanan
Komunikasi
dan
Informatika

2.88

Belum Rilis

Belum
Rilis

Indeks
Pembangu
nan
Statistik
(IPS)

2.5

3.06

122.40

Indeks
Keamanan
Informasi
(KAMI)

620

651

105

24.340.787.7
45

23.314.170
.759

95.78
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Nilai 80.10 76.05 94.94
Evaluasi
AKIP PD
Program Persentase | 100% 100% 100 11.170.531.910.352.562 | 92,68
Penunjang rata-rata 57 479
Urusan capaian
Pemerintah kinerja
Daerah aparatur
Kabupaten/Kota
Program Persentase 10% 10% 100 3.465.713.753.454.886. | 99,69
Pengelolaan Perangkat 0 761
Informasi dan Daerah
Komunikasi OPD vyang
Publik telah
memiliki
layanan
informasi
Program Persentase | 100% 100% 100 7.636.502.06|7.507.291. | 98.31
Pengelolaan Penyeleng 5 792
Aplikasi garaan
Informatika Layanan
Pemerintah
an dan
Layanan
Publik yang
berbasis
elektronik
Program Persentase | 100% 100% 100 1.345.374.14(1.337.991. | 99.45
Penyelenggaraa | Data 8 227
n Statistik Sektoral
Sektoral yang
dipublikasik
an
Program Persentase 55% 55% 100 722.665.825 661.438.50 | 91.53
Penyelenggaraa | Sistem 0
n Persandian aplikasi
Untuk Strategis
Pengamanan yang
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Sasaran Kinerja Anggaran
: Indikator : -
Strategis — . e Realisas | Capaia Capa
. Kinerja Tar : P Pagu Realisasi | P
Program get | n (%) ian
Informasi Berfungsi
dengan
Baik

Perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada sasaran strategis
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika menunjukkan
bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan efektif dan
efisien. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja yang sebagian besar mencapai
bahkan melampaui target, sementara realisasi anggaran meskipun belum 100% namun
sudah diatas 90%.

Pada indikator Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PKIP), capaian
kinerja mencapai 119,23% dari target yang ditetapkan, dengan realisasi anggaran sebesar
95,78%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran mampu menghasilkan
kinerja yang jauh melampaui target, sehingga mencerminkan tingkat efektivitas dan

efisiensi yang sangat baik.

Indikator Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK) menunjukkan
capaian sebesar 100%, yang berarti target telah tercapai sepenuhnya. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan sesuai

dengan rencana yang ditetapkan.

Sementara itu, indikator Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika belum
dapat disajikan karena tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. Meskipun demikian,
pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sebagaimana tercermin dari realisasi anggaran yang
tinggi, sehingga Indeks SPBE yang pelaksanaanya dilaksanakan oleh seluruh perangkat

daerah dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.
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Pada indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS), capaian kinerja mencapai 122,40%,
yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan target. Hal ini mengindikasikan
bahwa pengelolaan data statistik sektoral telah berjalan dengan sangat baik dan
memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas perencanaan pembangunan. Namun
realisasi yang digunakan adalah penilaian dari BPS Provinsi Jawa Timur karena tahun ini
tidak dilakukan oleh BPS Pusat.

Indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan capaian sebesar 105%, yang
berarti kinerja melampaui target. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola keamanan

informasi telah dilaksanakan secara optimal.

Namun demikian, pada indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja
hanya mencapai 94,94%, atau belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menjadi
perhatian untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, khususnya dalam aspek akuntabilitas
kinerja dan pelaporan.

Dari sisi program, seluruh program menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, dengan

tingkat realisasi anggaran yang bervariasi antara 91,53% hingga 99,69%.

e Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai kinerja 100% dengan
realisasi anggaran 92,68%, anggaran belum terserap maksimal pada gaji.

« Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menunjukkan capaian
kinerja 100% dengan realisasi anggaran 99,69%, yang mencerminkan kesesuaian
antara perencanaan dan pelaksanaan.

« Program Pengelolaan Aplikasi Informatika mencapai kinerja 100% dengan realisasi
anggaran 98,31%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program.

« Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencapai kinerja 100% dengan
realisasi anggaran 99,45%, yang menunjukkan optimalisasi penggunaan anggaran.

« Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mencapai
kinerja 100% dengan realisasi anggaran 91,53%, maka diperlukan evaluasi pada

kegiatan yang belum terserap maksimal.
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Secara keseluruhan, terdapat korelasi yang positif antara realisasi anggaran dengan
capaian kinerja, dimana sebagian besar indikator menunjukkan capaian kinerja yang tinggi

meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

e Belum tersedianya data capaian pada indikator SPBE
o Belum tercapainya target pada indikator AKIP
o Perlu optimalisasi perencanaan agar serapan anggaran lebih proporsional tanpa

mengurangi efisiensi

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran berdasarkan Renstra 2025-

2029 akan diuraikan sebagai berikut :
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Meningkatkan | Indeks 24.340.787. | 23.314.170. | 95.78
Transformasi | SPBE/Pemeri |, 14 n/a Belum 745 759
- ntah Digital -
Digital dan Rilis
Keterbukaan
Informasi
Publik
Optimalisasi | Indeks 9.4% 9.4% 100
Layanan Lz_iy_anlan
Digital Digita
Pemerintah
Optimalisasi | Tingkat tindak| 100% 100% 100
Pengelolaan | lanjut
K Kasi pengaduan
omunikasl masyarakat
dan Informasi| (LAPOR)
Publik yang sudah
diselesaikan
Tingkat
Penyebarluas 100% 100% 100
an Informasi
ke
Masyarakat
Optimalnya Indeks 2,5 3,06 110
data statistik Pembgn.guna
n Statistik
sektoral
Optimalnya Indeks KAMI 640 651 101.5
penyelenggar 6
aan
persandian
untuk
keamanan
informasi
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Terwujudnya | Indeks
Tata Kelola| Reformasi 80,10 | 85.85 | 107.1
Birokrasi Birokrasi
irokrasi yang Perangkat 8
Bersin  dan| Daerah
Efektif
Program Nilai Evaluasi 11.170.531. | 10.352.562. | 92,68
Penunjang | AKIP 76.05 | 76,05 | 100 957 479
U Perangkat
rusan Daerah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/K
ota
Program Persentase 3.465.713.7 | 3.454.886.7 | 99,69
Pengelolaan | Pengaduan 100% | 100% | 100 50 61
Inf i d yang diterima
norm§5| .an telah
Komunikasi | ditindaklanjuti
Publik Persentase 100% 100% 100
Informasi
Publik  yang
dipublikasikan
tepat waktu
Program Tingkat 23% 23% 100 | 7.636.502.0 | 7.507.291.7 | 98.31
Pengelolaan | keterpaduan 65 92
Aplikasi layanan
plikasl administrasi
Informatika pemerintahan
dan layanan
publik
Program Evaluasi 2.5 3.06 110 |1.345.374.1| 1.337.991.2 | 99.45
Penyelenggar | Penyelenggar 48 27
Statistik aan Statistik
aan Statistik| gapioral
Sektoral
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Program Nilai Tata 100 113 110 722.665.82 | 661.438.500 | 91.53
Penyelengg Kelola 5
keamanan
araan Indeks KAMI
Persandian
Untuk
Pengamana
n Informasi

Perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran merupakan salah satu
indikator penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan
kegiatan perangkat daerah. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sumber daya
anggaran yang telah digunakan mampu menghasilkan capaian kinerja sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana sebagian
besar indikator kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target yang ditetapkan,
begitula dengan capaian realisasi anggaran tang rata-rata sudah diatas 90%. Hal ini
mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara optimal
dan memberikan output serta outcome yang sesuai dengan perencanaan dengan

didukung oleh penyerapan anggaran.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi
Publik, indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum dapat
disajikan karena tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. Namun demikian, dari sisi
realisasi anggaran telah tercapai sebesar 95,78%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan

kegiatan telah dilaksanakan sebagai penerapan SPBE diseluruh perangkat daerah.

Selanjutnya, pada sasaran Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah serta Optimalisasi
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, seluruh indikator kinerja menunjukkan
capaian sebesar 100%, yang berarti seluruh target telah terpenuhi sesuai dengan yang
direncanakan. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan layanan digital serta

pengelolaan komunikasi publik yang efektif.

Pada sasaran Optimalnya Data Statistik Sektoral, capaian Indeks Pembangunan Statistik
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mencapai 110%, melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya

peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral yang signifikan.

Demikian pula pada sasaran Optimalnya Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan
Informasi, capaian Indeks KAMI sebesar 101,56% menunjukkan bahwa tata kelola
keamanan informasi telah berjalan dengan baik dan melampaui target minimal yang
ditetapkan.

Sementara itu, pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efekitif,
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencapai 107,18%, yang mencerminkan

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Dari sisi program, seluruh program menunjukkan capaian kinerja yang optimal, dengan
rata-rata capaian sebesar 100% hingga 110%. Di sisi lain, realisasi anggaran pada
masing-masing program berada pada kisaran 91,53% hingga 99,69%. Program
Penyelenggaraan Persandian bahkan menunjukkan capaian kinerja sebesar 110%

dengan realisasi anggaran sebesar 91,53%.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara
penggunaan anggaran dengan capaian kinerja, dimana target kinerja dapat dicapai tanpa
harus menyerap seluruh anggaran yang tersedia. Hal ini mencerminkan bahwa
pelaksanaan program dan kegiatan telah memenuhi prinsip efektivitas dalam pengelolaan

realisasi keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi anggaran tersebut, hal ini dapat dipergunakan
untuk meningkatkan perencanaan anggaran di periode berikutnya. Realisasi anggaran
yang baik melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk bagian Sekretariat
dan Bidang-bidang, sehingga dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan serta memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada publik

dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan persentase capaian Kkinerja
terhadap persentase penyerapan anggaran, di mana Tingkat Efisiensi dihitung sebagai

selisih antara keduanya. Semakin besar tingkat efisiensi, semakin tinggi pencapaian
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kinerja dibandingkan dengan anggaran yang digunakan.

Adapun Efisiensi Anggaran Dinas Kominfo Jombang adalah sebesar Rp. 1.677.080.276
atau 6,89% sebesar dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.340.787.745
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Sasaran

%

%

Strategis - Indikator Kinerja | Capaian | Realisasi Iél;l_n_gkat_ Ar_1qI|S|s_
Lo isiensi Efisiensi
Program Kinerja | Anggaran
Meningkatkan Indeks 95.78 n/a Tidak ada
Transformasi SPBE/Pemerintah | Belum efisiensi
Digital dan Digital Rilis dikarenakan
Keterbukaan capaikan
Informasi Publik kinerja  belum
rilis
Optimalisasi Indeks Layanan 100 95.78 4.22 Cukup Efisien —
Layanan Digital Digital Pencapaian
Pemerintah sesuai dengan
target dengan
anggaran yang
masih
terkendali
Optimalisasi Tingkat tindak 100 95.78 4.22 Cukup Efisien —
Pengelolaan lanjut pengaduan Pencapaian
Komunikasi dan | masyarakat sesuai dengan
Informasi Publik | (LAPOR) yang target dengan
sudah anggaran yang
diselesaikan masih
terkendali
Tingkat Cukup Efisien —
Penyebarluasan 100 95.78 4.22 Pencapaian
Informasi ke sesuai dengan
Masyarakat target dengan
anggaran yang
masih
terkendali
Optimalnya data | Indeks 110 95.78 14.22 | Efisien -
statistik sektoral | Pembangunan Kinerja  Data
Statistik statistik
meningkat
pesat dengan
anggaran yang
masih
terkendali.
Optimalnya Indeks KAMI 101.56 95.78 5.78 Efisien -
penyelenggaraan Pencapaian
persandian untuk hanya sedikit
keamanan lebih tinggi
informasi dibanding

anggaran yang
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Sasaran

%

%

Strategis - Indikator Kinerja | Capaian | Realisasi Iél;l_n_gkat_ Ar_1qI|S|s_
Lo isiensi Efisiensi
Program Kinerja | Anggaran
dikeluarkan.
Terwujudnya Indeks Reformasi 107.18 95.78 11.4 Efisien -
Tata Kelola Birokrasi Kinerja
Birokrasi yang Perangkat Reformasi
Bersih dan Efektif | Daerah Birokrasi
meningkat
pesat dengan
anggaran yang
masih
terkendali.
Program Nilai Evaluasi Efisien -
Penunjang AKIP Perangkat 100 92,68 7.32 Pencapaian
Urusan Daerah sesuai dengan
Pemerintah target anggaran
Daerah yang masih
Kabupaten/Kota terkendali.
Program Persentase Cukup Efisien —
Pengelolaan pengaduan yang 100 99,69 0.31 Pencapaian
Informasi dan diterima telah hanya sedikit
Komunikasi ditindaklanjuti lebih tinggi
Publik dibanding
anggaran yang
dikeluarkan.
Persentase 100 99,69 0.31 Cukup Efisien —
Informasi Publik Pencapaian
yang hanya sedikit
dipublikasikan lebih tinggi
tepat waktu dibanding
anggaran yang
dikeluarkan.
Program Tingkat 100 98.31 1,69 Cukup Efisien —
Pengelolaan keterpaduan Pencapaian
Aplikasi layanan hanya sedikit
Informatika administrasi lebih tinggi
pemerintahan dan dibanding

layanan publik

anggaran yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

' —

245



dikeluarkan.

Program Evaluasi 110 99.45 10.56 | Efisien -
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Kinerja  Data
Statistik Sektoral | Statistik Sektoral statistik
meningkat
pesat dengan
anggaran yang
masih
terkendali.
Program Nilai Tata Kelola 110 91.53 18.47 | Efisien -
Penyelenggaraan | keamanan Indeks Kinerja
Persandian KAMI Pengelolaan
Untuk Nilai Tata
Pengamanan Kelola
Informasi Keamanan
Indeks  KAMI
meningkat

pesat dengan
anggaran yang
masih
terkendali.

Tingkat Efisiensi di Bawah 5% dengan kategori Cukup Efisien pada :

1. Sasaran Strategis Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah dengan indikator

Indeks Layanan Digital (4,22%);

2. Sasaran Strategis Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang
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sudah diselesaikan dengan indikator Tingkat Tindak Lanjut pengaduan masyarakat
(LAPOR) yang sudah diselesaikan (4,22%);

3. Sasaran Strategis Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang
sudah diselesaikan dengan indikator Tingkat Penyebarluasan Informasi ke
Masyarakat (4,22%);

4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator
Persentase pengaduan yang diterima ditindaklanjuti (0,31%) dan Persentase

Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu (0,31%).

Memerlukan evaluasi dengan mempertimbangkan faktor penyebab dan upaya untuk
lebih efisien dalam meningkatkan capaian kinerja dengan anggaran yang terbatas.
Perlu dilakukan fokus kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dengan biaya lebih

terjangkau.

Tingkat Efisiensi 5-20% dengan kategori efisien pada :

1. Sasaran Strategis Optimalnya data statistik sectoral dengan indikator Indeks
Pembangunan Statistik (14,22%);

2. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif
dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (11.4%);

3. Sasaran Strategis Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (10,56%)

4. Sasaran Strategis Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan

Informasi dengan indikator Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi (KAMI) (18.47)

Pada indikator diatas memiliki tingkat efisiensi cukup tinggi. Peningkatan kinerja jauh lebih
tinggi dibanding anggaran yang dikeluarkan. Namun perlu diperhatikan kembali target
indikator yang disesuaikan dengan kondisi terbaru sehingga dapat untuk meningkatkan
efisiensi secara keseluruhan.
1.3  Upaya Perbaikan Kinerja
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan
budaya kinerja selama tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika telah

melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan
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rekomendasi Tim evaluator SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai
berikut :
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Agar dokumen Pohon Kinerja
disusun secara lebih
komprehensif dengan
memuat penjabaran hubungan
kinerja lintas Perangkat
Daerah (crosscutting
performance), terutama pada
sasaran yang bersifat makro
dan isu-isu
strateg
is
daerah

Menyusun dokumen Pohon Kinerja
dengan mengidentifikasi hubungan
antar  perangkat daerah, yang
menggambarkan crosscutting
performance terhadap pencapaian
sasaran makro dan isu strategis daerah

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,
Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Pemetaan Lintas Perangkat Daerah
(Crosscutting) dengan mengidentifikasi
PD yang terlibat

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Penjelasan Dokumen Pohon Kinerja
yang memuat penjabaran pohon

kinerja lintas

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi
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Waktu Pelaksanaan

No Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut TWI [ TWIV | TWI [TWI |[TWIII TWIV | Penanggung Jawab
2025 | 2025 2026 |2026 | 2026 | 2026

Perangkat Daerah (crosscutting Publik, Kepala Bidang
performance) dijabarkan  kedalam Aplikasi Informatika
penyusunan Renstra 2025-2030 dan dan plt. Bidang
Renja meliputi (Mengapa sasaran Statistiik dan
tersebut penting, PD mana saja yang Persandian
terlibat, Bagaimana sinergi antar PD
dibangun dan Tantangan dan peluang
dalam hubungan kinerja lintas PD)

2 |Agar penyusunan target kinerja Melaksanakan Evaluasi Menyeluruh \% Sekretaris, Kepala
dalam KKPT (Kertas Kerja terhadap Kinerja Tahun Sebelumnya Bidang Humas dan
Perencanaan Tahunan) tidak Komunikasi Publik,
hanya berdasarkan analisis Kepala Bidang Aplikasi
kondisi saat ini, namun Informatika dan plt.
jugamempertimbangkan tindak Bidang Statistiik dan
lanjut dan pembelajaran dari Persandian
capaian sertaketidaktercapaian
target Kinerja tahun
sebelumnya

Menyusun Rencana Tindak Lanjut \% Sekretaris, Kepala
KKPT Berdasarkan Evaluasi Tahun Bidang Humas dan
Sebelumnya dalam LKJiP Komunikasi Publik,
Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian
Penyusunan Target Kinerja dalam \% Sekretaris, Kepala
KKPT dengan Kolaborasi Antar Bidang Bidang Humas dan
dan melibatkan seluruh ASN Dinas Komunikasi Publik,

Kominfo

Kepala Bidang Aplikasi

Informatika dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

|

e 3




plt. Bidang Statistiik
dan Persandian

Penguatan Sistem Pemantauan dan
Evaluasi Berkala melalui Rapat
Evaluasi KKPT setiap tribulan

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Melibatkan seluruh pegawai
secara aktif dalam proses
perencanaan danevaluasi,
tidak hanya pada saat forum,
tetapi juga dalam proses tindak
lanjut danpenyusunan rencana
aksi individu/unit

Penyusunan Mekanisme Partisipasi
Pegawai melalui alur kinerja mulai dari
Perencanaan dan Evaluasi

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan pilt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Melibatkan seluruh ASN dinas kominfo
dalam Penyusunan Rencana Aksi dan
Dialog Kinerja

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan

Persandian
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Pelatihan dan Pengembangan untuk \%

Meningkatkan Partisipasi Penyusunan
Rencana Aksi dengan menghadirkan
narasumber yang kompeten

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian
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Kepala Perangkat Daerah
perlu memastikan  bahwa
rencana aksi unit

kerja

di bawahnya
telah di-cascading secara tepat
dan berkontribusi langsung
terhadap
pencapaian indikator kinerja
Kepala Perangkat Daerah,
melalui penyelarasan,
pemantauan, dan evaluasi
secara berkala;

Penyelarasan Rencana Aksi. Kepala
Dinas Kominfo mengadakan rapat
koordinasi dengan sekretaris, kepala
bidang dan seluruh pegawai untuk
memastikan bahwa rencana aksi telah
dicascading secara tepat dan
berkontribusi langsung  terhadap
pencapaian indikator kinerja

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,
Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Pemantauan Berkala dengan rapat
tribulan untuk memantau progres
pencapaian rencana aksi dan hasil
kinerja dengan melibatkan seluruh
pegawai Dinas Kominfo

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Evaluasi Kinerja dan Tindak Lanjut
dengan Menyusun laporan evaluasi
kinerja dan tindak lanjut berdasarkan
hasil evaluasi tersebut dengan
melibatkan seluruh pegawai

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan pilt.
Bidang Statistiik dan

Persandian
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enyajikan anggaran dan
isasi anggaran untuk Nilai
valuasi AKIP

PD pada
Kurja Kepala Perangkat

Menyusun Kurja Kepala Dinas Kominfo Vv Vv \%

dengan menyajikan anggaran dan
realisasi anggaran untuk Nilai Evaluasi
AKIP PD untuk dapat diketahui ada

tidaknya

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,
Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan
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Daerah, sehingga dapat
diketahui ada

tidakny
a
efisiensi jika dibandingkan
dengan capaian kinerja

efisiensi jika dibandingkan dengan
capaian kinerja

plt. Bidang Statistiik
dan Persandian

Mensosialisasikan kembali [Sosialisasi Siklus Manajemen Kinerja Sekretaris, Kepala
siklus  manajemen  kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, Bidang Humas dan
secara menyeluruh pengukuran, evaluasi, dan tindak lanjut Komunikasi Publik,

khususnya memastikan hasil
pengukuran kinerja dibahas

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.

secara terbuka Bidang Statistiik dan
da Persandian

n Rapat Evaluasi Internal Tribulan yang \% Sekretaris, Kepala

dijadikan bahan pertimbangan |bertujuan untuk memastikan hasil Bidang Humas dan

dalam forum evaluasi dan [pengukuran kinerja dan dijadikan Komunikasi Publik,

perencanaan bahan pertimbangan serta evaluasi Kepala Bidang Aplikasi

berikutnya, termasuk [perencanaan  berikutnya  dengan Informatika dan pilt.

melibatkan pegawai dalam melibatkan seluruh pegawai Bidang Statistiik dan
proses identifikasi tindak lanjut Persandian

Hasil Evaluasi Internal Tribulan \% Sekretaris, Kepala

ditindaklanjuti oleh seluruh pegawai. Bidang Humas dan

Hasil Tersebut menjadi bahan Komunikasi Publik,

pertimbangan perencanaan kinerja
pegawai tribulan berikutnya

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan pilt.

Bidang Statistik dan | -
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Persandian
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Waktu Pelaksanaan

No Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut TWIIL ITWIV |TWIT Twi ITW I ITw v | Penanggung Jawab
2025 | 2025 2026 (2026 | 2026 |2026

Agar mengunggah LKJIP pada [LKJiIP Tahun 2024 telah diupload di Vv Sekretaris, Kepala

laman resmi kominfo.jombangkab.go.id pada Bidang Humas dan

kominfo.jombangkab.go.id

tanggal 23 Juni 2025. Bukti Dukung
Pelaporan  Tindak Lanjut akan
dilampirkan pada rencana aksi Tindak
Lanjut di Tribulan 11l Tahun 2025

Komunikasi Publik,
Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

LKJiP Tahun 2025
diupload
dikominfo.jombangkab.go.id

tribulan | Tahun 2026

pada

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,
Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Agar melakukan perbaikan
pada laporan LKJIP sesuai
dengan sistematika
padaPeraturan Bupati
Jombang Nomor 37 Tahun
2025 Perubahan Atas
PeraturanBupati Jombang
Nomor 47 Tahun 2022
Tentang Pedoman
PenyelenggaraanSistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Dan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja

LKJiP Tahun 2024 telah disusun dan
ditindaklanjuti  sesuai  sistematika
Peraturan Bupati Jombang Nomor 37
Tahun 2025  Perubahan  Atas
PeraturanBupati Jombang Nomor 47
Tahun 2022 Tentang Pedoman
PenyelenggaraanSistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Dan
Evaluasi AkuntabilitasKinerja sesuai
dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP
2024 pada tanggal 23 Juni 2025. Bukti
dukung LKJiP Tahun 2024 dilampirkan
pada Rencana Aksi Tindak Lanjut

Tribulan 11l Tahun 2025

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,
Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

257

|



disusun sesuai

Penyusunan LKJiP Tahun 2025 \%

Sekretaris, Kepala
Bidang
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dengan Peraturan Bupati Jombang
Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas
Peraturan Bupati Jombang Nomor 47
Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Dan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada
Tribulan | Tahun 2026

Humas dan
Komunikasi Publik,
Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Agar melengkapi perbandingan
realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja tahun-tahun
sebelumnya (2 tahun
sebelumnya yaitu tahun 2022
dan 2023) dengananalisis
mendalam sehingga diketahui
apa faktor yang mempengaruhi
kenaikan/penurunan dari
tahun-tahun sebelumnya di
Dokumen Laporan Kinerja

LKJiIP Tahun 2024 telah dilengkapi
perbandingan realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja tahun-tahun
sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu
tahun 2022 dan 2023) dengananalisis
mendalam sehingga diketahui apa
faktor  yang

mempengaruhikenaikan/penurunan

dari tahun-tahun sebelumnya di
Dokumen Laporan Kinerja sesuai
dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP
2024 pada tanggal 23 Juni 2025. LKJiP
Tahun 2024 dilampirkan pada Laporan
dan Bukti Dukung Rencana Aksi Tindak

Lanjut Tribulan 11l Tahun 2025

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian
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LKJiP Tahun 2025 disusun dengan Vv

perbandingan realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja tahun-tahun
sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu
tahun 2022 dan 2023) dengan analisis
mendalam sehingga diketahui apa

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,
Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan

Persandian
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faktor yang

mempengaruhi
kenaikan/penurunan dari tahun-tahun
sebelumnya di Dokumen Laporan
Kinerja

10

Agar menambahkan
penjelasan atau analisa
bagaimana efisiensi sumber
dayamampu mendukung
capaian kinerja dan dituangkan
pada dokumen LKJIP

LKJiP Tahun 2024 telah ditambahkan
penjelasan atau analisa efisiensi
sumber dayamampu  mendukung
capaian kinerja sesuai dengan Tindak
Lanjut Evaluasi SAKIP 2024 pada
tanggal 23 Juni 2025. LKJiP Tahun
2024 dilampirkan pada Laporan dan
Bukti Dukung Rencana Aksi Tindak
Lanjut Tribulan Il Tahun 2025

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

LKJiP Tahun 2025 ditambahkan
penjelasan atau analisa bagaimana
efisiensi sumber daya mampu
mendukung capaian kinerja

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan pilt.
Bidang Statistiik dan

Persandian
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an

melalui

dilakukan penguatan
serta pegawai dalam
penyusunan

LKJ

mekanisme
yang mendorong

partisipasi aktif, seperti forum

diskusi

Sosialisasi internal mengenai Vv
pentingnya LKJiP dalam perencanaan
dan evaluasi kinerja pemerintah daerah
bagi ASN Dinas Komunikasi dan
Informatika dengan narasumber yang
kompeten dibidangnya

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian
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internal, workshop evaluasi

kinerja, atau pemberian ruang
umpan balik secara

formal. Selain itu, penting untuk
membangun budaya kerja
kolaboratif agar seluruh
pegawai merasa memiliki
tanggung jawab bersama
dalam meningkatkan

kualitas dokumen LKJiP

Membentuk Tim Penyusunan LKJiP
yang melibatkan semua pegawai dan
seluruh bidang pada Dinas Komunikasi
dan Informatika. Tim Penyusunan
LKJIP mempunyai tugas masing-
masing yang  bertujuan  untuk
menyusun dan mengevaluasi LKJiP
secara kolaboratif

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Melaksanakan evaluasi secara
menyeluruh terhadap seluruh proses
penyusunan, dari segi partisipasi
pegawai maupun kualitas dokumen
yang dihasilkan.

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan

Persandian
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Memastikan pelaksanaan dan
meningkatkan kualitas rencana
tindak

lanju
t
dengan terlebih dahulu
mencermati dan menganalisis
Hasil Evaluasi ini sehingga
Tindak Lanjut benar-benar

mampu meningkatkan
kualita
S
implementasi
SAK

IP  Perangkat Daerah dan

kinerja Perangkat Daerah

Analisis Hasil Evaluasi dengan \%
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
Berdasarkan Hasil Evaluasi

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian

Meningkatkan Koordinasi dan \% \%
Kolaborasi Antar Bidang Melalui
Evaluai Rapat Tribulan

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,

Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian
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Monitoring tribulan dilaksanakan untuk \% \% \

memastikan bahwa tindak lanjut sesuai
dengan jadwal dan target kinerja dapat
tercapai

Sekretaris, Kepala
Bidang Humas dan
Komunikasi Publik,
Kepala Bidang Aplikasi
Informatika dan plt.
Bidang Statistiik dan
Persandian
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BAB IV
PENUTUP
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A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama anggaran Tahun 2025. Format
penyusunan pada LKjIP Tahun 2025 ini telah disesuaikan dengan Peraturan
Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jombang.

Persentase capaian kinerja akan disesuaikan dengan skala pengukuran

sebagai berikut :

Untuk mempermudah dalam interpretasi dalam
pencapaian indikator kinerja, digunakan skala
pengukuran ordinal sebagai berikut :

PERSENTASE CAPAIAN
NO KINERJA KATEGORI
1 |>100% - 110% Istimewa (Sangat Berhasil)
2 | >80% - 100% Baik (Berhasil)
3 | >60% - 80% Butuh Perbaikan (Cukup)
4 | >20% - 60% Kurang
5 | 0% -20% Sangat Kurang

Untuk pencapaian melebihi 110%, dilakukan
pengambilan nilai batas maksimal sebesar 110%.
Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama
dengan 0%.

Hasil Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika pada
tahun 2025 mengacu pada Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

- Tujuan Strategis Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan
Informasi Publik dengan indikator Indeks SPBE/Pemerintah Digital

dengan capaian yang tidak bisa dilakukan penilaian karena kemenpan RB
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tidak melakukan penilaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Jombang sehingga hasilnya belum rilis.

- Sasaran Strategis Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah, Indikator
Indeks Layanan Digital Capaian 100% dengan kategori baik (berhasil)
dikarenakan Tahun 2025 layanan digital pemerintah daerah yang sudah mampu

terhubung dan bertukar data secara otomatis antara lain :
a. BKPSDM - SIAP ASN

b. DISNAKER - TALENTA

c. PUPR - LAYANAN PUPR

d. SEKRETARIAT DAERAH - MONEV

e. DPMPD - SABDOPALON

Jumlah aplikasi tersebut adalah layanan/aplikasi digital yang mampu saling
terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data secara otomatis dengan layanan
atau sistem lain. Untuk memungkinkan layanan digital perangkat daerah
interoperabel, layanan digital harus dibangun sesuai standart (data,

authentifikasi, teknologi) dan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo

- Sasaran Strategis Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi
Publik, Indikator Tingkat Tindak Lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)
yang sudah diselesaikan capaian 100% dengan kategori baik (berhasil)
dikarenakan seluruh pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!

telah ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah

- Sasaran Strategis Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi
Publik, Indikator Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat capaian
100% dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan seluruh Penyebarluasan
Informasi Masyarakat Kegiatan Kepala Daerah tercapai Melalui Media website,
sosial media, radio telah dipublikasikan seluruhnya.
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- Sasaran Strategis Optimalnya Data Statistik Sektoral, Indikator Indeks
Pembangunan Statistik capaian 100% dengan kategori baik berhasil

dikarenakan :

a. Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan
Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan
menggunakan data BPS baik dari data sensus maupun survei di beberapa
kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.

b. Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan
Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan
menggunakan data statistik sektoral di beberapa kegiatan dan telah

melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.

c. Proses Sosialisasi dan Literasi Data Statistik telah dilaksanakan oleh
produsen data dengan kegiatan secara online pada website dan media sosial
maupun offline yang mengundang pihak eksternal baik OPD maupun

Masyarakat luas.

d. Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan oleh seluruh
produsen data pada awal tahun dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat
Rekomendasi Statistik oleh BPS dan telah dilakukan reviu serta evaluasi

secara berkala.

e. Proses Perencanaan Pembangunan Statistik telah dituangkan dalam
Rencana Aksi SDI telah dilaksanakan dengan baik. Bukti monitoring dan

evaluasi termuat dalam Laporan pelaksanaan SDI tahun 2025

f. Proses Pemanfaatan Big Data telah dilaksanakan di beberapa OPD dengan
memanfaatkan citra satelit dan data dari beberapa website untuk
menghasilkan data statistik pendukung, yaitu penyusunan peta kerawanan

bencana dan peta lokasi industri.

- Sasaran Strategis Optimalnya Penyelenggaraan Persandian Untuk

Keamanan Informasi, indikator Indeks KAMI capaian 100% dengan kategori
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baik berhasil dikarenakan (1) Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan
informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kategori Cukup Balik,
(2) Terdapat peningkatan Skor Indeks KAMI Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang dari 612 pada Gap Analisis Awal menjadi 650 namun perlu
adanya peningkatan terutama di area penilaian perlindungan data pribadi,
pengelolaan risiko dan pengelolaan aset keamanan informasi Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Jombang.

- Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan
Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
dengan capaian 107.18 dengan kategori istimewa sangat berhasil
dikarenakan melampaui target dari yang diperjanjikan dan apabila dibandingkan

dengan tahun 2024 mengalami kenaikan 5,78% dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jombang adalah 85.85 dengan kategori A- predikat Memuaskan dengan

Catatan. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

NILAI
No Komponen Bobot
2024 2025
1 CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 10% 7.16 8.19
PERANGKAT DAERAH
Pengelolaan Reformasi Birokrasi 2% 2.00 1.75
Rencana Aksi 4% 233 317
Monitoring dan Evaluasi 4% 2.83 3.28

2 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI 90% 72.91 77.66
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan 50% 41.01 43.29
akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang
Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten 40% 31.90 34.36
Jombang yang profesional
TOTAL 80.07 85.85

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
Indikator Nilai Evaluasi AKIP PD capaian 100% dengan kategori baik

(berhasil) dikarenakan

a. Telah menyusun rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan
Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 270
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang




Dinas Komunikasi dan Informatika juga sudah menyusun cascading dan

pohon kinerja Perangkat Daerah.

b. Telah menyusun dokumen Penetapan IKU/IKI dan rencana aksi yang

digunakan sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi progres kinerja.

c. Telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja mulai dari level perangkat
daerah hingga individu pegawai

d. Telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP Perangkat
Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun
2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Namun dari hasil tersebut perlu dilakukan evaluasi sesuai dengan hasil
rekomendasi yang akan dijelaskan pada poin berikutnya. Pada tahun 2025, hasil
evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
menunjukkan nilai sebesar 76.05 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan
bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu Terdapat
gambaran bahwa AKIP sangat baik pada sebagian besar unit kerja. Akuntabilitas
yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang
andal serta pengelolaan kinerja secara berkelanjutan telah dilakukan sampai ke

level eselon 3/koordinator.

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator 1 :
Persentase Pengaduan yang telah diterima ditindaklanjuti dengan capaian
100% dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan seluruh pengaduan
masyarakat melalui aplikasi SP4AN-LAPOR! telah ditindaklanjuti oleh seluruh

perangkat daerah
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Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator 2 :
Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu dengan
capaian 100% dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan  seluruh
Penyebarluasan Informasi Masyarakat Kegiatan Kepala Daerah tercapai Melalui

Media website, social media, radio telah dipublikasikan seluruhnya.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Indikator Tingkat keterpaduan
layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik dengan capaian
100% dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan Realisasi Layanan

Administrasi Pemerintahan pada tahun 2025 sebagai berikut :
- BKPSDM - SIAP ASN

BKPSDM , dengan layanan kepegawaian SIAP-ASN, menyediakan data
kepegawaian (NIP, Nama ,tanggal lahir, Pangkat, Golongan, Jabatan, Unit
Kerja, Pendidikan) yang bisa dibagi pakaikan dengan aplikasi layanan
administrasi pemerintah lainnya dengan standar keamanan yang sudah

ditetapkan.
- SEKRETARIAT DAERAH - MONEV

Sekretariat Daerah, dengan layanan e-monev yang menyediakan layanan
pelaksanaan, dan pelaporan keuangan perangkat daerah . sistem ini
memungkinkan sistem lain memanfaatkan data realisasi keuangan, data
pemaketan, data pengelolaan anggaran lainnya untuk keperluan monitoring

dan evaluasi.
- DPMPD - SABDOPALON

DPMD, dengan aplikasi layanan persuratan desa (SABDOPALON), adalah
layanan publik yang dari proses layananannya mampu menyediakan data
penduduk kabupaten Jombang ( NIK, Nama, Alamat, tanggal lahir) sesuai
standar data administrasi kependudukan dan sesuai dengan standar

keamanan yang sudah ditetapkan.
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Realisasi Layanan Publik Tahun 2025 sebagai berikut :
- DISNAKER - TALENTA

Dinas Tenaga Kerja, dengan layanan ketenagakerjaan (TALENTA),
menyediakan data penduduk angkatan kerja kabupaten Jombang ( NIK,
Nama, Alamat, tanggal lahir, Pendidikan), data Perusahaan di kabupaten
Jombang (Nama Perusahaan, No ljin Usaha, Alamat, bidang usaha) dan data

pelatihan untuk Masyarakat.
- PUPR -LAYANAN PUPR

PUPR , dengan Layanan PUPR, menyediakan data layanan PUPR seperti
data aset daerah aliran Sungai beserta variabelnya (luasan sawah yang

dialiri), penyewaan/peminjaman alat berat, data pengajuan uji lab PUPR.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian layanan pemerintahan dan

layanan publk telah tercapai 100%.

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indikator Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan capaian 110% dengan kategori
baik (berhasil) dikarenakan

a. Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan
Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan
menggunakan data BPS baik dari data sensus maupun survei di beberapa

kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.

b. Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan
Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan
menggunakan data statistik sektoral di beberapa kegiatan dan telah

melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.

c. Proses Sosialisasi dan Literasi Data Statistik telah dilaksanakan oleh
produsen data dengan kegiatan secara online pada website dan media sosial

maupun offline yang mengundang pihak eksternal baik OPD maupun
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Masyarakat luas.

d. Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan oleh seluruh
produsen data pada awal tahun dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat
Rekomendasi Statistik oleh BPS dan telah dilakukan reviu serta evaluasi

secara berkala.

e. Proses Perencanaan Pembangunan Statistik telah dituangkan dalam
Rencana Aksi SDI telah dilaksanakan dengan baik. Bukti monitoring dan

evaluasi termuat dalam Laporan pelaksanaan SDI tahun 2025

f. Proses Pemanfaatan Big Data telah dilaksanakan di beberapa OPD dengan
memanfaatkan citra satelit dan data dari beberapa website untuk
menghasilkan data statistik pendukung, yaitu penyusunan peta kerawanan

bencana dan peta lokasi industri.

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi,
Indikator Nilai Tata Kelola Keamanan Indeks KAMI dengan capaian 110%
dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan pada kondisi saat ini
Pengontrolan keamanan informasi sudah diterapkan sebagian besar dan sudah
ada kebijakan/prosedur terkait namun tetap harus ada pemantauan terkait
kepatuhan pegawai internal maupun pemasok terhadap keberjalanan keamanan

informasi

B. Rekomendasi
Dari hasil evaluasi diatas maka seluruh indikator dapat dikatakan baik
(berhasil), namun pada indikator Nilai Evaluasi AKIP apabila realisasi 2025
dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan, maka diperlukan
upaya-upaya untuk :

e Agar dokumen Pohon Kinerja disusun secara lebih komprehensif
denganmemuat penjabaran hubungan kinerja lintas Perangkat Daerah
(crosscuttingperformance), terutama pada sasaran yang bersifat makro

dan isu-isu strategis daerah;
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e Agar penyusunan target kinerja dalam KKPT (Kertas Kerja
Perencanaan Tahunan) tidak hanya berdasarkan analisis kondisi saat
ini, namun juga mempertimbangkan tindak lanjut dan pembelajaran dari

capaian serta ketidaktercapaian target kinerja tahun sebelumnya;

e Melibatkan seluruh pegawai secara aktif dalam proses perencanaan
dan evaluasi, tidak hanya pada saat forum, tetapi juga dalam proses
tindak lanjut dan penyusunan rencana aksi individu/unit;Kepala
Perangkat Daerah perlu memastikan bahwa rencana aksi unit kerja
dibawahnya telah di-cascading secara tepat dan berkontribusi langsung
terhadap pencapaian indikator kinerja Kepala Perangkat Daerah,

melalui penyelarasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala;

e Agar menyajikan anggaran dan realisasi anggaran untuk Nilai Evaluasi
AKIP PD pada Kurja Kepala Perangkat Daerah, sehingga dapat
diketahui ada tidaknya efisiensi jika dibandingkan dengan capaian

Kinerja;

e Mensosialisasikan kembali siklus manajemen kinerja secara
menyeluruh khususnya memastikan hasil pengukuran kinerja dibahas
secara terbuka dan dijadikan bahan pertimbangan dalam forum
evaluasi dan perencanaan berikutnya, termasuk melibatkan pegawai

dalam proses identifikasi tindak lanjut;
e Agar mengunggah LKJIP pada laman resmi kominfo.jombangkab.go.id;

e Agar melakukan perbaikan pada laporan LKJIP sesuai dengan
sistematika pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

e Agar melengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi

kinerja tahun tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022
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dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa faktor
yang mempengaruhi  kenaikan/penurunan  dari  tahun-tahun

sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja;

e Agar menambahkan penjelasan atau analisa bagaimana efisiensi
sumber daya mampu mendukung capaian kinerja dan dituangkan pada
dokumen LKJIP;

e Perlu dilakukan penguatan peran serta pegawai dalam proses
penyusunan LKJiP melalui mekanisme yang mendorong partisipasi
aktif, seperti forum diskusi internal, workshop evaluasi kinerja, atau
pemberian ruang umpan balik secara formal. Selain itu, penting untuk
membangun budaya kerja kolaboratif agar seluruh pegawai merasa
memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas
dokumen LKJiP;

e Memastikan pelaksanaan dan meningkatkan kualitas rencana tindak
lanjut dengan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis Hasil
Evaluasi ini sehingga Tindak Lanjut benar-benar mampu meningkatkan
kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan kinerja Perangkat
Daerah.

Akhirnya disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini,
diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada
seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Jombang, sehingga dapat memberikan umpan

balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tersebut
harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga Dinas
Komunikasi dan Informatika dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh

masyarakat dengan pelayanan yang profesional.
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Jombang, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
- INFORMATIKA

RO WAHYUDI, S.STP.,M.KP
bina Tingkat |
NIP. 19800528199912100
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LAMPIRAN

Jenis Dokumen Link Akses
Renstra , . . .
2024 - 2026 https://drive.google.com/drive/folders/10tt3CEMgOlce Df9FbRb7f-3xqWGJJZc?usp=drive link
Perjanjian )
Kinerja Renstra
2025 - 2029 https://drive.google.com/drive/folders/16DGzXWnWPyy6cXivdPIrOSdddlyaUlZi?usp=drive link
Renstra . . . . .
2024 - 2026 https://drive.google.com/drive/folders/17P8PHuSkICMOCcSTCZbdSQj1BENXSGLDc?usp=drive_link
IKU/IKI
Renstra , . _ . .
2025 - 2029 https://drive.google.com/drive/folders/1tZRD EhQyklck1u ChihubFORNNRz66Q?usp=drive link
Renstra , . _ . _ .
2024 - 2026 https://drive.google.com/drive/folders/1-yCYIIr92R3L XIKi844VsjoWM33XudfO?usp=drive_link
SKP
Renstra , . _ . .
2025 - 2029 https://drive.google.com/drive/folders/1pmFJBNpCrQ o7NmV tJS1uTX8w9i1PQM?usp=drive link
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A ;
Renstra https://drive.google.com/drive/folders/1ncm 0oTWYTdw9jdvJgr9Asji1QK0o0vd?usp=drive link
Rencana Aksi | 2024 - 2026 el = el : el e
Pencapaian
Kinerja 202?1_8;:29 https://drive.google.com/drive/folders/1SWjiNoBxhagKC6d-kuk apCEmW-fXaNNm?usp=drive link
Monitoring Renstra
dan Evaluasi https://drive.google.com/drive/folders/1rOprKbZsO3ndTLWsQzncvyCiBhjZEnSx?usp=drive link
.| 2025 - 2029
Rencana Aksi
Pengukuran Renstra . . . ,
e https://drive.google.com/drive/folders/15nvsIx6F-upTOyMww rZ5ARompV_qfyp?usp=drive link
Kinerja 2025 - 2029
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